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KATA SAMBUTAN

Kalau dalam bidang ilmu pengetahuan eksakta, para mahasiswa

kita dapat belajar dari buku-buku tulisan sarjana-sarjana asing, maka

dalam bidang pelajaran hukum mereka hanya dapat memakai

-buku-buku karangan para sarjana hukum kita sendiri yang ditulis

berdasarkan keadaan di Indonesia.

"QOleh  karena  itu, maka usaha penulis untuk menambakh
kepustakaan bagi para mahasiswa huku kita, saya sambut dengan
gembira.

Mengena: perbuatan melanggar hukum, memang dapat dikatakan

bahwa sampai sckarang buku Saudara Wirjono Prodjodikore adalah

satu-satunya yang dapat dipakai oleh para mahasiswa.

Oleh khalayak ramai umumnya memang belum dimengerti bahwa
masalah: perbuatan melanggar hukum itu adalah masalah pemberian
sanksi perdata pada perbuatan-perbuatan warga masyarakat, yang
seringkali sekaligus merupakan tindak-pidana. Dan dikiranya bahwa,
apabila seorang sudah dijatuhi pidana karena perbuatannya, maka
selesailah semua pertanggung-jawaban tentang akibat-akibat per
buatannya. Padahal yang terselesaikan itu baru satu segi saja dari
perbuatannya, yaitu segi pidananya, sedangkan segi perdatanya belum
rerselesatkan.

. Lebih-lebik masalak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh Pemerintah atau Penguasa, adalah bagi orang banyak masih
sangat sukar dimengerti. ‘

Semoga buku ini dapat memberikan pengertian yang tepat kepada
para mahasiswa tentang perbuatan melanggar hukum - itu, dalam
rangka penegakan hukum dan keadilan dalam Negara Hukum
Indonesia. - '

Bandung, 27 Desember 1978

Prof. R. Subekti, S.H,
Guru Besar Hukum Perdata

FAK. HUK }




KATA SAMBUTAN

Dengan terbitnya buku ini bertambahlah sebuah buku yang

mernbicarakan persoalan hukum terutama dalam bidang hukum
- perdata. l

“Sampai pada ketika ini dapatleh diakui bahwa- pembicaraan
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis dalam bahasa
Indonesia tiada banyak terdapat dalam perbendaharaan ﬁerpustakaan
Persoalan tentang Perbuatan Melawan Hukum tiada kalgh pentx'ngnyc;
dengan persoalan dan mata pembicaraan bidang hukum yang Iain.

Maka r.{ari. itu tiada berkelebihan kiranya manakala buku ini. dapat
pula dijadikan tambahan bahan telaakh dan pembanding; tidak safa

bagi mahasiswa, tetapi juga bagi {

: . fetap gl mereka yang pada setiap hari
?rg;;:t dalambkegmtan hukum. Lain daripada ity buky ini dapat pula
jadikan tambahan deret pustaka hukum yang setiap kali dapa
dibuka dan dibaca; e e “it dapat,

Besar h.arapan karfzi penulisan semacam buku ini dapat te-rsusul

oleh pemfrbzran dan karangan lain dari sarjana pengarang Indonesia
’ yang melibatkan apa yang ada dan yang timbul dalam alam Indonesia
;;ut.i Der‘:ga; demikian buku pelajaran yang ditulis dalam bahasa
naonesia dengan suasana Indonesia akan tiad kit ami

e : : . . a sedikit m.enga!amgl

Hi y

Surabaya, . 9 Oktober 1978,

ABDOEL GANI
Rektor Universitas Airlangga -

. VI

KATA PENGANTAR °

Buku ini adalah dihimpun dari catatan-catatan penulis .sebagai

. pengajar daripada para mahasiswa Fakultas Ekonomi - Universitas

Airlangga maupun Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember sejak
tahun 1958 hingga sekarang, catatan-catatan mana karepna hanya

. meliputi sebagian daripada catatan-catatan penulis mengenai mata -
- kuliah yang dibebankan padanya, yakni Hukum Perdata II dan

karenanya merupakidn catatan yang kurang lengkap, maka dalam
rangka penyusunansbuku ini perlu diperlengkapi dan disempurnakar.
Dalam praktekipenulis sebagai Advocaat & Procureur, banyaklah
dan seringlah dijumpainya masalah-masalah dalam bidang perdata
yang menyangkut perbuatan melawan hukum dengan tuntutan- ganti
kerugianunya 'yang membutuhkan pemecahan secara, mendalam -dan .
teliti. ' _ T
Hal-hal tersebutlah mendorong penulis unt_uk'ményusun'bulgu ini
karena persoalan perbuatan melawan hukum sangat petlu dipahami
oleh terutama para mahasiswa, baik mahasiswa Fakulfas -Huktum
maupun mahasiswa Fakultas Ekonomi. ’ o
Tetapi sekalipun demikian, karena "persoalan: tersebut _diatas ,
banyak menyangkut persoalah dalam lalu-lintas hukum sehari-hari,-
maka kiranya buku ini akan berguna pula seckedarnya bagi mereka .

. yang ‘menjalankan praktek hukum. .

Dalam menyusun buku ini, penulis sangat terkenang akan. pard
Matia Guru penulis yakni almarhum Prof. Mr. R. Djoko Soetono dan
almarhum Prof, Mr. R. Soediman Kartohadiprodjo, kedua-duanya.
semasa hidupnya Guru Besar pada - Falkutas Hukum Universitas .
Indonesia; -yang telah. membekali penulis dengan _pengetahian-
pengetahuan, yang memungkinkan penyusunan buku ini. Lo

Kedua Maha Guru tersebut demikian tekunnya membimbing .
penulis sehingga penulis yang pada waktu itu disamping menjadi
mahasiswa harus melakukan pekerjaannya sehari-hari yang berat,
sebagai Kepala Polisi salah satu Kabupaten di Jawa Barat, mendapat -
kesempatan yang luas unfuk selalu  berpapasan dengan dan .’
memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut perbuatan
melawan hukum. : _ oo v
Karena sepanjang pengetahuan penulis buku khusus mengenai *°
» Perbuatan Melawan Hukum' dalam bahdsan Indonesia hampir tidak _
ada, maka semogalah kiranya buku ini akan merupakan suatu -
sumbangan yang berharga bagi Kepustakaan Ilmu Hukum, khususnya

‘ o v




mengenai Hukum Perdata di Indonesia dan semogalah kiratljra buku
ini vakan berhasil untuk .menenpatkan diri sebagai peléngkap
buku-buku tentang hukum perdata yang sudah ada, yakni terutama
buku-buku karangan Prof. Mr. R. Soebekti dan Prof. Mr. R. Wirjono
Prodjodikoro dan lain-lain sarjana hukum Indonesia khususnya.

- .Sebagaimana-telah diutarakan diatas, maka buku ini khususnya di
maksudkan ditulis untuk kepentingan para mahasiswa.

Karenanya adalah lebih diutamakan memberikan uraian yang jelas
daripada pertanggungan jawabnya secara ilmiah.

. ‘Dalam pada itu tidak dapat dilupakan sumbangan-sumbangan
pemikirin yang.berharga yang selalu diperoleh oleh penulis dari rekan
pengajar pada Universitas Airlangga dan Universi
yekni Saudara Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo,
inl diucapkan diperbanyak terimakasih.

Sejanjutnys  ucapan terimakasiii  diperuntukkan rekan-rekan

uk mana dengan

penulis”dalam. bidang advocatuur yakni Saudari ’l‘i{)‘? R. A. Endang

Ali_Sbcmagono S.H. Advocaat & Procureur, Saudara. R. Wijono
Subagyo S.H.Advocaad& Procureur dan Saudara R.Eddy Hernowo B.A.,
pengacara; mercka-mereka inilah telah mémberikan sumbangan-
sumbangan -fikiran serta memberikan bantuan-bantuannya yang
berharga berupa discussie dan ataupun penelitian daripada isinya serta
penelitian cetakan percobaannya. * '

Semogalah hasrat penulis dengan menyusun buku ini membuka
kemungkinan yang seluas-luasnya bagi para pembaca untuk
mengadakan kritik/saran kearah penyempurnaan buku ini, yang
tentunya akan disambut dengan senang hati serta dengan perasaan
terima kasil yang sebesar-besarnya demi kepentingan penyeémpurnaan
perlenigkapan perpustakaain buku-buku tentang ilmu pengetahuan
Hukum Perdata dalam bahasa Indonesia. '

Surabays, 1 Desember 1978 (1 Muharram 1399 H.)

M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H.

v

tas Negeri Jember -

BERITA PERERBIT

Kami merasa.gembira dapat ikut serta- memperkaya perpustakaan
Indonesia dalam bidang hukum dengan menerbitkan buku ini, -

Seperti dikatakan oleh ahli-ahli hukum terkemuka dalam kata
sambutan terbitan ini, buku PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang
ditulis dalam bahasa Indonesia sampai kini hanya ada sebuah.

.Dengan terbitnya buku inl, para mahasiswa dan mereka yang
mempelajari bidang hukum ini, mendapat bahan yang tidak perlu
diragukan mutunya. '

Jakarta, Februari 1979 P.T. Pradnya P;aramita

BERITA PENERBIT
pada cet. kedua.

Isi cetakan ini sama dengah cetakan pertama, Penulis telah mengadakanko-
reksi seperlunya untuk lebih menyempurnakan isi bukunya. '
Mudah-mudahan tetap bermanfaa_t bagi para pemakainya.

Jakarta, Agustus 1982 P.T. f’radnya Paramita
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PENDAHULUAN

Untuk problema-problema yang menyangkut i);‘,_l"l)_l_l_ﬂi&_l_{l__ meiawan '
hukum (onrechtmatige _daad) dan persoalan-persoalan  tentang , -

penuntutan  ganfi kerugian, yang disebabkan karena perbuatan

‘melawan - hukum tersebut dan 'yang disebabkan karena terjadinya

penyalah gunaan hak (misbruik van recht) serta wanprestasi,- tidak

tersedia literatuur khusus.” 7" 0 .-
Berhubung dengan itu dimaksudkan ' untuk menyajikan

pembahasan tentang persoalan-persoalan tersebut dan karenanya buku

‘ini memakai judul ;

- "PERBUATAN MELAWAN HUKUM " B

Tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian “yang -

disebabkairperbuatan melawan hukum.

Adalah amat sikdt sekali untuk memperoleh judul yang sederhana
dengan mengemuKakati pembahasan-yarig serba singkat, tetapi yang
kiranya akan dapat mencakup sebanyak mungkin hal-hal yang
bersangkutan dengan judul tersebut, dan karenanya buka ini belumlah
dapat dikatakan merupakan pengupasan yang menyeluruh. '

Dalam kehidupan-sehari‘hari seringlah dan banyaklah problema-
problema yang timbul yang berkisar sckitar judul- tersebut, akan tetapi

sebagaimana telah dikemukakan diatas, literatuur tentang persoalan .

tersebut, khususnya dalam bahasa Indonesia, dapat dikatakan
hampir-hampir tidak ada. _ . e

Sepanjang pengetahuan penulis, baru sebuah buku saja yang terbit
yakni karangan Prof, Mr. Dr. R. Wirjotto Prodjodikoro yang berjudul
"Perbuatan melanggar hukum”. . - .

Dalam memilih judul buku ini saya amat t.ertarik pada ica'té-,kata :

pendahuluan Prof, Mr. Dr. R. Wirjone Prodjodikoro- dalam bukunya

tersebut yang menyatakan : T e

++++. ... Lapangan peninjauan soal ini yang belum atau hanya

" sebagian saja diinjak-injak ‘'oleh . penulis dalam_ buku ini, masih

cukup luas untuk mendorong .para ahli hukum lain akan

mencurahkan  tenaganya guna melanjutkan peninjauan yang
singkat ini. 1) . C e

Dalam pada itu kami menyadari betapa besar kesulitan-kesulitan _
yang akan kami hadapi .dalam menyusun buku ini dengan judul

tersebut diatas.

1) -Prot. Dr. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro " Perbuatan Melanégar Hukum* Pgrxaérﬁiltan .

) Vorkink van Hoeve Bandung.
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_ Karenanya, kami dapat memahami pernyataan Mr. L.E.H. Rutten
dalam bBuku Serie Asser's /' Handleiding ﬁot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht” halaman 404 auntara lain sebagai
berikut : 2) ’ ' _

" Ajaran perbuatan melawan hukum telah mengalami per-
kembangan yang aneh. Dalam buku-buku standaard dari abad-.
abad terdahulu persoalan tersebut kurang mendapat perhatian.

{Sekarang' perbuatan melawan hukum dianggap sebagai salah satu

masalah yang terpenting dari seluruh hukum perdata dan juga.

sebagai yang-tersukar. ‘

Tidak ada satupun ketentuan dalam B.W. yang menyebabkan

timbulnya begitu . banyak yurisprudensi dan literatuur seperti

pasal 1365, Acapkali orang mengeluh, bahwa ajaran perbuatan
melawan hukum dengan teori-teori sampingannya dalam praktek-
nya hampir-hampir tidak dapat digunakan ™. -

Akan tetapi sekalipun demikian dengan tekad untuk menyajikan
tuntunan yang. berharga bagi para mahasiswa tersebut pada khususnya
dan para mahasiswa lainnya pada umumnya, maka disusunlah bukw
ini. :
Pembahasan - Prof. Dr. L.C.. Hofmann dalam bukunya ''Het'
Nederlandsch® verbintenissen recht tentang De Algemene leer der

verbintenissen” 3). khususnya merigenai sistimatik daripada pemba- -

hasannya tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
dan pembshasan Prof. Mr. L.E.H. Rutten dalam Serie Asser's
"Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht”
tentang onrechtmatige daad tersebut telah merupakan inspirasi pula
bagi penulis untuk memilih judul tersebut sertz untuk menyusun
sistimatik pembahasaunya, scbagaimana lebih lanjut diutarakan
di bawah ini. ' -

- Selanjutnya untuk keseragaman penterjemahan lembaga hukum.

" onrechtmatige daad” tersebut’ Ke dalam bahasa Indonesia, maka akan
digunakan-kata-kata " Perbuatan Melawan Hukum”, karena menurut
hemat saya terjemahan tersebut lebih mendekati makna yang
sebenarnya daripada " onrechtmatige daad”.

Dalam menterjeahkan onrechtmatige daad tersebut, kita belum
seragam dan belum dapat menemukan. istilahnya dalam bahasa

Indonesia yang. tepat.

2). Mr. L.EH. Rutten dalam Serle Asser’s "Handlelding tot de beoclening van het

- Nederlands burgetlifk recht” halaman 404.
W.E.I. Tkenk Willink 1/1itgmrs‘mautschapp_1j N.V. Zwolle - 1968.

3). Hofmanai f’Nodetlilrids'ch Verbintenlssenrecht 1B, ‘Wolters nitgerversmeatschappij
NV Greningen 1932, S
12

- membiarkannya (nalaten),

", Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Witjono Prodjodikoro -

.. sendiri dalam bukunya " Perbuatan Melanggar Hukum"” beliau sendiri

-mixlgakhi bahwa masih terdapat -kemungkinan terjemahan lainnya,
yakni -umpathanya ' peérbuatan menyalahi hukum” " pe .
bertentangan hukum®”. ). - ' Etafl perbuatan

Mengenai pengguniaan istifah- " i

e gui perbuatan” dapat lsaya garis”

Ba:wahr. I'c'al.'ena bll'amana daad : harus diterjermahkan megjadi
! tnlxd.akau _ mak?.‘ istilah daad tersebut akan kehilangan' sifat
negatipnya, ' yakni -dalam- hal seorang harus bertindak, tetapi

Tetapi istilah " melanggar’ dari Wirjono Prodjodikoro ,tcrsebut’
menurut.hemat saya hanyalah mencerminkan sifat aktipnya saja,
sec.Iaug_mfat pasipnya diabaikan, karena seseorang dengan berdiam
saja, -padahal.xh harus berbuat sesuatu,-dengan diam saja itu ia pada
.h?kekatfnye} tidak melakukan sesuatu perbuatan, sekalipun dengan
diam saja itu, ia telah bersalah. C

Pada istilah " melawan™ itu melckat kedua sifat akti
o | a sifat aktip dan pasip /
Kalau ia dengan sengaja melakukan  sesu ' - '

ww ia d sen atu perbuatan yan
men;{mbulka;z kerugian™ pada orang lain, jadi sengaja melakukag
gerakan maka nampaklah dengan jelas sifat aktipnuya d '
“imelawan” tersebut. ? g el fsleh

‘ Sebzilil.mya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sildah
mcnge‘tah}u bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak
merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan

_ sikap pasip saja — bahkan bilamana ia enggan melakukan keharusan

sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian
pada orang lain, maka ia telah' mejawan” tanpa harus menggerakkan
badannya. Inilah sifat pasip daripada istilah "' melawan'’ .-
) Sepanjang pengetahuan saya, maka penggunaan istilah
melanggar™ dan " perbuatan’ dalam meunterjemahkan onrechtmatige

daad masih sering bercampur baur. :

Agal_cuya tidak ada yang mengganggu gugat, bilamana yang
seorang menggunakan istilah " melanggar” dan yang seorang lai i
menggunakan istilah ” melawan”. e B lin fagt

I.’era.dilan;?un belum unaniem dalam penggunaan terjemahan
tersebut ‘sekalipun peradilan yang tertinggi di negara kita .telah

beberapa kali menggunakan terjemahan 'Perbuatan Melanggar

Hukum "

.

4), Wirjono P:_'odjodikorc opcit halam;n 8. A J .
o S \FAK- HUK’ -




Bahkan ada sementara sarjaua yang agaknya untuk menghmdan
kesulitan-kesulitan, telah menggunakan istilah aslinya " onrechtmatige
" 'daad” dan bahkan ada puIa yang menggunakan istilah. ”tmdakan
melanggar hukum" atau 'tindakan melawan hukum” dengau
anggapan, bahwa pengadilan tokh sudah akan dapat memahami apa
yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut.

Maka untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang simpang
siur itu, saya berkehendak . untuk méngintrodusir -penggunaar;

terjemahan ' Perbuatan Melawan Hukum” untuk ”Onrechtmat1ge|

daad”.; Dalam penyusunan bab-bab dalam buku ini, penulis sedikit .
banyak. - terpengaruh  oleh Hofmaunn, sewaktu Hofmann hendak
mengupas pasal-pasal 1365 dan 1366 K.U.H. Perdata (1401 dan 1402
B.W. "Belanda), %} dan oleh - sistimatik yang digunakan oleh
Mr. L.E.H. Rutten dalam buku Asser’s Haudlexdmg tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht. ¢)

Semoga kiranya dengan sistimatik tersebut akan Ieblh mudah
.dapat dipahami pembahasan-pembahasan’ persoalan perbuatan
melawan hukum dalam buku ini.

Selanjutnya tidak ]engkaphh kiranya, bilamana dalam buku yang
memuat uraian tentang "’ Petbuatan Melawan' Hukum” tidak sekaligus
membentangkan ;persoalan-persoalan, yang menyangkut perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa {onrechtniatige: oveg
heidsdaad).

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Mr. R. Soebekti ‘daIam kata -
sambutan beliau terhadap terbitnya dan sebagallmaua dicantumkan
dalam buku Yurisprudensi Indonesia tentang -perbuatan melanggdr
_hukum (onrechtmatige daad), yang dihimpun oleh Chidir Ali $.H. 7).

" perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bidang hukum dan
masalah, yang di negara kita belum dipahami dengan baik, terutama
perbuatan melanggar hokum yang dilakukan oleh penguasa maka

terutama persoalan-persoaldn onrec’htmahge overheidsdaad dewasa ini .
‘merupakan  persoalan- persoa]an yaug perlu mendapat.kan perhatmn

khusus'',
Berhubung dengan itu persoalan—persoalan tentang pcrbuatan

melawan hukum, yang dilakukan oleh Penguasa dalam buku ini

mendapat tempat-tersendiri dalam bab terakhir.

5). Hofmann opeit h_a;ai;nan 257,

6). Rutten Verbintenissenrecht opeit halaman XII.

7). Chidir Al S.H. Yurisprudensi Indonesiz tentang perbuatan melanggar hukum
(onmchtmatlgc daad} ... .,

'

Ny
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. Adépun pényelf_:saian perbuatan—pefbuataﬂﬁlelawan_hlil.:um,‘ yang
dapat dikatégorikan pada onrechtmatige overheidsdaad, sementara
belum ada peradilan administrasi adalah masuk. wewenang Peradilan
Umum, -

Kalau kita mencari dasar hukumnya, maka dapatlah k:ranya kxta _
berpegaugau pada ketentuaxl dalam R.O. (Rechterhlke Or gﬁl_:;gg_th o

berikut :

" » Pemeriksaan dan keputusan danpada segala sengketa mengenal.'

hak ‘milik atau hak-hak, yang berasal dari hak milik tersebut,

mengenai tuptutan-tuntutan hutang atau hak-hak keperd.iita?.n
B dan pénerapan daripada semua jenis pidana, yang ditetapkan oleh

undang-undang, hanyalah diperintahkan pada. kekuasaan
Pengadilan menurut pembagian wilayah hukum, kewenangan
/ Pengadi]an dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam

: k peraturan ini”. - :
-Bahwasannya penyelcsalan perbuatan- perbua.tan melawar huknm

.oleh Penguasa sementara belum terbentyk peradilan administrasi’

(pefggl_l,an."]:ata Usaha Negara) adalah termasuk wewenang peradilan

umum kiranya dapat juga dicari dasarnya dalam hal-hal tersebut di bawzh:

/‘\ ketctaganMPRS 11/1960 5), - .

Sebagaimana “Tabik Tjelas diulas -dalam pert:mbangan hukum Tl

keputusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 30 Desember 1970
RNo. 92/1969 Pdt.,

umumnyd (algemean geldend rechtsbegmsel). penyelesaian gugatan
mengenai hal yang tidak diatur dalam dan juga belum’ ditentukan

. dengan undang-undang, pejabat-pejabat' manakah yang berwenang. :

diserahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri.
- Lebih lanjut dalam keputusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut
dipertimbangkan :

"bahwa Pengadhan' Negeri seIa:cu Hakim tmgkat pertama sehan-

hari bagi para JUstlcmbe!en A{orang yang mcncar} _keadilan)
merupakan pejabat yang berwenang (dengan - membatasi .
persoalannya  dalam  bidang keperdataan); bahwa pendapat

kebanyakan para ahli Hukum {heersende leer) dan yurisprudensi

"8 Yurisprudensi Indonesia diterbitkan aleh Mahkamah Agung R.L. h:rbuan tahun .

1975 halaman S0, . o

yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan
-keputusannya tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/Sip./1972, maka .
dalam rangka pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketctapan,
M.P.R.S, 11/1960 adalah meunjadi azas hukum yang berlaku pada

o 15




nr:ndasari pendapat/ pertimbangan diatas, yaknj :

pers?r_lgketaan-persengkctaan yang objektum litis/fundamentum
petendinya merupakan perbuatan melawarn hukum“glhéf{;éf:’gué'sa
(onrechtmatige overheidsdaad) .masih tetap termasuk wewenang
o ke_kl'lasafm Pengadilan Negeri bagian Perdata/Hakim Perdata'
 untitk diperiksa-dan diadili, karena suatu hak keperdataan yang
terletak dalam Iapangan hukum perdata d-iperkosa. huktim mana

. untuk diterapkan in concreto (. . . . . . ) bukan terletak dalam
hukl.m.l publik (hukum tatanegara, hukum tata usaha negara/
admgustrasi negara) walaupun salah satu pihak yang tersangkut
dalam contestation (perselisihan) adalah - administration

. (penguasa) terkenal dengan . . . . .. i3}

@kcputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Nopember '1969 10}
No. 421 K/Sip./1969, dalam mana Mahkamah Aguhg telah
m:mpertlmbangkan antara lain sebagai berikut ;

sebelum ada undang-undang tentang peradilan Tata Uséha
. "Negata maka Pengadilan Negeri wenaugf'ﬂ-'ntuk memeriksa dan
-lln'g:mutus gugatan-gugatan terhadap- Pemei'j{ijtah Indouesia™.

X

*.19). 1H1d halaman 507
10} Y_urlsprudi:nsi Indonesia diterbitka
e halaman- 25,

n oleh Mahkamah Agung R.I. penerbitan 1V/70
16 |

BAB |
PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bilamana ada orang yang hendak mencari perumusan daripada
perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata, maka
uszhanya akan sia-sialah kiranya. _

Pasal 1365 K.U.H. Perdata tidaklah memberikan perumusaun,
melainkan hanya mengatur bilakah seseorang ydng mengalami
kerugian. karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh
orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti
kerugian pada Pengadilan Negeri dengan succes. _

Perumusan daripada perbuatan melawan hukum tersebut sudzh
pasti tidak dapat dicari dalam pasal 1365 K.U.H Perdata tersebut.
Sekiranya pasal 1365 K,U.H. Perdata sudah mencakup perumusan
onrechtmatige daad, maka sudah tentu tidak akan timbul dua macam
perumusan, yakni perumusan sempit dan perumusan luds, karena
segala sesuatunya siidah dicakup dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata
tersebut. |'

Kedua : Mengingat akan sejarah terbentuknya B.W. Belanda,

yang sebagaimana dimaklumi dinyatakan mulai ..ber,lal-;'_il_;e_’jﬁ'lﬂ(—"tahun

limmdﬁa pasal 1401 B.W. Belanda tersebut “$idah
dianggap memuat perumusan daripada perbuatan melawan hukum
tidaklah akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara

- penuntutan ganti kerugian, yang diajukan pada sebelum tahun 1919.

Ketiga : Kalau ketentuan dari pasal 1365 K.UH. Perdata
tersébut: diteliti kembali, maka nampaklah bahwa ketentuan tersebut
dimulai dengan kata-kata '’ Onrechtmatige daad’, dengan penggunaan
istilah mana orang sudah dianggap mengetahui, apakah yang
dimaksudkan dengan onrechtimatige daad itu.

Sudah pasti perumusannya sendiri diserahkan pada doctrine.
Demikian pula dalam bidang hukum Pidana kita kenal pasal tentang
pidana yang diancamkan pada seorang yang melakukan penganiayaan

{mishandeling). _ :
* - Pasal 351 K.U.H. Pidana mengawali ketentuannya dengan istildh
*Mishandeling .. . . . " tanpa memberikan penjelasan apakah

yang dimaksudkan dengan istilah " mishandeling™ itu.

“Doctrinelah yang menentukannya. ,
Deniikidn pula halnya dengan perbuatan melawan  hukum

(onrechtmatige daad).

17
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Maka karenanya mungkin adalah merupakan suatu kekhilafan
bilaman Achmad Ichsan SH. dalam bukunya "Hukum Perdata” IB 11),
. menegaskan ; -

Perbuatan melanggar hukum -- istilah asing’ "orirechtmatige
daad” — diatur. dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata dan dengan

sendirinya hanya berlaku bagi golongan Eropah, Tionghoa, Arab
dan Timur Asing lainnya, ' '

Pertama : Bukankah pasal 1365 - K.U.H. ' Perdata tersebut
sebagaimana telah divugkapkan diatas hanyalah. mengatur tentang
syarat yang harus dipenuhi, bilamana seseorang yang menderita
kerugian yang disebabkan karens perbuatan melawan hukum oleh
oraug lain, hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian dihadapan
Pengadilan Negeri dengan sukses, ja_t_gli_l_ngkanny_a_t_ g_g”rechtma_fi_gﬁgﬁgffld
yang diatur, melainkan Syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian
kdrena perbuatan melawan hukumlah yang diatiiy, ~v=- - T

“Hal "ini kiranya sudah sesuai dengan tulisan Wirtjono Prodjo-
dikoro 12). , ’

........ bahwa dalam pengertian perbuatan melanggar

hukum dari pasal 1401 B.W. Belanda itu, ....,..,
Demikian pula dari tulisan A, Pitlo 13y, B

.......... verstaat men onder onrechtmatige daad in di¢
artikel federe handeling,

dapatlah diketahui bahwa pasal 1365 K.U.H, Perdata tersebut. tidak
memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad
melainkan’ yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
‘dapat menuntut ganti _ké?ﬁjgji“éii;}fifgpﬁfpgrbu_gtaln_ melawan hukuin.”

* Tulisai Vollmar lebih jelas lagi dengan pernyaiaatinya sebagai
berikut 14) '

........ worden in de artikelen 1401 t/m 1416 verbintenissen
behandeld, die uit onrechtmatige daden kunnen voortvioeien,

Kedua : Dengan mengemukakan tulisan sebagaimana diungkapkan di
atas, maka mudah menimbulkan prasangka bahwa di Indonesia,
golontgan Indonesia aslinya bilamana tglah mengalami kerugian sebagai

-akibat daripada suaty perbuatan atau kelalaian seseorang harus

L1}, Achmad Ichsan S.H. Hukum Perdata I B halaman 251,
12), Wirjono Prodjodikore opeit halaman 14,

- 13). A, Pitla Het verbintenissenrecht halaman 2185,

14). HFA Vollmar Nederlands Burgerlijk Recht Vcrbir;tenis:cn-en Bewijsrecht halaran

306,
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' i i .Pada
bertopang dagu dan membiarkan saja kerugiannya tidak terurus. P |

iya tidak demikianlah halnya. o
kenyiai)t:f;:;yhal ini perlu kiranya dikemukakan bahwa telah menjadi

h
'risprudensi yang tetap dengan keluarnya kep;l)t'uls(a/:g , bff;lslcsa‘?:),
iugung- Indonesia tanggal 22 Nopember 1958 Reg. 2 p/1

Warisan; langgar hukum. _
" Adat Warisan; perbuatan mel; i} . |
| MI::E::? Hukum Adat di Jawa Timur set1ap. gebab_siz:;zﬁ
menimbulkan kerugian yang menjadi akxbajcr q'z}_ggamcl_g;l___s_gﬂ__éhg
perbuatan _atau kelalaian - seseorang, miwapﬁl:;ﬁk ormei; b{; s
I i T T g .k..eru.gian lu, Vu . ' a)
alah teitang timbulnya 1, ' .
bzfnsggantiau kertigian atau untuk memperbz.ukl i.cer_ufé?;;l 11:11.;1“1)“:1t
}:-X abila orang yang menimbulkan k.eruglan itu clah berbuat |
.dfn an itikat baik, orang itu harus_d1be‘t->,askan d:a.nt p‘: ——
jibai untuk membayar penggantian kerugian atau untu .
iki kerugian itu. " .
lbl? lkc:lasu tgelrgugat ke I dianggap beri'tikad baik.. ;(:}Jl;t;s]zﬁ
APengadilan Tinggi Surabaya dibatalkan. Keputusan Peng

Negeri Lamengan dikuatkan’.

- « a 16
Dari tulisan, Wirjono Prodjodikoro . - ‘ ' u
| -, Bagi orang-orang Indonesia asli tetap bcﬂakl.: H:;&:ﬁ
....... - -seperti yang terc
- mengenal hakekat-hukum, sepe
dalann Jlugli1 85 BgW. itu, yaitu bahwa orang yang secara
et mclakiEan p hukum dan dengan’ itu
hersalah melakukan perbuatan rnela'x'lggar e Koo,
merugikan ora:ié%fain. adalah berwajib memberi ga e
Selain daripada itu kiiénya tidak bolel diab;ikan kgfr;;gfxgla:; ; j._pfz
i 5 K.U.H. Perdata dengan m S, 1
diterapkannya pasal 136 ‘

§ ijwilli; ing).
" tentang penundukan diri secara sukarela (vrijwillige onderwerping)

: ij i ada

Selanjutnya sebagaimana telgh. dljclask_an dcllatlz;sn,1 :::rl::) efikan

b 'l m tahun 1919 terdapat kesulltar’:-kesulltfm a nbertkan |
lscecpixgusan dalam hal tuntutan ganti kerugian karena lp i

me]a¥$;:j‘::z:nn‘glah terjadi perbuatatl~perbuzitar1 yang pa;laku:sugz:

tahun 1919 digolongkan ~ pada P’erbuatan meéaw?.rlexldirita .

;cﬁrenanya sesungguhnya dapat menimbulkan hak afg; 1% e

mendapatkan ganti kerugian, pada 7sebelum tahun

tuntutann_ya. ‘

15). Dr. R. Santaso Poedjosocbroto S.H. Jurisprudensi Indenesia halaman 487.
.Dr. R. .

16). Wirjono Prodjedikoro opeit halaman 16.
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Untuk jelasnya . maka berikut akan dipaparkan Dbeberapa
keputusan sebagaimana ‘yang diungkapkan oleh Hofmann 7).

1). Keputusan H.R. (Hoge Raad) tanggal 6 Januari 1905.
Kasusnya adalah demikian : ) _
Maatschappij Singer telah mengalami saingan yang berat dari L
sebuah maatschappij lainnya yang meénjual mesin-mesin jahit dari
lain-lain pabrik, akan tetapi telah berdagang dengan-
menggunakan nama Singer:Maatschapplj dan karenanya umum r
telah mengira bahwa maatschappij yang tetsebut belakangan itu ‘
benar-benar menjual mesin-mesin jahit dari Singer Manufacturing
Co. yang terkenal itu. '

Karenanya Singer Maatschappij yang asli menuntut ganti kerugian - |
.berdasarkan pasal 1401 B.W. Belanda (pasal- 1365 K.U.H.
Perdata), akan tetapi Hoge Raad telah menolaknya karena pada
waktu itu tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang memberi >
perlindungan atas hak namd perdagangan.

2). Keputusan H.R. tanggal 24 Nepember 19%05.
Seorang perbankan (bankier) telah mengedarkan prospectus
tentang sebuah Perscroan Terbatas yang akan didirikan dengan
mengajukan fakta-fakta yang tidak benar. -
Pembeli-pembeli saham yang karenanya telah mengalami kerugian
~ telah menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan
‘hukum, akan tetapi tuntutan mana juga telah ditolak oleh H.R.
karena. tidak dibuktikan, bahwa bankir tersebut telah mémbaca
prospectus tersebut terlebih dahulu sebelum ia menanda tangani-
nya, dan Undang-Undang pada waktu itu belum mengharuskan
penandatangan = prospectus untuk membacanya atau memberi
jaminan tentang kebenaran segala sesuatunya yang dicantumkan
dalam prospectus tersebut. : .

'3). Keputusan H.R. tanggal 10 Juni 1910. :
‘Dalam sebuah gudang di Zutphen karetdiklim yang sangat
dinginnya pipa air dalam gudang tersebut pecah. Kran induknya
_berada dalam rumah ditingkat atas diatas gudang tersebut.dan
penghuninya tidak mau memenuhi permintaan untuk ‘menutup
kran induk (mematikan) tersebut, sekalipun kepadanya telah
dijelaskan bahwa dengan tidak ditutupnya kraan induk tersebut

akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalan
. gudang tersebut, karena akan tergenang air. ' a

17}, Hofmann opcit halaman 261,

S

- ditentukan oleh Undarig-Undang bagi si pelaku sendiri.

Maatschappij pertanggungan teinh membayar ganti kerugian,
tetapi kemudian menuntut penghuni rumah tingkat atas tersebut
dirmuka Pengadilan, .
. Tuntutan inipun telah ditolak oleh H.R. dengan alasan bahwa
~tidek terdapat sesuatu ketentuan Undang-Undang yang
" - mgwajibkan penghuni dari rumah tingkat atas tersebut untuk
mematikan kran induk untuk kepentingan pihak ketiga.

Dengan menyajikan tiga keputusan diatas jelaslah kiranya bahwa
perumusan’ daripada-onrechtmatige daad semulanya jauh-tidak dapat
mencakup segala persoalan sebagaimana yang diajukan pada dan
diputuskan oleh Pengadilan Negéri.

Betapa tidak karena istilah onurechimatig (melawan hukum) pada
waktu itu yakni pada sebelum tahun 1919 oleh H.R. diartikan secara
sempit, sedang para penulis hampir Unaniem “memperjuangkan
perumusan yang luas. ' '

Semulanya dianut pengertian yang sempit tentang apa yang harus i
diartikan dengan perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan
- melawan hukum adalah tiap perbiatan yang bertentangan dengan

hgk orang lain yang timbul kurena Undang-Undang, jadi

bertentangan dengan wettelijkrecht atau tiap perbuatan yang ber-
tentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul
karena Undang-Undang jadi bertentangan  dengan  wetrelifke
plicht. - - : -
" . Dengan demikian maka perbuatannya haruslah merupakan’ |
Perkosaan darl hak orang lain yang . berdasarkan Undang-Undang
menidapatkan hak tersebut {(eens anders subjectief wettelijk recht S
schenden) ‘atau bertentangan dengan kewajiban

Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum adalah sama
dengan onwetmatig (bertentangan dengan Undang-Undang). %) . -

. Sesuatu perbuatan yaug tidak bertentangan dengan Undang-’}
Undarig menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan !

-alasan - untuk  menuntut, ganti kerugian karena sesuatu perbuatan ;
melawan hukum, sekalipun perbuatan tetsebut adalah bertentangan /

dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atan hal-hal yang |

‘diwajibkan dalam pergaulan masyarakat, 19) . |

* .Sebagaimana telah diviigkapkan diatas terhadap ajaran sempit”
tersebut terdapat banyak tatangan-tantangan, para penulis Hukum
Perdata hampir unaniem mengusulkan perumusan yang luas.

18). Pitlo opcit halaman 217,
19). Hofmann.opeit halaman 258:
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Sekalipun demikian terdapat pula penganut-penganut perumusan

sempit yakni antara lain Land dan Simons. '

" Land mengemukakan 2 alasan mengapa ia ménganut ajaran

(" sempif, yakni :

a). Pengundang-undang. kita (Belanda) 29)

menambahkan istilah wederrechtelijk yang kemudian diubah
menjadi ' onrechtmatig” untuk menyatakan bahwa -tiap
perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah
melawan hukum (onrechtmatig).

‘b). Ketentuan dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata (1401 B.W.)

didasarkan pada Domat, o o

Land mengira bahwa ia menjadikan paragrap yaug
bersangkutan daripada Domat yang hanya memperhatikan
masalah khusus saja menjadi ‘peraturan umum, akan tetapi
sekalipun demikian tidaklah ia bermaksud mengadakan
perobahan dalam pengertian onrechtmatig” sebagai
" bertentangan dengan undang-undang”.

Adapun alasan-alasan Simons adalah-berbau filsafat hukum.
Ia khawatir kalau-kalau kepastian hukum akan terganggu
bilamana onrechtmatig 'akan diartikan sebagai bertentangan
dengan moral atau pergaulan hidup masyarakat, karena
menurut hematnya akan terlalu banyak diserahkan pada
penglihatan pribadi (subjektief inzicht) daripada para Hakim.
Akan dengan mudah timbul perbedaan pandangan tentang

kepatutan - dan kesopanan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat. Lagi- pula dikhawatirkannya . kalau-
kalau dengan perumusan yang luas itu akan {%erjadi
percampur-bauran tentang hukum dan kesopanan, terlebih-
lebih bilamana mengenai perbuatan mengabaikan (nalaien).’

Apa yang diharuskan oleh kesopanan dan kepatutan ‘dalam-

™.  pergaulan masyarakat tidaklah selalu harus terkena sanksi
daripada undang-undang.
Kekhawatiran yang terutama dikemukakan oleh Simons tersebut

menurut hemat saya, sesuai dengan pendapat-pendapat para sarjana
lainnya yang menganut ajaran yang luas, tidaklah beralasan karena

sebagaimana diketahui dalam hukum perdata,. banyaklah yang -

diserahakan pada pendapat para hakim yang memutus, sedang
hasil-hasil daripada " Freies Ermessen” sedemikian itu dapat saja

™
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. Hofmann opcit halaman 258.

. dengan sengaja
- mula kalanya dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1382
Code Civil (1401 B.W. Belanda = 1365 K.U.H. Perdata)

memuaskan bilamana hakim yang bersaugkutan akan menggunakan
wewenangnya secara baik. '

Demikian pula’pendapat Hoge Raad sebagaimana dituangkaniya

dalam keputusaunya tanggal 2 Mei 1930 dengan pertimbangaxlnf_ya

antara lain sebagai berikut : 21} .

\

. baginya dan orang. lz_lin-tet:scbﬁt ti
_ganti kerugian.

. " . I’
“Untuk kepentingan orang lain, tidak Qerlulah seseorang
melakukan sesuatu perbuatan agar tidak memmblulkan kt-:rugtan
bagi orang lain tersebut, bilamana perbuatan tersebut bagi orang

i in kerugian
but yang harus melakukannya akan mem;nbulkan :
bagtaya dan dak bersedia untuk membayar

Keputusan tersebut telah dijatuhkan dalam perkara .sebagai
berikut : 22). _ B
7 A berkehendak, membangun bangunan di Amstcr.dan:i terdiri
dati 6 tingkat. Bﬁ ubung dengau itu maka pada. persil dl.sebelah-
nya yang adalalimilik B diberi cagak penunjang dari dalam

| bangunan tingkat pértama milik B tersebut, akan fetapi Pengawas

bangunan dari ‘Kotamadya menentukan bahwa s:cbe!um
pembaugunan diatas tanah A tersebut dapat dlm.ulax, maka .
tetlebih dahulu harus juga dipasang cagak penunjang dalam
gedung tingkat ke II milik B tersebut.” " K ) :

Mengenai biaya pemasangan cagak tersebut tidak terdap.a.t kata
sepakat antara A dan B sehingga A beluin dapat memulai peker-

| jaannya dengan pembangunan gedunguya, dan karena belum
* dapat dimulainya pembangunan tersebut, maka A menuntut B

untuk dalam jangka waktu yang pendek membayar pada A
sebanyak S50 ‘gulden untuk tiap hari kelambatan pemifangunan
tersebut, dengan dalil bahwa B deugan tidak mengindahkan
syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengawas Bangunan terse_bug
dianggap telah melakukan perbuatan melawan- hukur'n,_"yakm-,
dengan berbuat bertentangan dengan keha‘rusan yang dxwapbl;an ‘
dalam pergaulan masyarakat untuk kepentingan A, .

Bilamana pengertian. yang luas mengenai " onrechtmatig” dapat

ditérapkan, maka akan terjadi bahwa banyak perbuatan yang oleh tiap
orang -dirasakan sebagai perbuatan melawan hukum akan dapat

diputuskan oleh hakim perdata, sekalipun perbuatan tersebut tidaklah
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan daripada undang-undang.

Kesimpulan yang dapat. ditarik dari keputusan tersebut adalah bahwa

perbuatan ‘B dengan menolak memasang cagallc-cagak‘ tersebut baru.

21}, Cremers Mr. W.A M. Burgerlilk Wetboek halaman 589,
22). Hofmann opeit halaman 260.




- dianggap perbuatan melawan hukum, bilamana ia (B)'masihl juga
menolak -untuk memancangkan cagak-cagak pengaman tersebut,
sedang A menyatakan kesediaanmya untuk memikul seluruh biaya dan
kerugian. ‘ TR

i Sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka 54,

ra penulis hampir

unaniem menganut ajaran yang luas, dalam hal mana Molengraaff
. menjadi pelopornya. , .
\ Menurut Molengraaff maka seseorang akan melakukan perbuatan

" “melawan hukum, bilamana ia bertindak secara Iain daripada yang

* diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atan benda
lain. ' ‘ : :

Dari keputusan-keputusan Hoge Raad sebagaimana dipaparkan

- diatas; kiranya sudah dapat diketahui betapa besar hasrat orang untuk
berusaha keluar dari perumusan yang sempit mengenai perbuatan
melawan hukum.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sejak pada akhir
abad ke 19 sudah menghendaki perumusan Iuas.

Akan ‘tetapi Hoge Raad tidak berkehendak mempertimbangkan,
sekalipun Pemerintah telah memula; menginsafi  betapa besar
kebutuhan orang akan perumusan yang luas,

Kritik-kritik yang pedas sering dilancarkan terhadap penggunaan
rumusan “bertentaiigan dengan tertip umum, bertentangan dengan
kesusilaan baik dan bertentangan dengan keharusan dilakukan
pemelihdraan oleh seorang bapak rumah tangga yang baik"

Pemerintah mengalah dan pada tahun 1913 telah diajukan
rencana — Heemskerk, 22) .

" Semulanya Pemerintah pada tahun 1911 mengajukan suatu rancangan

undang-undang pada Tweede Kamer. Akan tetapi setelah rancangan
undang-undang -tersebut pada tahun 1913 mengalami perobahan
penting, maka rancangan undang-undang tersebut seperti vang
lazimnya. terjadi dengan, sesuatu rancangan undang-undang di-

* lupakan, '24) ,

" Dalam rancangan undang-undang yang telah mengalami
perobahan diketengahkan rumusan - tentang  perbuatan melawan
hukum, yakni 2%) bahwa :

- Perbuatan .melawan hukum adalah merupakan suaty

23). Rutten opeit halaman 418,

", Mr Dr. H.F.A. Vollmar.Nederiands Burgerlijk Recht Verbintenissen en bewijsrecht

halaman 310.

24), Véegens & Oppenheim- Schets van het Nederlands Burgerlijk 'Reght halaman 132,
20). Pitlo opeit Halaman, 218, ) .

perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hals :
orang lain, atau berfentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar,
baik kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan
keharusan, .yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat tentang orang lain' atau barang.
Pitlo menyatakan, bahwa bagian terakhir daripada -rumusan
tersebut, bilamana penguasa (Pemerintah) yang melakukan perbuatan
melawan hukum, maka rumusan tersebut tidak akan mencukupi.

- Karena tidak juga muncul-muncul rancangan undang-undang ters-ebut
.maka pada akhirnya- Hoge Raad pada tahun 1919 memberikan

keputusan, yang agaknya merupakan keputusan yang terpenting dalarrf
bidang hukum perdata, yakni dengan k'eputusannya_.tir';'gg_a_]jl_‘_._lgggnn
1919 dalam-perkara-Lindebaum lawan Cohen ; ‘
- Pengusaha percetakan Cohen telah membujuk karyawarf
pengusaha percetakan Lindebaum memberikan copy-copy dari
pesanan-pesanan dari langganan-langganan. .
Lindebaum karenanya telah mengalami kerugian, karena para

" langganannya lari ke perusahaan Cohen.

Cohen dituntut' membayar ganti- kerugian pada Lindébaum, tuntutan |
mana dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (Rechtbank).
Pengadilan ‘Tinggi (Hof) scbaliknya membatalkan keputusan

- Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan, bahwa sekalipun

karyawan tersebut dengan melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan pasal 1603 d, yang memuat ketentuan :

™si buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun ti‘c}ak
berbuat segala apa yang, ‘diantara keadaan vaug sama, patut
dilakukan atau tidak diperbuat oleh seseorang yang baik *'.
dan-pasal 1603 p ke 9, ying menentukan : _ _
" alasan-alasan yang mendesak antara lain harus dianggap ada:
9. Apabila terus berlangsunguya perhubungan kerja bagi si'bgmh
akan membawa bahaya yang sungguh-sungguh - untuk. jiwa,
kesehafan. kesusilaan atau nama baiknya, sedangkan itu tidek
ternyata sewaktu persetujuan dibuat”.
telah melanggar suatu kewajiban "hukum, namun toh  tidak
sedemikianlah dengan Cohen, karena undang—unda_ng't.ldak melarang
dengan tegas untuk menimbulkan akibat yang tidak dibolehkan oleh
undang-undang. %) . . -
Maka Hoge Raad telah membatalkan keputusan Pengadilan
Tiriggi (Hof) atas dasar pertimbangan sebagai berikut : 2¢) .

26). Rutten opcit-halaman 418.




“"bahwa dalam keputusan Hof diberikan - makna tentang"
- perbuatan melawan hukum {onrechtmatige daad), sedemikian
' sempitnya, sehingga yang termasuk didalamnya  hanyalah
perbuatan-perbuatan, yang sifat terlarangnya dapat dilihat secara
langsung dari peraturan undang-undang, sedang diluar itu adalah
merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak- dilarang, sekalipun
perbuatan-perbuatdn inj bertentangan dengan keharusan dan
kepatutan, yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat;
"bahwa akan tetapi pasal tersebut tidak memberikan dasar. untuk
pembatasan makua, baik tidak dengan kata-kata yang terdapat
dalam pasal tersebut, pun juga tidak dari sejarah terjadinya;
"bahwa bukankah istilah onrechtmatig tidaklah sama ?"&éngan
bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dari sejarah-
nya diketahui, bahwa kata-kata "tout fait” quelconque de I
“home" diganti dengan kata-kata ""onrechtmatige daad”’ hanyalah
untuk dengan tegas tidak mencakup perbuatan dari orang, yaug
kecuali dalam hal kealpaan atan kurang- hati-hatinya, telah
melakukan perbuatan berdasarkan haknya sendiri; ;! '
"bahwa dengan perbuatan melawan hukum (oﬁrcchtmatige daad)
diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertent?.'ngan

dengan hak orang lain, atag bertentangan dengan kewajiban

hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik,
maupun dengan keharusan yang harus diindahkan * dalam
pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, -sedang barang
siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya jtu- telah
mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar
ganti kerugian. 27)
Hoge Raad telah memberikay perumusan tentang onrechtmatige daad
tersebut  sama dengan  yang dicantumkan dalam  rancangan
undang-undang 1913 yang telah dirobah. » -
Sekarang tibalah waktunya untuk meninjau. kembali isi ketentuan
-.dalam pasal 1365 dalam hubungannya dengan ketentuan dalam pasal
1366 K.U.H. Perdata. c '
. Terlebih dahulu perlu dikemukakan, bahwa sebagaimana telah saya
' \, kemukakan dalam pendahuluan, maka istilah "' daad"” (perbuatan)
- dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata memiliki segi positip dan segi
\: negatip, yakni positip, bilamana dengan " daad” tersebut dimaksudkan
i_berbuat sesuatu, sedang bilamana yang dimaksudkan adalah *tidak
—_—

_27). Onrechtmatige daad I no. 9.
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. j ipnya ipada
berbuat sesuatu” (nalaten) maka nampakiah segi negatipnya dgrlpa W/
er -

daad" tersebut.

' ihj j i positi

Dengan contoh kiranya akan lebih jelasiah perwujudan segl positip

ip tersebut. . _ arane

dei'igrrlligaatslgsez:arlg telah melakukan suatu perbugta; yg.:;ges :;‘Itzraé agn
i iti tersebut berbua

ampaklah segi positipuya, orang ter i

dmeilk ixzt'pel:'buatannya ia telah melax.lggar Sfabuah la::;;lggaziersibugt

ditelgltukan oleh undang-undang. Sebal'lknya bxlamax;la e miang

engabaikan suatu keharusan yang ditentukan‘ o:eh (ﬁharmkan ang

dm 1 in tidak berbuat sesuatu, sebagaimana yang tela e taten)
eldi 1g undﬁng maka dengan tidak melakukan perbua

undang- ) .

: an
ang diharuskan itu, ia telah melanggar pula ketentu
y .
undang-undang.

1 ., H L LLIS 'at’—i

Dengan telah memahami, bahwa peng.ertjrsza Sci;zzai (;ligtu _
i ¥ tetapi . _

farti sebagai ' berbuat sesuatu” S

giz';)lza;an megngabaikau” (nalaten), timbullah pertanyaan apakah

366 K.U.H. Perdata. .
tentuan dalam pasal 1366 ‘ -
guna;ilgsaigczimana diketahui maka pasal 1365 K.U.H. Perdata mclm .

ketentuan :. .
"Tiap perbuatan melawan hukum,. yang merxdafc;:f::1 Isc:;';lfnya. )
ada seorang lain, mewajibkan orang yang s
E:Lenerbitkan kerugian itu, menggan}t{l tke;zg:fz.l terse ut, set
366 rdata memuat keten : -

Rasiilialsgiafg'%'g{aieggung jawab, tidak ‘saja untuk kerug;::i Iy:ig
disebagkan karena perbuatannya, tetapl juga P;::i;;ifug y

. disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-

~di 1 hwa
Dari ketentuan pasal 1366 tersebut d?!cp?t} ~.n.1;1:?,tahu1, bahw,
i ian " kelalaiar
-t d, dipisahkan dari pengertian = Ke '
i){iixgui?;?inki::ntuanp pasal 1365 K.U.H. Perdata sama halnya dengan

entuan
' ixi ihak dan rumusan keten
Code Ciyil pada satu plha' . san
Pasai 11338823 g)ode ‘Civil, pada lain pihak a}dalah "digasar.lfzzlpg "
gz::bedaau antara;'-‘i. ilail “eulpa_in committendo™ . dan

13¢ a mengatut
Omittendo”, sehingg‘a»kbrenanya pasal 1365 K.U.H. P:gg:l; .aﬁge gd r
MT"—"—-_ at (aansprakelijkheid) orang untuk onr tmatige daad
tanggung %u%ne;awan hukum), sedang pasal 1366 K. H. era?
(perigj:ta::’ tanggung-gugat orang karena " onrechtmatig na
mesn

H 28
(melalaikan secara onrechtmatig). 2*}

Ed

28).. Rutten opeit halaman 415.
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Untuk lebih jelasnya berikut kiranya perlu diketengahkan sejarah

daripada interpretatie pasal-pasal 1365 dan 1366 K.U.H. Perdata, yang
.dapat dibagi menjadi 3 masa : %) .

a).

Masa antara tahun 1838 dan 1883. :

Kondifikasi pada tahun 1838 membawa perobahan besar mengenai

pendapat tentarig makna dan ruang lingkup dan pengertian
" onrechtmatige daad””.

Pada waktu itu dianut pendirian bahwa onrechtmartg adalah

onwetmatig, yang berarti, bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap

melawan hukum (onrechtmatig). bilamana perbuatan tersebut

adalah bertentangan dengan ketentuan undaug-undang yang

bérsangkutan, : . ]
Di samping itu sesuatu hak yang dilanggar acapkali juga
dibuat dasar untuk_aksi karena perbuatan melawan hukum.

-'Sebagal contoh diketengahkan Arrest Hoge Raad tanggal 18

Pebruari 1853, yang mempertmbangkan antara lain .sebagai
berikut :

" "Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365 dan 1366 K.U.H. .Perdata

masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulannya, bahwa

. sesuatu’ perbuatan dapat berupa perbuatan yang rechtmatig dan

b

* "daad” (perbuatan), yang digunakan dala

dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus
bertanggung jawab, bilamana.i ia dalam hal 1tu thah berbuat tidak

- berhati-hati”.
Masa antara tahun 1883 — 1919,

Dalam "tahun 1883 Hoge Raad menerapkan ‘sjaran, yang
sebelumnya -dipertahankan oleh Opzoomer, yakni bahwa pasal
1366 yang adalah tidak lain daripada sua
pasal 1365, adalah merupakan ketentuan [

tan daripada istilah
pasal 1365 sehingga

, ‘untuk kedua pasal ‘tersebut harus dipenuhi syarat sifat melawan

'Hubungan antara kedua pasal tersebut selanjutnya adalah, bahwa'

,hukum (ourechtrnatlg heid) sekaligus pengertian " onrechtmatig”

secara tegas diperluas, yakni bahwa tidak hanya pelanggaran
suatu kewajlban, mem_xrut undang-undang (wettelijke plicht),
melainkan' juga dalam hal terjadi pelanggaran atas suatu hak

{subjektief recht) dapat diterapkan pasal 1365 dan 1366 K.U.H

Perdata.

;59).‘ Onrechtmatige deed I opeit no. 6, 7, 8 dan 9.

-
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-pasal 1365 adalah mengenai perbuatan’ onrechtmatig (culpa in
committendo), sedang yang kedua (pasal 1366) adalah mengenai

-perbuatan melalaikan secara onrechtmatig (culpa in omittendo},

sekalipun hal yang terakhir ini, yakni culpa in omittendo terdapat
pula dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata.

Dalam tahun 1883 Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 6
April 1883 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

"bahwa bagi seorang notaris tidak terdapat suatu ketentuan
" undang-undang yang mengharuskannya untuk memberikan
keterangan pada penggugat tentang ada atau fidak adanya
. pihutang-pihutang yang diistimewakan (didahulukan =
bevoorrechte schulden) atas kapal yang dibeli penggugat

Kalau andaikata penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal
1366, maka Hoge Raad mempertimbangkan sebagai berikut :

"Mempertimbangkan tiamun itu, bahwa pernyataan tersebut
juga tidak dapat diterima, kecuali bila ternyata, bahwa
gugatan penggugat, yang didasarkan pada pernyataan
tertentu dari notaris, jadi atas sesuatu perbuatan, dan
tidaklah atas sesuatu kealpaan semata-mata atau kelalaian,
diatur oleh pasal 1366 dan. bukannya oleh pasal 1365,
bagaimanapun juga untuk penerapan kedua pasal tersebut
.dlsyaratkan adanya sifat melawan hukum (onrechtmat:g heid)

Bahwa toh ‘pasal 1366 adalah tidak lain daripada merupakan
pe]engkap daripada pasal 1365, untuk menghilangkan segala
keragu-raguan, kalau-kalau perbuatan-tidak melakukan sesuatu

.yang diharuskan - ‘eh undang-undang, jadi pelanggaran hukum
- secara negatip, akan mendatangkan akibat yang sama dengan

perbuatun melawan hukum yang positip, bahwa kedua pasal

-tersebut memberikan perumusan tentang pelbagai jenis damnum

injuria datum (perusakan hak milikk = beschadiging van -
eigendom) dan bahwa karenariya keduanya tidak dapat
diterapkan, karena baik perbuatannya atau kelalaiannya tidaklah
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau berteu-
tangan dengan hak.orang lain. '

Keputusan Hoge Raad tersebut membenkan keputusan dalam
kasus sebagai berikut :

" Penggugat telah membeli kapal dalam pe]elangan. yang
di selenggarakan dimuka tergugat, yakni notaris.
Atas pertanyaan penggugat pada unotaris tentang apakah
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kapal yang dibelinya itu menurut undang-undang = masih
dibebani hutang-hutang penjual yang dapat ditagih, notaris
memberikan  jawaban yang negatip, keterangan mana
belakangan ternyata tidak benar. :

Setelah jual-beli dan levering kapalnya maka kapal dituntut
orang lain, karena mana penggugat mengalami kérugian.
Kemudian diajukan tuntutan terhadap notaris. ]

N ~Selanjutnya dalam tahun 1910 Hoge Raad telah memberikan
keputusannuya tanggal 10 Juni 1910 mengenai peristiwa gudang
yang terendam air di Zutfen, sebagaimana telah kami kemukakan
pada halaman 20

). Masa sesudah tahun 1919. .
Dalam tahun 1919 sebagaimana telah dibentangkan pada halaman
25 di atas dalam perkara Lindebaum lawan Cohen, dalam

keputusan mana Hoge Raad telah menerapkan perumusan, -

sebagaimana yang dimuat dalam rancangan undang-undang
Heemskerk 1913 yaug telah mengalami perobahan, Hoge Raad
telah menjatuhkan keputusannya tanggal 31 Januarj 1919.

Sejak tahun 1919 tiap perbuatan melawan hukum * diselesaikan
-dengan penerapan pasal 1365 K.U.H. Perdata, sedang pasal 1366,
yang sejak tahun 1883 mendapat tempat tersendiri, sejak

perumusan luas daripada perbuatan melawan hukum penerapan-

nya hanyalah terjadi bila betul-betul diperlukan.

Menurut-hemat saya penerapannya sekarang tidak diperlukan lagi,
karena sebagaimana telah saya utarakan di atas maka istilah
"daad” memiliki segi positip- dan niegatip'(halaman 26 di atas),
dan. cukuplah - kiranya dengan mendasarkan tuntutan.: ganti
kerugian karena perbuatan melawan hukum pada pasal. 1365

v K.U.H. Perdata, : - .
5.‘@ Sebagaimana kita ketahui pasal 1365 memuat sanksi. Dalam hal
< Fini dapat dikemukakan, bahwa terdapat segi -persamaan antara
' perbuatan melawan hukum (onrechtmatge daad) dan tindak pidana,

demikian juga terdapat segi-segi perbedaannya, '
Segi-segi persamaannya adalah antara lain, bahwa baik pelaku
perbuatan melawan hukum, maupun pelanggar undang-undang hukum

pidana sama-sama bertindak bertenitangan dengan larangan ~atau

keharusan. ' C .
Y* Karenanya acapkali'sesuatu tindak' pindana adalah sama dengan
) onrechtmatige daad dalam arti, bahwa -tiap tindak pidana adalah
L merupakan ‘onrechtmatige d‘aad. Akan tetapi lapangan onrechtmatige -
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_~daad adalah lebih luas, karena mana dapat dikatakan, bahwa: Eap
tndak pidana adalah merupakan perbuatan melawau hukum, akazi
tetapi sebaliknya tidak setiap.perbuatan melawan hukum mer-upa a1
mldaﬁzflm;z?a;dalah disebabkan karena adritgium "nulla _.puna-slln;
praevia lege poenali”, sebagaimana yang dlte11t}1karl Qalam p;tsp.t
K.U.H.Pidand ayat 1, yang menentukan bahwa. tiada suat.u per ;e: alt
yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana a.e;.m_
undang-undang, yang ditentukan pada s.eb:elum pe}r:)uatan itu.
Karenanya kedua pengertian tersebut harus dipisahkan. .

Perbedaan yang khas antara hukum Pidana dan pe.rbl_latan
melawan hukum terletak pada kenyataan, bahwa Hukum _Pl.dana:
secara langsung mengenai _tertib_umum, sedan_g _ketentu?u' dar}
Perbuatan melawap hukum terutama bg__rgj_ugn melindungi

ingan.individy, . _ g
kEEe—ISlilIIafxgljutnya téi:.gé\pat perbedaan-perbedaan . dalam s?.uk_smya,.

yakni : ” . B o

1. Hokum pidana ditﬁjukan pada pemidanaan si pelaku, . sedang -
ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan A::i“enlgan P_erbuatazl;_
melawan. hukum bertujuan memberikan ganti kerugian, pa(?a _

enderita. :

2 ?/Ielengenai‘ tanggung-gugat (aanspr.akelijk{lcld.). adalan -Juga
berlainan, yakni kalau pelaku suatu tl.nt‘:lak pidana — sudah tentu
ada pengecualiaunya — selalu dapat dllpldana. ,

Akan tetapi tanggung-gugat daripada si pelakxf. perbuatan melawan
hukum ~ baru timbul, bilamana orang lain karenanya telah
ami. kerugian. .

i ?eellrlligjzlu:::m dat}'am' tindak pidana hanya terjadi karena dan -
berdasarkan keputusan pengadilan, sedang perbuatzin melawan_ -
hukum seketika menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk

mbayar ganti kerugian. : .

4, I'll:li:p-tiag'tin%xajc plclanagdiatur tersendiri dalam _pasa]-pasal kita'l.) undang-un-

dang hukum pidana, dalam ketentuan mana diatur cara menjatuhkan hu-
kuman, L .
Untuk onrechtmatige daad hanya terdapat satu lfetentuan umum
saja dalam seluruh K.U.H. Perdata, yakni :bahw?. si pf:l.aku diwajib-
kan membayar ganti kerugian atas kerugian yang ditlmbulkamnxya
(pasal 1365 K.U.H. Perdata). :

30). Rutten ‘opcit halaman 406 dan’ berikutnya. . .
Majalah hukum dan keadilan no.3/tahun ke V Mei—Juni 1974 halaman 33 dan

berikutnya. ’ . /\ ‘
' . 31
I T I 274 ‘ : '
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5. Dalam hal tindak pidana maka dalam batas-batas yang ditentukan
oleh undang-undang hakim adalah bebas untuk menentukan jenis
dan beratnya hukuman dengan memperhatikan beberapa masalah-

masalah, .
Besarnya ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum

adalah tergantung pada besar-keciluya kerugian, yang ditimbulkan.
Hakim tidak-bebas menentukan ganti kerugian yang lebih besar
dari yang dituntut, : o
Mengenai penentuan penggantian kerugian tersebut telah menjadi
yurisprudensi  yang . tetap dengan dijatuhkannya keputusan
Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Sip/1968,
bahwa hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya
_ganti kerugian harus dibayar. %) . g

. Mahkamah Agung. dengan keputusannya tersebut memberikan
keputusan dalam perkara : * R

R. Soegiono, penggugat, atas pesanan ;¥alikota, Kepala

.Daerah TK. II Kotamadya Blitar, tergugat, ‘télah melaksanakan

pembangunan sebuah gedung Olahraga di kota Blitar,

Setelah sclesai pembangunan tersebut dan setelah terjadi

" penyerahan hasil ‘pekerjaan penggugat, maka- tergugat tidak
berkehendak memenuhi kewajibannya, : sehingga tergugat
. ‘'melakukan wanprestasi.
Sekalipun dalam tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Jatim
gugatan penggugat ditolak, mnamun dalam tingkat kasasi
_dengan pembatalan keputusan Pengadilan Negeri ,Blitar dan

'Pen'gadi!a.n.'Tinggi Jatim gugatan penggugat asal dikabulkan

untuk sebagian, sekalipun dengan jumlah ganti kerugian jauh

~ lebih kecil darl yang dituntit, atas dasar pertimbangan antara
lain sebagai, berikit : :

"1. bahwa judex factie berpendapat, bahwa penggugat untuk
kasasi berhak untuk minta ganti kerugian, hanya saja

-+ " jumlahnya yang dianggap tidak pauntas; .

2, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap dalam hal demikian
Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya
harus dibayar kepada penggugat untuk kasasi/penggugat
asal secara ex ac quo et bono. .

6. Sesuatu perkara tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam pasal

77 K.U.H. Pidana gugur dengan meninggainya si pelaku, akan
tetapi tangguug-gugat keperdataan (civielrechterlijke aansprakelijk
- heid} dari si. pelaku 2kan beralil pada akhli warisnya.

3. ?rof'. Mr Tahir Tungadi Tinjauan beberapa segi dari Hukum Perbuatan melanggar
hukum, Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan I1/70 halaman 81.

y

- Kalau di atas telah diketengahkan keputusan Mahkamah Agung

" . Indonesia tentang pemberian ganti kerugian karena terjadinya

“wanprestasi, maka timbullah pertanyaan, apakah perbuatan melawan

hukum ada[ah__jdeptlk' dengan wanprestasi dan apakah dasar dari /
pada tuntutan gaduti kerugian..karena wanprestasi dan karena | L

‘ pgbuatan__melawa:r-"hukum""adalah--- sama . dalam arti bahwa \.

!

kedua-duanya dapat didasarkan pada pasal 1365 K.UH. Perdata ;
;‘talcl]kah kedua-duanya dapat didasarkan pada pasal 1243 K.UH. /.
erdata?e -° . '

/;f‘ ‘Assér-Rutten berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan hakiki

antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, Akibat-akibat
h}lkum daripada tidak memenuhi perikatan atas dasar-dasar praktis
diatur tersendiri oleh undang-undang. 32) . '

+ Menurut Asser-Rutten maka melakukan wanprestasi adalah
merupakan pelanggaran atas hak orang lain tapi adalah juga
merupakan gangguan terhadap hak kebendaan.

. Kewajiban memberikan ganti kerugian atas dasar-dasar prakdis
diatur tersendiri dalam undang-undang.

Kat:enanya dikatakan, bahwa wanprestasi adalah ‘merupakan species
dari genus onrechtmatige daad,
Untuk penuntutan ganti kerugian karena wanprestasi hanya

3 dite:rapkgn ketentuan-ketentuan dalam pasal 1243 K.U.H. Perdata dan
; berlkug{_g_a dan sekali-kali tidak dapat ditrapkan pasal 1365 K.U.H.

Perdata, :

i Hanya dalam beberapa hal pengecualiax; sesuatu perbuatan, yang

menimbulkan wanprestasi juga dianggap sebagai perbuatan melawan
.hukum, yang karenanya pasal 1365 K.U.H. Perdata dapat diterapkan.

1= Sebuah contoh kiranya dapat menggambarkan kemungkinan terjadinya

‘perbuatan yang menimbulkan  wanprestasi sekaligus merupakan
‘perbuatan melawan hukum:

A pﬁuyewa rumah dengan menunggak uang sewsa, karena jengkel-
- hya memecahkan jendela kaca rumah tersebut,

Dalam k:o;atoh tf:rseb'ut nampaklah, bahwa A telah melakukan
-wauprestasi, tetapi disamping itu telah melakukan perbuatan melawan
ukum-dengan merusak kaca jendela. . '

Hog-e_ Raad dalam _keputusannya tanggal 26 Maret 1920
emberikan Ppertimbangan sebagai berikut :

‘Rutten opcit halaman 408.




" Perbuatan melawan hukum dapat juga merupakan wanprestasi
asal'saja halnya, yang merupakan wanprestasi itu sendiri Juga dan
terlepas dari kewajiban kontraktuilnya merupakan perbuatan
melawan hukum” .
Mengenai hubungan antara wanprestasi dan onrechtmatige- daad
tersebut Pitlo _menegaskan, bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun

dari systimatik undang-undang, maka wanprestasi tidaklah dapat

- diglongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum. 23) .
Sebagai contoh diketengahkannya keputusan Hoge'Raad tanggal
13 Juni 1913, yang memutuskan bahwa bilamana kewajiban, yang
mendapatkan dasarnya dalam persetujuan, dilanggar, maka
pelanggaran ini tidaklah akan merupakan alasan untuk menga_]ukan
tuntutan karena perbuatan melawan hukum. Dimana letak batasnya?
Bilamana persetujuannya adalah merupakan syarat mutldk untuk
timbulnya kerugian, maka tidak akan terjadi aksi berdasarkan -pasal
1365 K.U.H.Perdata, umpamanya seorang pembeli menderita ketugian,
karena penjualnya menyerahkannya tidak tepat pada waktunya.

( /"~ Adalah amat Ppentingnya untuk mempertimbangkan apakah akan _

\mengajukan tuntutan ganti kerugian karena wanprestasi ataukah
i/ | karena onrechtmatige daad,
; pembebanan pembuktiannya,
dalam bentuk ganti kerugiannya.

Tentang hubungan wanprestasi dan onrechtmatige daad tersebut
dinyatakan, bahwa bila pengertian perbuatan melawan hukum
diartikan secara luas maka hakekatnya dapat dlmasukkan "dalam
pengertian tersebut ialah tidak memenuhl penkatan, yang terbit dan
persetujuan. 34},

karena adanya .perbedaan ; dalam

n

{ Hoge Raad telali secara- berulang kali menegaskan,” bahwa-

} peraturan-peraturan tentang onirechtmatige daad, sepertl pasal-pasal

1365 K. U.H.Perdata dan berikutnya t:daklah dapat diterapkan untuk-

l wanprestas:

~ ' Penuntutan karena wanprestasi dan karena onrechtmatlgc daad
( pelaksanaannya adalah berbeda-beda, yakni :

1. Dalam .aksi karena ourschtmatige daad maka si penuntut harus
i - membuktikan adanya kesalahan pada si pelaku.
. Dalam aksi karena wanprestasi maka si penuntut cukup menunluk-

3

33), Pitlo opcit halaman 215

34). Vollmap.o;icit halaman 336 dan berikutnya,

</

dalam perh:tuugan kerugiannya. dan'

\ membuktikan semua unsur-unsur, yakm antara lain bahwa ia harus

1%
1

e—

kan adauya wanprestasl sedang pembuktlan bahwa . tentang tidak
adanya wanprestasj’ dlbcbankau pada #i pelaku.

2, Tuntutan pengemba]ian pada keadaan semula (restxtutm in
integrum) hauyalanmdapat dilakukan bilamana terjadi tuntutan
karena . onrechtmatige daad, sedang -dalam tuntutan

karena .

wanprestasi ' tidak dapat dituntut pengemballau pada keadaa.n .

semula.

3, Bilamana terdapat beberapa orang debitur yang bertangg-ung-gu.gat
(aansprakelijk), maka dalam hal terjadi tuntutan ganti kerugian
karena onrechtmatige daad, masing-masing debitur tersebut
bertanggung-gugat untuk kescluruhan ganti kerugian tersebut,
sekalipun tidaklah berarti, bahwa tanggung-gugat fersebut secara
tanggung-renteng.

Hal ini akan diuraikan lebih jelas dibawah nanti-dalam pembahasan
tentang tanggung-gugat beberapa orang. (hil.97)

Kalaii tuntutannya didasarkan pada wanprestasi, maka peng-
hukuman masing-masing untuk keseluruhannya hanyalah mungkin,
bilamana sifat tanggung-rentengnya dicantumkan dalam kontraknya
atau bilamana prestasinya tidak dapat dibagi-bagi.

Sesuai dengan pendapat Rutten, sebagaimana dikemukakan diatas
yakni bahwa tidak terdapat perbedaan yang hakiki antara wanprestasi
dan perbuatan melawan hukum, maka tidak jarang terjadi seorang
penggugat, yahg dengan maksud mengajukan gugatan
berdasarkan wanprestasi dalam gugatounya dicantumkannya dasar
untuk gugatan karena onrechtmatige daad.

Sebaliknya dapat pula terjadi, yakni dengan maksud untuk
mengajukan gugatan berdasarkan pelbuatan melawan  hukum
diajukannya dasar-dasar untuk gugatan karena wanprestasi. ,
Maka dalam hal sedemikian itu Hakim adalah bebas - untuk
menentukan dasar-dasar’ yang manakelh, yang digunakannya untuk
mengabulkan gugatan.

Dengan meninjau kembali pertmusan luas dari onrechtmat:ge

daad, maka "daad” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan
melawan hukum, %kalau :

1. bertentangan dengan hak orang lain etau : .

2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri azau

3. bertentangan dengan kesusilaan baik afau

4, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengonai orang lain atau benda.

C . _-"\
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'+ bertentangan dengan hak orang lain.
Yang dimaksud dengan hal {grsébut adalah bertentangan
. dengan subjektief recht orang lain. T
. Dalam katazkata " op €efi§ anders recht” terdapat penggunaan
< istilah " recht"’.
Istilah “recht” tersebut dapat pula dirangkaikan pada
" kata-kata lain, seperti umpamanya : " rechtsplicht”, *rechts
orde” dan sebagainya.
~ Maka istilah "recht” dalam rumusan-rumusan onrechtmatige
daad” tersebut, berarti ”berwenang”.
Dalam rangkaian dengan ''plicht”, yakni “rechtsplicht”
" maka recht dalam hal tersebut berarti hukum _objektip
(objektief recht, sebagai keseluruhan kaidch-kaidah), maka
subjektief recht adalah, bahwa istilah tersebut berarti
‘ kewenangan, yang berasal dari sesuatu kaidah hukum.
¢ Sifat: hakekat daripada subjektief recht menurut Meyers
" adalah ‘wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada
{ - “seseoarang, yang memperolehiya demi kepentingannya. 35y .
‘Kebanyakan penulis tidak memberikan makna yang luas
‘pada;pengertian "' subjektief recht” selaini.perbuatan melawan

hukum. !

'.S}';,Hakahak-‘yang paling penting, yang dia}gtjnﬁggoleh yurisprudensi

/T adalah hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), seperti hak

 atas keb'cbasgn,'hak atas kehormatan dan nama baik dan

hak-hak kekayaan (vermogensrechten).,

}( Yang terutama penting dari vermogensrecht tersebut adalah

"\ © .hak-hak kebendaan dan lain-lain hak - absoluut, karena

pelanggaran atas. hak kekayaan pribadi (persoonlijke

vermogensrechten), yakni hak-hak menuntut (vorderingsrecht),

_ hak-hak relatip kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang
akibatnya diatur tersendiri dalam undang-undang.

V--Adapun istilah recht dalam rumusan inbreik op eens anders

A ; :
recht (pelanggaran atas: hak orang lait) melule diartikan

‘sebagal hak absoluut (absoluut recht)

T

U —
kY

Rutten menyatakan, banwa sebagai patokdn harus.
diguriakan, bahwasanya menurut -kriterium "inbreuk op .

eetis anders recht” pada umumnya suatu perbuatan hanyalah

L

d?.pat dikwalifikasikan scbagai perbuatan melawan hukum,
bilamana pelanggarannya secara langsung dapat timbul. e}
Persoalan teutang apakah suatu gangguan (hinder) terhadap

kenikmatan_seseorang akan haknya akan merupakan pelangga-

ran atas hak tersebut. 3%),
"Ru_f:ten menegaskan pendapatnya, bahwa hin'der karena

mana  seseorang telah- diganggu dalam menikmati hak
mifliknya, bukanlah merupakan pelanggaran atas subjektief
\ recht. akan tetapi dapat bersifat onrechtmatlg karena
[ bertentangan- dengan norma-norma (kaidah) zorgvuldigheid,

Scholten berulang kali menyatakan bahwa pelanggaran atas
subjektief recht bukanlah mei:pakan. pelanggaran culpoos,
- melainkan hanyalah dapat dilakukan dengan sengaja.
‘ Pendapat tersebut tidak dianut oleh Hoge Raad.
Demikian pula menurut Rutten pendapat. tersebut adalah
tidak benar. Hanyalah norma-norma, dalam mana
kesengajaan merupakan unsur yang essensial dapat dilakukan
\ dengan. kesengajaan. Kebanyakan norma-norma bersifat
| umum, yang karenanya dapat dilanggar baik dengan sengaja,
| maupun karena kealpaan.
Persoalan-persoalan tentang gangguan (hinder) menurut
sementara sarjana, yakni sejak H.R. menerapkan perumusan
yang luas daripada perbuatan melawan hukum, hendaknva
diselesaikan menurut criterium zorgvuldigheid. 37) )
Akan tetapi disamping itu terdapat lain-lain sarjana pula,
yang mengkonstruir  hinder scbagal. pelanggaran atas
subjektief recht.
Berhubung dengan adanya 2 aliran tersebut: maka ada
kalanya H.R.” dalam keputusan-keputusannya menerapkan
-pendirian yang pertama, yakni bahwa hinder hendaknya
diselesaikan menurut kriterium zorgvuldigheid, ada kalanya
pula menerapkan pendirian yang kedua, yakni bahwa
penyelesaian soal gangguan dengan menganggap hinder
sebagai pelanggaran atas subjektief recht. _
- Dalam onrechtmatige . daad 1. no. 78 dikemukakan 2
keputusan. sebagai contoh penerapan  pendirian-pendirian .

tersebut yakni-Contoh_keputusan menge’ﬂ'éi"h'iiiﬂ'éi-""séb_ag"ai'\,/

35). Rutten opeit halsman 421 -
Prof. Mr. E.M. Meyers algemene begrippen halaman 85.
Onrechtmatige daad I no. 37,

36). Rutten :épcil halaman 422,
’ Onrechimatige daad I no. 78, 81 dan 82.

37). Onrechtmatige daad I no. 78. 7 ‘ . :
[PAK HUR|
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38

pelanggaran atas subjektief recht 'adalah keputusan Hoge

Raad tanggal [0 Maret 1972 dengan pertimbangan-per-

timbangannya antara lain sebagai berikut :.
"bahwa pcrsoalan apakah gangguan yang dapat dialami
oleh seseorang dengan tindak tanduk orang lain terhadap
kenikmatan atas miliknya atas. sesuatu. benda ‘tidak
bergerak, dapat dianggap sebagai pélanggaran atas hak
miliknya, adalah tergantung dari besarnya gaugguan dan
masalah-masalah, dalam mana gangguan tersébut terjadi;
bahwa Hof telah mempertxmbang‘kan, -bahwa karena

aktifitas-aktifitas yang dijalankan oleh pihak Vermeu]en'

_ dekat pétamanan pihak Lekkerkerker di Mastwijkerplas,
yakni dengan menutup tempat berair dekat' petamanan
tersebut dengan sampah kota, yang telah mendatangkan

burung-burung perusak dalam jumlah yang besar, -

sehingga sebagai akibat daripada kerusakan, .yang
ditimbulkan oleh burung-burung tersebut pada petaman-
an tidak memungkinkan dicapainya explmtatle yang
‘menguntungkan;

bahwa dengan memperhatikan sifat dan tempat daripada
- aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak ' Vermeulen
dan  besarnya kerpgian yang diderita oleh pihak
Lekkerkerker sebagai akibat daripada aktivitas .pihak
Vermeulen, Hof tanpa menyalahi sesuatu peraturan
hukum kiranya dapat mempertxmbangkan," bahwa
aktivitas-aktivitas tersebut telah mendatangkan gangguan

G

bagi Lekkerkerker, yang olehnya tidak’ perlu diblarkan

dan pihak Vermeulen karenanya telah melanggar hak
milik pthak Lekkerkerker, yang karena tidak -adanya
dasar pemaaf  (rechtvaardigingsgronden), - dapat
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Terhadap pembelaan dalam hal tersebut Hoge Raad
selanjutnya mempertinibangkan,  bahwa toh, bilamana
juga pihak Vermeulen tidak melanggar syarat-syarat
tersebut  (pihak Vermeulen memiliki. izin  undang.
undang gangguan hinderwetvergunning dengan syarat-
syarat tertentu) dan dalam melakukan penutupan tempat

- berair tersebut tidak dapat melakukannya dengan cara’

lain selainnya dengan apa yang- telah dilakukannya dan
sekiranya dalam mengerjakan itu kehadiran burung-
burung dalam jumlah besar tidak dapat dihindarkan

) #

dan tidak dapat dicegah, Hof kiranya dapat mempertim-.
bangkan, bahwa pihak Vermeulen dengan hal-hal sebagai
mana tersebut diatas dapat dipersalahkan, yakni bahwa
-pihak Vermeulen sekalipun pihak Lekkerkerker, berulang .
kali telah menempuh langkah-langkah untuk mengakhiri
gangguan burung—burunp tersebut tetapi tidak meng-
hentikan aktivitas-aktivitasnya — yang menurut pihak
Vermeulen sendiri adalah menjadi. keharusan ~— yang
menyebabkan gangguan buruug tersebut,
Contoh keputusan mengenai penyelesaian hinder- menurut
kritetia- “Zotgvuldigheid, yakni keputtisan Hoge Raad tanggal
16" Mdrer 1973. Keputusan tersebut mengenai persoalar,
apakah tempat pembuaugan sampah, yang akan ditempatkan

- ditempat penggalian pasir, yang disebut "'de Stikke Trui”

tidak melawan hukum bagi para penghuni rumah sekitarnya.
Hof - berpendapat, bahwa tempat pembuangan. sampah
tersebut akan merupakan gangguan besar sedemikian rupa,
dengan mengingat persoatan-persoalan lainnya,’ yang
membuktikan t{idak adanya perhatian terhadap sikap
hati-hati, yaug harus dilakukan, maka’ dianggap sebagai
perbuatan mqiawan hukum,

Dalam tmgka’é kasasi dikemukakan keberatan bahwa untuk
menentukan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus
ditentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan peIanggaran
terhadap hak (subjektiefrecht),

Keberatan tersebut sesuai dengan konklusi A.G. Berger dalam
keputusan tersebut ditolak atas pertimbangan- pertimbangan
sebagai berikut :

"bahwa Hof dalam ~menjawab pertanyaan, apakak
menyebabkan gangguan [hinder) tersebut terhadap para
terbanding melawan hukum, agaknya berpangkal haluan,
bahwa mereka akan mengalami gangguan tersebut
sebagai penghuni daripada rumah yang terletak sekitar
de Stikke Trui”;

Bahwa Hof dalam pada itu spsungguhuya dapat mengabaikan
persoalan tentang apakah yang meunjadi posisi hukum dari
para terbanding terhadap rumah-rumah tersebut dan pada
khususnya tidak perlu menetapkan, bahwa mereka
masing-masing adalah pemilik daripada rumah yang

dihuninya, -




‘Ba}-lwa toh, bilamana harus dipertimbangkan, bahwa menyebab-
-kan gangguan tersebut adalah bertentangan dengan sikap hati

Jhati yang harus dilakukan oleh natuurmonumenten  terhadap _

-para terbanding sebagai penghuni daripada rumah-rumah yang
terletak sekitar " de Stikke Trui”, demikian itu adalah melawan
hukom sekalipur para terbanding bukanlah pemilik-pemilik ru-
mah-rumah yang dihuninya. o
Keputusan Hof tersebut namurt demikian dengan menyimpang
dari konklusi A.G. Berger berdasarkan lain-lain pertimbangan

‘dibatalkan, :

Sebe]_um mengakhiri pcrsoalan,.mengenai gangguan (hinder)
.maka perlu diketengahkan apa yang ditulis oleh Vollmar
tentang hinder tersebut. :

' Vollmar menyatakan, bahwa hinder: (gangguan dalam arti
sempitnya) berupa pelanggaran yang' dilakukan oleh orang

) terhadap hak-hak orang lain (khususnya hak milik ) dalam

\ menikmati hak miliknya dan ini bukannya berupa. perusakan,
akan tetapi melulu berupa perbuatan menghalang-halangi
-orgng fain- mengecap kenikmatan sécara bebas dengan asap,

_kegaduhan, merusak pandangan dan sebagainya. 31) .

. Ajaran, bahwa hinder adalah merupakan pelanggaran
terhadg'p kepentingan orang lain ditinggalkan oleh Hoge Raad
-dengan keputusannya tanggal 30 Januari 1914 dalam' mana
Hoge Raad ‘mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

" mielakukan gangguan terhadap penpgunaan normadl
daripada’ hak ‘milik dengan menimbulkan banyak suara
gaduk suara bengung dengan keras dan goncangan-
_goncangan besar merupakan perkosaan terhadap hak
milik yang adalah' merupakan perusakan bendanya
sendifi™, 29) ., ' '

Mengenai hinder térsebut sebelum 2 keputusan yang tecbaru,
" sebagimana diungkapkan diatas terdapat pula 2 keputusan

lainnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah

juga dapat dituntut dan dikabulkan tuntuten ganti kerugian
“ untuk kerugian-kerugian idiil?-49), -

Keputusan-keputusan tersebat adalah sebagai berikut :

Arrest Hoge Raad tanggal 29 Januari 1937.

Keputusan tersebut adalah mengenai tindakan Kotamadya
Tilburg yang sefak beberapa tahun mengalirkan air got
kedalam sungai yang mendatangkan bau busuk.

Pemilik villa yang terlétak ditept’ sungai kecil tersebut
menuntut ganti kerugian pada Kotamadya, akan tetapi
dalam pada .itu pemilik villa tersebut tidak dapat
‘mendalilkan, bahwa bau tersebut telah membawa pengaruh
fisik'terhadap hak miliknya.

Kotamadya mendalilkan, bahwa bau busuk tersebut memang

‘benar merupakan penghalang untuk menikmati villa ‘secara

bebas, akan tetapi hal tersebut tidakiah dapat dinilai dengan

‘uang,

Akan tetapi Hoge Raad berpendapat, bahwa tuntutan- pemilik
villa tersebut dapat dipertimbangkan dan mempertimbang-
kan, bahwa pada pokoknya pengiirangan atau peniadaan
kenikmatan, yang disebabkan karena perbuatan melawan
hukum atau kelalaian yakni atas kenikmatan, yang dapat
dikecap oleh seseorang berdasarkan _hak, yang tefmasuk
kekayaaunya, dapat’ dianggap sebagai schade yang
dimaksudkan dalam pasal 1365 dan berikutnya,

' Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulannya, bahwa

Hoge Raad meunganggap tuntutan ganti kerugian karena
kehilangan kenikmatan dapat dikabulkan dengan dalih,
bahwa : : ' ‘
“bilamana kenikmatan seseorang atas sesuatu benda
tertentu, menjadi- bérkurang, maka akan berkurang
pulalah uilai daripada barangnya dalam lalu lintas
penukaran”, .
Pada akhir tahun itu juga Hoge Rzed telah meénjatuhkan
keputusan yang senada dengan keputusan tersebut, yaknl

* dengan keputusannya tanggal 31 Desember 1937,

Pemilik dan vi)e'nghr;ni'.daripada sebuah rumgh, yang
terletak berdekatan. ‘dengan Utrechtse Studentensocieteit

38). V%)]J.rn:r Profl'. Mr, Dr, H.F.A. chcrlands Burgerlijk " Recht Zakenen. Erfrecht
helaman 105 dan 106, ' : - -
39).. Hostlnk Prof. Mr. H.R. Arresten over Burgerlijk Recht hilihuan 75,
Cremers Burgerlijk Wetboek opelt halaman 525. Bl
40).- Yollmar Verbintenissen en bewijseecht opelt halaman 335.

tergangu oleh pesta malam hari, yang diselenggarakan oleh
para mahasiswa, sehingga pemilik- rumah tersebut dan
keluarga tidak dapat tidur nyenyak dan teixteram! kdrcn_a '
mana ia telah menuntut ganti kerugian pada corps
mahasiswa, -
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Pun dalam hal ini tuntutan si pemilik rumah, sekalipun tidak
meungalami kerugian finansiil dan hanyalah'térhalan-g dalam
mengecap kenikmatannya, dikabulkan, 41) | -
Pada akhirnya perlu dikemukakan - tentang béQaiména
pendapat Scholten mengenai pelanggaran atas subjektiefrecht
Scholten secara berulang kali mengemukakan pendapatnya,
yalf:'ni.bahwa pelanggaran atas subjektiefrecht tidaklah dapat
terjadi secara culpoos, melainkan haiaya!ah"dapat dilakukan
dengan kesengajaan, 42), o :
Hoge. IFaad tidak dapat menerima pendapat tersebut. '
Demikian pula Rutten berpendapat, bahwa pendapat Scholten
adalah tidak benar. Hanyalah norma-itorma, dalam mana
kesengajaan merupakan unsur essensial dapat dilakukaﬁ
dengan kesengajaan. Tetapi kebanyakan norma-norma
N berlal.cu secara umum dan dapat dilanggar baik dengan
-:; '-._!I sengaja maupun tidak dengan sengaja, '
(’ ad, 2 ',.J: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

=
M e

‘Berbl':.at atau melalaikan dengan bertcntzingan dengan
kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk
] yang bertentaug_ag‘dengan ketentuan undang-undang,
/ g) Sesuatu perbuatan adalah melawan- hukum, bila perbuatan
! tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum
Y (rechtsplicht) si pelaku.
Menurut Rutten maka dengan perbuatan atau melalaikan
sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum
(rechtsplicht) si pelaka, dimaksudkan tindak ~tanduk yang
bexl'tentaugan_ dengan kctentuan-ketcutuan"-undainé-undané :
suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana p'crbuhth:;
~  tersebut bcrtenta.ngan dengan kewajiban hukum si pelaku. 43).
?Y ppaxall yang dimaksudkan dengan_rechtsplicht_(kewajiban
Rechtsplicht adalah kewajiban yang berdasar atas Aukum,
< Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum

mencakup keseluruhan nérma-norma, ‘baik tertulis maupun

tidak tertulis.
T e

41}, I-Iogﬁnk Arresten Burgerlijk Recht opcit hélaman_ 340,
42). Rutten Verbintenissen recht opeit halaman-422, -
43). Rutten Verbiritenissen ' recht opeit halaman 419 dan 420,

42

‘elah nienjadi pendapat umum (communis opinio) -bahwa
yang dimaksud dengan rechtsplicht - (kewajiban hukum)
“dalam .form'u]‘__;i perbuatan melawan hukum- -adalah wettelijke
plicht (kewajibatn menurut undang-undang}.

v . 'Maka .dengan -berbuat atau melalaikan -sesuatu yaug

5 bertentangan dengan rechtsplicht dimaksudkan tindak-tanduk

13 yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

_Dalam -memorie. penjelasan tahun 1911 atas "rancangan
undang-undang ditegaskan bahwa dengan perbuatan melawan
hukum menurut hukum positip waktu itu harus
dipertahankan sebagai pengertian yang berlaku. Pengertian
yang berlaku dulu adalah, bahwa perbuatan+melawarr hukum
(onrechtmatige daad) adalah perbuatan, yang bertentangan

dengan kewajiban menurut undang-undang (wettelijke plicht) -

atau bertentangan dengan hak berdasarkan undang-undang
(wettelijk recht), yarig adalah’ merupakan perbuatan atau
melalaikan sesuaty’ dengan bertentangan dengan ketertiban
‘umum, -
Baik rancangan undang-undang-1913 maupun Arrest H.R.
1919, kedua-duanya bermaksud untuk mengakhiri’ ajaran
yanug lama, yang mengajarkan bahwa hukum harus diberi arti
yang sama dengan hukum menurut undang-undang (wettelijk .
recht), ‘bahwa melawan hukum berarti tidak sesual/ber-
tentangan dengan undang-undang “dan bahwa kewajiban-
hukum  adalah. sama dengan kewajiban menurut .undang-
undang (wettelijke plicht). - , -
elawan hukum tidak “hanyalah ‘apa yang bertentangan
) dengan hukum tertulis, yakni kedua bentuk sifat melawan
~".| hukum (bertentangan dengan hak orang lain dan
‘] bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri), melain- .
‘\ kan juga apa yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis -
(ongeschreven recht), yakni kesusilaan ‘baik dan sikap
) diindahkan dalam pergaulan

L _!! berhati-hati yang harus
\_masyarakat. ' _
Jadi menurut perumusan yang sempit maka untuk tuntutan
berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Perdata, si pelaku harus telah
melanggar hak orang lain atau si pelaku harus telah melakukan

perbuatan dengan bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri, 1) . ' :

44), Yolimar Verbintenissen rc;:h't'ogcit halaman 308 °

43,




Perbuatannya harus melanggar hak orang lam, yang
sebagaimana halnya deugan hak milik umpamanya berasal
darl undang-undang. Ini-yang disebut wctteh;k recht (bak
. berdasarkan undang-undang) atau berientangan dengan
kewaijau, yang jugas berasal dari undang-undang yang
disebut wettelijke plicht (kewapban yang dibebankan oleh
uudang-un ang).

Contoh dari wettelijke pucht adalah umpamanya sebagalmana
yang ditentukan pasal 69 651 K.U.H. Perdata yang memuat

ketentuan sebagai berikut ¢

"apabila’ guna memperbaiki sesuatu bangunan  periu .

memasang perancah dipekarangan si tetangga ataupun

perlu menginjak pekarangan itu guna mengangkut

. bahan-bahan yang-akan dipakai, maka si tetangga harus

s " mengizinkannya,  dengan tak menguraugl hdknya

' menuntut ganti-kerugian jika ad f_\asan alasan untuk
ftu.

Setelah uraian-uraian tersebut diatas tenlang wettelijk rechi
~ dan wettelijke plicht maka akan jelaslah tentang apakah yvang
" dimaksudkan dengan bertentangan dengan rechtsplicht.
Bertentangan dengan rechtsplicht adalah perbuatan se-
seorang, yang melakukafi ™ perbuatan yang bertcntangan
-dengan_ keharusan atau; larangan Dalam hat ini termasuk pula.
p¢langgaran terhadap ‘ketentuan-ketentuan -hukum pldana,
yakni seseorang yang telah bersalah melakukan pencuriarn,
, melakukan penggelapan, penipuan, dan sebagainya telah
] . melakukan perbuatan yang bertentangan dengan rechtsplicht
‘ .. (kewajiban hukum) daf karenanya telah meIakukan

. perbuatan, melawan hukum.

]

ad, 3\ Melanggar kesusflaan 'b'az'k.

Yarrg d:maksudkan dengan kesusilaan baik adalah
norma-norma Kesusilaan; sepanjang norma-gorma tersebut
_oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan- peraturan
hukum yang tidak tertulis.

K.U:H! Perdata menyatakan hatal persctujuan yang dibuat
- kareug sebab yang terlarang; maka sesuatu perbuatan atau

i Kalau ketentuan-ketentuan dalam pasal 1335 dan 1337

melalaikan scsuatu, yang berfentangan dengan kesusilaan
- baik adalah melawan hukum. %) ..

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
sebagaimana telah dibentangkan dalam halaman 25, yang
menelorkan perumusan luas daripada perbuatan melawan
hukum dengan keputusan mana telah diadili perkara
_Lindebaum melawan Cohen, karena Cohen telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan membujuk seorang
karyawan untuk membocorkan rahasia - perusahaan
Lindebaum, perbuatan Cohen tersebut dinitai sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik.

Dalam hal ini Mahkamah Agung Indonesia. telah
‘menjatuhkan keputusannya tanggal 31 Oktober 1974
No. 981/K/Sip/1972 dengan mempertimbangkan antara lain
sebagali berikut : 4%) .

" Meskipun sengketa mengevai hubungan sewa-menyewa
merupakan wewenang daripada Dinas Perumahan
berdasarkan P.P. no. 49/1963, namun. apabila dalam
keputusan Dinas Perumahan fersebut terdapat sesuatu
yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa di-
rugikan berhak mengajukannya pada Peradilan Umum”.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut telah membatalkan
keputusan Pengadilan Tinggi Jatim tanggal 24 Pebruari 1972
No. 229/1971 Pdt. dan menguatkan keputusan Pengadilan
Negeri Situbondo- tanggal 30 Desember 1970 No. 92/1969
Pdt., yang niemberikan pertimbangan antara -lain sebagai
benkut

”Menimbang, bahwa bertentangan dengan sikap berhati-

hati sebagaimana layaknya dalam lalu-lintas masyarakat
terhadap diri maupun orang lain atau bertentangan
- dengan kewajiban hukumnya sendiri, tergugat 1

dan tergugat II telah melakukan pelaksanaan
perigosongan rumah sengketa pada tanggal 25 Mei 1970 7,
Nampak dengan jelas kiranya bahwa dalam keputusau.
tersebut norma zorgvuldigheid mendapat perhatian dan

' -'_d:terapkan, sekalipun sesungguhnya tidak banyak.Keputusan
Pengadilan yang memberikan keputusan tentang melawan

45). Rutten Yerbintenissen opeit halaman 423,
" 46). Yurisprudenn Indonesia diterbitkan Mahkamah Agung R.I. terbitan 1975 hnlam'-r

488,
FAK HUK | s
AK. HUE




hukumuaya sesuutu perbuatan karena. bertentangan dengan
kesusilaan baik, yang harus diindahkan dalam pergaulan
_..»-::‘"'7 masyarakat tentang benda dan orang lairi.

ad. 4 Bértentangan dengan keharusan yang harus diindakkan
_ - dalam pergaulun masyarakat mengenai béndq atau orang lain.

Bilakah dapat dikatakan, bahwa sesuatu perbuatan adalah
-melawan hukum, bilamaua perbuatan, tersebut - bertentatigan
dengan keharusan yawg harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat tentang benda atau orang'lain ?; '

Sesudah diterapkannya perumusan yang Iias dari perbuatan '
melawan hukum, maka pertanyaan tersebut tidak sulitlah lagi’

jawabannya, yakni bilamana perbuatarn tersebut adalah
bertentangan dengan sesuaty, yang menurif hukum tidak ter-

tilis harus diindahkan dalam lala-lintas masyarakat.

" Kriterium "bertentangin dengan kesusilaan bajk' kiranya
tercakup  dalam  kriterium zorgvuldigheid, yang . harus
dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau
orang lain. . :

Kriterium tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan

tidak tertulis, Mengenai apa yang harus diperhatikan dalam.

pergaulan masyarakat diletakkan dalam * ketentuan- khusus
yang tidak tertulis. 17) . ‘

Dalam tingkat kasasi selalu harus diteliti, apakah sesuatu -

perbuatan adalah bertentangan dengan sikap berhati-hati
yaug harus dilakukan dalam lalu lintas masyarakat.
Penelitian untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan
adalah melawan Hukum berdasarkan kriterium yang keempat
tersebut dilakukan dengan cara yang sama dengan melakokan
penelitian, apakah sesuatu persetujuan adalah bertentangan
dengan kesusilaan baik. X

- Norma zorgvuldigheid- tersebut sekalipun nampak merupakan
kriterium yang paling tidak penting dibandingkan dengan
kritertum onrechtmatige daad lainnya, sering diterapkan dalam
keputusan Pengadilan, yang membuktikan betapa pentingnya
norma zorgvuldigheid tersebut,

“Timbullah persoalan sckarang apakah keempat kriterium ..

tersebut dapat dilebur menjadi-satu kriterium saja. -

47). Rutten Verbintenissen opcit halaman 424,

48

Rutten menyatakan, bahwa atas dasar : pertimbangan-
pertimbangan theori hukum, - maupun'-atas dasar-.dasar
kegunaannya, keempat kriteria tersebut tidak dapat dilebur
-, menjadi satu Kriterium. : _
Penggunaan kata-kata atau . . . . . atau dalam rumusan
-} perbuatan melawan hukum tersebut mendatangkan kesa:;.
seakan-akan terdapat 4 kemungkinan yang - tidak .ada
-hubungaﬁhya satu dengan yang lainnya, padahal tidak
demikian halnya. . _ o
Acapkali sesuatu perbuatan termasuk keempat kriterium
tersebut . sekdligus, seperti pencurian, penggelapan dan
sebagainya. : .
Seringkali ditegaskan, bahwa sejak diterapl.cannya norma
zorgvuldigheid. ketiga kriteria lainnya tidak diperlukan lagi, :
Sesuatu perbuatan yang bertentangau dengan ung}ang-undang .
atau dengan kesusilaan baik atau dengan mana dilanggar hak
orang lain, selalt merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan sikap hati-hati yang seyogyanya dilakukan dalam
pergaulan masyarakat, %) . .
'Norma zorgvuldigheid tersebut tidak selalu dapat d1terapkax§
pada perbuatan-perbuatan .melawan hukum ys.mg_memenu-h:
salah satu ¥rjtérium lainnya. R
Kiranya akdﬁl' angat melukai perasaan bahasa dan juga tidak
sesuai dengafl’ kesadaran hukum, biIamaf:a;pf:mbunuh_an:
pencurian  dfn fain-lain sebagainya dikwalifikasikan sebagai
perbuatan -~ melawan hukum, karena si pglaku tf:lah.
melakukan perbuatan  yang bertentangan dengan sikap
berhati-hati, yang scyogyanya dilakukan dalam pergaulan masyara-
kat mengenai benda atau orang lain, .
Menggolong-golongkan ketiga kriteria yang pertama sebagai
bagian daripada kriterium ke empat tidaklah menyebabkan
pen)'rederhanaau. melainkan lsbih-lebth akan menyebabkan
: lebih melaratnya (miskin) perbendanaraan: hukux.n. ")- .
_,5)&5' Setelah perkenalan kita dengan’ ke empat kriteria qarlpada
/™ perbuatan melawan hukum, snaka timbullzh 'persoalan:
apakah. penyalahgunaan - hak dapat digolongkan sebagai
kriterium daripada onrechtmatige daad dan bahkan ada

- 48). Rutten Verbinlenissen recht opcit halaman 426,
49). Rutten Verbintenissen recht opeit haliman 429,
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" yang berpendapat, bahwa penyalah gunaan hak (misbruik van . '
recht) tersebut dapat dijadikan kriterium yang kelima. s - Dua orang bertetangga mengalami kesulitan. Tetangga A
Akan tetapi ada pula para sarjana seperti antara lain Rutten e mendirikan tonggak dalam halamannya, yang diberinya
yang berpendapat, bahwa misbruik van recht tersebut tidak o potongan-potongan kain dengan maksud untuk merusak
perfu dimasukkan sebagai kriterium onrechtmatige daad. - pemandangan B.
Bagi-mereka yang menghendaki dimasukkannya misbruik van E .+ Pengadilan Rechtbank Arnhem menyatakan bahwa dalam
recht sebagai kriterium berpendapat bahiwa penyalah gunaan A - dalam hal tersebut terdapat misbruik van recht.
hak adalah selalu merupakan perbuatan melawan hukum. ;

“Sesudah itu A mendirikan menara air tapi tanpa
menyambunguya pada perusahaan air minum kotamadya;
kemudian inipun dianggap misbruik van recht; kemudian
.disambungnya, sehingga karenanya bangun:in tersebut
bukannya tidak berguna, namun toh masih juga dianggap
petiyalah gunaan hak, karena adalah sangat menyoloknya
‘maksud daripada A, yang tidak mempunyai kepentingan apa-
apa dengan mendirikan menara air tersebut, yang kesemuanya
adalah dibuat saja sekedar untuk menutupi maksudnya
yang sesungguhnya (arrest Hoge Raad tgl. 2 April 1937).

Rutten scbaliknya mernyatakan bahwa adalah menjadi

communis opinio, bahwa tidaklah periu untuk meningkatkan

misbruik van recht menjadi kriterium onrechtmatigheid
tersendiri, karena formula yang digunakan oleh yurisprudensi
telah juga mencakup.persoalan-persoalan penyalah gunaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan misbruik van recht

(penyalah gunaan hak)? :

Pitlo *°) . menyatakan, bahwa orang tidak dibenarkan

menggunakan haknya sedemikian rupa; sehingga pengguna-

annya, dengan memperhatikan akan kerugian yang menimpa
orang lain, menfadi penyalah gunaan hak (misbruik van
recht).

'Hingga sekarang belum dapat diketengahkan perumusan yang
memuaskan yang dapat diterapkan pada semua persoalan
. untuk memberi pembdtasan-pembatasan pada pengertian
_. misbruik van recht.

Bﬂa orantg menggunakan hak sedemikian ripa, sehingga
W mendatangkan -kerugian bagi orang lain, sedang orang

tersebut tidak mempunyai kepentingan yang layak maka
k— terjadﬂ_ah penyalah gunaan hak (misbruik van recht).

Contoh kiasik adalah peristiwa ‘Colmar :

Maka Pitlo 5!) . mengetcugahkan perumusan sebagai
berikut. :

~Sesuatu perbuatan dapat merupakan misbruik van recht,
bahkan sekalipun tidak ada tujuan yang layak daun tidak
-bertujuan untuk merugikan orang lain, asal saja kerugian
yang diderita oleh orang lain tersebut jauh Iebih besar
daripada keunturigan, yang dicapai oleh pelaku.

Mengenai penyalah gunsan hak (misbruik van recht)
Mr. Raden Soewandi *2) . tclah mencoba memberikan
perumusan tentang " misbruik van recht’ yakni : '

Seorang telah mendirikan pipa asap, yang tidak dipakai,
diatas rumahnya sekedar untuk menghalang-halang1

" -pandangan oratig lain, Dalam hal ml si pemasang pipa

asap tidak.mengecap keuntungan, sebdhknya tetangganya
menderita kerugian. Dalam kasus posﬁi tersebut nyata
benar, bahwa pembangunan pipa asap tersebut adalah
dengan maksud agar orang lain menderita kerugian.-

Sebuah contoh lain lagi kiranya akan lebih menjelaskan
persoalan tentang penyalah gunaan hak, yakni dengan
penstlwa Moker heide.

50, E;itlo Prof. Mr, A. Het verbintenissen recht halaman 221. I

. 52).-Soewandl Mr. R. Penyalah .gunaan hak (misbruik van recht diterjemahkan oleh:

" Apabila seorang subjek hukum melakukan wewenang
yang diperdapat dari hukum obyektip dalam hal yang
sangat menylmpang itu, untuk mana kaidah yang
bersangkutan itu tidak dapat dibuat, maka ia tidak
menggunakan haknya, melainkgn menyalah gunakan
haknya, sebab ia melakukannya untuk sesuatu hal, yang -
tidak diatur oleh kaidah itu

Selanjutnya perlu dikemukakan disini, bahwa diantara para
sarjana ada yang berpendapat bahwa penyalah gunaan hak.

51). Ibid halamen 222,

Mr. Ratmoko Penerbit Jambatan halamen 33 .dst.jo halaman 2 dst.
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tidak mungkin terjadi, antara lain Boll, Wijnstroom, Stll.yling.
ada pula yang berpendapat, bahwa hal itz dimungkinkan 53)
yakni antara lain  Molengraaf, Scholten, Loeft, Yossérand,

- sedang ada pula sarjana yang mengemukakan pendapat .

tengah-teugah, yakni Scheltema.

Adapun. para sarjana yang menganut pendapat bahwa

penyalah gunaan hak 'tida}c mungkin terjadi adalah:

Boll -+ Pengaraug ini melihat hukum sebagai pengatur
(ordening) Diantara usaha.usaha untuk

menetapkan sampai dimana batasnya .orang

boleh berbuat, adalah ajaran.tentang " penyas
lah-gunaan hak” .memegang peranah utama,

Dikemukakannya, bahwa jdee utama daripada -
ajaran ‘tersebut adalah bahwa menggunakap

- hak bertentangan dengan tujuan hukum harus
dilardang.

Wijnstroom : Demikian pula Wijnstroom menghubungkan:

pengertian penyalah-gunaan hak dengarn tujuan
- daripada hukum, akan tetapi bukannya dengan
tujuan daripada hukum. sebagai pengatur,

i’iéngan sesuatu kaidah hukum umum, ma{upun
dengan mengadakan .pembatasan tersebut. tiap
kali, apabila batas-batas sesuatu hak itu harus
dirumuskan ——, akan tetapi sebaliknya dapat
pula diperkirakan adanya sendi-sendi hukum
yang tidak mengenal pembatasan hak-hak
demikian itu.

Dalam sendi-sendi hukum yang tersebut terakhir . :

inilah menurut Scheltema dapat diperkirakan
adanya penyalah-gunaan hak. :

Pada akhir pembahasan mengenai penyalah-gunaan hak

. (misbruik van recht) kiranya dapat dikemukakan pendapat
Mr. Soewandi, 54)

. bahwa sekalipun harus dibedakan
antara pengertian penyalah-gunaan hak dan lain-lain bentuk
perbuatan melawan hukum, namun toh hal sedemikian itu
tidak ada manfaatnya, karena tiap penyalah-gunaan hak
dapat mengakibatkan, bahwa si pelaku harus ganfi kerugian
berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata.

A. Dasar daclpada hak atas dan kewajiban untuk membayar ganti

melainkan dengan tujuan yang memberﬂcan'
hak yang bersarigkutan,

Pelaksanaan tiap hak adalah terikat pada
tujuan, sedang pelaksanaan yang bertentangan
dengan tujuan tersebut merupakan - penyalah-

keruglan,

Memang sudahlah layak bilamana orang karena perbuatan hukum yang di-

lakukannya harus memikul sendir kerugian yang dideritanya. Sendi ter-

sebut didikung oleh kflg_lqnan hukum Bmum (algemeng rechtgovertmgmg)
jDaIam pada itu tidaklah perlu dxpersoalkan apakah kerugian

gunaait.
L Seb tersebut disebabkan karena kesengajaan atau kelengahan orang
3?( p:n;f:;t pendapat tengah-tengah dapat d:kemukakau ..yang menderita kertigian tersebut.
Umpamanya seorang pemilik mobil telah lupa tidak mengisi

minyak mesin mobilnya, sehingga karenanya mesin ‘mobil menjadi
rusak dan karenanya ia menderita kerugian.

- Jelaslah bahwa pemilik mobil terscbut harus memikuel sendird
kerugian yang dideritanya, yang disebabkan karena kelengahan-
_nya, Ketentuan dalam pasal 535 K.U.H.D. adalah didasarkan
pada sendi tersebut. %), ‘

J Pembuat undang-undang telah menciptakan pengecualian-

‘Scheltema : Dalam tulisan dalam W.P.N.R. No., 341-7. 3419

: dan 3420. Scheltema mengenai persoalan apakah
mungkin kiranya terjadi pelaksanaan_ hak-hak

secara melawan hukum, mengemukakan penda-

. pat tengah-tengah, yakni bahwa sudah tenfu

: . dapat diperkirakan adanya sendi hukum, dalam
mana pelaksanaan hak-hak secara melawan.

hukum menurut logika adalah tidak mungkin, -

karena hak-hak dibatasi sedemikian rupa «— baik

pengecualian atas sendi. tersebut dengan ketentuan-ketentuan,
bahwa seseorang harus bertanggung’ jawab -atas kerugian yang

]

\ -diderita dléh orang lam karena perbuatannya.

54}, Ibi halaman 78.
55). Rutten Verbintenissen techt opeit halaman 409.

5. 1bid halaman 59, 60,'61, 62, 63, 65 jo halaman 5, 6, 7, 8,9, 10, 13, -

>
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Pasal® 1365 K.U.H.Perdata metupakan szftu-satunya ketetituan

/] dalam. seluruh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang

4 menentukan, bahwa sipelaku "perbuatan  melawan  hukum
7 berkewajiban memberi gantl kerugian pada seorang peunderita
. kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut,
Kalau pasal 1365 K.U.H.Perdata merupakan satu-satunya pasal
/ dalam 'K.U.H.Perdata, yang terpenting dan yang memuat
—- ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat
menutut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum,
maka pasal-pasal berikitnya sesudah pasal 1365 K.U.H.Perdata

tersebut hingga pasal 1380 menentukan _seorang ftertentu yang

harus .bertanggung jawab atas kerugian y'u diderita oleh orang

laims
Hanyalah manuysia saja'yang dapat meIakuk r perbuatan melawan
hukum, B1Iamana sesuatu  kerugian bukan ditimbulkan oleh

'manusxa melainkan olch hewan atau benda mati, maka yang -

bertanggung jawab pada akhirnya adalah manus:a juga.
s Umpamanya ‘

Seckor kuda yang menarik pedati kagena terkejut lari secepat-
cepatnya hingga" kusirnya tidak mainpu lagi mengendalikan
" keterkejutan- kudanya, yang karenanya. telah menabrak
seorang penjual bakwan, sehingga rombongnya tumpah
berantakan dan .mendatangkan kerugian bagi sipenjual

- bakwan tersebut, maka yang harus membayar ganti kerugian
adalah kusnr pedati yang adalah pemilik kuda tersebut.

Demikian pula “bilamana secbuah gedung pertunjukan kargna

sesuatu sebab roboh dengan menimpa beberapa orang penonton

yang ' karenanya menderita kerugian, maka yang harus
"bertanggung jawab adalah pemilik gedung tersebut,

Dalam kedua contoh tersebut nampak kiranya perbuatan melawan
hukum, yang pelakunya, yakni dalam contoh pertama kuda,
sedang dalam contoh kedua adalah gedung, sebagai benda mati,
tldak dapat diminfa pertanggungan jawaban atas kerusakan, yang

d:tlmbulkannya.
Meyers. menggolongkan perbuatan melawan hukum semacam

- diatas sebagai %) . quasi. -onrechtmatige daad, yang dirumuskan-
e ] .

tya sebagai - suatu . pcrbua;an bertr.ntangan dengan kaidah

56). Meyers Prof. Mr. E.M. De algemerie begrippen halaman 305;

52

.umum yang akan tetapi harus dibedakan dari onrechtmatige daad,
karena sipelaku tidak dapat dipersalahkan dengan tidak
_ dipenuhinya unsur kesalahan mengenai satu unsur atau lebih.,
Peristiwa, yang menimbulkan kerugian oleh Rutten telah dibagi
secara schematis dalam beberapa golongan, yang untuk jelasnya
kami beri tanda dengan angka. 57) .

Dengan mengikuti penyusunan secara schematis tersebut kiranya
dapat diketengahkan pemecahan persoalannya, yakni :

( 1. Bila seorang yang harus bertanggung-gugat atas kerugian, yang

r

ditimbulkannya dengan melakukan perbuatan melawan hukum,
bersalah, maka i2 dapat dituntut ganti-kerugian berdasarkan
pasal 1365 K.U.H. Perdata (vide skema no.5, 6 dan 8).
2. Mengenai pertanggungan-gugat untuk suatu keruglan, yang
" diderita. oleh orang lain, yang disebabkan karenma perbuatan ;
melawan hukum seorang pihak ketiga, kiranya dapat
dipecahkan dengan menggunakan ketentuan da]am pasal 1367 ;
K.U.H. Perdata sebagai dasar. i
. Dalam hal tersebut maka para orang tua, wali-wali harus
" bertanggung-jawab atas perbuatan anak-anak yang belum
dewasa yang bertempat tinggal bersama (vide skema no.7,10).
*\‘ 3. Pertanggungan-gugat seorang pemilik hewan atas kerugian,
| » yang disebdbkan oleh hewan peliharaannya dan dalam hal ini
l pemilik dapat digugat untuk memberikan ganti kerugian
* berdasarkan pasal 1368 (vide skema mno. 3, 12).
{ 4. Pertangungan-gugat seorang pemilik benda mati atas kerugian
| yang disebabkan oleh benda mati tersebut terfetak dalam pasal
1369 K.U.H. Perdata (vide skema mno. 3, 13). '
Demikianlah beberapa contoh penyelesaian perkara tuntutan gauti
kerugian yang sering kali terjadi dan karenanya dipandang perlu
untuk membentangkannya.
< Sekarang timbul persoalan tentang apakah yang menjadi dasar -
hukum daripada pertanggungan-gugat seorang untuk suatu
kerugian, yang diderita oleh seorang lain.
Orang selalu berusaha mencari satu dasar yang berlaku umum
untuk semua persoalan pertanggungan-gugat,
Sementara sarjana menganut teori-kesalahan (séhuld-theorie),
sedang sementara sarjana lainnya berkehendak menerapkan teori
rxs:ko {risico- theone) 5y,

———t— ]

57). Rutten Verbintenissen opcn‘. hnlamsn 410,
58). Tbid halaman 411,
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Akan tetapi tidak semua persoalan pertanggungan gugat dapat

855z

A

e 8 :E dipecalikan dengan menerangkan salah satu teori tersebut.

o =

B _E s i o Add beberapa ketentuan-ketentuan hukum. menggunakan sendi -

] 58 £ kesalahan (schuld beginsel) sebagai dasar, ada pula yang berdasar .

v - pada pemikiran risiko (risico-gedachte), ada juga kctcntu_an:

' ' ketentuan hukum Ilainmya menggunakan kedua-duanya sebagai
dasar. _

MX¢Rutten -mengetengahKan, bahwa scbagai dasar, 'yailg' dapat
digunakan untuk semua persoalan pertanggungan gugat, adalah

kewajaran (b}ll_lj_lgheid)
Kalau pada mula ‘kalanya “ketentuan dalam pa.sa] 1365 K.U.H.
Perdata menentukan bahwa hanyalah pelaku perbuatan melawan
hukum, yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada
" orang lain, berkewajiban untuk memberi ganti kerugian, dianggap
telah memenuhi syarat, maka dengan bertambah banyaknya
pelimpahan persoalan pertangguuga-gugat atas kerugian, yang
didérita oleh orang pada orang lain, yang tidak dapat dipersalahkau,
orang berusaha mencari dan mendapatkari kriterium lain. yakni
risiko.
>\R151co-theorle timbulnya adalah untuk dapat melavani- pcmecahan
persoalan pertanggungan-gugat menurut undang- undang
(wettelijke aanspral_qelljkhend). untuk mana tidak diharuskan
adanya kesalahan, .
Penganut teori r:stko tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan
vakni golongan yang menganut gevaar-:heone -yang mengg_unakan
sebagal dasar pertanggungan: gugat at adalah menyebabkan
timbulnya bahaya dan golongan yang menganut profit theorje. yang
mengajurkan bahwa barang siapa yang memperoleh keuntungan
dari perbuatan seorang pihak ketiga harus juga dapat menerima
kerugian yang timbul karenanya.
Coutoh adalah pertanggungan-gugat, yang dlmaksudkan dalam
pasal 1367 ayat 3 K.U.H. Perdata.- 3%),
Pada umumuya orang berpangkal haluan pada kcnvataan. bahwa
semnua  petaturan-peraturan undang-undang. dengan mana
Seseorang harus'b°rtanggung jav. ab atas kerugian, yang diderita oleh
orang lain, mempunyai satu dasar yang berlaku umum, yakni bahwa
mereka berpegangan pada ajaran kesalahan (schuld theorie).
Apakah dasarnya’ itu risiko ataukah kesalahan adalah sama saja.
karena risico pada hakekatnya tidak berlawanan dengan schuid.

dise.

babkan oleh
bencanz alam

11, Tidak perlu’
adanya kesalahan |

14. Kerugian

dise-.

"3 Peristiwa lainnya
babkan oleh

pada

13. Kerugian
benda mafi-pa-
sal 1369
dari
erang yang harus

bertanggung.
jawab-pasal 1367

buatan orang la-

7. Merupakan per-
in

dise-

10. Harus adanya
kesalahan

12, Kerugian
babkan oleh
khewan

1. Peristiwa

yang
pasal

9. Tidak perls adanya
kesalahan

melawan ™ hukum
- fonrechtmatige

daden)
1365

5. Perbuatan

2. Perbuatan manusia

yang
6. Merupakan. per-
buatan dari
orang yang harus
bertanggung ja-
wab—pasal 1365 -

‘tidak melawan
kesalahan

hukum (rechtma-
tige daden)

59). VolIr:;nr Verbintenissen en bewljsrecht opéit halaman 393.

4, Perbuatan
8. Harus adanya
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Si pelaku yang bersalah harus sjuga menanggung risiko atas
akibat-akibat dari perbuatannya yang melawan hukum,
Perbedaan akan baru nampak bilamana seorang harus ber@gnggung
jawab tanpa kesalahan (pasal 1367 ayat 2 K.U.H. Perdatd), atau
bilamana sipelaku harus bertanggung jawab, padahal perbuatan-
tiya tidak melawan hukum. . . s
Selanjutnya Rutten dengan mensiteer tulisan Sch.gt . )
menyatakan, bahwa pertanggungan-jawab (v.erautwoord_elukheu_i)
" adalah merupakan pengertian, yang harus _dlbedakan' tidak saja
dari toerekenbaarheid (dapat dipersalahkan), melainkan juga
Harus dibedakan daripada pertanggungan-gugat {aansprakelijk

Pertanggungan:gugat  {aansprakelijkheid) acla.lah. x.nerupa.kan
kewajiban hukum -(rechtsplicht} untuk memberi ganti-kerugian,
akan tetapi pertanggungan-jawab adalah merupakan sya‘rat untuk
+ pertanggungan-gugat yang harus sudah ada 'pada sebelumnya.
Orang - harus  bertanggung-jawab  menurut ._undang-un.dang; ‘
bilamana dan segera ia menurut hukum harus bertanggung-jawab

_atas kerugian, yang ditimbulkannya,

karenanya pertanggungan-jawab di muka pengadilan

merupakhn dasar umum untuk pertanggu{lg.gntgugat. atas
perbuatannya sendiri yang melawan hukum (lm‘ yang .dlsebut
petanggungan-jawab pribadi) dan atas perbuatau orang lal_u yang
melawan hukum- (ini disebut’ pertanggungan-jawab kwalitatip),
“akan tetapi juga un't'u}-c pertanggungan-gugat atas tindak tanduk
yang tidak melawan hukum. _

Syarat-syarat material, yang harus, dipenuh] untuk menuntut
gantl kernglan. :
1. Perbuatan melawan hukum.

a). Pengertian perbuatan melawan hukum. : -

Scbagaimana telah " dibentangkan di agas. maka dalam

endang-undang tidak terdapat perumusan daripada
'perbuatan melawan hukum. Adalah diserahkan pada

doctrine dan yurisprudensi untuk merumuskannya. _
Baru dengan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Hoge Raad menganut perumusan yang luas sewaktu

"* 60). Rutten Verbintenissen opeit halaman 413.

‘menjatuhkan Keputusannya - dalam perkara Lindebaums
melawan Cohen. ' -
Mengenai ‘ini untuk- jelasnya hendaknya membaca kembali
halaman 25 dan berikutnya di atas, |

Pembuat undang-undang telah meletakkan sistem yang
lain yakni dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata dan telah

. meletakkan dalam satu peraturan umum yang menyatakan,

bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan -melawan
hukum harus memberi ganti Kerugian atas kerugian yang
telah ditimbulkannya,

Disamping itu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur
beberapa bentuk pertanggungan-gugat dan beberapa bentuk
khusus perbuatan melawati hukum, akan tetapi ajaran umum
daripada perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan
utama dalam’ pasal 1365 K.U.H. Perdata. )
Sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa istilah daad.

. dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata mencakup 2 pengertian,

yakni sebagal perbuatan dengan. segi positipnya yakni

- deiigan lain perkataan perbuatan * yang merupakan

perwujudan daripada “berbuat sesuatu dan sebagai
perbuatan déngan segi negatipnya yakni perbuatan yang

. berupa’ mengabaikan suatu keharusan.

Sesungguhnya ketentuan dalam pasal 1366 dimaksudkan
untuk mengatur perbuatan melawan hukum yang terjadinya
karena kelalaian-kelalaian atau kelengahan pelaku, akat
tetapi dengan adanya dua pengertian daripada istilah "daad”

- dalam pasai 1365 K.U.H. Perdata tersebut ketentuan dalam

pasal 1366 K.U.H. Perdata tidak diperlukan lagi.
Karenanya -pasal 1366 tersebut memang hampir-hampir
tidak pernah diterapkan lagi dan pada umumnya tiap
penentuan . ganti-kerugian karena perbuatan melawan
hukum didasarkan pada pasal 1365 K.U.H. Perdata.

. Sebagaimana telah’ dibentangkan pada halaman 26 di atas

perbuatan melawan hukum secara luas dirumuskan sebagai

. berikut :

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan
atau kealpaan, yang arau bertentangan dengan hak.
orang lain atan bertentangan dengan kewajiban hukaom
si pelaku sendiri aetau bertentangan baik dengan.

57,
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- kesusilaan baik, maupun derigan sikap hati-hati yang .- .

harus diindahkan dalam' pergaulan hidup terhadap
orang lain atau. benda. ' :

b). Dasardasar pembenar [rechtvam-rdz'gz'ngsgrond I

Se_suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukumnya
karena adanya dasar pembenar {rechtvaardigings
grond), 6%} . ' : -

Ada kaldnya sesuatu perbuatan yang menurur satu -‘atau

- lebih kriterium melawan hukum, tidik -merupakan
_ perbuatan mélawan hukum karena masalah-masalah’ yang

membenarkan perbuatan tersebut, . :
Dasar-dasai pembenar. (rechtvaardigingsgrond) adalah

keadaan memaksa (overmacht), - pembelaan  terpaksa
© (noodweer), ketentuan undang-undang- (wettelijk -voor-
- .schrift) dan perintah fabatan (wettelijk bevel).

Sekalipun dalam undang-undang tidak diatur dasar-ddsar
pembenar (rechtvaardigingsgronden) tersebut; namun toh
ls{t:it:a.ra umum dasar pembenar tersebut diakui dapat diterap-
ar. C

[ GJ. Scholten $2) . berpendapat, bahwa' sesuatu dasar -
pembenar, hanyalah dapat diterapkan bilamana telah
~ -..secara sadar menerapkannya, - :
Masalah-masalah khusus yang meniadakar sifat melawan
hukum yang  disebut dasar-dasar pembenar, selalu~ -

mggga_ngiung_i_;_ifa;_‘_ekse_;_)§_io_t_xal dan karenanya hanyalah
sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan ter-

hadap norma umum, yang melarang perbuatan yang
bersangkutan, : ' :

Sesuatu dasar pembenar meniadakati sifat melawan hukum
daripada suatu tindak ‘tanduk yang tercela, sehingga
karenanya pertanggungan-gugat si pelaku sama sekali

lenyap " dan - tidak ada _persoalan  tentang . pembagidn

‘kerugian, 63), o
)%'Segala sesuatu yang tidak melawan hukum '(rechtrnatig)
- ! akan tetap tidak melawan hukum. :

61). Rutten Veérbintentssen recht opeit halaman 430,

Onrechtmatige dasd I no. 138,

62). Onrechtmatige dasd 1 loc cit,
63). Onrechtmatige daad I Joc et - . i

g

Akan tetapi bila sifat melawan hukum daripada sesuatu

' perbuata:i_f'i:sudah ditiadakan oleh suatu dasar pembenar,

maka PF ‘buatan tersebut  tidak akan kehilangan sifat
sahnya ﬁ;gl dengan timbulnya sesuatu peristiwa kemudian,
Akan tetapi*adakalanya timbul kemungkinan bahwa sikap
hati-hati yang harus 'dilakukan dalam pergaulan
masyarakat menghendaki bahwa si pelaku dikemudian hari
tokh harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh
perbuatannya yang sah tersebut. $1). :

Sebagai dasar pembenar diakui keempat jenis ‘dasar .
peniadaan hukuman (strafuitsluitingsgronden) sebagaimana
yang diatur dalam pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 K,U.H.P.
yakni keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa

_‘(noodweer), ketenrtuan undang-undang (wettelijk voor
. schiift) dan perintah jabatan (ambtelijk’ bevel). 835y,
Sesuai 'dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut -

dasar-dasar pembenar tersebut dipandang sebagai dasar-
dasar pembenar yang berdiri sendiri., '
Dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgronden) dapat
dibagi dalam 2 golongan utama yakni :

1. Dasar pembenar yaung berasal darl undang-undang
yakni keempat jenis dasar-dasar peniadaan hukuman
(strafuitsluitingsgronden) tersebut, '

2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang
yang karenanya juga disebut dasar-dasar pembenar tidak
tertulis (ongeschreven rechtvaardigingsgronden).

Dasar-dasar ini dapat berupa dasar-dasar perﬁbenar
yang berdiri sendiri, akan tetapi dapat juga merupakan
perluasan daripada dasar-dasar pembenar yang berasal
dari undang-undang, sekalipun dasar-dasar tersebut
disebut dasar-dasar-pembenar tidak tertulis, namun tokh
dasar-dasar tersebut ada hubungannya yang erat dengan
undang-undang, ®%) . ' )
Rutten menyatakan bahwa selain keempat jenis dasar

64). Ibid no. 145.

65). Ibid no. 146, 147,
Rutten Verbintenissen recht opeit halaman 431.

66). Onrechtmatige daad I opcit no. 197,
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pembenar. yang berasal dari undang-undang terscbut

masili terdapat pula lain-lain dasar pembenar yang
- berasal dari hukum tidak tertulis. ®7). |

Dalam. pada itu harus pula ditegaskan bahwa dasar

pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 48

K.U.H.P. dan berikutnya dalam hubungannya dengan

pasal 1365 K.U.H. Perdata, juga mempunyai dasarnya

daldm hukum tidak tertulis.

Sebagai - contoh dikemukakan oleh Rutten, bahwa
kewenangan menurut undang-undang (wettelijke
bevoegdheid) adalah merupakan dasar pembenar tidak
‘tertulis. .
Demikian pula wewenang untuk rr}gldnggar hak orang
lain-dapat pula berasal dari. persetu 1 orang berhak.
Sebagai contoh dapat kami kemukak 1i.sebagai berikut :

Si A pemilik seekor anjing yang kcmudian ternyata sakit
gila anjing, mengizinkan B tetangganya, yang memiliki
senjata api, untuk menembak mati anjing gila tersebut.

b1 Keadaan memaksa {overmacht).

Biasanya pengertian overmacht dalam’ rangka perbuatan
melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum

pidana,

Pasal 48 K.U.H, Pidana menentukan, bahwa tiada boIeh‘

seseorang dihukum, bild ja.melakukan sesuatu perbuatan
pldt""a karena terdesak oleh keadaan memaksa (overmacht).
Bethubung dengan itu dalam rangka perbuatan melawan
hukum, maka perbuatan seseorang tidaklah melawan
hukum, bila ia melakukan perbuatannya tersebut karena
terdesak oleh keadaan memaksa.

Pasal 1245 K.U.H. Perdata menentukan, bahwa si
berhutang tidak akan diharuskan membayar ganti-kerugian
‘bilamana ia karena keadaan memaksa terhalang untuk
memberikan sesuatu atan berbuat sesuaty, yang diharuskan
kepadanya atau sebagai akibat daripada overmacht telah
‘melakukan sesuatu yang dilarang.

67) Rutten .\'(eriziﬁtcnisscn recht opcit halaman 434.

Pasal tersebut adalah untuk - meniadakan pertanggungan
gugat dalam hal dialami overmacht.
Overmacht- adalah suatu ‘paksaan yang tidak ' dapat
dielakkan lagi yang datangnya dari luar, ¢3) .. yang
kemudian perumusannya diperlengkap denigan penambahan
beberapa kata-kata sebagai berikut :

! "Overmacht adalah bukannya hanya paksaan {dwang]
terhadap mana orang tidak dapat memberikan per
* lawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap

. mana tidak perlu dilakukan perlawanan"
; Dengan demikian tidak perlu timbulnya ketidak
j’ kemungkinan secara objektip (objectieve onmogelijkheid =
_ impossibilitas), namun adalah cokup, bila telah timbul

T tketldak mungkinan secara  subjektip  (subjecticve

. onmogelijkheid = difficuitas).

. Dapat pula terjadi, bahwa sesuatu. perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) dilakukan dalam keadaan
darurat. )

7 "Rutten  ©*%) 7 memberikan perumusan daripada

i noodtoestand (keafaan darurat) sebagai berikut :

= "Noodroestand terjadi, bilamana kewajiban untuk tidak
melakukan suatu perbuatan karena adalah bersifat
melawan hukwn, dihapus oleh kewajiban hukum atau

“.. oleh kepentingan yang lebih tinggi’.

Contah ;

Seorang tidak berbuat melawan hukum, bilamana ia
merusak hak milik tetangganya, untuk menolong dirinya
atau orang lain dari bahaya kebakaran.
Kotamadya yang mencldk pemberian daging kepada
pemiliknya, tidaklah berbuat melawan hukum karena
dengan menikmatinya akan membawa bahaya untuk
kesehatan (Arrest Hoge Raad tanggal 3 Mei 1934).
Beberapa penulis antara lain Meyers, Wolfsbergen, Slagter
dan Rutten telah mempersoalkan, . apakah tidak lebih
daripada adil, bilamana pada penderita diberikan -ganti

68). Ruttén _Vérbl.ntepisscn recht opcit halaman 431,
69). 1bid hataman 432,
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kerugian, sekalipun perbuatan yanlg dilakukaﬁ dalam
keadaan darurat tidaklah melawan hukum dan karenanya
pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diterapkan: '

b2 Pembelaan terpaksa (noodweer);

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 K.U.H.P. maka
barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa
di!akukamlya untuk membela dirinya atau orang -lain,
untuk membela kehormatan diri atau orang lain atau untuk
membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain
terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan
tiba-tiba. .
__.-Keadaan Qarurat {noodtoestand) harus dibedakan dari
“ pembelaan terpaksa (noodweer), karena dalam pem_befaau
) terpaksa serangan demgan sengaja yang tidak dapat
», dielakkan lagi (yakni bahaya yang mengancamnya) ita,

! terjadinya karena perbuatan  yang melawan hukum

(wederrechtelijk) dari orang lain,
Adapun noodweer exces, sebagaimana diatur dalam pasal
49 ayat 2 K.U.H.P. tidaklah meniadakan -sifat melawan

. kesalahan (schulduitsluitingsgrond).

: ; Sebagai demikian ‘maka noodweer exces adalah betlainan
; dengan pembelaan terpaksa (noodweer) karena pembelaan
- terpaksa adalah merupakan dasar pembenar (rechtvaardi-

gingsgrond) 79) , '
. Dalam . hal noodweer-exces maka batas-batas daripada
. pembelaan terpaksa telah dilampaui, karena mana sifat
© melawan hukumnya tidak ditiadakan, | \ -

+, Yang ditiadakan adalah kesalahan si pelaku, 71) .

: Y3 Peraturan. undang-undang [wertelijk voorschrift], atau
ﬂ _ . kewenangan menurut undang-undang [wettelijke bevoegd
heid}. : ' ‘

= Scbagaimana diutarakan -diatas (halaman- 58) maka
kewenangan menurut undang-undang (wettelijke bevoegd
heid) bukanlah merupakan dasar pembenar yang berasal

70). Ibid halaman 442,

"halaman 181,
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hukumnya, ‘namun adalah merupakan dasar peniadaan

71). Hazewinkel Suringa Mr. D. Inlciding‘ tot de studie van het chcrlandsc straft\;cht

dari undang-undang, namun toh mudah terlihat kiranya,"
bahwa dasar pembenar terscbut -walaupun tidak berasal
dari -uadang-yndang, namun toh ada hubungannya
dengan undang-undang. Ketentuan dalam pasal 30 K.U.H.P.
menegaskan, bahwa tiada dapat dipidana barang siapa
melakukan perbuatan ‘untuk menjalankan peraturan
undang-undang (wettelijk ‘VOOI‘SChl'_ift). ’
Pasal 50 tersebut hanya menyebut ‘peraturan undang-
undang, sebagai dasar pembenar, yakni sebagai dasar
pembenar yang berdiri sendiri. Sebaliknya kewenangan
menutut undang-undang {wettelijke. bevoegdheid) tidak
disebut-sebiit. : ) :
-Sckalipun demikian dalam rangka penerapan pasal 1365
.K.UH. Perdata, maka tidaklah ada bedanya, apakah
sesuatu perbiiatan dilakukan untuk-menjalankan peraturan
undarg-undang ataukah perbuatan tersebut dilakukan atas
‘dasar kewenangan menurut undang-undang, karena ‘sesuatu
perbuatan yang dilakukan atas dasar. kewenangan menurut
undang-undang adalah merupakan sesuatu yang meniada-
Sifielawan hukumnya.
undang-undang (wettelijk voorschrift) adalah
. tlap perdfuran, yang dikeluarkan oleh sesuatu. kekuasaan
-, (macht) yang oleh Undang-Uridang Dasar atau undang-
" undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan
.. yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut, 72) .
Penahanan seseorang oleh polisi adalah merupakan
perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan
undang-undang, yakni umpanya polisi tersebut menahan
seseorang pencuri, dan di samping itu memang polisi
diwenangkan oleh undang-undang untuk menahan pencuri .
tersebut, jadi polisi telah melakukan penahaimr; atau dasar
kewenangan menurut undang-undang. ' o
Demikian puia Hakim yang telah menjatuhkan keputusa
dengan menghukum terdakwa menjalani. hekuman badan .
{gevangenisstraf) telah melakdkan’ perbuatan untuk
menjalankan peraturan undang-undang dan di samping itu
melakukan perbuatan. berdasarkan kewenangan menuru
-undang-undang. :

72). Tbid halaman 183.
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"';Pérbuataxl seorang kreditur sebagal penggugat yang’
{ . meminta dilakukan pensitaan conservateir atas hartd benda

- debitur sebagai tergugat, tidaklah melawan hukum; karena .

< penggugat tersebut melakukan suatu -perbuatan berdasar-
| kan-kewenangan menurut undang-undang (lihat pasal 226,
227 H.LL.R.), _ : ‘
Dalam hal ini Mahkamah Agung Indonesia dengan
- keputusan tgl.10-1-1957 No.Reg.206K/Sip/1956, %)
telah mempertimbangkan, bahwa tidaklah melawan hukum
perbuatan seorang penggugat, yang meminta diletakkannys
penyitaan conservatoir, hanya karena _gugai@annya ditolak.
Dengan demikian jelaslah kiranya, bahwa permintaan
diletakkannya penyitaan conservatoir tersebut adalah
merupakan perbuatan atas dasar kewenangan menyrut
undng-undang. Akan tetapi sebagaimana diutarakan oleh
L Rutten maka sesuatu perbuatan, yang dilakukan
g berdasarkan ketentuan undang-undang ataupun berdasar-
kan -kewenangan menurut undang-undang akan menjadi

~ melawan hukum, bilamana terjadi pemyalah gunaan

daripada kewenangan tersebut. 74) .

b4 Perintah jabatan (ambtelijk bevel).

~ Pasal 51 K.U.H.P. memuat ketentuan, bahwa, tidaklah,

. dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan

untuk melaksanakan suatu perintah jabatam, yang
diberikan oleh penguasa yang berwehang untuk itu.
Rutten. 7#) berpendapat bahwa setiap orang yang diharus-
kan mentaati perintah akan giapat_,_‘r__n_encari' dasar pada
sesuatu perintah jabatan dengan ‘pengertian, bahwa tidak
perlu adanya hubunéan atasap’{'dengan bawahas
(ondergeschiktheid). 5 |
Perintah jabatan tersebut hanyalah berlaku sebagai dasar
pembenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah
tersebut, 79)

73). Yurisprudensi. Indonesia dihimpun oleh Prof. Dr.Mr. Sunteso Poedjosocbroto.

74). Rutten Verbintenissenrecht opeit halaman 433,
75). Rutten loc eit. ]
76). Ibid halaman 434,

;j{Tidaklah dapat dipungkird, bahwa penguasa dengan
\,/ pemberian perintah jabatan tersebut telah melakukan
perbuatan secara melawan hukum.
Dasar pembenar tersebut dalam prakteknya tidaklah
penting artinya, karena dalam hal sedemikian itu yang
digugat bukannya pegawai yang melaksanakan perintah
‘jabatan, melainkan. penguasalah yang digugat.
Adapun ayat 2 dari pasal 51 K.U.HP., tersebut
menentukan, bahwa sesuatu perintah yang diberikan oleh
pejabat pemerintah yang tidak mempunyai kewenangan
untukitu, tidaklah meniadakan sifat melawan hukumnya,
akan tetapi merupakan suatu dasar peniadaan hukuman.
Akhir ketentuan dalam ayat 2 tersebut menjamin peniadaan
hukuman tersebut, asal saja dipenuhi 2 syarat 77) jyakni :

1. bilamana perintah tersebut oleh bawahan secara
i'tikad baik dianggap sebagai diberikan secara sah.
2. pelaksanaannya adalah termasuk lingkungan

kewajiban pegawai bawahan tersebut.

Dengan ac_Ian'ya 2 syarat tersebut dalam ayat 2, yang
dengan tegas mémuat ketentuan tentang sikap pegawai
bawahan terhadap perintah jabatan diberikan tidak secara
syah, maka timbullah pertanyaan, apakah pendapat Rutten
tersebut diatas dapat dipertahankan.

.~ Menurut hemat saya pendapat Rutten dapat dipertahankan

- karena bukankzh ayat I hanya menyebut "hij” (barang

¢ siapa) dan dari istilah "hij"” tersebut tidaklah nampak
apakah “hij” tersebut sudah harus seorang pegawai
bawahan, '

2. Kesa'lahar_:\ (sch_uld).

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) dalam pasal
1365 K.U.H. Perdata, pembuat undang-undang berkehendak
‘menekankan, bahwa. sipelaku perbuatan melawan hukum
hanyalah bertanggung-gugat atas kerugian yang ditimbulkan-
nya, bilamana perbuatan dari kerugian- ‘tersebut dapat
. dipersalahkari padanya, 7¢) .

77) Hazewinkel Sutinga op cit halaman 189.
. 78). Rutten Verbintenissearecht op cit halaman 436,
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Istilah kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti kealpaan
(onachtzaamheid) sebagai lawan daripada kesengajaan.,
Demikian pula digunakan sebagai sinonim daripada istilah
ontrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum).

Schuld (kesalahan) mencakup kealpaan dan kesengajaan %)

. Biasanya kealpaan tersebut disebut kesalahan. ,
Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua
pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan
dalam arti sempit, dan kesalahan dalam arti luas terdiri dari
kealpaan, yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaat,
Kesalahan mencakup -sifat melawan hukum (wederrechtelijk
heid). Untuk késengajaan adalah sudah cukup, bilamana orang
pada waktn ia melakukan perbuatan atau pada waktu

. melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang

. merugikan itu menurut perkiraannya ‘akan atau pasti akan

; timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya

- masih  juga melakukan perbuatannya atau. melalaikan

“keharusannya. ' ‘
Vollmar ®°) mempersoalkan apakah syarat kesalahan (schuld-
vereiste) harus diartikan dalam arti subjektipnya (abstrak) atau
dalam arti objektipnya (konkrit), .
Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti
subjektipnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya

dapat diteliti, apakah Jperbuatan-perbuatannya dapat diper- .

salahkan padanya, Dalam pada itu akan dilakukan. penelitian,
apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, sehingga ia
dapat menyadari maksud dan ‘arti perbuatannya. Dengan
demikian dilakukan penelitian, apakah si pelaku  pada
umumnya-dapat dipertanggung jawabkan, ' .

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalami arti

objektipnya, maka yang dipersoalkan adalah apakah -- ° -

taruhlah, bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung
jawabkan -- dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan
tertentu, dalam arti, bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya
akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Maka akan ada schuld dalam arti  konkrit , .atau .dalam

arti objektipnya, bilamana si pelaku seharustiya melakukan

perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya.

$i pelaku telah berbuat secara lain datipada yang seharqsilya
dilakukannya dandalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat
melawan hukum menjadi satu. N
Hofmann *?) . berpendapat lain mengenai unsur kesalahau,
yakni bahwa untuk adanya kesalahan (schuld) tidak boleh -
viadanya syarat tentang dapatnya dipertanggung
- ' )

mensyaratka
jawabkan. % .
Dalam hal-hil:dalam mana suatu perbuatan adalah melawan
hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan moral
atau lalu lintas, menurut pendapat Hofmann unsur kesalahan
diserép.( geabsorbeerd) oleh unsur sifat melawan htfkum.
Menurut hemat saya .maka tocrekeningdvatbaarheid (dapat
dipertanggung-jawabkan) selalu diperlukan untuk menentukan
adanya kesalahan. ' , .
Bukankah scorang anak  kecil umpamanya, yang telah -
memecdhkan: kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat
dipertanggung-jawabkan, karena mana orang tuanya berdasar-
kan pasal 1367 K.U.H. Perdata bertanggung-gugat (aansprake-

lijk) atas perbuatan anaknya tersebut.

"Pembuat undang-undang. mencrapkan istilah schuld dalam

' beberapa arti, yakni dalam arti : $2).

ad.a

a). pertanggungan-jawab si pelaku atas perbuatan dan gtas
kerugian, yang ditimbuikan karena perbuatan tersebut:
b). kealpaan, sebagai lawan kescngajaan.

. ¢}, sifat melawan hukum.

Kalau 3seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang
ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah atau bakwa
akibat yang merugikan adalah disebabkan karena kesalahannya.

Mzka demikiaulah yang dimaksudkan dengan rumusan ™ karena
salahuya ditimbulkan kerugian tersebut” dalam pasal 1365

K.U.H. Perdata itu. :

Bilamana seorang karena perbuctan melawan hukum telah

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia hdrus
mengganti kerugian tersebut, kalau ia dapat dipertanggung-
Jawabkan, karena perbuatan dan akibat-akibainya dapat

dipersalahkan pada si pelaku,

79). Pitlo, Verbintenissenrecht op cit halaman 37 dan 223.
80). Yollmar Mr. Dr. H.F.A. Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 327,

81), Hotmann Het Nederlandse Verbintenissenrechht op cit halaman 436,
82). Rutten. Verbintenissenrecht op it halaman 265.

et 67 -
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Persoalan mengenai ajaran kesalahan (schuldleer) adalah sedari
dulu . tetap hangat; Kalau dahulu kala terdapat perbedaan
pendapat antara harus dibedakannya pengertiant '"schuld"” dan
pengertian ”sifat melawan hukum " (onrechtmatigheid), maka
kemudian, yakni sejak 1919 kedua pengertian tersebut harus
dibedakan secara tegas. %) . .

Maka dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang
menelorkan perumusan yang luas untuk pengertian perbuatan
melawan hukum,. pada akhir pertimbangaunya tentang rumusan
tersebut telah-dilanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut :

T sedang barang siapa karena kesalahannya sebugai
akibat daripada perbuatannya tersebut, telah menyebabkan
orang lain- menderita kerugian - karengyya, harus membert

ganti kerugian atas kerugian tersebut’

Dalam bidang "pidana syarat kesalahan “(schuldvereiste) tidak
diatur secara tegas dalam undang-undang.

Van  Bemmelen dan van Hattum 84} telah mengemukakan
adagium "tiada hukuman tanpa Xesalahan {geen straf zonder

_schuld).
,“'Maka Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut

:'.. dalam bidang perdata dengan mengemukakan adagium "tiada
i pertanggungan-gugat atas akibat-akibat dart pada pefbuatannya
yang melawan hukum tanpa kesalahan™ 5) , atau sebagaimaua
" dikemukakan oleh Meyers ).
" perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan
(een onrechtmatige daad verfangt schuld) ™.

ad.b Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan.
Mengenai pengertian schuld sebagai kealpaan {onacht aamheid)
" telah jelas diuraikan dalam bagian-bagian tentang kesalahan.
_Seperti nalnya dengan hukum pidana maka dalam hukum
"¢ perdata juga dibedakan antara kesalahan (dalam arti sempit)
~. dan kesengajaan, kesalahan sebagai lawan dari pada kesengajaar
’, adalah lain maknanya daripada kesalahan (schuld) dalam pasal
1365 K.U.H. Perdata.

-

83). Onrechtmatige daad I op cit no, 241. ' .
84). van Bemmelen Prof. Mr. J.M. dan van Hattum Prof, Mr. WFC Hand en leerboek

“van het Nederlands Strafrecht deel I halaman 294,
85). Ruttén Verbintenissenrecht op cit halamian 437.
85). Meyers De algemenc begrippen op cit halaman 299.
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& Sgbagainiatlu telah diutarakan, maka schuld dalam pasal 1365
i adalah schuld dalam arti lvas dau sebagai demikian adalah
| mencakup kesalahan dan kesengajaan kedua-duanya.

i Kesimpulan yang dapat ditarik lebih lanjut Jagi adalah bahwa
» dalam hukum perdata kedua pengertian tersebut menurut pasal
. 1365 mempunayi akibat-akibat hukum yang sama.

', Menurut pasal 1365 K.U.H. Perdata maka apakah sesuatu
‘._lperbq_atan dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena
‘kealpaan, akibat hukumnya adalzh sama, yakni bahwa si pelaku
Itetap bertanggung jawab untuk membayar ganti-kerugian atas
J kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh
+ perbuatan melawan hukum yang ¢ilakukan karena kesalahan si
M pelaku. ) '

. Si pelaku tersebut menurut pasal 1365 hanyalah terbebaskan dari
pertanggungan-gugat, kalau ia tidak bersalah.

Dengan demikian, maka dalam hukum perdata tidak perlu

) _dibedakan antara kealpaan dan kesengajaan karena per-

. tanggungan-gugatnya adalah sama. '

ad.c Schuld dalam arti sifat _rlnelawan hukum.

_Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah
tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan (schuld}
memperkirakan adanya tindak-tanduk yang keliru.
Maka dengan contoh tersebut jelasiah kiranya, bahwa istilah
schuld tersebut dapat mencakup dua pengertian, yakni untuk
menegaskan pertanggungan jawab si  pelaku, tetapi juga
di_tujukap pada tix‘rdak tanduknya sendiri,

Pasal 1365 K.U.H. Perdata telah membedakan secara tegas
pengertian kesalahan (schuld) dari pengertian perbuatan melawan
hukum. Perbuatannya adalah meliwan hukum, sedang kesalahan hanya
pada pelakunya.

Mika timbu! perbedaan pendapat, apakah tekanan harus
diletakkan pada sifat melawan hukumnya ataukah pada kesalahan.
Sekalipun yurisprudensi dan demikian pula doctrine berpendapat
bahwa sifat melawan hukumnya yang merupakan unsur yang
terpenting dan metentukan, namun unsur kesalahan tidaklah boleh
diabaikan begitu saja. :

Meyers 87) mengenai pengertian kesalahan mengemukakan,
bahwa " pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum

87). Ibid halaman 438.




- merupakan unsur yang berdiri sendiri, yang diharuskan. adanya
disamping perbuatan yang nampak keluar, bilamana dikehendaki
timbulnya akibat hukum dari kehartusan membayar. ganti kerugian
atau denda. .

Hoge Raad daldm yurisprudensinya secara tetap membedakan
antara sifat melawan hukum dan kesalahan,
Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam pasal 1365 harus ‘diartikan
dalam arti subjektipnya, yakni bahwa seorang pelaku pada umumnya

akan diteliti, apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. -

Rutten menegaskan, bahwa yang dimaksudkan oleh pembuat
undang-undang dari 1838 dengan schuld dalam pasal 1365 K.U.H.
Perdata adalah subjectieve schuld (kesalahan subjektip). *!) .-

Mengenai persoalan pada siapakah harus dibebankan pembuktian
adanya kesalahan tersebut dapat dikemukakan, bahwa dalam ‘hal ini
terjadi pembalikan pembebanan pembuktlan (omkenng van
de bewijslast).

Ja_d1 bukannya penggugat yang mendalilkan ‘adanya kesalahaxi® harus
membuktikan adanya lesalahan tersebut pada pelaku, melainkan si
pelakulah sebagai tergugat yang harus membuktikan tidak adanya
kesalahan padanya, bilamana tergugat mendahlkan bahwa ia tidak
bersalah. .

Untuk mencegah kesalahan faham, maka perlu dxkemukakan.
bahwa apa yang diutarakan diatas adalah mengenai pengertian
kesalahan dalam arti dapat d1pertanggung-jawabkan. hal - mana
tidaklah dapat diterapkan bilamana dengan schuld adalah perbuatan
melawan hukum.

Dalam hal ini maka penggugat harus mengajukan dalil-daliluya dan
harus mengajukan pembuktian, bahwa tergugat telah melakukan
perbuatan secara melawan hukum.

Tidak adanya kesalahan adalah karena terdapat cacad psychis, akan
tetapi  pun dapat disebabkan karena masalah-masalah lajn.

Bilamana seorang pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat
dipertanggung-jawabkan karena cacad psychls. maka ia tidak
mempunyai kesalahan. $?) ,

Cacad psychis sedemikian itu adalah - umpamanya orang dalam
keadaan ‘gila, atau untuk sementara terganggu jiwauya, yakni karena
pingsan, mabuk.

88). Rutten Verbintenissenrecht op eit halaman 440,
89). Ibid halaman 441,
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Rutten menyatakan sementara penulis berpendirian, bahwa puu
seorang yang terganggu jiwanya dapat dlpertanggung-Jawabkan atas i
akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya
karena para penulis tersebut telah secara a‘ priori menolak syarat
kesalahan.

Bila kita mengakui syarat kesalahan dalam arti subjektlpnya maka
menurut hemat Rutten harus diterima konsekwensi, bahwa menurut
hukum positip seorang yang sakit jiwa tidaklah dapat dipertanggung
jawabkan atas akibat-akibat daripada perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya, bilamana ia tidak dapat menyadari, bahwa apa yang
diperbuatnya itu adalah melawan hukum bagi orang {ain, .atau
bilamana ia telah melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari
suatu paksaan yang tidak dapat dielakkannya, maka menurut hukum
yang berlaku, seorang yang cacat jiwanya tidak dapat dspertanggung}
jawabkan, .

Persoalan tentang siapakah dalam hal sedemxklan jtu . harus-
bertanggung jawab, atas kerugian, yang disebabkan oleh orang yang.
tidak dapat dlpert' ggung-jawabkan karena cacad psychis, kiranya
pasal 1367 K.UH'Perdata dapat diterapkan karena pasal 1367
K.U.H., Perdata tefsebut antara lain menentukan bahwa orang tua
harus bertauggungqawab atas perbuatan-perbuatan melawan - hukum
yang dilakukan oleh anak-anakuya yang masih dibawah umur dan
bertempat tinggal bersama dalam satu rumah dengannya,

Keharusan bertempat tinggal bersama serumah adalah merupakan

- syarat yang harus dipenuhi, agar dapat diterapkan ketentuan- dalam

pasal 1367, hal mana lebih jelas akan dibentangkan dibawah nanti
dalam pembahasan tentang seorang yang tanpa kesalahan harus

bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.
Adapun mengeunai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

" seorang berpenyakit gila yang harus bertangguug-jawab adalah orang

yang karena kelalaiannya menyebabkan si gila dapat melakukan,

h perbuatan melawan hukum tersebut, umpama keluarga, perawat dan
" sebagainya.

Demikian pula dalam hal sesuatu perbuatan melawan hukum
dilakukan oleh seorang yang untuk sementara mendapat gangguau
jlawanya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan

karena tidak adanya kesalahan padanya.
Segala sesuatu diutarakan diatas adalah merupakan dasar-dasar

peniadaan kesalahan (schuld u1tslu1tmgsgronden)

-




Dasar-dasar peniadaan kesalahan harus benar-benar dibedakan
dari dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgronden).
Dasar pembenar adalah meniadakan sifat melawan hukum dari suatu
perbuataﬁ: yang merupakan perbuatan melawan hukum; jadi dasar
pembenar adalah merupakan sesuatu yang menghilangkan sifat

melawan hukumnya. .
Adapun dasar peniadaan kesalahan (strafuitsluitingsgrond) adalah
merupakan sesuafu yaug berakibat tidak adanya kesalahan pada

sipelaku suatu perbuatan melawan hukum, .akan tetapi perbuatannya

% sendiri tetap bersifat melawan hukum.

Kedua-duanya dasar tersebut mendatangkan hasil yang sama,
yakni bahwa sipelaku tidak berkewajiban membayar ganti kerugian,

sekalipun tidaklah selalu demikian halnya.
Umpa;ﬁanya. : _
A anak si B, bertempat tinggal bersama-samg dengan B masth
dibawah umur tanpa diperintah oleh B telah menggembala kuda B
yang sudah dijual pada C, sehingga sudah';thenjadi milik C,

sekalipun belum diserahkan oleh B pada C Kg udian hujan lebat

dan si anak lupa membawa kuda tersebut kembali kekandangnya.
Kuda kemudian. disambar petic dan mati. Karena A masih
dibawah umur, sedang beradanya kuda ditengah-tengah lapangau
terbuka dengan kehujanan adalah kesalahan'si A, maka B harus
. membayar ganti kerugian kepada C, -tapi karena matinya
disambar petir maka B tidak pula harus bertanggung-jawab

karena adanya dasar pembenar {rechtvaardigingsgrond).

- Rutten %°). berpendapat, bahwa kesalahan (schuld) adalah mengenai

_a).' perbuatannya.
b). sifat melawan hukumnya.

¢). kerugiannya.

ad.a Kesalahan mengenai perbuatannya dapat hapus dengan adanya

cacat psychis.

ad.b Dapat pula terjadi, bahwa tidak ada kesalahan akan sifat
‘melawn hukumnya disebabkan karena cacat psychis, karena
kekhilapan yang dapat dimaafkan karena noodweer-exces, karena

perintah jabatan, yang "diberikan oleh orang yang Ctidak . -

berwenang memberikan perintah tersebut.

$0). Ibid halaman 444.
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) Garis pemisah antara pengertian kesalahan (schuld) dan sifat
mel.awafx hukum adalah, bahwa sifat melawan hukumnya adalah
: mel}putl tercelanya perbuatannya, sedang kesalahannya adalah
~ meliputi tercelanya si pelaku. 91) . |

ad.c_ Il(esala_than'atau ketugiannya dapat pula hapus bilamana orang
_ t;dal.c_ dapat menyadari bahwa perbuatan tertentu akan
menimbulkan kerugian, '
Selain  keharusan adanya kesalahan pada sifat melawan
hukur.nnya_ maka juga diharuskan adanya kesalahan akan
kerugiannya, 92) . .
; K‘aln‘u didalilkan, bahwa harus adanya kesalahan baik péda
perbuatauu).ra. maupun pada sifat melawan hukumnya ataupun
. pada kerugiannya, maka hal terscbut berarti bahwa bila tidak
\"-. t_e.rdapat kesalfhan pada salah satu unsur tersebut si pelaku
tidak be.rkewajlban membayar ganti kerugian, #3).
Kalau st pelaku dapat membuktikan ketidak salahannya, maka
bera}m, bahwa biasanya tiada pula kesalahan pada masing-
masing unsur tersebut, ' 7
3. Kerigian (schade)-
Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 K.U.H.
Perd.ata menunjukkan segi-segi persamaan dengan petientuan
ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa
hal b?rbeda. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti
kerugian, yang l'!_arus dibayar karena perbuatan melawan
hukum, sedang pasal 1243 K.U.H. Perdata memuat ketentuan
tentang ganti-kerugian, yang harus dibdyar karena watiprestasi.
Untuk penentuan ganti-kerugian karena perbuatan melawan
hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama
dfmgan ketentuan tentang ganti-kerugian karena ‘wanprestasi.
Pitlo 1) . menegaskan, bahwa biasanya dalam menentukan
bf:sarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak
diterapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1243 K.UH
Perdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam pasail 124:';
K.U.H. Perdata tersebut diterapkan secara analogis.

91). Onrechtmatige daad 1 no, 243.

92)! Ontechtmatige daad I loc cit.

93). Rutten Vcrbintgnissehmcht op cit halaman 444,
94). Pitlo Verbintenissenrecht op cit halaman 226.




Dalam pada itu ketentuan dalam pasal 1247 dan 1250 K.U.H.

Perdata tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan

hukum karena: :

1. pas.al 1247 K.U.H. Perdata mengenai * pembuatan |
perikatan™  yang berarti, bahwa perikatan tersebut

dilahirkan‘ dari persetyjuary,  sedang perbuatan melawan
hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari
persetujuarn, ‘ '

2. pasal 1250 K.U.H. Perdata membebanksin__pembayaran_

bunga atas penggantian biaya, rugi dan bunga dalam
hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang,
sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum
tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya
pembayaran uang tidak tepat pada waktunya.

Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pasal 1365
K.U.H. Perdata sckali-kali tidaklah dapat mengharapkan,

bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-tindang"

Telah menjadi yurisprudensi yang tetap *$) dari Mahkamah
Agung Irldoxlfasia dengan keputusannya tamggal 23 Mei 1970
No. 61.()‘K/Slp/ 1968, yang memuat pertimbangan antara lain
sebagai berikut : : '

"-Meskt'pun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap
gu{ak pantas, sedang penggugat mutlak  menuntut
sejumlah itu, hakim berwemang untuk menetapkan berapa
sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melan

A ggar al
178 [3] H.I.R, [ex aeque et bonol " P

bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa
sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat
menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.
Yang dimaksudkan "schade” dalam pasal -1365. K.U.H.
Pgrdgta adalah kerugian, yang timbul karena perbuatan
melawan hukum. ?8) . '
Schade dalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan
bendanya tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti, umpamanya

- keadaan sebelum:
:; mengalami pényysutan dalam nilai jualnya, karena mobil yang -
- telah pernah xggtigalami tabrakan akan lebih rendah harganya -

. daripada mobil yang mulus;

95}, Yurisprudensl Indonesta diterbitkan Mahkamah Agung terbitan [1/1970

'sebudh mobil  ditabrak mobil lain, “sehingga - spatbordnya

mengalami kerusakan, dan sesudah diperbaiki tidak mulus
lagi. Lo
Karenanya mobil tersebut mengalami pengurangan _harga -
(waarde vermindering). : )
Biasanya wazrdevermindering tersebut tidak hanya disebabkan
karena bagian mobil yang -rusak setelah diperbaiki tidak
kembali menjadi seperti asaluya, tapi juga  disebabkan
penghargaan orang terhadap mobil tersebut menjadi berkurang
dengan dalih bahwa besinya cacad atau sebagainya. ‘
Dengan. adanya waardevermindering ‘tersebut pemilik mobil
sudah tentu mengalami kerugian, dan karenanya .pemilik
tersebut berhak menuntut ganti-kerugian.

"Dalam hal ini’ Hoge Raad telah memberikan keputusannya
. tanggal, 13 Desember 1963, NJ. 1964 no.. 449 $7) , bahwa .

penyusutan nilai jual harus diganti.

“Sekalipun. mobil tersebut telah diperbaiki secara baik dan

karenanya pepggunaannya adalah sama baiknya sebaik
i terjadi kerusakan, namun mobil tersebut

Untuk jelasnya maka berikut akan dipaparkan pertimbangan-
pertimbangan Hoge Raad dalam keputusannya tersebut antara
lain sebagai berikut :. ' ,
"Menimbang,'bahwa bilamana- dalil-dalil dari van Driesten
adalah benar, mobil van Driesten yang mengalami
kerusakan karena tabrakan tersebut setelah diperbaiki,
sekalipun telah baik kembali, harganya ménjadi lebih
. rendah daripada harganya, yang dapat dicapainya tanpa '
tabrakan tersebut, karena pada waktu dijual atau ditukar
orang yang berminat, berhubung dengan kemungkinan
berkurangnya kondisi mobiluya, sekalipun telah diperbaiki,”
hanya akan bersedia memberikan harga yang lebih rendah
* daripada yang akan diberikannya, bilamana mobil tersebut
tidak mengalami tabrakan.”. '

Bahwa karenanya dengan peristiwa tabrakan tersebut van

Chidir Ali S.H. Yurisprudensi Indonesla tentang perbuatan melawan hukum
Driesten telah. mengalami kerhgia_n dalam kekayaannya

halaman 21.
96). Rutten Verbintenissenrccht op cit halaman 445,

-

97). Onrechimatige daad 11, no. B1. '
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sebesar milai peiyusutan harga mobil dan ia berhak
mendapatkan ganti-kerugian atas kerugian, tanpa memper-
soalkan, apakah fa dapat membuktikan penerimaan hasil
yang lebih rendah dengan menjual atau menukar mobil ter-
sebut. Menimbang, bahwa pemilih berhak atas penggantian
kerugian atas penyusutan kekayaannya, sekalipun mobil
tersebut baru kemudian dijualnya atau ditukarnya dan juga
sekalipun risiko yang diambilnya dengan tetap mengguna-
kan mobil tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. '

Beberapa penulis merumuskan schade sebagai ' penyusutan

dari pada pemuas kebutuhan”. Kerugian, yang ditimbulkan
oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian
kekayaan (vermogensschade) atau kerugian bersifat idiil.

Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yaug

berupa kerugian uang.

" Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan

kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian
moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan

kesenangan hidup.

" Adalah selalu diperbincangkan apakah si. pelaku perbuatan

melawan hukum fuga harus mengganti kerugian idiil.
Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 40 di atas, maka
‘penggantian kerugian idiil adalah juga-mungkin. 3%} . s
Hoge Raad.dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam
perkara  W.P.Kreuningen lawan van Bessum cs. telah
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

"Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal
1371 K.U.H. Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian
yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk
menentukan  penggantian untuk kesedihap (smart) dan
kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan
dinikmatinya (gederfdelevensvreugde)”.

" Rutten 99) menegaskan bahwa dengan arrest tersebut belumlah

diputuskan, bahwa pelaku perbuatan melgi;w,an hukum pada
umumnya berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Perdata diwajibkan
mengganti kerugian ~idiil. Bila sekali teldh diterima sendi,
bahwa kerugian idiil dapat diberikan penggantian, maka

98}, Hoetink op cit halaman 363..
.99). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman’ 447.

7. ..

tida}.clah dapat diterima, bahwa pengertian kerugian (schade
:begrlp)--dalam pasal 1371 mencakup kerugian idiil, sedang
pengertian kerugian dalam pasal 1365 tidak mencakupmnya,
Maka konsekweusi daripada arrest tahun 1943 tersebut
menurut pendapat Rutten adalzh juga, bahwa dalam
menerapkan pasal 1365 juga dapat dituntut i

kerugian idiil. ? . penggantian
Kerugian kekayaan (vermogenschade) pada umumnya
mencakup kerugian, yang diderita oleh penderita dan

| kt?unt)ungan yang " dapat diharapkan diterimanya (gederfde
. winst). : :

Menurut ketentuan dalam pasal 1246 K.U.H.Perdata bahwa
ker'ugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya
perikatanuya pada umumnya harus diganti dengan kerugian
yang diderita oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang
sekiranya dapat diharapkannya (gederfde winst).
Hoge Raad tidak menaruh keberatan atas penerapan pasal
tersebut secara analogis. Maka pada umumnya dianut
pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus
m.engganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun
winstderving (keuntungan yang dapat diharapkan diterima).
Mazka karenanya dalam hal kerusakan secara melawan hukum
te_rnadap sebuzh truck, si pelaku harus mengganti tidak hanya
biaya-biaya reparasi, melainkan juga sejumlah uang, scbesar
penghasilan yang tidak dapat diterima oleh pemilik karena
kerun}kau tersebut,yang karenanya beberapa waktu tidak depat
menggunakanu; 1.

Besarnya keruglu. ditetapkan dengan penaksiran, dalam hal
mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin

", dikembalikan pada kcadaan sebelum terjadinya perbuatan

melawain hukum. :
Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi adalah’ sudah :

: menetapkannya; Ada kalanya dalam perjanjiannya telah

ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan

dik.ena'l.can uang paksa antuk setiap hari kelambatan pelaksaan
perjanjian sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah

.disepakati bersama. - ‘
.Sebagaimana telah diutarakan diatas maka menurut pasal 1246

K.U.H.Perdata yang dapat dituntut oleh yang berpihutang pada
umumnya adalah jumlah kerugian yang dideritanya dan
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keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan djterimanya
(winstderving). s

PR

Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu p“e.rbuatan'

yang sah idak hanya akan diganti dengan sejumlah uang,
melainkan juga penggantianuya berwujud. natura,

Mengenai kerugian kekayaan (vermogensschade) sebagaimana
telah diutarakan diatas penggantiannya pada umumnya terdiri
dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa
keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya
(gederfdewinst). Dalam pada itu tidaklah semudah diperkira-
kan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti-kerugian
tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan
kenyataan bahwa maksud dari pada kewajiban memberikan
ganti-kerugian adalah untuk membawa si penderita’ sedapat
mungkin pada keadaan sekiranya tidak -terjadi  perbuatan
melawan hukum, - .
Dalam pada itu sebagaimana telah dikemukakan diatas maka
sekalipun telah diusahaken untuk memperbaiki tanda
kerusakan sebaik mungkin namun toh milaj jualnya akan
mengalami penyusutan, ' S '
Sebagai contoh telah dikemukakan bahwa walaupun sebuah
kendaraan mobil telah diperbaiki sedemikian rupa, sehingga
tidak nampak lagi cacad-cacadnya namun toh peniinat-
peminatnya akan memberi harga yang lebih rendah daripada
harga pada sebelum dialami tabrakan.

Telah juga dikemukakan bahwa telah menjadi yurisprudensi
tetap bahwa pemilik mobil tersebut berhak: menuntut

ganti-kerugian  untuk waardevermindering yang telah gi-

alaminya,

Perhitungan ganti-kerugian  biasanya dilakukan dengan
peénggunaan metode konkrit atau metode subjektip, dalam
hal mana harus diperhatikan semua hal-hal yang konkrit dan

" juga harus diperhatikan - masalah-masalah subjektip yang
‘_meliputi si penderita. 10¢) -

" Akan tetapi dalam beberapa kepﬁtusannya Hoge Raad telah
menggunakan metode abstrak atau metode objektip, dengan
metode mana pos kerugian (schadepost) ditetapkan pada

jumlah atas nama pos semacam dinilai, terlepas dati masalah .

khusus,

100). Rutten Verbintenissenrecht halaman 449,
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Demikianlah Hoge Raad telah menjatuhkan keputusannya
tanggal 16 Juni 1961 1%!) dengan mempertimbangkan pada
pokoknya . bahwa sekalipun P.T.T. telah memperbaiki
kabel-kabel telepon yang rusak dalam perusahaannya sendiri
‘dengan  menggunakan personilnya sendiri, - namun  tokh
:biaya-biaya perbaikan harus diperhitungkan berdasarkan -
ukuran-ukuran objektip. ' .
Selanjutnya dengan keputusannya tgl, 13 Desember 1963 192)
sebagaimana diutarakan di atas, (lihat halaman 75) telah
mempertimbangkan pada pokoknya bahwa bilamana mobil
yang rusak sekalipun telah diperbaiki kerusakannya, harus
~ diberi penilaian harga-jual yang lebih rendah daripada
harganya pada sebelum tabrakan, maka selainnya biaya-biaya
perbaikannya sendiri, juga harus diberikan _penggantian
'harga-jual yang telah berkurang, sekalipun pemilik mengguna-
kan mobilnya dan sctelah lampaunya waktu, pada waktu
penetapan besarnya kerugian tidak fernyata bahwa  nilai
penggunaan-inobil berobah. - '
Ada kalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian
terlebih dahuln memiuta seorang ahli untuk melakukan
taksasi teniang besarnya kerugian. Biaya-biaya yang ‘harus
dikeluarkan. untuk keperluan tersebut disebut biaya-blaya
expertise, yang harus juga diganti oleh pelaku. ,
Lebth sukar adalah untuk menentukan besarnya gederfdewinst
. (keuntungan yang diharapkan dapat diterima). Maka
karenanya dalam memperhitungkan gederfdewinst orang selalu
memperhitungk nnya secara ex aequo et bono (naar redelijk
heid en billijkh.id = menurut kelayakan dan kewajaran).
Demikian pula kerugian idiil selalu ‘akan diperhtungkan ex
eequo et bono.
Sekanjpun dalam prinsipnya semua kerugian yang timbul harus
dibeii gauti, namun jelavish kicanya bahwa pasal 1365 tidak
mencakup kerugian yang diderita karena suatu kepentingau,
yang tidak san, 103),
Umpamarnya kerusakan yang diderita pada mobil selundupan, -
maka pemili akan berhak penggantian atas kerugian

101). Onrechtmatige daad II no. 23.

102). Onrechtmatige daad 11 loc cit.

-103). Onrechtmatige daad 11 op clt no. 9,




materiilnya, akan tetapi ia tidak.dapat menuntut gederfdewinst.
Rutten °4) berpendapat bahwa dalam hal tersebut memang
timbul kerugian akan tetapi pemilik tidaklah berhak menuntut
ganti-kerugian. . :

‘Menurut hemat saya memang demikianlah seharusnya, karena

bukankah pemilik mobil dengan memilih cara pengangkutan
dengan penyelundupan maka ia telah bertekad untuk

- menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk

pula timbulnya kerusakan karena tidak sempurnanya cara dan
alat pengangkutannya,

Selanjutnya perfu dikemukakan bahwa penderita ada kalanya
bahkan mendapatkan keuntungan karena perbuatan melawan
hukum yang -menimpanya. Umpamanya karena bendanya
dipertanggungkan. '

Dengan pcrtaanuugan akan kerusakan (schadeverzek.ering)
maka penderita akan menerima penggantian dari maskapai
pertanggungan, dimana penderita mempertangguugkan benda-
nya itu.

Pasal 284 K.U.H.D.menentukan bahwa maskapai pertanggungan
yang telah membayar kerugian untuk benda yang tertanggung
akan memperoleh segala hak yang akan diperoleh oleh
tertanggung dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut bermaksud
hendak mencegah si tertanggung menuntut kerugian dari dua
sumber yakni pada pelaku perbuatan melawan hukum dan
pada maskapai pertanggungan dan sebaliknya hendak mencegah
si pelaku untuk membebaskan diri dari kewajiban memberi
gauti-kerugian atas dalih bahwa penderita tidak mengalami

kerugian karena toh akan mendapat ganti dari maskapai
~pertanggungan, '

Berhubung dengan itu maka dalam menetapkan besarnya ganti

kerugian harus diperhitungkan kem;jg;j_'gkinan diperolehnya
keuntungan oleh penderita karena ‘perbuatan melawan hukum

- yang menimpanya.

104). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 450,
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Lain halnya dengan pertanggungan uang pertanggungan
(sommén verzekering) mengenai hal mana Hoge "Raad dengan
keputusannya tanggal 31 Desember 1931 memutuskan bahwa
dalam hal pertanggungan uang pertanggungan (sommen
verzekering) tidak dapat dilakukan subrogasi berdasarkan
pasal 284 K.UH.D. seperti halnya . pertanggungan akan
kerusakan (schadeverzekering).

Sommenverzekering lazimnya terjadi dalam perfanggungan-jiwa
(levensverzekering). ' ,
Dalam hal seseorang mempértanggungkan jiwanya kemudian
mengalami  kecelakaan karena ditabrak mobil, sehingga
karenanya fa menjadi buta dap karenanya pula ‘harus
kehilangan nafkah sepanjang sisa hidupnya, maka orang
tersebut berhak mendapat ganti kerugian tidak hanya atas
kerugian yang dideritanya pada waktu mengajukan gugatannya,;
namu juga atas kerugian yang masih akan dideritanya selama
sisa hidupnya dengan kehilangan sumber penghasilan tetap.
Telah menjadi pendapat umum bahwa penggantian kerugian
untuk kerugian yang masih akan diderita dapat puia
dituntutkan. ’

‘Disamping itu maka berdasarkan pasal 1250 si pélaku harus.

pula dibebani bunga menurut ketentuan undang-undang atas
seluruh jumlah ganti kerugian terhitung mulai hari diajukannya
gugatan. ' ,

Sebagaimana telah' diutarakan diatas . (halaman 74) maka
Hakim dalam menentukan besarnya kerugian tidaklah terikat
pada peraturan undang-undang. Bahkan telah menjadi
yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan
keputusannya tanggal 23 Mei 1970 no.610 K/Sip/1968 103) .
bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti-kerugian harus
meuctapkannya ex aequo et bono (uaar redelijkheid en billijk-
heid) atau in goede justitic (menurut-keadilan).

Si.: penderita yang mengajukan gugatan untuk menuntut

ganti-kerugian harus membuktikan besarnya kerugian yang

telah dideritanya hal mana tidaklah semudah diperkirakan,
karena mana penetapannya diserahkan pada pengadilan secara
ex aequo’et bono.

105}, Yurisprudensi Indonesia  ditérbitken  Mahkamah Agung’ terbitan I1/1970
halaman 65,
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Dalam pada itu berlaku- pula suatu .sendi 19%) bahwa si
penderita adalah berkewajiban selama secara wajar dapat
diharapkan padanya, watuk membatasi tuntutan kerugian;
 Andajkata sesuatu alat perusahaan menderita kerusakan,
- sehingga tidak dapat digunakan, maka untuk ‘menjaga jangan
sampai jia menderita kerugian. -yang lebih parah, ia
berkewajiban untuk segera mengganti alat tersebuf dari
persedizan alat yang ada padanya. Maks kalau ia harus
mengeluarkan biaya-biaya untuk mengganti alat-alat  yang
rusak tersebut dari alat persediaannya, umpama  untuk .
membayar tukang dan sebagainya hanyalah dapat dibebankan
pada pelaku secara berimbang, kalau biaya-biaya férsebut
harus -dikeluarkan berhubung dengan adanya ancaman akap
dideritanya kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga
tersebut, :

Contoh : 107),

.- Seorang pedagang keliling, yang kendarasnnya (mobilnya)
' rusak karena perbuatan orang lain. -dan - karenanya
) mengalami perbaikan beberapa waktu lamanya, tidak dapat .
diam saja bertopang dagu, akan tetapl harus berusaha
melanjutkan pekerjaannya dengan menyewa mobil lzin,
Konsekwensi daripada sendi tersebut adalah, bahwa
bilamana kerugian akan menjadi ‘makin besar karena
penderita mengabaikan kewajiban membatasi kerugiannya
dengan tidak mengambil langkah-langkah ~ pembatasan
kerugian tersebut, maka si pelaku perbuatan melawan
hukum tidak perlu memikul kerugian tambahan tersebut.
Konsekwensi lain adalah, bahwa biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh penderita untuk mengurangi kerugian atau”
untuk mencegah bertambahnya kerugian, dianggap
* disebabkan karena perbuatan melawan hukum. R

Sama halnya dengan pasal-pasal yang mengatur wanprestasi,
. seperti pasal-pasal 1247 dan 1248, dalam mana persoalan
kausalitas dibahas secara terperinci, maka juga hubungan
kausal, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365
K.U.H. Perdata perlu dibahas dan dipecahkan, apakah yang
dimaksudkan dengan unsur hubungan kausal dalam pasal 1365
tersebut,
Kiranya akan dapat dimengerti, bilamana di sini teriébih dahulu
diberikan urajan sekedarnya tentang. ajaran-ajaran kausalitas
yang dikenal. _
Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana
adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung-
jawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat (strafrechtelijke
. aansprakelijkheid) maka dalam bidang hukum perdata adalah
‘. untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan
" melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si
- pelaku dapat dipertanggung-jawabkan,
Dalam bidang hukum pidana acapkali beberapa perbuatan -
memerlukan penelitian khusus -untuk menentukan perbuatan
manakah merupakan sebab daripada sesuatu yang timbul.
Timbullah beberapa ajaran. -
“Pertama-tama perlu dikemukakan ajaran Von Buri yang
dikenal dengan nama : conditio sine qua non, yang berarti
syarat mutlak. Menurut Pompe 19¥) ajaran conditio sine qua.
non melihat tfap masalah, tanpa mana peristiwa tidak akan
terjadi, sebagal sebab. -
Maka untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab
daripada sesuatu akibat menurut Von Buri tiap-tiap masalah,
yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah
menjadi sebab daripada akibat.
Syarat menurut Von Buri adalah :

sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada
suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat
ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul,

Hazewinkel Suringa 1°%) menegaskan;' bahwa Von Buri

\

4. Hubungan kausal (oorzakelijk verband).

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang. Hukum .
Pidana saja, melainkan juga dalam bidang Perdata, o
Ajaran‘ kausalitas mendapatkan tempat tersendii unuk
pembahasannya. ' B ' K
—_—
108}. Pompe Mr, W.P.J. Hand boek van het Nederlandse Strafrecht halamgn 79 dan 80,
109). Hazewinkel Suringa Mr. D. Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht
* halaman 60 dan 61. :

106). Qnrechtmatige daad IT op cit no. 37 dan seterusnya,
167). Rutten Verbintenissenrecht op. cit halaman 453.
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adalah yang pertama-tama kali membedakan secara tajam
problema kausal dari pertanggungan jawab. —
Ajaran conditio sine qua non mengajarkan bahwa syarat-syarat

.baik positip maupun negatip, sama-sama merupakan sebab dan

sebagai demikian sama mnilainya. Karenanya ajaran tersebut juga
_disebut equivalentie theorie. 139} .

bahwa ;
a). Tiap-tiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat

& "Dari rumusan-rumusan tersebut ‘dapat ditarik kesimpulan,

\ dari pada sesuatu akibat yang terjadi, harus dianggap

sebagai sébab daripada akibat itu;

I b). syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atau

'k masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan

timbul sesnatu akibat, :

Dengan menganut ajaran Von Buri maka orang akan

memperluas pértanggungan jawab kepldanaan {strafrechtelijke

aansprakelijkheid), -oleh karena juga perbuatan-perbuatan,

yang jauh hubungannya dengan akibatuya, harus dianggap

sebagai sebab daripada akibat.

Untuk memperjelas ajaran tersebut klranya ada gunanya untuk

memaparkan sebuah contoh sederhana ; '.
A memukul B, yang mendapat a karenanya paaa
kulitnya, yang merupakan luka ritigin saja, luka: mana
pada umumnya tidak akan mengakibatkan matinya B.
Tapi B membutuhkan pertolongan dokter, untuk mana B
Jberjalan kaki menuju rumah dokter. Tapi malang bagi B,
karena ditengah perjalanau B dilanggar mobil C, yang
menimbulkan luka berat yang menycbabkan B mati
seketika.

Menurut ajaran Von Buri maka pcrbuatan A dengan pemukulan

pada B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai

syarat matinya B, setelah menderita luka berat karena

dilanggar mobil C tersebut.

Peninjauan ajaran Von Buri mendatangkan kesimpulan sebagai-

berikut :

a). apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan Iukd
ringan.

b). jika B tidak luka ringan, maka ia juga tidak perlu ke
dokter
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110}, ffompe.Mr. W.P._J.' Handboek van het Nederlandse Strafrecht halaman 80,

¢). kalau B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan
dilanggar mobil, yang menyebabkan luka berat yang
menyebabkan matinya.

Bilamana sescorang melakukan suatu tindak pidana, maka ia’

dapat dipidana, terlepas dari persoalan, apakah seseorang

menderita kerugian karenanya.

Kalau seseorang melakukan perbuatan keperdataan, yakni suatu

perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam pasal 1365

K.U.H. Perdata hanya dapat diterapkan, bilamana dengan

perbuatan tersebut ditimbulkan kerugian,

Dalam tuntutan berdasarkan pasal 1371 K.U.H. Perdata, maka

terlebih dahulu harus’ diteliti, apakah luka pada badannya itu

ditimbulkan oleh si pelaku dan apakah terdapat hubungan

i kausal antara luka tersebut dan kerugian, yang dltuntutkan
\gantl kerugian,

‘Kalau dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah khusus

mengenai pertanyaan, apakah telah dilakukan delik, maka

dalam Hukum Perdata persoalan kausalitas tersebut tertutama

mengenai persoalan, apakah terdapat hubungan causal antara
\_delik yang dilakukan dan kerugian.

Timbullah pertanyaan *!!); bilakah sesuatu petbuatan dapat

disebut sebagai suatu sebab, sebagai. suatu causq efficiens

daripada suatu kenyataan lain.

Dari_ rumusan pasal 1365 K.U.H. Perdata dapat diketahui,
i' bahwa sesuatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab,

yakni sebagai causa efficiens daripada sesuatu peristiwa tertentu, -
Yang dimaksudkan dengan gorzaak (sebab-alasan) 112)
adalah sesuatu yang dengan beker}anya menimbulkan
perobahan, yang telah menimbulkan akibat. Sebab iii disebut
\,. causa efficiens.
“Dalam kenyataannya maka sésuatu peristiwa dlsebabkau oleh
beberapa peristiwa lain.
‘Sethulanya John Stuart Mill di Inggris dan sarjana hukum
Von Buri di Jerman 11%} . berkesimpulan, bahwa sebagai
sebab daripada sesuatu perobahan harus dianggap keseluruhan
antecedent, keseluruhan syarat-syarat, yang tidak boleh tidak

111). Rutten Verbintenissenrecht op-cit halaman 456.
112}, Ibid halaman 455,
113). Ibid halaman 457,




(noodzakelijk) harus ada untuk meumbulkan akibat dan tiap
syarat tersebut dengan demikian merupakan conditio sine qua
non untuk timbulnya akibat, sedang tiap syarat tersebut sendiri
disebut juga sebab.
Yon Buri sendiri mencari pembatasan daripada teorinya dalam
pengertian kesalahan. Yang mengemukakan keberatannya
terhadap pendapat tersebut menyatakan, bahwa . pendapat
tersebut tidaklah dapat memberikan pemecahannya dalam
hal-hal di mana tidak disyaratkan syarat kesalahan.
Teori-teori !!4) yang mengajarkan bahwa hanyalah, harus
diperhatikan ''sebab yang terpenting’ tidaklah akan lebih jauh
jangkavannya dari pada pendapat, bahwa orang harus
melakukan sesuatu atas dasar pemikiran yang sehat.
Ada j juga yang mencoba untuk mencari pemecahannya dengan
menganggap relevan faktor yang terakh:r daripada rangkalan
kausalitas, yang disebut causa proxima.’
Hal tersebut sesungguhnya belum dapat dlcapm pemecahannya.
Sebagai contoh dapat dikemukakan keputusan Hoge Raad
tanggal 18 Pebruari 1944, yang lazim disebut Duin water
Arrest, 115}, '
Kotamadya telah mengambll air dari gunung pasir (duinen)
untuk persediaan air. Karenanya maka persil yang letaknya
berdekatan kehilangan airnya, sehingga -karenanya pula
merusak pertumbuhan tanam-tanaman dari persil, yang
mendatangkan kerugian bagi pemilik persil, yang bernama
Yocheins,

Perbuatan Kotamadya dengan demikian bukaulah merupa-.

kan causa proxima daripada kerugian, akan  tetapt
Pengadilan berpendapat, bahwa Kotamadya bertangguug-
jawab atas kerugian tersebut.

Sekalipun perbuatan tersebut dipandang dari sudut kepere
"tingan Kotamadya dapat dibenarken atau bahkan menjadi

keharusan, namun tokh Kotamadya- harus bertanggung-

jawab atas kerugian, yang diderita oleh pemilik- pemlllk"

persnl yang berdekatan letaknya. Kotamadya tidak memper-
hatikan sikap hati-hati yang harus dilakukan dalam
- pergaulan masyarakat mengenai benda Yochéms, .

114), 1bid halamah 457.
115}, ibid halaman 458,
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Kremers Burgerlijk  Wetboek halaman 592,

Y

Kdrena terlalu luas ajaran Von Buri, maka ajaran tersebut
> tidak digunakan dalam hukum pidana,
(‘LDemikian pula ajaran tersebut tidak dapat digunakan dalam
hukum perdata.
Akan tetapi sekalipun demikian, namun toh terdapat beberapa
sarjana menjadi penganut ajaran Vou Buri tersebut, yakni antara
lain van Hamel, Zevenbergen dan Vs ?”) dengan ajaran
kausalitas absolut,
Van Hamel mengajarkan, bahwa dalam.hukum pidana maslh
ada jalan untuk mempersalahkan seseorang dengan
menentukan "schuld™.
Meuurut ajaran tersebut tidak. hdnya pertanggunga -jawab
seseorang yang. harus ditentukan terhadap perbuatannya,
namus Juga dlsampmg itu harus adanya kesalahan (schuld).
Maka ajaran Vg Buri dibatasi oleh ajaran kesalahan.
Kalau ada per gmt maka: sudah pasti akan ada pula yang
menentang sesuatu ajaran.
Demikian pula halnya dengan ajaran Von Buri yang ditolak
oleh Traeger denigan menggunakan pembatasan-pembatasan
terhadap ajaran Von Buri.
“Traeger mengadakan perbedaan antara rangkaian-rangkaian
perbuatan dan diantaranya dicarinya perbuatan-perbuatan
- manakah yang menimbulkan akibat, yang dilarang dan
‘diancam dengan hukuman oleh undang-undang. :
Traeger dalam pada itu membedakan antara voorwaarde
(syarat) dan aanleiding (alasan), dalam hal mana Trae_g'er
hanya mencari satu masaalah saja, yang harus dianggap .
sebagai sebab daripada akibat, untuk mana digunakannya 2
" jenis cara, yakni :

1. individualiserende theorie. *17) .
2. generaliserende theorie.

_(\\ i

(\ id)[ ndzwdualzserende theorie. .
¥

[ Cara ini disebut individualiserende theorie, karena caranya
/meucarl sebab jalah setelah akxbatnya timbul, yaitu dengan
/' mencari keadaan yang nyata, in concreto. Dari rangkaxan

115). Pompe loc cit.
117). Pompe loc cit.
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von Kries dengan ajarannya yang tetkenal sebagai "adaequate

dianggap sebagai sebab daripada akibat.
_ Penganut-penganut daripada ajaran individualiserende theorie ini
adalah : *1%),

a). Birkmeyer dengan teori daripada "faktor yang mempunyai
pengaruh terbesar’” ( teori van de meest werkzame factor),
menurut teori mana adalah menjadi sebab; yang dalam
konkreto mempunyai pengaruh terbesar atas timbuliiya
akibat. '

S b). Binding dengan. téori dari keseimbangan nilai, yang

f beberapa masalah dipilihlah satu perbuatan yang dapat

\ mengajarkan, bahwa syarat yang menjadi sebab adalah syarat

\ yang mendahulukan syarat-syarat positip (yakni = yang

' menyebabkan akibat) di atas syarat- syarat. negatap {yakni yang. .

mencegah timbulnya akibat).
c). Kohler 1%) dengan teori tentang ’ Je daripada akibat"
) Kohler tidak mencari syarat yang kud titatip paling kuat,
akan tetapi yang dicarinya adalah syafat yang kualitatip
paling penting, yakni syarat yang . menentukan jeuis
. akibatnya. :
i Bilamana ditanam benih dan kemudian berbunga, maka
untuk pertumbuhan benih tersebut diperlukan air iklim dari
pada tanah, kesuburan tanah dan sebagainya yang adalah
\ merupakan syarat-syarat, akan tetapi sebab-sebabnya adalah
\ ditanamnya benih tersebut, karena inilah yang menentukan,

™~  apakah yang tumbuh.

eneraliserende rheor:'e 12037,

Penganut yang terkenal daripada generaliserende theorie adalah

theorie’ atau juga disebut " adaequate veroorzakmg”

Adaequate adalah seimbang., Teori ini mengajarkan, bahwa
perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat
yang timbul adalah .perbuatan yang seimbang dengan akibat.
Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang
itu adalah perhitungan yang layak,

118). Vos Mr. H.B. Leerboek van Nederlands Stratrecht halaman 78.
119)." Hazewinkel Suringa Mr. D. Inleldmg op cit halnman 63.
120). Vos Leerboek loc cit, .

88.

121). Vos Leerbock op. cit helaman 79, FAK. HU l(“}

' Maka  yang menjaai sebab adalah perbuatan sebagaimana

diperoleh dari pengalaman, yang menurut perhztungan yang
layak dapat menimbulkan akibat.

 Perhitungan yang layak menurut Simous adalah " menurut

pengalaman manusia”.

" Vo' Kries meneliti secara subyektif yakni bahwa wvon Kries

berkehendak memperhitungkan masalah yang diketahuinya atau

-yang scharusnya diketahui oleh pelaku.

Dengan demikian von Kries telah memasukkan unsur kesalahan
kedalam ajaran kausalitas, )

Von Kries mengajarkan bahwi yang dimaksudkan dengan
pethitungan yang Jlaydk adalah  masalah-masalah - yang

‘diketahui atau yang seharusuya diketahui oleh si pelaku, hal
‘mana disebut "' subjektieve prognose’

Ya.ng dianggap sebagai sebab yang memmbulkan akibat -cleh von
Kries adalah :

perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan,
yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan

. akibat, sedang pembuatnya mengetahui atau setidak-tidaknya
harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan
suatu akibat yang dllarang dan diancam dengan hukuman clch
undang-undang.

-Penganut daripada ajaran "Generahserende theorie” disamping
‘vor Kries adalah juga Rumelin. Akan tetapi Rumelin lebih

konsekwen - daripada voit Kries. *?!) . Rumelin berkehendak
memperhitungkan semua masalah-masalah  yang ternyata
kemudian diketahui yakni ia berkehendak meneliti, apakah orang
kalau orang itu telah mengetahul semua masalah objektip yang

ada sebagai manusia norma! akan dapat memperkirakan

timbulnya akibat.

Teori Rumelin tersebut mendekati djaran von Buri.

Rumelin juga menggunakan sebagai ukuran ” perhitungan yang
layak” untuk menentukan perbuatan sebagai sebab daripada
suafu akibat, tapi menpurut ajaran Rumelin, perhitungan yang
layak tidak. hanya disandarkan pada inasalah yang diketahui
oleliz sipembuat, melainkan juga pada semuas masalah yang
kemudian akan diketahui oleh pembuat.

L L
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* antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Menurut ajaran Rumelin yang diperhitungkan itt_x buka.n hanya
masalah-masalah yang kemudian diketahui dari sudut-
subjektip, akan tetapi juga masalah-masalah  yang akan
i huinya dari sudut objektip. _ )
i!::::a l:;:lyran von Kries dan ajaran Rumelin terd_apat pendapat
tengah-tengah yakni dari Simons, yang adalah juga p?:lgqxlut
generaliserende theorie.
Menurut ajaran Simons maka guna menentukan pefbuata‘n atau.
masalah sebagai sebab daripada akibat yang timbul \Emaka
Simons memperhitungkan : -
a). masalah yang diketahui - oleh sipembuat sendiri dan
di samping itu. ' _ .
b). juga memperhitungkan masalah yang dlke.ta.thuroleh umgm,
walaupun tidak dikenal oleh pembuat sendiri.
Dalam bidang hukum perdata harus terdapat hu}:zuzn)gan lf:ausal
Akan tetapi kalau diterima pendapat bahwa pelalfu suatu
perbuatan melawan hukum selalu dapar dipertau.g.gu:{g-]awabkan
bilamana'pcréuataxmya adalah merupakan conditio sine qua noml
bagi kerugian yang ditimbulkan maka pertang.gungan jawab
menurut pasal 1365 K. U.H.Perdafa akan sangat diperluas secara
tidak wajar. ) :
Maka karenanya dicari pembatasanuya derigan m?nergpkau
adaequate theorie yang mengajarkan  bahwa sl :gglaku
dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang adalah merupakan
akibat dari perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat
diperkirakan akan timbul. - . _
Penerapan adaequate theorie- tersebut memang sudah sesuai

dengan isi ketentuan pasal 1365 K.U.H.Perdata'yang _bunyinya _

adalah sebagai berikut : . _
_Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan

" kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya
menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut..

Dari ketentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan
adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumiya

" dengan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hullcum

tersebut.

™~
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. 122). Rutten, Verbinteiissenrecht op ¢it halaman 456.
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123). Ibid halaman 458.
124). Rutten Verbintenissenrecht op ¢it halaman 459.

Maka diterapkanlah adaequate theorie yang biasanya disebut
adaequate veroorzaking. , .

Dari sekian banyak faktor-faktor yang sama-sama menimbulkan
.akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang menurut
‘pengalaman merupakan’ faktor yang memiliki cir-ciri untuk
menimbulkan akibat tersebut. .

Si pelaku hanyalah dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian -
bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya
yang melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan -
timbul, 123}, .
Peradilan , telah secara umum menerapkan adaequate-theorie
tersebut. Akan tetapi yang dipersoalkan kini adalah apakah
adaequate theorie terscbut memberikan pembatasan  bagi
‘kausalitasnya ataukah bagi pertanggungan-gugatuya.

Ada sementara sarjana yang berpendapat bahwa adaequate
theorie adalah -mgrupakan ajaran kausalitas, ada pula yang
berpendapat bak a adaequate theorie adalah merupakan ajaran
pertanggungan-gugat. : .
Bagi mereka ﬁ{ii'g berpendapat bahwa adaequate theorie
mérupakan ajaran pertanggungan-gugat, maka hanyalah
pertanggungan-gugatlah yang dibatasi cleh ajaran adaequate
tersebut, dan bukannya kausalitas, | . '
Rutten pun '?4) berpendapat bahwa adaequate theorie merupa-
kan ajaran pertanggungan-gugat : '

Menurut pendapat ini, maka orang harus meneliti terlebih
‘dzhulu menurut ajaran conditio sine qua non apakah kerugian
ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kalau penelitian dengan cara demikian hasilnya negatip maka
sudah tentu tidak ada pertenggungan-gugat. Kalau dengan
‘penelitian  tersebut diketahui bahwa memang terdapat . .
hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka
kemudian dengan menggunakan adequate theorie akan harus
diteliti apakah pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.

Menurut hemat saya _kiranya lebih pada tempatnya untuk
menganggap ajaran adaequate scbagai ajaran kausalitas.
Sebagai demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal




1365 K.U.H. Perdata harus diteliti tentang ada atau tidak adanya
hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumunya dengan
-kerugian yang ditimbulkan dan baru kemudian sampailah pada
-kesimpulan bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan. Yang
~ dicari adalah kausalnya, sedang pertangguygan-gugatnya adalah
tergantung pada ada atau tidak adanya hubiingan kausal antara
perbuatan dan kerugian dan ajaran adaequatc merupzkan cara
penelitiannya. Himy
Dalam hal ini Vollmar 12%) . menulis sebaga1 berikut :

"Yang utama adalah, bahwa Hoge Raad dalam banyak
keputusan-keputusannya sejak tahun 1927 memutuskan baliwa
juga dalam hal perbuatan melawan hukum sekalipun pasal-

pasal 1244 — 1248 dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan

persoalan kausalitas harus dipecahkan berdasarkan ajaran

adaequate veroorzaking. Akan terdapat hubungan kausal’

bilamana kerugian tersebut menurut aturan-aturan peng-
alaman secara layak merupakan akibat dari perbuatan
melawan hukum yang diperkirakan dkan timbul.

Ajaran adaequate theoric pada tahun-tahun belakangan ini
ditentang oleh antara lain Koster 12¢) dan Bloembergen *27)
yang menyatakan, bahwa ajaran tersebut tidak dapat mencukupi
kebutuhan untuk secara tegas membatasi pertanggungan-gugat,
Untuk menentukan bahwa sesuatu akibat' adalzh adaequate,
dalam hal ini Koster menyatakan 128} bahwa :

Dalam melaksanakan ajaran adaequate, untuk menentukan
bahwa sesuatu akibat adalah adaequate, lazimnya diterapkan
formula’ ”menurut pengalaman-pengalaman yang layak
dapat diharapkan” atau "bilamana secara layak dapat
diharapkan",

Ini kesemuanya akan menghasilkan persyaratan bahwa
“akibatnya sangat mungkin dapat diharapkan akan timbul.
Bilamana pengharapan yang layak atau kemungkinan tersebut
harus diuji pada saat-dilaksanakannya perbuatan maka akan

dicapai pengertian semacam "dapat diperkirakan” (voorzien
baarheid) yang disyaratkan dalam pasal 1247 K. U.H. perdata
untuk ganti kerugian karena wanprestasi.

Maka adalah sudah jelas bahwa dengan bermacam-macamnya
variasi (yang dimaksudkan dalam cara penelitian adanya
huburigan  kausal) tidaklah lagi dapat disebut ajaran
- adaequate.

Rutten 12°) menyatakan keberatannya tethadap pendapat Koster
dan Bloembergen tersebut dengan menyatakan bahwa tidaklah
ada;seorangpun yang akan menyangkal bahwa ajaran adaéquate
memang mempunyai cacad dan kelemahan-kelemahannya..

Akan tetapi selama belum tersedia upaya yang lebih baik,
kiranya ajaran adaequate tersebut dapat dipertahankan,

- Untuk menggantikannya dengan kriterium daripada Koster dan

Bloembergen, yakni bahwa si pelaku dapat dipertanggung-
jawabkan, bilamana kerugiannya secara layaknya dapat
dipersalahkan- kepadanya, menurut Rutten adalah lebih
samar-samar lagi dan karenanya bahkan lebih-lebih tidak dapat
digunakan lagi daripada kriterium adaequatie. ,
Sebagaimana telah diungkapkan di atas maka sejak tahun 1927
Hoge Raad secara tetap menerapkan ajaran adaequate theorie.
Adaequate theorie berkehendak memberi pembatasan pada

_ pertanggungan-jawab.

Dalam keputusannya tamggal 3 Pebruari 1927 Hoge Raad telah

memberikan pertimbangan hukumuya sebagai berikut : 13°) .,

”Kerugiannys harus dianggap sebagai akibat daripada
perbuatannya yang timbulnya langsung dan seketika juga
bilamana akibat tersebut merupakan akibat- daripada
- prrbuatan yang dilaknkan yang secara layak dapat diharapkan
akan timbul -(indien zij het redelijkerwijze te verwachten

gevolg is)”.
Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara "De Haagsche

Post™ 131},
Dalam maialah mingguan tersebut telah diumumkan berita yang

125), Vollmar Yerbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 325.
126). Koster H.K, causaliteit en voorzienbaarheid, Rede Amsterdam 1962,

127}, Bloembergen A.R. Schadcver;,ocdmg bij onrechtmatige daad Miss Utrecht 1965
no. 116.

128). Koster loc cit. .

g

129). Rutten loc cit.
130), Hoetink op cit halaman 316.

131). Cremets op cit halaman 5% sub. B
Yollmar Verbintenissenrecht en bewijsrecht op cit halaman 326.
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tidak benar tentang situasi keuangan danpada suatu consern
besar.

Salah seorang memegang saham karenanya berpendapat bahwa
saham-sahamnya dalam waktu dekat tidak akan berharga lagi
dan memang benar saham-sahamnya mulai merosot harganya,
hal mana mungkin disebabkan karena -berita bohong tersebut,
maka pemegang saham tersebut telah menjual saham-sahamnya
dengan rugi akan tetapi kemudian setelah kebohongan berita
tersebut diketahui orang, harga saham-saham naik lagi.
Pemegang saham tersebut telah menuntut ganti kerugian pada
majalah tersebut akan tetapi sebagai pembelaan majalah tersebut
mengemukakan kerugian tersebut bukanlah merupakin akibat
langsung daripada pengumuman berita-berita bohong tersébut,
karena diantara perbuatan dan kerugian tersebut terdapat
perbuatan daripada pemegang saham sendiri, yakni penjualan
saham-sahamuya, yang tidaklah menjadi keharusan baginya
untuk . melakukannya dan karenanya adalah merupakan
perbuatan yang dilakukannya secara sukarela.

Maka majalah tersebut telah menyangkal adanya hubungan
kausal antara berita-berita dalam majalah tersebut dan kerugian
yang diderita oleh pemegang saham.

Hoge Raad dalam pada itu tefah menganggap adanya hubungan
kausal dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

"bahwa ‘toh kerugian yang diderita sebagai akibat daripada
penjualan pada waktu saham-saham tersebut untuk sementara
mengalami penurunan harga, adalah merupakan akibat
langsung dan seketika timbulnya (rechtstreeks en onmiddellijk
gevolg) daripada perbuatan yang dilakukan, karena
penurunan harga untuk sementara itu tidak hanya, bilamana
penjualan tersebut terpaksa dilakukan, tetapi juga, bilamana
penjualan tersebut sekalipun dilakukan. dengan sukarela,
merupakan akibat daripada perbuatan yang dilakukan (yakni
perbuatan pengumuman) yang secara layak (wajar) dapat
diharapkan akan timbul (het redehjkerwuzc te verwachten
gevolg). ‘

Ajaran tersebut telah dikuatkan dengan keputusan Hoge Raad

tanggal 28 Nopember 1948. 121},

Vollmar loc cit.
Onrechtmatige daad I op cit no. 322.

Kasusnya adalah :

Seorang notaris -telah secara. sadar membcnkan nasehat
(advies) yang salah mengenai keadaan hak kewarisan seorang
pewaris, yang menyebabkan pewaris tersebut telah menjual
di bawah harga hak  bagiannya dalam warisan kepada
saudaranya. Nampaknya peuyangkalan dengan meéngemuka-
kan, bahwa kerugiannya adalah disebabkan karena perbuatan
penderita sendiri yakni penjualan hak “bagiannya dibawah

harga, tidaklah dapat diterima, sedang dalam hal ini sebagai -

alasan dikemukakan bahwa kenyataan bahwa kerugiannya.
adalah merupakan akibat dari perbuatannya penderita sendiri
tidak menututup kenyataan, bahwa perbuatan ini dan dengan

"demikian kerugiannya adalah merupakan akibat daripada
tindak tanduk orang yang memberikan nasehat yang salah,
yang secara layak dapat diharapkan akan timbul.

Hingga tahun 1927 Foge Raad dengan penggunaan istilah
" akibat yang secara langsung dan seketika timbul” (rechstreeks
en onmiddelijk gevolg) agaknya menghubungkan akibat yang

dimaksudkan "dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata mengenai '
perbuatan melawan hukum dengan apa yang dltetapkan dalam -

pasal 1248 K.UH. Perdata 133),

Selanjutnya Hoge Raad selalu menggunakan istilah ' secdra layak-
dapat diharapkan” (redelijkerwijze te verwachten) dan istilah
dengan pengertian sejenis umpamanya voorzienbaar gevolg
(akibat yang timbulnya dapat diduga) dan sebagainya.
Selanjutnya perliiiidikemukakan bahwa unsur kemungkinan
(waarschijulijkhefds’ element)® yang menjadi dasar daripada.
adaequate theorig- !*4) ada kalanya merupakan ‘unsur
menentukan bagi %esalahan, tapi juga menentukan bagi sifat
melawan hukumnya,

Unsur kemungkinan yang berperan dalam ajaran adaequate
veroorzaking dapat pula berarti bagi sifat melawan hukum dan
juga untuk kesalahannya.

Dalam pasal 1365 K.U.M. Perdata maka syarat - kesalahan
dicantumkan dengan tegas karena penyelesaiannya dapat
dilakukan dengan menerapkan ajaran kesalahan,

133). Ibid halaman ne.’ 315, )
134}, Rutten Verbinissenrecht op cit halaman 460.

Onrechtmaltige daad I op cit no. 317,
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~ mempuriyai beberapa fungsi yakni :

/.

Bagi Ruften yang sebagaimana diutarakan pada halaman 91
diatas menganut pendapat bahwa ajaran adaequate adalah
" ajaran daripada pertanggungan-gugat (de aansprakelijkhieid)
maka persoalan tentang apakah  telah dilakukan perbuatan
melawan hukum, bilamana menyebabkan timbulnya akibat
material — seperti pelanggaran atas hak — merupakan perbuatan
melawan hukum, dipecahkan dengan penggunaan ajaran
kausalitas yang dikombinasikan dengan ajaran adaequate.

" Adapun mengenai unsur kemungkinan (waarschijnlijkheids
element) dapat dikemukakan, bahwa dari yurisprudensi dapat

ditarik kesimpulannya, bahwa unsur kemungkinan tersebut
‘ 135y,

.2). bahwa umsur-kemungkinan dapat membatasi pertanggungan-

" gugat dengan menggunakan adaequatie theorie.

b). bahwa unsur tersebut dapat juga memberi pembatasan
dengan penggunaan ajaran kesalahar. :

. ¢). bahwa ada kalanya unsur tersebut dapat menentukan sifat

melawan hukum. , _
Ini tidak hanya terjadi dalam delik-delik material, melainkan
juga dalam hal dipersoalkan tentang apakah perbuatan yang
dilakukan bertentangan dengan ketelitian yang harus diindah-
kan dalam pergaulan masyarakat digantungkan pada
persoalan apakah secara layak dapat didiiga akan timbulnya
kerugian bagi orang lain. .
Pembahasan-pembahasan di atas adalah mengenai perbuatan-
perbuatan dengan segi positipnya, dengan lain perkataan, bahwa
dengan . lain perkataan, bahwa dengan melakukan sesuatu
perbuatan telah dilakukan perbuatan melawan hukum. _
Di atas pada halaman12 dan berikutnya telah kami utarakan
bahwa istilah "daad” dalam .pasal 1365 K.U.H.Perdata
mempunyai segi positipuya dan segi negatipnya dan sebagaimana
. telah dikemukakan bahwa seseorang dengan diam saja, jadi tidak
‘melakukan sesuatu perbuatan sudah melakukan perbuatan
melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain.
Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa tidak berbuat'sesuatu
.hanyalah dapat disebut sebagai sebab dari pada sesuatu akibat,

bilamana menurut sesuatu norma orang berkewajiban melakukan -

. sesuatu. 13¢},

. 135). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman’461 dan 462.

136).‘ Rutten- Verbintenissenrecht op cit halaman 470,

. %"

SesExatu ketetapan bahwa kerugiannyaadalah merupakan akibat
d:'m' perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat
.diharapkan akan timbul (het redelijkerwijze te verwachten
gevolg), tidaklah mencakup. ketetapan, bahwa perbuatan
melawan  hukumnya adalah merupakan sebab adaequate
satu-satunya dari pada kerugiannya,

Untuk mempertanggung jawabkan si pelaku adalah cukup,
bahwa - perbuatannya adalah merupakan sebab adaequate.
.Beradanya lain-lain sebab adaequate paca umumhjra tidak
mempunyai pengaruh atas pertanggungan jawabnya.\

Hanya dalam dua hal beradanya lain-lain sebab adaequate
tersebut.. akan berpengaruh, yakni : ’

’ 1. I?ilémaua kerugian disebabkan karena perbuatan melawan
W hukum beberapa orang.
L, 2. bilamana kerugian juga disebabkan karena perbuatan
melawan hukum penderita sendiri. |

Rerta{zggungan-jawab beberapa orang.

ada kalanya perbuatan: melawan hukum -dilakukan oleh
beberapa orang, dalam hal mana timbullah persoalan

_.Feutang bagaimana cara pemecahan pertanggungan-
jawabnya,

Cukuplah kiranya seorang saja yang bertanggung-jawab,
?.tau_kah para pelaku bersama-sama dapat dipertanggung
Jawabkan atgukah masing-masing harus bertanggung-jawab
) sendiri-sendiri. '
Pertanyaan tersebut mudah dijawab, yakni bahwa para
pelal:cu bersama-sama harus bertanggung jawab, tapi bila
. demikian  halnya apakah para pelaku haris dibebani
pembayaran ganti kerugian yang sama besarnya. Ini adalah
tergantung dari besarnya kesalahannya masing-masing
.d§lam menimbulkan perbuatan melawan hukumnya..
Bilamana kerugian ditimbulkan karena perbuatan-
‘perbuatan yang melawan hukum dari beberapa orang,
maka masing-masing adalah bertanggung jawab “untu
- es..eluruha;lxxya terhadap penderita. 137), :

137). Ibid halaman 465.
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Dalam hal terdapat Beberapa pelaku . daripada perbuatan
melawan hukum, maka 133} . harus dibedakan antara dua

kemungkinan, yakni :
Kerugiannya adalah merupakan akibat .daripada satu

macain perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang:
Sekalipun beberapa perbuatan tersebut dilakukan oleh

beberapa orang bersama-sama, namun dalam hal ini tidak

harus mereka bekerja sama secara sadar, seperti haluya
dengan syarat yang harus dipenuhi dalam delik penyertaan
dalam hukum pidana.

Hoge Raad telah secara tegas menolak syarat bekerja sama
secara  sadar dalam hukum perdata, sebagaimana
ditegaskannya dalam keputusannya tanggal 4 Nopember
1955 139) dengan pertimbangannya antara lain sebagai
berikut :

“bahwa juga dalam hal kerugian adalah merupakan
akibat darrpada perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh lebih daripada seorang, maka masing-
masing dari mereka sebagaimana ditentukan dalam
pasal 1365 K.U.H. Perdata terhadap penderita: harus
* bertanggung jawab’ untuk keseluruhannya;-

bahwa karenanya si penderita dapat menuntut masing-
masing dari mereka untuk mengganti seluruh kerugian;
bahwa hal tersebut bagi orang yang dituntut
pembayaran ganti kerugxan adalah wajar, adalah karena
antara mereka yang berkewajiban membayar . ganti
kerugian timbul hak regres (regresrecht).

bahwa memang dalam hak menuntut tersebut, .risiko
atas ketidak mampuan seorang yang. bcrkewajlban
regres (regresplicht) dibebankan,k pada orang yang
memperoleh hak regres, akan tetapi hal demikian itu
lebih tidak memuaskan daripada keharusan penderlta
memikul risiko tersebut,

Hoge Raad telah mengcasseer (membatalkand) keputus-

an Rechtbank yang telah menyatakan masing-masing

pelaku bertanggung jawab untuk sebagian, karena tidak
adanya kerjasama secara sadar.

138). Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 321.
- 139}, Onrechtmatige daad I no. 354, -

<

Mika jelaslah kiranya bahwa.tiap-tiap pelaku terhadap
peiderita’ masing-masing . bertanggung jawab ~ untuk
keseluruhan kerugian, 24°)., '

Pelaku yang terlebih dahulu dituntut oleh penderita, tidak
. dapat mengajukan penyangkalan, bahwa penderita tidak

' v “mengalami kerugian, karena penderita masih mempunyai
. '_hak tagih pada lain-lain pelaku.

e

Apabila salah seorang pelaku telah membayar seluruh ganti
kerugian pada penderita, maka lain-lain pelaku dibebaskan.
Maka ketentuan bahwa semua pelaku bertanggung jawab
keseluruhaunya, - dapat - juga diterapkan bilamang para
pelaku telah melakukan perbuatannya secara terpisah satu
dari yang lainnya, jadi secara tidak sadar telah bekerja
sama.

. Pendapat yang dianut oleh yurisprudensi adalah sama

dengan rumusan pasal 1365 K.U.H. Perdata dan sesuai
puia dengan adaequate theorie.

Perbuatan melawan hukumnya dari tiap pelaku adalah
merupakan sebab adaequate daripada kerugian yang
ditimbulkannya dan karenanya ketentuan dalam pasal 1365
K.U.H Perdata dapat diterapkai.

-Setelah/ pembahasan tentang tanggung Jawab masing-
.masing pelaku, yakni bahwa ‘masing-masing pelaku

bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian maka perlu
dikemukakan bahwa pertanggungan-gugat dari masing-
masing pelaku sama sekali tidaklah merupakan

pertanggungan-gugat hoofdelijk atall pertanggungan-gugat
renteng sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1280

KX H Perdata. ™

"~Sebagaimana dapat diketahui dari uraian diatas, maka

sekalipun masing-fnasing pelaku ‘bertanggung jawab untuk

i keseluruhan kerugian, namun pertanggungan jawab

masing-masing pelaku atas kerugian yang timbul adalah
tergantung dari becar kecilnya kesalahannya dalam
menimbulkan kerugian  tersebut. Maka yang . telah
membayar ganti kerugiannya mendapat hak regres untuk
menuntut masing-masing pelaku lainnya menurut imbangan
~ dari kesalahannya masing-masing. .

140). Told no. 353, 354, 35, 356,




‘Karenanya dalam  hal perbuatan melawan hukum
pertanggungan jawab seorang pelaku disebut juga onechte
; hoofdelijkheid (tanggung renteng tidak muruni).
N ' . .
-.ad.2 /Kesalahan penderita sendiri._

Pebruari 1916 dengan pertimbangan sebagai berikut : LD

" Bilamana kerugian yang disebabkan oleh penderita sama
besarnya maka tidaklah melanggar ketentuan dalam palsal

1365 K.U.H. Perdata dengan memutuskan pembebanan
separuhnya’ dari ganti kerugiannya”.

Bilamana keruglannya ‘yarig disebabkan selain kareria
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang
lain, juga karena. kesalahan penderita sendiri, maka si
pelaku hanyalah berkewajiban untuk membayar’ sebagian
kerugiannya. : N

Telah menjadi yurisprudensi tetap sejak tahun 1916 bahwa
kesalahannya sendiri dari penderita akan menyebabkan
berkurangnya pertanggungan jawab si pelaku perbuatan
melawan hukum sedemikian rupa sehingga kedua-duanya
akan dibebani ganti kerugian menurut imbangan dengan
kesalahannya masing-masing.

Apakah yang dimaksudkan dengan "lkesalahan” dalam
rangkajan kata " kesalahannya sendiri”.

. Mengenai hal tersebut terdapat 6 pendapat :

1 kesalahan terhadap dirinya sendiri.
~ Penderita melakukan perbuatan melawan hukum -— dan
. bersalah — terhadap dirinya sendiri.
. < 2. kesalahan terhadap’si pelaku.
. .Penderita  melakukan perbuatan melawan hukum — dan
| - bersalah — terhadap pelaku perbuatan melawan hukum yang
dituntut ganti kerugian.
3. ke,salahax_l' adalah salah (schuld is fout).
Yang dimaksudkan dengan kesalahan dalam arti fout adalah

141). Hoetink arresten’ Burgerluk Recht op cit halaman 301.
Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 331,

- Onrechtmatige daad I no. 369 dan 370, -

. M1}, Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 467,

. lm

Hoge Raad telah mernjatuhkan keputusannya tanggal 4

_-bahwa penderita ikut melakukan kesalahan yaug disebabkan

juga oleh pénderita karena perbuatan yang salah yang tercela,

" 4, kesalahannya sendiri adalah risikonya seiidiri.

Kesalahannya sendiri adalah merupakan species daripada
. eigen risico.

S. sama-sama bersalah adalah sama-sama bersalah (mede schuld
is mede schuld). Kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan
dalam arti pasal 1365 K,U.H. Perdata.

.6. kesalahan sendiri adalah analog pada kesalahan biasa.

Sekalipun kesalahan -sendiri tidaklah sama dengan kesalahan

biasa namun toh adalah analog pada kesalahan biasa.

Maka kesalahan sendiri hendaknya dibedakan daripada
perkenaan dan penerimaan risiko (risico aanvaarding).
Bild'terdapat kesalahan sendiri (eigen schuld) daripada penderita
dalam perbuatan melawan hukum yang menimpa dirinya, maka
pertanggungan jawab sipelaku perbuatan melawan hukum dan
penderita sendiri akan ditentukan seimbang dengan kesalahan
masing-masing.
Dapatlah terjadi bahwa penderita yang telah melakukan
kesalahan sendiri dapat.pula menerapkan dasar-dasar pembenar
'\ atau dasar-dasar peniadaan kesalahan,
j Akan tetapi sebaliknya dapat pula terjadi, bahwa karena
/ penderita sendiri bersalah pula dalam perbuatan melawan hukum
yang menimpanya, maka kesalahan daripada pelaku yang
bertanggung jawab. atau sifat melawan hukumnya dihapuskan.
Yang dimaksudkan dengan kesalahan dalam istilah kesalahan
k_endm adalah perilaku yang tercela (laakbare handeling).
Maka juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tecela dari
penderita dapat diterapkan adaequate theorie. 342) . Maka
dalam hal ini kerugiannya haruslah merupakan akibat daripada
perilaku penderita yang secara wajar dapat diharapkan timbul.

]
H

142). Rutten Verbintenissencecht op ‘clt halaman 470,
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TUNTUTAN TUNTUTAN YANG DAPAT DIDASARKAN '

PADA PASAL 1365 K.U.H. PERDATA

Pasal 1365 K.U.H. Perdata membenkan kemungkman beberapa
jenis penuntutan yakni antara lain :

" 1. ganti kerugian atas Kerugian dalam bentuk uang.:
2. ganti kerygian atas kerugian dalam bentuk natura atav
peugembalian keadaan pada keadaan semula. '
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilaku¥an adalah berslfat
melawan hukum,
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
14])
: 6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah
L diperbaiki.

- Pembayaran ganti kerugian tidak selalu ‘harus berwujud. uang.
Hoge Raad dalam keputusarinya tanggal 24 Mei 1918 telah
mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula ddalah
merupakan pembayaran ganti-kerugian yang paling tepat. 144) .,

Memang mwg\aﬂw _dalam_pasal 1365 K.U.H.
Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penidérita
pada- keadaan semula !4%) setidak-tidaknya pada keadaan yang
mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan
hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yaug
kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti- kerugian dalam
bentuk .uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan
~nilai yang equivalent saja.
 Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang untuk
meminta penggantian natura.

143). Onrechtmatige daad II no. 179, 182.
Veegens Mr. J.D. en Oppenheim Mr. A.§. Schets van het Nederlands Butgeriijk
Recht halaman 136.

144), Hofmann Verbintenissenrecht ‘op cit halaman 269. ‘
Volimar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 334,

145). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 470,
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Selam datripada haknya untuk meminta gantl-keruglan atau untuk
menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in mtegrum),
maka penderita berwenang untuk mengajukan.lain-lain tuntutan, “yakni
umpamanya untuk menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa
perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan
melawan hikum, _ ‘

Dalam hal ini penderita  dapat juga mengajukan tuntutan
kehadapan Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan
declaratojr  tanpa menuntut pembayaran ganti-kerugian,

" Demikian. juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negerl

menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan
perbuatan melawan hukum lagi di kemudian hari,

Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan umntuk
mengembalikan keadaan pada keadaan semula, maka si pelaku
tersebut dapat dikenakan uang paksa 146} .

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulati
beberapa tuntutan sekaligus dengan ketentuan, bahwa sesuatu
pembayaran ganti-kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti
kerugian sekaligus, yakni tidak dapat dituntut pengembalian ‘kea@aan
pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang..

Maka jelaslah kiranya bahwa telah menjadi yurisprudensi yang
tetap dari Hoge Raad bahwa ganti kerugian dapat juga berupa sesuatu -
yang lain daripada sejumlah uang, yakni dapat berupa pengembalian
pada keadaan yang tidak melawan hukum (meniadakan keadaan yang
telah ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum) 47) .

Mengenai ini Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 17
Nopember 1967 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

"bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk
membayar ganti kerugmn sejumlah. uang kepada penderita atas
keruglau yang dxtlmbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal
si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut
sudah pantas, dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi
‘lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya’;

Pembuat undang-undang telah meletakkan ketentuan umum
dalam pasal 1365 K.U.H, Perdata *4%) yakni bahwa pelaku suatu

146). Rutten lbit halaman 471.
Vollmar loc cit.

147), Onrechtmatige daad Il op cit no. 183,
148). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 472.
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perbuatan melawan hukum -bertangguug jawab atas kerugian yang
ditimbulkannya, akan tefapi di samping itu terdapat banyak
ketentuan-ketentuan lainnya yang mengakibatkan tuntutan berdasar-
kan perbuatan fnelawan hukum dalam hal yang khusus. '

Contoh :
Wanprestasi (pasal 1243 K.U.H. Perdata), penipuan (pasal 1328

K.U.H. Perdata), actio Pauliana (pasal 1341 K.U.H. Perdata),
pembunuhan (pasal 1370), melukai (pasal 1371}, penghinaan
(pasal 1372), peniberhentian secara melawan hukum (pasal 1603 nl).

Acapkali dipersoalkan apakah dalam hal terdapat perbarengan

(samenloop) daripada ketentuan umuini dalam pasal 1365 K.U.H.

: Perdata dengan ketentuan-ketentuan khusus tersebut, ketentuan umum

harus diabaikan ataukah ketentuan khususnya membiarkan berlakunya

ketentuan umum tersebut. : ‘ :

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Meyers dalam Annotasinya

dibawah keputusan Hoge Raad tanggal 16 Desember 1932 147) yaug
memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut : o

" Pasal
penderita berdasarkan perbu
tuntutan lain berdasarkan persetujuan

pasal 1452). _ .
Si penderita dapat memilih antara lebih dari satu tuntutan. Ini

tidaklah berarti bahwa akibat hukum dari tuntutan ex pasal 1365
" dan yang berasal dari hukum persetujuan tidaklah sama”.

Maka menurut Meyers tidaklah dapat dilakukan pemecahan yang
sama bagi segala persoalan perbarengan tuntutan, melainkan
berdasarkan maksud daripada ketentuan khusus harus diputuskan
apakah ketentuan khusus tersebut akan meniadakan ketentuan umum-
nya ataukah ketentuan khusus tersebut disamping ketentuan umum

‘, _berlaku bersama-sama. _
. : (  Hoge Raad telah memutuskan bahwa untuk wanprestasi pada

atan melawan hukum dapat mengajukas
(i.c. karena peunipuan ex

} umumnya tidak dapat dilakukan tuntutan ex pasal 1365
K.U.H.Perdata tapi tuntutan ex ‘pasal 1365 K.U.H.Perdata tersebut
dapat digunakan dalam hal terjadinya penipuan atau pelanggaran ex
pasai 1341 K.U.H. Perdata (Pauliana). ' o

Tidaklah dapat disangkal bahwa

AN

—

\,
~

sesuatu *3¢) perbuatan

149). Rutten loc cit.
Cremers Burgerlijfk Weboek op cit helaman 593.

150). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 293 dan 2%,

oo ol

1365 dan berikutnya dapat. diterapkan sckalipun si

L

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1341 K.U.H.Perdata

" juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam keputusann .
. ya tanggal 28 Juni 1957 Hoge R
d
;:.t:lrgpi;';unl;gngkan bahwa kenyataan, bahwasanya segorarlga aki'e:i?tzt;
berdasark}::l p;ns:IIxulx;t:f Kpémbatalan sesuatu perbuatan hukum
pasal age K,U,H,Pérd'ata,. H.Perdata tidak men‘iadgkan;‘ pencfé;ign
Telah menjadi penda -
] pat umum bahwz pasal- i
] ; pasal-pasal 1370 (me
pembunuhan), pasal 1371 (melukai) dan pasal 1372 (pengﬁ;:lg;;na)l

menutup kemungkinan penerapan pasal 1365 K.U.H.Perdata

daﬂpie;:am Pe;Puatan melawan hukum yang mempunyai ciri-ciri
unsur pen ﬁ?ng inaan, yang.akan tetapi dalam mana tidak terdapat
mt kp ighinaan yang tidak boleh tidak harus ada miemberik y
intuk mengajukan tuntutan berdasarkan 1 ¢ memberikan hak
151y, , pasal 1365 K.U.H.Perdata.
P N
idak apdai:ultmclic:;:{ad is;eg:;;ksesu;tu perhuat_an yang dianggap sébagai
pasal 1365 KUH Perdata. an dengan menerapkan ketentuan dalam

15

1). Rutten Ibid halaman 546.
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SCHUTZNORM THEQORIE ATAU AJARAN R,ELATIVJTAS :

Schutznorm theorie mengajarkan, bahwa 'perbuatan yang
] bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan
~ hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggung-jawabkan
/ atas kecugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana
.-‘ norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melmdungi penderlta
~ dalam kepentingannya yang dilanggar 152) .
Hoge Raad sejak keputusannya tanggal 25 Mei 1938 telan
menganut- dan menerapkan Schutznorm theorie atau yang dlsebut
ajaran relativitas.

Selanjutnya Hoge Raad menjatuhkan keputusan tanggal 24

Januari 1930 yang dikenal dengan nama " brandstichtings arrest”,
Keputusan tersebut telah dijatuhkan dalam perkara sebagai berikut :

Seorang suami istri telah kawin dengan pencampuran harta. Si
" $uami menjabat sebagai pembantu opsir tentara. Sewaktu si suami
berada ditempat kerjanya, maka si istri lalu membakar rumahnya,
hal mana dilakukannya tanpa sepengetzhuan dan tanpa seidzin
suaminya.
Maskapai pertanggungan yany dituntut ganti kerugian, telah
menolak memberikannya, karena menurut Maskapai pertanggung-
an, Maskapai berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian karena
perbuatan melawan hukum pada istri dengan menggunakan
kompensasi. Dalam hal ini pasal 284 K.U.D. tidak akan dapat
diterapkan, karena perkawinan dengan pencampuran harta akan
menyebabkan si suami tidak akan dapat mengajukan tuntutan
pada istrinya dan karenanya tidak akan terjadi tuntutan dengan
subrogasi.
Akan tetapi Hoge Raad telah menolak pembelaan tersebut sebagai

pembelaan yang mempunyax dasar, Menurut Hoge Raad maskapai

tidak dapat menuntut si pembakar rumah tersebut berdasarkan
perbuatan melawan hukum, karena kaidah yang dilanggar itu

152), Rutten Ibid halaman 473 dan 474,
Cremers Burgeslijk- Wetboek op cit halaman 591.
Yallmar Verbintenissen en bewjsrecht op cit halaman 321,
Pitlo Verbintenissenrecht op cit halaman 229 dan 230,
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tidak bertujuan uatuk melindungl  kepentingan yang di-

‘langgar, yang dibuat dasar oleh si pendnggung untuk mengajukan

tuntuta_nnya '

Hoge Raad selanjutnya mempertimbangkan, bahwa persetujuan
pertangpungan tidak meletakkan kewajiban pada pihak ketiga,
yakni. istri opsir pembantu terscbut, agar menjauhkan diri
daripada perbuatan dengan. mana berdasarkan persetujuan
maskapai akan harus membayar sejumlah wang. Kemudian Hoge
Raad dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1935 telah memberlkan
keputusan dalam perkara sebagai berikut :

” Walikotamadya dari Cuyk telah menolak untuk meiigambil
sumpah seorang karyawan. Katyawan tersebut dengan
demikian tidak dapat melalukan tugasnya dan karenanya pula
tidak dapat menerima gaji bulanannya.
Sebagaimana telah diungkapkan diatas maka isi keputusan
Hoge Raad telah menyatakan, bahwa kewajiban dari
Walikotamadya untuk mengambil sumpah seorang karyawan-
nya tidaklah terutama dimaksudkan- untuk melindungt
kepentingan pegawai tersebut, akan tetapi penolakkannya
‘untuk mengambil sumpah tersebut telah secara langsung
melanggar kepenfingan pegawai tersebut dan karenanyalah
maka kepentingau tersebut mendapat perlindungan dalam
peraturan undang-undang, sehingga peunolakan dari Walikota-
madya juga merupakan perbuztan melawan hukum terhadap
pegawali tersebut.
Schutznorm theorie berasal dari Jerman dan diintrodusir di Negeri
Belanda oleh Gelein Vitringa yang menolak pendapat, bahwa scbagai
dasar daripada tuntutan ex pasal 1365 K.U.IL. Perdata adalah cukup
bila dapat dibuktikan, bahwa kerugian telah ditimbulkan oleh per-
buatan melawan hukum. —
Para penganut ajaran Schutznorm berpendapat bahwa selainnya ha-(
rus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, juga harus J
adanya hubungan antara 51fat melawan hukum daripada perbuatannya
dan kerugian. : : e
Hubungan yang terakhir ini tidaklah merupakan hubungan causal, ka- L
rena sifat melawan hukum bukanlah ‘merupakan peristiwa, melain-.)
kan merupakan kws tas. Tk
Telders menyebut"_'hubungan terscbut, yakni hubungan antara sifat “{\¥
melawan hukum danpdda perbuatannya dan kerugian scbdga; h- j
bungan normatief (siormatief verband).
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Pada sébelum perang dunia II Hoge Raad mengenai ajaran

relativitas telah menjatuhkan keputusan tanggal 11 Maret 1937
153} | dalam keputusan mana Hoge Road mempertahankan
pendirian bahwa juga pada kaidah-kaidah tidak tertulis syarat
relativitas harus juga didalilkan dan harus diteliti untuk
perlindungan kepentingan siapakah norma tersebut
dimaksudkan, dengan keputusan mana sekall lagi terbukti,
bahwa Hoge Raad = agaknya cenderung untuk membatasi
suasana- perlindungan daripada sesuatu norma secara luas.
Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara dalam kasus
sebagail berikut :
" Seorang komisaris sebuah N V. telah memberikan keterangan
yang sangaf. menguntungkan mengenai N.V. tersebut pada
wakil daripada sebuah maskapai penanaman modal, atas dasar
pemberitaan mana maskapai tersebut telah membeli
salflam-saham daripada N.V. tersebut dengan koers 100%,
sedang sebentar kemudian dalam wakiu singkat saham-saham
N.V. tersebut telah merosot harganya hingga nol".

Hoge Raad telah mempertimbangkan sebagai berikut :

”Bahwa komisaris tersebut telah melakukan perbuatan yang
bertentangan.dengan kaidah lalu lintas yang tidak tertulis.
Bahwa seorang komisaris sebuah N.V. tidaklah bebas untuk
secara sadar memberikan keterangan- keterangan yang tidak

* dapat dibenarkan mengenai segala sesuatu dalam N.V. tersebut
kepada pihak ketiga, pemberian keterangan- kcterangan mana
tidak dapat diartikan secara lain daripada sebagai dorongan
untuk membeli saham-saham dari N.V. tersebut.

'Bahwa norma sedemikian itu tidak hanya dimaksudkan

* mélindungi pihak ketiga, yang telah menerima penjelasan-
penjelasan tersebut, akan. tetapi juga untuk lingkungan
brang-orang yang lebih luas, dalam mana termasuk badan,
yutp dengan pevariaraan pibak ketiga tersebul telah ikut serta
dalam lalu lintas sebagai wasit-wasit mereka,

kerugian- yang ditimbulkan karena perbuatannya bilamana
norma yang dilanggarnya itu dimaksudkan untik melmdungx
penderita dalam kepentingan yang terlarang tersebut.

Dengau contoh kiranya hal tersebut akan menjadi lebih Jelas

1. Seorang yang memiliki hutan telah menebang pohon-pohon dalam

hutan tersebut tanpa memiliki idzin untuk itu. Pemilik sebuah hotel
yang berdekatan dengan hutan tersebut telah menderita kerugian
yang disebabkan karena hilangnya scbuah-lapangan rekreasi.
Dengan penerapan secara otomatis pasal 1365 K.U.H. Perdata,
maka orang akan dapat menjelaskan sebagai berikut :

Dengan perbuatan pemilik yakui dengan menebang pohon-pohon,

. penguasa Hotel mengalami kerugian. Perbuatan tersebut -adalah

bertentangan dengan undang-undang dan karenanya melawan
hukum, karenanya si pemilik harus membayar ganti kerugian.
Menurut Schutznorm theorie maka ia tidak” berkewajiban memberi
ganti kerugian, karena norma yang dilanggar -justru merupakan
eksploitasi tanahnya yang dapat dipertanggung-jawabkan dan
adalah bertujuan untuk mengatur persediaan kayu, akan tetapi
tidak bertujuan memberi perlindungan pada kepentingan orang-
orang yang betempat ‘tinggal sekitarnya dengan mempertahankau
keindahan alam.

. Seorang telah melakukan praktek kedokteran tanpa ‘metniliki

kewenangan untuk itu, karena mana para dokter yang bertempat
tinggal ditempat tersebut mengalami penyusutan prakteknya.
Sekalipun perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut adalah
bertentangan ‘dengan undang-undang dan karenanya "adalah
melawan hukum, maka para dokter yang dirugikan itu ‘bukannya
karena perbuatan tersebut memperoleh hak untuk ‘menuntut .ganti
kerugian, karena norma yang dilanggat adalah dimaksudkan untuk
melindungi kesehatan rakyat dan bukannya untuk melindungi
kepentingan-kepentingan materiil para dokter tersebut (Hoge Raad
tanggal 17 Januari 1958).

Schutznorm theorie (ajaran relativitas} berpangkal haluan pada
relativitas daripada perbuatan melawan hukumnnya, dalam arti, bahwa
sesuatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh A dapat merupakan
perbuatan yang melawan hukum bagi B, akan tetapi tidak bagi C.
Kriterium daripada ajaran relativitas tidaklah terletak dalam persoalan .

Schutznorm theorie pendeknya dapat dlgambarkan sebagzu
berikut : 154},

" Seorang yang melanggar suatu kaidah hukum dan karenanya
telah berbuat secara melawan hukum, aftan harus mcnggautl

‘apakah perbuatannya yang melawan hukum terhadap. orang yang

},53J; Cremeérs Burgerlijfk Wetboek op cit helaman 592 dibawah sub.- c.
dirugikan, melamkan kriteriumnya adalah apakah:normanya, karena

Onrechtmatige daad I op cit no. 128,
134). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 474,
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f mana perbuatannya menjadi melawan hukum, dimaksudkan untuk
+ melindungi kepentingan si penderita yang telah dilanggar.

Rutten 1*%) menyatakan, bahwa Hoge Raad telah secara tepat
mesnerima dan menerapkan Schutznorm theorie yakni antara lain
sebagaimana dalam- keputusannya tanggal 25 Mei 1928 ¥5%)
dipertimbangkannya sebagai berikut : ' -

Penentuan tentang pencabutan hak tanpa melaksanakan pasal 12

undang-undang pencabutan hak (onteigeningswet) bukanlah
merupakan perbuatan melawan hukum, karena maksud dari pada

ketentuan ini bukannya untik melindungi pemilik terhadap'

kerugian yang timbul dari peneniuan tentang pencabutan hak,
‘melainkan untuk melindunginya terhadap pembebasan yang
melawan hukum dari pemilikannya.

Berlakunya peraturan ini adalah terbatas sampai perlindungan itu
saja.  Dengan tidak melaksanakannya tidaklah akan membawa
akibat hulkum lainnya daripada bahwa pemilik sekarang tidak
dapat dicabut barangnya”.

Sekalipun Meyers menentang penerapan ajaran reIatip tersebut,
namun toh Meyers tidak keberatan atas penerapan ajaran relativitas
tersebut terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Penguasa (administrasi) dan demikian halnya dengan Scholten.

Ajaran Schutznorm bertujuan untuk mencegah jangan sampai
pertanggungan gugat berdasarkau pasal 1365 akan diperluas sceara tak
wajar.

e Kalau orang hanya harus menehtl apakah syarat yang diatur

dalam pasal 1365 telah terpenuhi, maka akan timbul bahaya, bahwa

tuntutan kerugian nantinya akan dikabulkan untuk hal-hal yaug'

sesungguhnya adalah salah, yakni dalam hal-hal dimana memang

benar terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugiannya,
| akan tetapi dalam mana secara kebetulan hanya terdapat hubungan
- antara sifat melawan hukumnya dan kcruglannya -jadi. hanya terdapat

* hubungan normatip secara kebetulan saja. .
,f Selanjutnya Schutznorm _theorie tidak hanya mengenal
A kaidah-kaidah hukum dalam undang-undang saja, namun juga
| |_mengenai kaidah-kaidah hukum tidak tertulis. ‘

- 155). Rutten Ibid halaman 475 dan 476.
: Cremers Ibid halaman 591.

156). Onrechtmatige daad I Ibid.
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Maka menurut Ruotten Hoge Road telah secara tepat meunerapkan
ajaran relativitas pada norma zorgvuldgheid (norma hati-hati) yakni
antara lain dalam arrestnya tanggal 11 Maret 1937 137) sebagaimana
yang kami ungkapkan pada halaman 108 di. atas. ' P
Adapun mengenal pelanggaran atas hak orang lain timbul suatu l !
kesulitan., Dalam formula sifat melawan hukum (onrechtmatig heids
formula) dari keputusan tahun 1919 pelanggaran atas hak tidak di j
formuleer sebagai pelanggaran kaidah seperti halnya dengan ketiga ~

.knterla lainya, 159),

Karenanya maka Schutznorm theorie hanyalah dapat d:terapkan
pada suatu kaidah yang telah dllanggar oleh pelanggaran hak (rechtsm
breuk).

Akan tetapi’ Rutten berpendapat bahwa mengenai pelanggaran hak
tidak diperlukan ajaran Schutznorm.

Pelanggaran atas hak orang lain menurut perbuatannya (ipso facto)
hanyalah melawan hukum terhadap orang yang haknya 1!anggar

Dalam keputusannya tanggal 14 Maret 1958 1%9) Hoge Raad telah

mempertimbangkan sebagai berikut :

"Kerusakan kabel-kabel elektris karema terjungkalmya kapal
terbang dari angkatan udara militer Belanda menyebabkan
timbulnya kerugian perusahaan karena listrik padam. Memang
hanyalah orang pembawa hak yang-dapat mengeluh mengenai
pelanggaran atas sesuatu hak karena kesalzhan, akan tetapi hal
itu tidaklah berarti bahwa Hof telah secara salah memutuskan,
bahwa negara dalam peristiwa tersebut harus mengganti kerugian
yang diderita oleh penggugat. Orang atau orang-orang untuk siapa
negara bertanggung jawab dengan menyuruh melakukan
duikvlucht dengan cara secbagaimana yang diuraikan dalam arrest
tersebut, telah melakukan perbuatan bertentangan dengan sikap
hati-hatj yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat
mengenai kepentingan daripada mereka yang ditetapkan untuk
mengalirkan aliran listrik pada pipa dengan tekanan aliran tinggi.

Schutznorm theorie dapat diterapkan baik terhadap perbuatan
dan orang biasa maupun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh
penguasa. Dalam keputusannya tanggal 23 Nopember 1939 Hoge Raad

157). Cremers op cit halaman.592.
158). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 477.
159). Onrechtmatige daad 1 op cit no. 129.
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berkehendak antara lain untuk membedakan norma-nerma instruksi
\ {instruksinormen) dari norma jaminan (waarborgnormen). Menarut

| pembedaan "yang berasal dari hukum administrasi maka undang-

undang administratif  disebut instruksinorm, bilamana pembuat
\ undang undang bermaksud h'mya hendak memberikan instruksi pada

penguasa dan disebut waarborgtiorm, bilamana pembuat undang-
. undang berkehendak memberikan jaminan pada hak seseorang preman
\_ terhadap penguasa.

Selanjutnya sekalipun banyak yang mengajukan keberatan terhadap

ajaran relativitas, namun tidak satupun yang berpengaruh

m

- BAB IV
TANGGUNG-GUGAT (AANSPF{AKELIJKHEID)

) Pengertlan.lstllah !’tanggung-gugat untuk meluklskan adanyd
aansprakelijkheid adalah untuk lebih mengedepankan- bahwa- kdrena
adanyd tanggung-gugat pada seorang pelaku  perbuatan melawen
hukum, maka si pelaku harus bertanggung Ja'vab atas perbuatannya

_ dan karéna pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut haros

mempertanggung jawabkan perbuatannya  dalam gugatan yanug
diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.
Sesungguhnya istilah yang lebih populer dan telah diterlma oleh
masyarakat adalah pertanggungan jawab.
Karenanya maka dalam buku ini kedua istilzh tcrsebut yaknl
pertanggungan-jawab dan- tanggung-gugat atou pertanggungen-gugat
akan digunakan secara berdampingan dalam arti yang sama puls
tanpa mendahulukan yang satu daripada yang lainnya.
Al.Tanggung-gugat [aansprakelijkheid] untuk kerugion yang disebab-
kan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. _
Dalam perpustakaan Indonesia hanya terdapat beberapas buah
buku . tentang perbuatan melawan -hukum yang ditulis khusus olel

. orang Indonesia dalam bahasa Indonesia.

Buku-buku tersebut kiranya jauh belum dapat mencukupi
kebutuhan akan pengetahuan tentang perbuatan melawen hulsun,
sedang perbuatan-perbuatan melawan hukumnya tidek terhitung lagl
banyaknya,

Sesudah perumusan yang luas, yang ditclurkan oleh Hoge Raad dalam
keputusannya tanggal 31 Januari 1919 maka tidaklah scsukar duly,
yakni tepatnya sebelum keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
tersebut, untuk memberi penilalan pada sesuatu perbuatan, apakeh
per“buatan tersebut merupzkan perbuatan melawan hukum atau bukan. '
Kalau buku-buku tentang.perbuatan melawan hukum dj Indonesta

" dapat dikatakan hampxr-hampir tidak ada, maké pembehasan tentang

tanggung-gugat/pertanggungan-jawab Khususnya ates perbuatan’ orang
lain memang tidak ada sama sekali.

Dalam buku Prof. Mr. Dr: R. Wirjono Prodjedikero *#°) hanya
secara sepintas lalu saja dikemukakan pembahasan tentang pasal 1367
K.U.H. Perdata,

160).. ergono Prodjedikoro Prof. Mr, Dr, R. Petbustan melangger hukum h&Lmn &0,
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Muka. semogalah kiranya penyajian kami dalam buku ini akan dapat
memuaskan para pihak dan semogalah bermanfaatlah -dalam
pemecahan persoalan tentang pertanggungan-jawab seseorang atas
perbuatan orang lain.

Pasal 1367 K.U.H. Perdata ayat 1 memuat ketentuan sebagai
berikut :

" Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya -sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan orang-orang
yang menjadi tanggungannya, gtau yang disebabkan oleh barang-
barang yang berada dibawah penguasaannya’.

Orang tua dan wali’ bertanggung-jawab tentang kerugian yang di

sebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka )

dan terhadap slapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau
wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-
bawahan mercka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-
orang tersebut dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung-jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang me-
reki selama wakiu  orang-orang ini berada di bawah penpawasan
mereka.

Tanggung-jawab yang disebutkan di atas berakhir jika _orang-grang
tua wali, gumu sckolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan
bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka
sedianya harus bertanggungjawab itu.

Dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 1367 K.U.H. Per_data. 1513
\. dapat diketahui adanya dua jenis pertanggungan-gugat, yakni :

AA. pertanggungan-gugat untuk perbuatan orang lain,
i AB. pertanggungan-gugat yang gdisebabkan karena barang-barang
! yaug berada dibawah pengawasaauya.

Jenis pertanggungar-jawab yang terakhir ini diatur lebih lanjut
dalam pasal 1368 dan pasal 136% K.U,H. Perdata yang masmg-masmg
memuat ketentuan sebagai berikut :

161). Vollmar Verbintenissenrecht en bewijstecht op cit halaman 385,
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Pasal 1368 K.U.H. Perdata :
" Pemnilik 'seekor binatang atau siapa saja menggunakannya adalah
selama binatang itu digunakannya, bertanggung-jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang
itu berada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau tetlepas
dari pengawasannya’’.

Pasal 1369 K.U.H. Perdata :

" "Pemilik sebuah gedung adalah bertanggungsyjawab tentang
Kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung itu seluruh-
nya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeli-
haraannya, atau karena sesuatu czcad dalam pembangunan, atau
tataannya”.

. Jelaslah bahwa dengan pasa[ 1367 K. U.H, Perdata telah dimulai

pembahasan lanjutan tentang hal-hal yang khusus tentang perbuatan

melawan hukum. .

Mengenai hewan dan gedung yang dalam pasal 1367 K.U.H. Perdata

disebut benda-benda (zaken) %) pasal 1367 K.U.H. Perdata tersebut

. adalah merupakan pendahuluan bagi pasal-pasal 1368 dau 1370

- K.U.H. perdata tersebut diatas. -
Dalam hal ini Hoge Raad tidak menggunakan gjaran gevaarzetrmg

163) yakni yang mengajarkan bahwa barang siapa dalam lalu lintas

masyarakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbesar

bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan

pertanggungan-jawab yang lebih besar dan sepadan pula, sebagai dasar

- pntuk pertanggungan-gugat dalam hal-hal yang diatur dalam pasal

1368 dan 1369 tersebut.

" Yang lebih penting mengenai pasal 1367 K.U.H. Perdata tersebut

. adalah yang mengatur pertanggungan-jawab orang-orang. Dalam ayat

- kedua, ketiga dan keempat, diatur pertanggungan-jawab mengena:

" polongan orang-orang tertentu.

Ajaran yang diunut umum menyatakan bahwa susunan golongan

" orang-orang dalam pasal 1367 K.U.H. Perdata tersebut adalah

merupakan penyusunan yang limitatip (limitatieve opsomming).

Pitlo tidak dapat  menyetujui. Menurut Pitlo maka dalam

prakieknya timbul kebutuhan akan pertanggungan-jawab yang lebih

luas lagi bagi orang-orang yang berada dalam pengawasannya daripada .

162). Pitlo Verbintenissen op cit halaman 241.

163). Vollmar Verbintenissen en bewifsrecht op cit halaman 344,
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apa yang ditimbolkan oleh ketentuan-ketentuan mengenai ketiga
golongan orang-oraung tersebut. :

Sesungguhnya naskah ketentuan tersebut tidak perlu, karena
kiraniya sudah jelas bahwa orang harus bertanggung-jawat? atas
sescorang yang menjadi tanggungannya, demikianlah Pitlo selanjutnya.
Seorang jururawat daripada seorang yang salah ingatan harus
bertanggung jawab atas pasiennya yang bertempat tinggal padanya.
Demikianlah menurut pendapat Pitlo, kesalahan merupakan dasar
yang lebih kecil daripada ajaran  gevaarzefting (ajaran tentang
kemungkinan menanggung timbulnya kerugian).

L — ee—— R P - . . .
A.A. Pertanggungan-gugat untuk kerugian yang  disebabkan karena
peérbuatan melawan hukum orang lain.

*Pasal 1367 K.U.H. Perdata tersebut, membedakan 3 (tiga) golongan

orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang
menimbulkan kerugian pada lain-orang.

1, golongan orangtua dan wali yang harus bertanggung-jawab atas
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anak belum
dewasa, yang tinggal pada orang tua tersebut, sedang orangtua
tersebut melaksanakan kekuasaan orangtua atau wali atasnya.

2. golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain
untuk mewakili urusan-urusan mereka, golongan mana harus
bertanggung-iawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-
pelayan .dan juga bawahannya dalam melakukan pekerjaan mc_:rcku
masing-masing untuk mana mereka diangkat.

.3. golongan guru sekolah dan kepala tukang yangharus bertanggung:

jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-
tukang mereka sclama waktu mercka berada di bawah pengawasannya.

‘Dengan ketetituan dalam ayat pertama pasal, 1367 K.U.H. Perdata
yang secara umum menentukan, bahwa set'igg orang tidak ' saja
bertanggung-jawab- atas kerugian- yang limbul [ 'kerena perbuatannya
sendiri, tapi juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan
orang lain maka timbullah beberapa persoalan yakni :

1. apakah ketentuan dalam ayat pertama tersebut merupakan keten-

tuan pendahuluan bagi ketiga ayat berikutnya.
2. atau adakah selain ketiga golongan orang dalam ketiga ayat tersebut
terdapat golongan lain orang yang tidak disebut secara tegas dalam
- ketiga ayat tersebut yakni :
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a). apakah seorang suami harus bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum istrinya.
Dalam hal ini bila suami istri tersebut telah kawin dengan
pencampuran harta tidak akan mendetangkan kesulitan, Akan
lebih sulit kiranya bilamana mereka kawin dengan harta terpisah.

b). apakah seorang kurator harus bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkan oleh seorang gila. '

.¢). apakah seseorang akan harus bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkan oleh seorang yang disuruhnya melakukan
perbuatan, padahal diketahuinya bahwa orang yang disuruhnya
itu sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara-cara
melakukannya, umpamanya scorang tukang sepeda yaug hanya
tahu membersihkan sepeda disurzhnya membersihkan pistol,
sehingga karenanya menimbulkan kecelakaan,

Dari rumusan ayat pertama dari pasal 1367, K.U.H.Perdata tidak dapat
diketahui dengan pasti apakah persoalan-persoalan sebagai mana
diutarakan diatas dilindungi oleh ketentuan dalam ayat 1tersebut.
Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 28 Januari 1859 264} yang
mempertimbangkan antara lain sebbagai berikut : o
"bahwa sekalipun pasal 1367 K.U.H.Perdata selanjutnya
menetapkan orang-orang untuk siapa orang harus bertanggung
jawab, namun penunjukan sedemikian itu mengenai barang yang
berada dalam pengawasannya tidaklah terjadi’’.
telah memutuskan bahwa isi daripada pasal 1367 K.U.H.Perdata
adalah disusun secara limitatip dalam arti, bahwa ayat pertama dari

" pada pasal fersebut tidak membebankan pertanggungan-jawab selama

dalam ayat berikutnya tidak diberikan ketentuan-ketentuan lebih
lanjut, o

Ayat pertama dari pasal 1367 K.U.H.Perdata yang dengan
demikian adalah mengenai pertanggungan-jawab atas perbuatan orang
lain tidak lain hanyalah merupakan pendahuluan umum terhadap
ayat-ayat berikutuya. Ketentuan, bahwa orang bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkan oleh flain orang atas siapa orang tersebut
bertanggung jawab 165) adalah sama sckali tidak jelas karena sifat
tautologis (pengulangan sesuatu yang sama yang tidak perlu) dalam

rumuszgiitpasal tersebut.

164). Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 387.
‘Onrechimatige dasd IV no. 76.

165}, Loc cit no. 74,
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Sebagian besar sarjana antara lain Diephuis, Hofmann, van
Brakel, Asser, Rutten - dan lain-lain menganggapnya sebagai
pemberitaan semata-mata daripada peraturan-peraturan pertang-
gungan-jawab yang diatur selanjutnya dalam pasal tersebut. :
Mengenai hal tersebut Rutten 166) menyatakan bahwa doctrine yang
berkuasa berpendirian bahwa ayat pertama adalah merupakan awal
daripada ayat 2 berikutnya dengan pengertian, bahwa dalam hal-hal
dalam mana orang bertanggung-jawab atas perbuatan melawan hukum
dari pada lain orang, telah disusun secara limitatip.

Maka karenanya keputusan Hoge Raad tanggal 28 Januari 1859
adalah tepat sekali, sekalipun keputusan tersebut hatiya menyatakan
bahwa ketentuan dalam pasal 1367 ayat 1 memuat suatu tautologie,
atas dasar mana tidak dapat diputuskan untuk orang-orang yang
manakah harus bertanggung jawab dan dalam hal apakah.

Akan tetapi ada pula sarjana lainnya, seperti Opzomer, Schut,
Land-Lohman berpendapat bahwa ketentuan umum dalam pasal 1367
ayat 1 K.U.H. Peidata adalah berdiri sendiri. Schut menyarankan
penerapan atas hubungan hukum-orang-orang yang tidak secara tegas
ditentukan dalam pasal tersebut atau dalam ketentuan-ketentuan
undang-undang lainnya, yang ada hubungannya dengan orang-orang
yang disebut dalam pasal tersebut.

Maka jelaslah kiranya bahwa persoalan-persoalan sebagaimana
dikemukakan diatas dalam no. 1, 2a, b dan ¢ dapat diselesaikan sesuai
dengan pendapat Schut tersebut.

Dalam hal ini perlu kiranya dikemukakan pendapat Veegens &
Oppenheim 167) ; :

Ada ajaran yang mengajarkan bahwa ayat pertama pasal 1367
K.UH. Perdata hanyalah merupakan pendahuluan bagi ayat-ayat
berikutuya dan bahwa orang tidak bertanggiing jawab atas orang-
orang lain daripada yang dengan tegas disebut dalam pasal
tersebut, '

Saya anggap ajaran tersebut pada kenyataannya mulai lenyap

sebagai ajaran yang tidak benar. )

Untuk menyatakan suatu ketentuan undang-undang yang berlaku
seperti pasal 1367 ayat 1 scbagai keteéntuan yang tidak perlu dan
untuk menyatakan bahwa hanyalah dapat diperhatikan persoalan
khusus, diperlukan alasan-alasan yang lebih kuat lagi daripada

166). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 483.

167). Veegens Mr. 1.D. dan Oppenheim Mr. A.S. Schets v/h Nederlands Burgerlijk.
Recht op cit halaman 137. . '
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alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut-
penganut ajaran tersebut. : :
Orang-orang yang dengan tegas disebut dalam.pasal tersebut
dengan demikian hanyalah harus dianggap sebagai contoh-contoh
bagi sendi yang diletakkan dalam pasal 1367 ayat 1 K.U.I-_IT
Perdata”, _ .

Demikianlah pendapat Veegens & Oppenheim. 'Saya dapat
menggaris-bawahinya, Bukankah orang-orang yang tidak n:las'uk
kategori orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat-ayat kedua, Le'tllga
dan keempat, sepéfti-‘halnya dengan orang yang berpexfyakit jiwa
dengan pendirian Veegens & Oppenheim tersebut.qz}pat dxgploqgkan
pada orang yang dimaksudkan dazlam pasal 1367 ayat 1" K.U.H.
Perdata, . :

Dalam hal ini van der Grinten *4%) menyatakan bahwa :

. “Undang-undang kami tidak mengenal peraturan umum tentang
pertanggungan jawab orang lain akan perbuatafn dari orang-orang
tanpa perkembangan jiwa (geesteliik onontwikkelden). Undang-
undang telah memberikan peraturan khusus dalam pasal. 1367
K.U.H. Perdata tentang pertangguungan jawab dari orang tna dan
wali dan dari guru sekolah dan kepala tukang”.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa dalam h::tl pelaku dapat
dipersalahkan (toerekeningsvatbaar} maka akan timbul {untutan
pada %%%) 2 orang yakni terhadap pelaku berdasarkan pasal 1365
K.U.P. Perdata dan terhadap orang yang melakukan pengawasan atas
si pelaku berdasarkan pasal 1367 K.U.H. Perdata.

Ajaran yang dianut umum yang menganggap kete?tl{an.dzlllf;\:n
ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 sebagai penyusunan. secara Iumta.e.tlp_ )
menganggap jururawat dan guru sekolah tidak bertanggung-jawdb ex
pasal 1367 K,U.H, Perdata. N .

Ketentuan dalam pasal 1367 K.U.H. Perdata ménimbulksn
pertanggungan-jawab disamping pertanggungan-jawab men-urut pasal
1365, Maka si pelaku sendiri yang harus bertanggung .js.lwab atas
perbuatannya sendiri, tetap berkewajiban membayar kerugian uin"t::k
kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukumnya. )

168). van der Grinten Prof. Mr, W.C.L. Annsprakelijkheid van en voor minderjarigen
en geestelljk gestoorden Pracadvies Thijmgenootschap 1968.

IGIQ). 'Volimar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 387,
Pitlo Verbintenissenrecht op cit halaman 242.

'170). Pitlo Ibid,
171). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 484,
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Pada umumnya si penderita karenmanya dapat menuntut bailk si
pelaku maupun pada orang yang berdasarkan pasal 1367 K.U.H.
Perdata harus bertanggung jawab., Hanya karenma masalalh vang
khusus saja maka dapat diajukan tuntutan berdasarkam pasal 1367
K.U.H. Perdata, yakni dalam hal seorang anak dibawah umur yang
tidak dapat dipersalahkan.

Barang siapa telah memenuhi tuntutan berdasarkan pasal 1367

K.UH. Perdata deagan membayar gantl-kerugxan biasanya dapat
mempergunakan hak regresnya.
Sendi menurut mana pertanggungan~_13wab dari pelaku sendiri tetap
ada dan tidak akan lenyap di'samping pertanggungan jawab
orang-orang yang disebut dalam pasal 1367, diterapkan, yakni bahwa
dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
bawahan, tuntutan ganti-kerugian kebanyakan ditujukan baik pada
majikan berdasarkan pasal 1367 maupun pada bawahan berdasarkan
pasal 1365, sedang majikan tersebut yang berdasarkan pasal 1367
dituntut dan membayar ganti-kerugian dapat menggunakan hak
regresnya pada bawahannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum
dengan menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkannya
pada penderita.

ad.1 Tanggung-gugat orang. tua dan para wali,

Pasal 1367 K.U.H. Perdata ayat 2 memuat ketentuan sebagai
berikut :

"Orangtua dan  wali-wali  bertanggung-jawab tentang
kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang
tinggal pada merecka dan ferhadap siapa mereka melakukan
kekuasaan orangtua atau wali”.

Ayat 2 tersebut asalnya -tidak demikian 1smya Bunyi asalnya
_adalah sebagai berikut : 172)

" ” Ayahnya dan dalam hal tidak ada ayah, ibunya adalah
bertanggung-jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-
anaknya di bawah umur yang bértempat tinggal bersama-
sama mereka"

Setelah mengalann perobahan dengan S. 27-31 jis 390, 421 para
.wali diikut sertakan dalam susunan ayat 2 temebut sebagaimana
yang disusun dan berlaku sekarang,

" 172). Rutten Ibid halaman 485.
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Yang dlmaksudkan deugau anak-anak belum dewasa oleh'
ketentuan tersebitt adalah anak-anak yang syah dan anak-anak |
luar kawin dan anak-anak-luar kawin yang diakui. ,,:
Para orang tua dan para wali hanyalah dapat dxpertanggung
jawabkan atas perbuatan anak-anak belum dewasa dengan harus :
dipénuhi 2 (dua) syarat yakmni : :
1. anzk-anzk belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal

bersama-sama orang tua atau wali dan

2. orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau

melakukan perwalian,

Kedua syarat tersebut-adalah disugun_secara_cumnlatip.

Karena syarat-syarat tersebut disusun secara cumulatip, maka
orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua sedang anak
tidak tinggal bersamanya, tidaklah dapat dipertanggung

© jawabkan berdasarkan pasal 1367 K.U.H. Perdata dan demikian

pula tidak dapat dipertanggung jawabkan orang tua dengan siapa
si anak bertempat tinggal, tetapi tidak melakukan kekuasaan
orang tua atau perwalian.

Maka dengan demikian seorang ayah yang setelah perceraiannya
dengan istrinya tidak ditetapkan sebagai wali daripada
anak-anakuya yang belum dewasa, sedang anak belum dewasa
tersebut bertempat tinggal bersama-sama ibunya, tidaklah dapat
dipertanggung-jawabkan atas perbuatan anak belum dewasa.
Si ibu tersebut dalam hal demikian itu dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatan si anak berdasarkan pasal 1365 173)
yakni bilamana si ibu sendiri tidak berbuat hati-hati umpamanya
dengan tidak melakukan pengawasan dengan baik, akan tetapi
kesalahan si ibu dalam hal demikian itu harus dibuktikan.
Apakah yang menjadi dasar hukum daripada pertanggungan
jawab yang harus dibebankan pada orang tua dan wali? Dasar
hukumnya biasanya adalah kurangnya pengawasan (culpa in
custodiendo) atas si anak, sehingga anak dapat melakukan
‘perbuatan yang mendatangkan kerugian hal mana adalah erat
hubungannya dengan ketentuan dalam ayat terakhir dari pasal
1367 K.U.H. Perdata yang memberikan kemungkinan pada orang
tua, para wali membuktikan ketidak salabannya dengan
membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah dilakukannya

173, Loc dif.

Vo!Inuu- Verbintenissen en bewljsrecht op cit halaman 338.
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harus dipersalahkan tidak cukup melakukan pengawasan
yang diharuskan padanya atas anaknya, yang telah .
menimbulkan kerugian. :
Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara sebagai berikut :
175
-)Seorafxg anak berumur 8 tahun dari kelua_rga seorang .buruh
yang mempunyai 4 orang aunak masih kecil-kecil oleh ibunya
disuruh melaksanakan sesuatu pada waktu mana anal;
tersebut mendapat kesempatan — yakni sebagaimana yang
ditegaskan oleh orangtua anak tersebut — untuk.me.mbakar
sebuak gudang, Hekim peda Pengadilan I‘\Iegen. telah
mempertimbangkan bahwa orangtua harus d:pcrtanggung
jawabkan atas perbuatan anak tersebut, aka_n rtetapl
keputusan tersebut dibatalkan atas dasar pertimbangan
sebagai berikut : -
»pasal 1367 ayat 2 berpangkal haluan pada adanya
persangkaan akan kesalahan (vermoedeg van sc].mld) pada
. orangtua, karenz bukankah yang démikian itu adalah
- merupakan dasar untuk anggapan bahwa orangtua .harus
dipersalahkan tidak melakukan pengawasan sebagaimana
_dilakukannya terhadap si anak yang telah
fifikerugian tersebut, dengan ditambahkan
bahwa pengecualian yang tercantum dalam
pasal 1367 ; it 5 (yakni pembuktian bahwa Orangfua
tersebut tidak‘ dapat mencegah perbuatan anaknys: itu)
harus diartikan bahwa otangtua tersebut boleh mengajukan
pembuktian, bahwa mereka telah melakukan pengawasan
" . terhadap anaknya sedemikian besarnya untuk .mem_:egah
timbulnya kerugian bagi pihak ketiga: yang_.disebabkan
oleh tingkah laku si anak, sebagaimana dalam 1.1al
demikian itu dapat dibarapkan dari orangtua- yang baik,
dalam mana harus diperhatikan umur dan sifat si .aqalf,
syatat yang harus diindahkan dalam kehidupan sehari-hari,
dan dengan peri kehidupan orang tt}a, pendapat. mana
menurut pertimbangan Hakim kasasi tidak hanya .dlbeuar-
kau oleh sejarah, melainkan juga adalah sudah wajar.

Jelaslah kiranya dari keputusan tersebut, bahwa pangkal hftluan_
Hoge Raad adalah bahwa dasar daripada pertanggungan-jawab

perbuatan oleh si anak, umtik mana mereka sedianya’
bertanggung jawah, ' . :
; “Pasal 1367 ayat 2 K.U.H. Perdata !74) erat hubungannya dengan
\ ketentuan dalam ayat 5. Bila ditinjau. dalam hubungannya“satu
! dengan yanglainnya maka ternyata dari ketentuan pasal tersebut
9 bahwa orang tua dan wali akan bebas dari pertanggungan
| jawabnya segera setelah mereka membuktikan bahwa mereks
! tidak dapat mencegah perbuatan si anak. '
~ Maka dicarilah dasar hukum pertanggungan-jawab para ‘orang
tua dan wali tersebut.
Ada sementara sarjana yang menjari dasar pertanggungan-jawab
dalam risico dan ada sementara sarjana lain yang mencarinya
dalam kesalahan. . s
Demikian pula sebagian besar penulis telah mencari dasar
hukum daripada pertanggungan-jawab -dalam kewajiban
pengawasan (zorgplicht) para erang tua dan wali, sehingga
terjadilah pertanggungan-jawab bilamana mereka me,hga@.aikan
pengawasannya, akan tetapi sekaligus berpendapat, bahwa para
orang tua dan wali berdasarkan kewajiban pengawasan tersebut
harus menjamin terhadap pehal ketiga bahwa pihak ketiga ini
tidak akan mengalami kerugian Karena tingkah laku anak-anak
dibawah umur yang berada dalam pengawasannya. Dalam hal
demikian itu terdapat unsur risico.
Adapula yang mencarinya baik dalam kesalahan dan risico
sekaligus yakni antara lain Scholten.
Hoge Raad menganggap kesalahan orang tua dan para wali
sebagal satu-satunya dasar untuk pertanggungan-jawabnya, hal
mana kiranya dapat terlihat dalam keputusanuya Janggal 26
Nopember 1948 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

"bahwa pasal 1367 ayat 2 -— sepanjang yang demikian itu
-penting: — mempertanggung-jawabkan orang tua atas
kerugian yang ditimbulkan oleh si anak dibawah umur, yang
bertempat tinggal bersamanya dan atas nama mereka
melakukan kekuasaan orang tua.

bahwa ketentuan tersebut berpangkal haluan pada
persangkaan adanya kesalahan (vermoeden van schuld) pada
para orang tua, yakni yang menjadi dasarnya adalah
anggapan bahwa dalam hal sedemikian itu para orang tua

174). Onrechrmatige gaad IV no! 86.

175). Vollmar Verbintenissenrecht op cit helaman 389,

[FAK, HUKR
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orangtua adalah persangkaan kesalahan _(_x_'p_r_;n_g_g.d_cn—\tan-s?t}u!d)-‘v
Bilamana ketentiian dalam pasal 1367 K.U.H.Perdata ditinjau
dari sudut hubungan masyarakat masa sekarang, maka dapatlab
dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut : 17%) .

1. Orangtua dapat bersal.ah. karena kuranguya pengawasau

pada saat dilakukan perbuatan, atau sebelumnya a]p.a untuk
. mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbulnya
kerugian bagi pthak ketiga.

2. Dapat pula diperkirakan adanya persangkaan akafl 'kcsalahan
pada orangtua karena kurangnya pemberian pendidikan atau
"karena pemberiant contoh yang salah. )

3. Bila si-penderita hanyalah dapat mengajukan tuntutan
terhadap anak-anak di bawah umur berdasarkan pasa] 1365,
maks dalam kebanyakan hal kerugian harus dipikulnya
sendiri, hal mana bukanlah semata-mata atas dasar yuridis,
bahwa anak-anak kecil tidak mempunyai kesalahan,
melainkan juga karena dasar praktis bahwa kebauya%can
anak-anak di bawah umur tidak mempunyai penghasilan
sendiri dan tidak mempunyai kekayaan.

Maka akan lebih memuaskan perasaan hukum bilamana orang

tua dibebani dengan risiko daripada migmbebani si penderita

untuk memikul kerugiannya sendiri, '3 ,

Menurut Rutten 177) dasar dari pertangglingan-jawab orang tua

adalah kesalahan dan risiko dengan méiitik beratkan pada

- persangkaan adanya kesalahan {vermoeden van schuld).

Guna memperjelas pendirian Hoge Raad tentang Persangkaan

‘adanya kesalahan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang-

terdapat dalam keputusan tanggal 26 Nopember 1948 adalah

sebagai berikut : 7%} ,

" hahwa sehagaimana bunyi pasal 1367 ayat 5, pertanggungan-
. jawab orang tua akan terhenti bilamana mereka
membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah
perbuatan anaknya. \ .
bahwa hal ini dalam hubungannya dengan yang disebut
terdahulu harus diartikan bahwa orang tua terhadap persang-
kaan akan kesalahan yang disebut, boleh membuktikan'

176). Rutten Ibid halaman 486.
" .177. Rutteit Tbid halaman 487.
178). Rutteri Verbintenissenrecht op cit halaman 488.
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bahwa mereka dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan yakni

mereka telah . melakukan pengawasan yang diperlukan

terhadap anakiiya untuk mencegah timbulnya kerugian bagi

pihak ketiga yang disebabkan karena tingkah laku si anak

tersebut, sebagaimana dalam hal sedemikian itu dapat

diharapkan dari orangtua yang baik;

bahwa dalam pada itu harus diperhatikan umur dan sifat

si anak, syarat-syarat yang harus diindahkan dalam
. kehidupan sehari-hari dan’ dengan peri kehidupan orang tua.

Selanjutnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1367 ayat
5 K.U.H. Perdata maka orangtua yang dapat. membuktikan
bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum
anaknya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Interpretasi daripada ketentuan dalam ayat 5 tersebut adalah erat
hubungannya dengan pendapat tentang dasar daripada

pertanggungan jawab. Bilamana berpangkal haluan bahwa

dasarnya adalah risico-gedachte, maka dapat ditarik kesimpulan-
nya, bahwa pertanggungan-Jawab akan lenyap dalam hal terjadi
overmacht, yakni overmacht bukannya bagi si anak - (karena
kalau demikian tidaklah terjadi perbuatan melawan hukum)
melsinkan overmacht yang menghalang-halangi orang tua uniuk
mencegah perbudtan si anak. ' '
Sebaliknya bilamana persangkaan akan kesalahanlah (vermoeden
van schuld) yang dijadikan dasar, maka ini berakibat bahwa
gugurnya pertanggungan-jawab tidak hanya disebabkan karena
overmacht saja, melainkan juga bilamana oring tua dapat
membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

Bila ditinjau. kembali pertimbangan Hoge Raad tentang harus
diperhatikannya umur dan sifat si anak, dan juga syarat-syarat
yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari dan  peri
kehidupan orang tua, maka akan diketahui betapa pentingnya
pertimbangan tersebut, : '

‘Bukankah pengawasan yang harus dilakukan oleh orang tua pads

seorang anak yang berumur 4 tahun akan jauh berlainan
daripada pengawasan yang harus dilakukan terhadap amak
berumur 10 tahun atau lebih, _ S

Bukankah pula perbedaan sifat dan perangai anak akan
menyebabkan bahwa pengawasan yang harus dilakukan tethadap
orang 2 orang anak yang sebaya/seumur tidaklah sama,
sekalipun umur 2 anak tersebut adalah sama.
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Mengenai pertanggungan-jawab  orangtua  atas perbuatan

-anaknya di bawah umur dapat diketengahkan, bahwa orang tua’

hanyalah dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan pasal 1367
K.U.H. Perdata bilamana si anak sendiri bersalah.

Dengan penerapan pasal 1367 ayat 2 K. U.H. Perdata, maka si
anak di bawah umur akan selalu dilindungi hukum, “sedang
orangtua baru akan dapat dlpertanggung-]awabkan bilamana. si
“anak bersalah. ‘
Karenanya amatlah disesalkan bahwa bila terjadi kecelakaan.lalu
lintas yang menyebabkannya -diketahui adalah anak di bawah
umur sudah pasti dalam kebanyakan hal akan dilemparkan
kesalahan kepada sianak padahal sesungguhnya s1anak tersebut
tidak bersalah.

Semoga kiramya dengan pengetahuan yang lebih mendalam
tentang perbuatan melawan hukum maka persoalan tentang
perbuatan melawan hukum dalam mana tersangkut apmak di
bawah umur akan mendapat penelitian lebih cermat tentang
kesalahan dan risiko.

Yang tidak jarang terjadi adalah juga bahwa dalam kecelakaan
lalu lintas yang disebabkan karena kesalahan seorang anak kecil
sipenderita harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya.
Tuntutannya terhadap sianak tersebut ditolak karena sianak
tersebut tidak dapat dipersalahkan mengenai perbuatan melawan
hukumnya dan demikian pula tuntutan terhadap orang tua
ditolak, karena orang tua melaksanakan pengawasan yang
diharuskan dengan baik.

Menurut- Rutten '7?) orang tua dengan sendirinya harus
membuktikan bahwa mereka kedua-duanya tidak bersalah’
Kecuali dalam hal si anak tidak dapat dipersalahkan maka tidak

. akan timbu! pertanggungan-jawab yang dimaksudkan dalam

ketentuan dalam ayat 5 tersebut tidak dapat diterapkan terhadap
pertanggung-Jawab majikan atas perbuatan melawan hukum dari
pada bawahannya, maka majikan tersebut akan selalu harus
dapat dipertanggung-jawabkan, sckalipun iz tidak dapat
mericegah' dilakukannya perbuatan oleh si bawahan.

Dengan -demikian maka pasal 1367 K.U.H. Perdata ayat 3
mencakup risico-gansprakelijkheid dengan- sungguh-sungguh
Pendirian tersebut diterima oleh scbagian, besar para sarjana.
|Dasar dari pertanggungan-jawab, tersebut adalah terletak dalam

\/ “culpa_in_eligendo” (kurang berhati-hati dalam melakukan

pemﬂlhan)

Mengenai hal terscbut- Hbge Raad -telah menjafuhkan

3 . keputusannya tanggal 14 Januari 1916 181 yang mempertlmbangkan
{§ antara lain sebagai berikut :

*bahwa toh, setelah dalam arrest dibutikan bahwa waermgs
sejak beberapa tahun sebagai pekerja tetap daripada Welfs, untuk
siapa ia telsh mengurus perusahesannya dengan mendapatkan

-upah -mingguan yang telah ditetapkan sebelumnya secara tepat

dipertimbangkan bshwa dalam hal ini terdapat hubungan terus

menerus -dengan majikannya yang- .menyebabkan majikan harus
bertanggung-jawab berdasarkan pasal 1367 ayat 3 K.U.H. Perdata
karena perkiraan temtang tidak adanya tindakan pada waktu’
dilakukan pengamatan;

bahwa juga.telah secara tepat diputuskan bahwa dalam hubungan
kerja tetap sedemikian itu yang mengharuskan majikan untuk
melakukan pem1llhan orang-orangnya secara hati-hati; per-
tanggingan jawabnya tidaklah dihapuskan atau dikurangi karena
ia telah menyuruh otang yang diangkatnya itu untuk bekerja
sendiri.

"Sebagaimana telah dibeatangkan diatas, maka menurut ketentuan

pasal 1367, bilamana sianak dapat membuktikan tidak bersalah. E
' - : ¥ . pasal 1367 ayat 3 majikan teritama d:pcrtanggung-Jawablcan atas

perbuatan melawan hukum bawshannya. —%

ad.2 Tanggung-gugat majikan %%}, X
' B Majikan swasta bertanggung-jawab atas perbpatan melawan hiikum
burihnya, sedang Renguasa bertanggung-jawab atas perbuatan
melawan hukum pegawai- pegswainya.

~Uraian.tersébut mendatangkan kesan seakan-akan pasal 1367 ayat
3. hanyalah mengenai pertnnggungan Jawab dalam ikatan kerja saja.

Sebagaimana dapat diketahui dari pembahasan di atas, maka
ketentuan dalam ayat S pasal 1367 K.U.H. Perdata dcugan tegas
memuat ketentuan yang hanya mengenal tanggung-_]awab drang
tua wali, guru sekolah dan kepala tukang dan karenanya

179). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 489,

181). Onrechtmatige daad IV no. 134 dap' 136, .
180), Lo ¢it no. 132 dan berikutnya. : ' ’
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Sesungguhnya dl luar ikatan kerja dapat pula terjadl bahwa seorang
pemberi pekerjaan harus bertanggung-jawab atas perbuatan melawan
hukum orang yang di perintahkannya melakukan sesuatu pekerjaan,
yakni seorang yang di luar ikatan kerja telah memerintahkan seorang
Jain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu harus bertanggung
jawab atas perbuatan melawan hukim daripada orang yang disuruhnya
- melakukan pekerjaannya- itu, asal saja orang yang diperintahkan
melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri
sendiri-sendiri baik.atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan
pekerjaan tersebut atas petunjuknya.
(" Ayat 3 pasal 1367 K.UH. Perdata menentukan bahwa majikan
S~dan mereka yang mengangkat. orang-orang untuk mewakili urusan-
- </ urusan mercka. adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang
\lditerbitkan oléh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam
: pekerjaannya, untuk mana orang-orang tersebut digunakan.
Dari ketentuan tersebut perlu ditegaskan bahwa kata-kata :
" mengangkat orang Jain untuk mewakili urusan-urusan mereka” harus
diartikan secara terbatas, tidak termasuk di dalamnya tukang yang
mengangkat pembantunya atau pengusaha pabrik ‘yang mengangkat
buruhnya. , .
Pada pokoknya yang dimaksudikan anak kalimat tersebut adalah: 122)

1. kesemuanya pada siapa berdasarkan persetujuan perburuhan orang
lain bekerja; bekerja sebagai bawahan (ondergeschiktheid) adalah
justru merupakan essensalia daripada persetujuannya, Pasal 1601 a

. menentukan :

7 Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana
pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah
perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu
tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

2. ikut bertanggung-jawabnya orang atas perbuatan oratg-orang yang
diserahinya melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu tanpa ikatan
ketja, dalam pelaksaan pekerjaan mana orang yang menyerahkan
pelaksanaan pekerjaan tersebut ‘memegang sendiri pimpinannya.
Baik dalam golongan pertama maupun dalam golongan kedua
pelaksinaan pekerjaannya secara berdiri sendiri, asalkan saja telah
diketahui dengan tegas bahwa dapat dilakukan sesuatiz tindakan. .

Maka karenanya dengan mudah dapat dipecahkan’ persoalan apakah

182), Yollmar Verbintenissen en bewljsrecht op cit halamen 391 dan-berikutnyn.
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seorang pemberi boxjongém yang telah memberikau. borongan kerja
pada seorang pemborong untuk membangun sebuah gedung,
umpamanya akan harus bertanggung-jawab atas perbuatan-perbuatan
pemborong tersebut.

Andaikata terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak milik
tetangga dimana.gedung tersebut harus dibangun apakah si pemberi .
borongan harus juga ikut brtanggung-jawab ? " \/
Pada penerapan pasal 1365 K.U.H.Perdata harus dibuktikan kesalahan \o
st pemberi borongan. . -7
Dalam hal ini Hoge Raad telah menjatuhkan keputusannya tanggal 23 ¢
- Nopember 1917 33) dengan pertimbangannya sebagai berikut :

. “kenyataan bahwa seorang membangun gedung tidak dengan i
tenaga sendiri, melainkan memborongkan pekerjaan tersebut, tidak
Iah dapat membebaskannya daii segala pertanggungan-jawab,
sekalipun si pemborong bukanlah bawahannya dalam-arti pasal
1367 K.U.H.Perdata. i

Begitu pula pertanggungan-jawab si pemberi bororongan tidaklah
hapus atas alasan bahwa perbuatau yang mendatangkan kerugian

itu tidak ditentukan dalam bestek,. tidak pula dilakukan karena
sesuatu tugas khusus”,. .

_ Keputusan tersebut lebih mengedeparkan penerapan ajaran causalitict
daripada’ memberikan jawaban pada persoalan apakah daldm kasus
tersebut diatas si pemberi borongan dapat dipertanggung-jawabkan
atasperbuatan-perbuatan pemborong.

- Bukankah dengan keputusan terscbut dipertimbangkan - bahwa

. pertanggungan-jawab tersebut hayalah ada pada si pemberi borongan

" bilamana pelanggaran tersebut diperkirakan akan terjadi, _

. Timbulnya pertanggungan-jawab berdasarkan “pasal 1367 ayat 3 bagi
bawahan hanyalah untuk kerugian yang disebabkan oleh bawahan
tersebut dalam menjdlankan -pekerjaan untuk mana bawahan tersebut
digunakan, halmana adalah merupakzn pembatasan. '

‘Maka tidaklah akan terjadi bahwa majikan akan harus bertanggung
jawab untuk semua tingkah laku yang salah dari bawahannya.
Tidaklah juga perlu bahwa tingkah laku yang salah tersebut haruslah
terjadi karena tugas yang diberikan pada bawahannya tersebut, akan .
tetapl sudah -cukuplah kiranya bilamana terdapat hubungan -antara

J  tingkah laku yang salah itu dan pekerjaan yang harus diselesaikan itu.

‘¥ Mengenai pertanggungan jawab bapi bawahan harus dicari dasar

E fukumnya,

E ‘ 183). Cremers Burgerlijk Wetboek op cit halaman 601 dibaweh B.
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Menurut sejarahuya maka ikut bertanggung-jawabnya si_ majikan
adalah didasarkan pada kurang hati-hatinya majikan = dalam
mengangkat bawahannya (culpa in eligendo) 194) ,
Hoge Raad juga menganut pendapat tersebut sebagaimana telah
dibentangkan di atas tentang keputusan tanggal 14 Januari 1916.
Karena dengan penerapan pasal 1367 ayat 3 tidak terbuka
kemungkinan untuk menyatakan dirinya tidak -bersalah karena tidak
dapat mencegah dilakukannya perbuatan (disculpatie mogelijkheid)
maka orarg mendapatkan argumen untuk mengemukakan pendapat
lain dengan mencari dasar pertanggungan-jawab dengan menggunakan
gevaarzettings ‘theorie '#%) yang mengajarkan bahwa seseorang yamng
minta bantuan pada pihak ketiga untuk melakukan sesuatu perbuatan
untuknya, harus berani memikul risiko mengenai perbuatan yang
dilakukannya dalam pekerjaan untuk mana mereka digunakan.
:H alam hal tersebut diterapksn pula-profijt theorie yang mengajarkan,
< bahwa seorang yang mengecap keuntungan dari perbuatan-perbuatan
71 pihak ketiga juga harus berani nienanggung kerugian yang timbul
' karena perbuatan tersebut,
Deungan melihat akan teori tersebut, maka akan nampakiah bahwa
pasal 1367 ayat 3 mengatur pertanggungan-jawab taupa kesalahan,
- Dalam  prakteknya sering terjadi pembatasan secara contractuil
mengenal pertanggungan-jawab bagi bawahan dan tentang syahnya
klausula sedemikian itu’ khususnya mengenai persoalan apakah orang
dapat menyatakan dirinya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan-
perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh pegawai - bawahan,
pengujiannya sering kali diajukan kepada Hoge Raad dengan hasil
bahwa clausula-clausula sedemikian itu oleh Hoge Raad dinyatakan
sah, '
Keputusan Hoge Raad dalam hal ini' telah dijatuhkan- pada tanggal 3
Juni 1938, yakni keputusan mengenai Bovagclausule 1863, '

Dalam_perkara yang diputuskan oleh Hoge Raad tanggal 3Juni 1938 .

tersebut dipersoalkan apakah pemeQang-pemegang ‘garage dengan

184}, Vollmar loe cit.

Rutten Verbintenissenreeht op cit halaman 495,
- A. Pitlo Verbintenissencrecht op cit halaman 244.
Hofmann Verbintenissenrecht op cit halaman 294.
185). Hofmann loc eit,
A. Pitlo Ibid halaman 244,

186). Vollmar op cit halaman 246.
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- (wettelijke aansprakelijkheid =

penggunaan klausula tersebut secara kontraktual dapat mexxyatailgax;
dirnya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan bawahannya, -juga

bilamana pihak bawahanuya tersebut terdapat kesalahan.

Hoge Raad telah mempertimbangkan bahwa tidaklah bertentangan

| :
dengan kesusilaan baik bilamana pemcgang garage secara kontraktual

menyatakan dirinya tidak bertangguug-jawab atas keru.gian yang
disebabkan oleh perbuatan. atau perbuatan m.eugabalkan yang
dilakukan oleh personiluya, yang melakukannya baik dengan sengaja
atau tidak. - . _

Cara lain untuk memperlunak pertangguugan-Jawab atas perbuz_atan
melawan hukum para bawahan adalah dengan membuat persetujuan

angan-jawab menurut undang-undang
pertanggungan dengan pertangg E ; ‘JN e ‘raate bentuk

pertanggungan yang lazim dibuat untuk kepentingan kendaraan
bermotor. i ‘

Jelasiah kiranya, bahwa pasal
pertanggungan-jawab, majikan s p |
karyawannya sebagaimana yang dimaksudka
K.U.H.Perdata. ]
Yang dimaksudkan adalah juga karyawan lepas. {losse arbcu'ier).
demikian pula personil atasan seperti direktur pabrik dan sebagaul]t(a.x
Selanjutnya pasal 1367 ayat 3 bermaksud pula untuk menga‘lﬂt;;
pertanggungan-jawab para majikan yang berdasarkan hukum pul
menjadi majikan (publiekrechterlijke werl'cgever) karena mana
Penguasa/Administrasi adalah bcrtang.gung-jla'v;'ab atas ‘perbuate-l.n-
perbuatan melawan ‘hukum para pegawainya. ).

Pasal 1367 ayat 3 mengatur pula pertanggungan- bua
perbuatan yang sekalipun diluar tugas scbagaimana yang diberikan

ada bawahan, namun to : i
Eugas bawahafl tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam

1367- ayat 3 tefutama mengatur

atas perbuatan-perbuatan daripada
n dalam pasal 1601 a

. pekerjaan, untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Salah satu keputusan Hoge Raad yaug penting mengenai pasal 119%%7
ayat 3 K.UAl.Perdata adalah keputusan tanggal 4 Nopembe:;; 38,
dalam mana Hoge Raad telah mempertimbangkan sebagai bt;rvl 1(1t : i
" Pertanggungan-jawab berdasarkan pasal 1403 ayat 3 B.k. pas]a
1367 ayat 3 K.U.H.Perdata) dimaksudkan untuk mencakup puk
kerugian yang disebabkan’ oleh perbuatan yang tidak termasu

187). Rutten. Verbintenissenrecht op cit halart.lan‘49l.
Hoetink Artesien Burgerlijk Recht op cit hzlaman 354,
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-jawab atas perbuatan-

h ada hubungannya sedemikian rupa dengan
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tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya
sedemikian ' rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga
perbuatan tersebutr dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk
" mana bawahan tersebut digunakan”. b

Keputusan tersebut telah dijatuhkan dalam;i‘perkara Kotamadya
Voorburg yang dituntut ganti kerugian karena spertanggungan-jawab-
nya atas perbuatan anggota-anggota polisi thgimadya tersebut.
Pada suatu malam oleh 2 (dua) orang polisi Kotamadya Meyer

telah diperintahkan untuk meninggalkan cafe yang diperintahkannya
pula untuk menutup kedainya. _
Pengunjung-pengunjung kedai tersebut pulang dengan diantar oleh
anggota polisi, tersebut hingga batas Kotamadya, di mana salah
seorang di antaranya yakni Adrianus Maurer dianiaya dengan pedang-
nya oleh polisi tersebut.

- Rechtbank's Gravenhage mengabulkan tuntutan Adrianus Maurer
atas pertimbangan antara lain sebagai berikut: '

"bahwa . bilamana polisi-polisi tersebut ternyata memberikan
pukulan secara melawan hukum, maka mereka telah melakukannya
dalam hubungannya sccara langsung dengan penunaian tugasuya
dalam melakukakan pekerjaaunya sebagai pegawati Kotamadya
- Voorburg, sehingga mereka harus dipertanggung-jawabkan atas
kerugian yang ditimbulkannya secara melawan hukum".

Hof sebaliknya telah membatalkai keputusan Rechtbank tersebus atas
pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

”bahwa Kotamadya tersebut hanyalah dapat dipertanggung-
jawabkan bilamana kerugian adalah disebabkan oleh pegawai
Kotamadya dalam melakukan pekerjaannya, untuk mana mereka
digunakan oleh Kotamadya”.

"Dalam tingkat kasasi Hoge Raad telah membatalkan keputusan
Hof tersebut atas pertimbangannya antara lain  sebagaimana
diutarakan diatas.

Penguasa dalam hal ini seperti halnya dengan badan-badan hukum
lainnya pada umumnya berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Perdata dapat

dipertanggung-jawabkan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh organ-organnya.

- Perbarengan daripada pertanggungan-jawab dapat pula terjadi yakni
- dalam hal seorang anak di bawah umur yang bertempat tinggal
bersama-sama ayahnya, bekerja pada seorang pihak ketiga.

Si ayah dalam hal ini dalam kebanyakan hal dapat menerapkan

~

132

ketentuan dalam ayat S pasal 1367 K.U.H. Perdata (menggunakan hak
disculpatie), karena mana lebih baik untuk menuntut majikan
berdasarkan pasal ,136'7 K.U.H, Perdata-ayat 3.

Démikian pula dapat terjadi, bahwa pertanggungan-jawab
berbarengan dengan pertanggungan-jawabuya sendiri yakni dalam hal

.orang yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan orang lain, juga

harus  bertanggung-jawab  atas perbuatannya sendiri yakni

‘umpamanya dengan menganjurkan dilakukannya perbuatan melwan

hukum oleh orang untuk siapa ia harus bertanggung-jawab.”
Meugenai pertanggungan-jawab daripada badan-badan hukum

" dan Penguasa sccara tingkat — hal mana akan dibahas lebih lanjut

dibawah nanti — dapat dikemukakan bahwa badan hukum dan

Penguasa tergolong golongan oraug-orang: yang dimaksudkan dalam

ayat 3 pasal 1367 K.U.H. Perdata.

Jelaslah kiranya bahwa fungsi
bawahan (ondergeschikte).

Adakatbedanya antara pertanggungan-jawab menurut pasal 1365 dan

pasal 1367 K.U.H. Perdata ayat 3-nya?.

1. Pertangguugan-jawab ex pasal 1365 138) baru -timbul bilamana
bawahan dapat dianggap sebagai organ.

Untuk penerapan pasal 1367 adalah cukup bila ternyata adanya
hubungan atasan dan bawahan {ondergeschiktheid).

2. Untuk pertanggungan-jawab ex pasal 1367 ayat 3 harus ada
pertanggungan-jawab pribadi dari bawahan, pertanggungan-jawab
pribadi mana akan sering, tetapi tidak selalu akan terjadi dalam
hal badan hukum harus bertanggung-jawab ex pasal 1365.

3. Pertanggungan-jawab atas kesengajaan atau kealpaan dari
bawahan, sepanjang dapat didasarkan pada ketentuan pasal 1367
ayat 3 K.U.H. Perdata secara kontraktual dapat ditiadakan.
Perjanjian untuk pertanggungan-jawab dianggap batal bila mana
pertanggungan-jawab tersebut didasarkan pada pasal 1365, karena
ddlam hal demikian itu terdapat kesengajaan atau kealpaan yakuni
dari badan hukum séndiri dan tidak seorangpun dapat membebas-

_ -kan diri dari pe;-t:inggungan-jawab tersebut.

4, lkut bersalahnya si penderita hanyalah menyebabkan pembatasan
daripada pertanggungan-jawab ex pasal 1367 ayat 3, sedang dalam’
hal- pertanggungan-jawab ex  pasal 1365 barulah timbul
pembatasan, bilamana kerugian ditimbulkan karena perbuatan

_yang culpoos dan bukanuya karena kesengajaan.

daripada 6rgan adalah sama -dengan

188). Vollmar Verbintenissen en bewijstecht op @it nnlaman 295.
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. Selanjutnya sebagaimana kiranya dapat diketahui dari keputusan
‘Hoge Road tanggal 4 Nopember 1938 tersebut diatas, maka harus ada
hubungan (verband) antara tingkah laku dan tugas yang diberikan
pada bawahan. Hubungan haruslah sedemikian rupa sehingga
perbuatan-perbuatannya dapat dianggap dilakukan didalam pekerjaan,
untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Untuk timbulnya pertanggungan-awab dari majikan, maka bawahan
harus melakukan perbuatan meélawan hukum dalam pekerjaan -yang
harus dﬂaksanakanuya untuk kepentingan majikan, )

Rutten mensyaratkan pula, bahwa untuk penerapan 1%%):pasal
1367 ayat 3 K.U.H. Perdata perbuatan melawan hukumnya harus
dilakukan dalam jam kerja. Maka bila perbuatan melawan hukum
dilakukan diluar jam kerja akan menyebabkan timbulnya pendapat,
bahwa kerugiannya tidak ditimbulkan oleh bawahan dalam pekerjaan,
untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Tidak akan ada persoalan tentang pertanggungan-jawab berdasarkan
pasal 1367 K.U.H. Perdata, bilamana bawahan yang melakukan
perbuatan imelawan hukum, dapat membuktikan tidak adanya
kesalahan padanya.

Bilamana seorang bawahan dapat mengemukakan dasar pembenar
(rechtvaardigingsgrond), maka perbuatannya tidak melawan hukum
dan karenanya tidak ada persoalan tentang pertangguan-jawab ex pasal
1367.

Sebaliknya majlkan yang tidak disebut dalam ayat 5 tidak’ dapat
mengelakkan pertanggungan-jawab yang dibebankan kepadanya dengan
nmenggunakan sebagai alasan bahwa majikan tersebut tidak bersalah.
Selanjutnya majikan yang karema tuntutan berdasarkan pasal 1367
telah membayar ganti kerugian, dapat meuggunakan hak regresnya
terhadap bawahanuya, kecuali bilamana dari persetujuannya atau dari
masalah-masalahnya ternyata bahwa kerugian tersebut adalah atas
tanggungan majikan sendiri.

Setelah pembahasan pertanggungan-jawab majikan sebagaimana
_ diuraikan di atas, maka kiranya perlu diketahui apakah yang kiranya
dapat digunakan sebagai kriterium untuk menentukan, bilakah
seseorang dapat digolongkan sebagai bawahan.

Kriteriumnya adalak bahwa hubungan majikan dan bawahan

mengharuskan adanya kewenangan dari majikan untuk memerintahkan-

189). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 493 dan 494.
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pelaksanaan pekerjaan pada bawahannya dan memberikan mstruksx-
instruksi tentang pelaksanaan pekerjaannya 199) .. '

Sebagaimand dikemukakan di atas, maka majikan’ berdasarkan
pasal 1367 dengan persetujuan menutup kemungknran t1mbulnya
pertanggungan-jawab baginya.

Jadi dengan persetujuan majikan dapat menuntut agar ia dl‘bebaskau
dari pertanggungan-jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh
persom]nya, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun trda’k dengan '
sengaja.

Tuntutan-tuntutan sedemikian itu disebut exonerane-clausule atau
vrijtekeningsbeding dan vrijwaringsbeding %1} .

Exoneratie-clausule adalah tuntutan dalam persetu_]uan dalam -mana
salah satu pihak menuntut agar tidak akan dipertanggung-jawabkan
terhadap pihak_ lainnya atau sesuatu kejadian, untuk mana mereka
menurut  ketentuan-ketentuan hukum biasa sesungguhnya. harus
bertanggung-jawab.

Vrijwaringsbeding adalah tuntutan dalam persetUJuan, dcugan
mana salah satu pihak mewajibkan pihak lainnya, untuk memikul
kerugian yang mungkin diderita oleh pihak ketiga, dan yang
disebabkan oleh pihak yang satu dalam melaksanakan persetujuannya.

ad.3 Tanggung-gugat- §'para guru-guru sekolah dan kepala-kepala

tukang. N
Sepertr haluya dengan pertanggungan-jawab dari orang tua dan
para wali, maka ayat ke 4 pasal 1367 K.U.H. Perdata mengatur
pertanggungan-jawab  guru-guru sckolah dan kepala-kepala
tukang.

Menurut ketentuan ddlam ayat 5 maka bilamana guru- guru
sekolah dan kepala-kepala tukang seperti halnya dengan para
orang tua, para wali dapat membuktikan, bahwa mercka tidak
dapat mencegah perbuatan untuk mana mercka sedianya harus
bertanggung-jawab, akan dibebaskan dari per‘tanggungan-jawab
Literatur .dan keputusan-keputusan Pengadilan mengenai
. pertanggungan-jawab para guru atau kepala-kepala tukang amat
sedikitnya, hal mana membuktikan betapa tidak pentingnya
ketentuan dalam pasal 1367 ayat 4 tersebut  192).

;

190). Ontechtmatige daad IV no. 136,
191). Ibid III no. 39.

192). Onrechtmatige daad 1V no. 116, 117 dan 118.
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Sebagian besar penulis berpendapat bahwa dasar daripada

-pertanggungan-jawab  khusus dari  guru-guru  sekolah  dan
kepala-kepala tukang adaiah persangkaan__akan__kesalahan
(vermoeden van schuld) yakni- karena kurangnya pengawdsan
yang diberikannya pada anaknya, .
Dalam pada itu Schut berpendapat bahwa pettanggungan-jawab
guru  sekolah .dan kepala-kepala tukang mencakup risiko
mengenai pertanggungan-jawab, sehingga mereka pun juga
bertanggung-jawab bilamana mereka tidak secara layak atau
tidak dapat melakukan pengawasan secara baik, asal saja
" jatuhnya kerugian tersebut dalam suasana pertanggungan-jawab-
nya sebagai gurh”’, '
Selanjutnya - Schut berpendapat bahwa “sekolah™ tidaklah
mencakup perguruan tinggi dan universitas. ’
Dengan demikian sudah jelaslah kiranya bahwa _puru-puru
sekolah atau_ kepala-kepala tukang bertangpunp-jawab atas
kerugian yang disebabkan oleh murid-murid selama waktu
mercka berada dalam pengawasan. Dengan istilah "tukang”
dimaksudkan !%2) bukannya orang yang telah membuat
persetujuan perburuhan, malainkan seorang anak yang polos
yang sedang- mempelajari sesuatu, tetapi juga adalah kawan
golongan kerajinan tangan. ' .
Bilamana dasar daripada pertanggungan-jawab daripada orang
tua dan para wali dapat diragukan, maka pertanggungan-gugat
para guru sekolah dan kepala-kepala tukang adalah didasarkan
- pada persangkaan - akan adanya kesalahan (vermoedens van
schuld) yakni yang disebabkan karena kurangnya pengawasan.
Undang-undang karenanya juga telah dengan tegas
membatasi pertanggungan-jawab tersebut hingga waktu, selama
mana para murid dan tukang berada dalam pengawasantiya.
Adapun mengenai hubungan antara kepala tukang (werkmees-
ters) dan tukangnya !94) dapat dikemukakan, bahwa
hubungan tetsebut adalah berdasarkan persetujuan dengan
. mana si tukang ditempatkan di bawah pengawasan kepala
- tukang untuk belajar melakukan kerajianan tangan. |
. Dalam hal ini tidak boleh ada hubimgan hukum
sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 1367
K.UH. Perdata sehingga menjadi hubungan majikan.  dan
bawahan. ' '

193). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 490
194), Onrechtmatige dead IV no. 120. .
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A2. Pertanggungan-gugat, yang disebabkan karena barang-barang

yang berada di bawah pengawasannya.

a. Tanggung-gugat mengenai benda-benda pada umumnya.

Sebagaimana ® dibentangkan di atas pada halaman 1i4 maka:
pasal 1367 ayat 1 K.U.H. Perdata memuat ketentuan sebagail
berikut : '
" Setiap orang tidak saja bertanggung-jawab untuk kex:u'gian
yang disebabkan karena perbuatannya seudiri, tetapi juga
untuk Kkerugian - yang disebabkan karena Per-buatau
otang-orang yang menjadi tanggungannya, atau d!seba.b.]::an
oleh barang-barang yang berada dalam pengawasaniya .

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan akhir ketentuan tersebut
tidak jelas dan dalam hal ini terdapat perbedaau pcndz'apat. Kglau
vurisprudensi  Perancis 1%%5) mengenai pertauggungan-_)av:rab atas
kerugian yaug disebabkan oleh barang, telah menerima dax!
r?éﬁerapkan ajaran risiko (vide halaman 118), maka peradl!an di Negeri
Belanda dan dengan deiikian juga peradilan di Indonesia menganut

" pendirian, bahwa baru ada persoalan mengenai pertanggungan-jiawab

bilamana pengawasiya ternyata alpa atau teledar. . ]
"Sermnula orang berpendapat bahwa pertanggungan-jawab sedemi-
kian itu berdasarkan persangkaan akan adanya kesalahan (vermoeden
van schuld), kemudian timbul dasar lain yaknui persangkaan akan
adanya pertanggungan-jawab. .
Rutteil rIerenyatgagkang bahwa sekalipun dilontarkan keberatan-keberatan
atas pendapat yang terakhir tersebut, namun. toh dengan pendapat
tersebut lebih dapat diketahui apa yang dimaksudkan.
Bukankah dalam hal orang berpegangan pada persangkaan adanya
esalahan maka adalah wajar bila persangkaan tersebut dapat
ditiadakan oleh pembuktian lawan. N
Menurut Hoge Raad Belanda kerugian yang ditlmb;ﬂlkafl
oleh benda menyebabkan pengawasnya harus bertanggung-jaway,
berdasarkan pasal 1367 ayat 1 K.U.H. -Pfardata, akan 'tetapi
pertanggungan-jawab tersebut baru timbul bilamana kerugiannya
adalah merupakan akibat dari keteledoran atau kealpaan. .
Raad van Justitie Semarang dalam keputusannya tanggal 2‘.1 Mei 19293
sebagaiména diungkapkan oleh Rutten yaug mengutipnya dan.

195). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 498
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Indischtijdeschrift van het Recht deel 131 no. 392 telzh 'mer-nutuskan

bahwa pengusaha pemilik i ;
pabrik mercon yang tanpa dapat diselidiki
fllasa'n-afasannya dengan meledaknya pabrik tersebut haruspberta'ﬂggung-1
Jawai; ?ctals. kerusakan yang ditimbulkau oleh ledakan tersebut. .
ekalipun kebaikan ajaran risiko asi
. : : yang mendatangkan hastl yang
wajar tidak dapat disangkal lagi, namun toh menurut peudﬂpaﬁ

Rutten 196} ajaran risiko tersebut yang menyimpangnya. terlalu jauh

karena orang yang baran
, I guya berada dalam pengawasannya pada
glz:;s;r%);a haruts be;tanggung-jawab atas kerusakan yang diseﬁalf:kan
rang tersebut tanpa dapat dalilkar id:
resatanan 8 g P pat mendalilkan, bahwa tidak .ada
. Dari yl}rlsprudexl.si dapat diketahui, bahwa, penerapan pasﬁl 1365
dan 1367 tidaklah dilakukan secara tegas terpisah. Adakalanya ba-
}i.r::lseﬁgi?ta _penerapan pasal 1367 akan lebih menguntungkan
ikim mempunyai kecendern .
pemmbuktian o peeiis ngan untuk memperingan beban
g;esl:;l]tgilya,pasal 1367 tidak dapat diterapkan, bilamana kerugian
gis aa an oleh orang yang menggunakan benda sebagai alatnya
Mai maélyla A menusuk per.ut B dengan menggunakan pisau--fnclati:
Ma ab bi am hal. seden'ukian itt  bukannya bendanya yailg
renyebabkan kerugian, tapi A dan A memang sengaja menggunakan
glsau tersebut untuk menimbulkan kerugian bagi B. '
I\cendanya sendiri ’tldak mungkin menerbitkan pertanggungan-jawab
?renanya harus dldoron.g oleh tingkah laku manusia, sehingga antara;
Eang. gan bendanya timbul hubungan tertentu, dan bila terjadi
beruglan kar.enar penggunaan benda, maka manusialah yang harus
ertaixg-gm}l]gqawab atas kerugian tersebut. s
ain halnya bilamana seseorang n ir
- . _ g memparkir sebuah mobil di tepi
_La;:.: betgl:?‘ saja dan sebentar kemudian mobil tersebut berge:zlxlflnfgfti
na tertiup angin kencang dan mobil menerjang
‘ jang sebuah
penjual es yang.kebetulan berhenti dimuka mobi tersfbut. I;ala:r? rlr;al:loililgi
g;:m'l}? :C?I‘l-l}g:a;l ditimbulkan oleh benda, yakni mobil tersebut, yang
m hal ini kebetulan adalah pemilikn iri di i .
! ya sendiri dipert -
ijarln ber}nlialsarkan pasal 1365 atau pasal 1367 ayat 1 pertanggnEJeD
alam, hal tersebut mobil- tersebut tidak digu: . i alat us
ctimbulkan Kemtaon, idak digunakan s.qbagal alat untuk

Demikian" pula seekor anjing yang menjadi éila, mobil yang

mendadak pecah‘bgnnya yaiig memang sudah tanpa kembangan dan

196). Rutten Ibid halaman 499,

"untuk pertanggungan-jayab bagi b

_ perbuatan, agar dapat ditentukan tentang a

{"Berhubung dengan

' jadi bilamana kerugian ditimbulkan ol

“tumbang menimpa’ seorang’p

bahkan di beberai)a tempat telah nampak henang-benangnya, dan mobil
buah truck.yang

karenanya tidak terkemudikan lagi dan menabrak se
berhenti di tepi jalan,
Dalai hal-hal sedemikian itu
bersumber pada kurangnya pengawasan atau kuran
seseorang atas benda-benda tersebut. T
Hoge Raad mengenai.pasal 1367 ayat 1 menganut pendapat bahwa
enda-benda harus. dibuktikan. 17)-

adanya kesalahan yakni" adanya persangkaan akan adanya kesalahan .
ju pada penggunaan

(vermoeden van schuld) pendapat mana menuj

ajaran risiko. :
Teutang hubungannya antara pasal 1367 ayat 1 ‘dengan pasal -1365
198) sekalipun dalam pasal 1367 -ayat 1

dapat dikemukakan bahwa _
tidak dicantumkan syarat sifat .melawan hukum dan kesalahan, namun

toh pasal 1367 dyat 1 tefsebut dianggap merupakan -ketentuan

lanjutan daripda pasal
karenanya pada penerapail pasal 1367 ayat 1’ diharuskan adanya
wan hukumnya sesuatu

pembuktian tentang kesalahan dan sifat mela _
' da- atau tidak adanya

kerugian yang timbul bagi pihak ketiga
giya kecermatail

persoalan tentang pertanggungan-jawab.
Maka karerianya pasal 1367 ayat 1 ter
tersendiri di samping pasal 1365 dan 1366
ketentuan-ketentuan khusus seperti ayat 2. s/
dan 1369. ' ‘ |

sebut tidak mempunyai arti
dan juga tidsk mempunyai
d -5 dau pasal-pasal 1368

ity maka pasal 1367 ayat 1 hanyalah dapat
diri telah menimbulkan kerugian,

diterapkan, bilamana bendanya sen
eh suatu benda bergerak dan

bukannya benda yang tidak bergerak.
Van Brakel dan Schut 1°%) yang menganut pe
penerapan pasal 1367 ayat 1 diharuskan adanya

benda’. -, o
Adapun kesalahan daripada’ beuda (schuld vau de zaazk) baru

nampak bilamana bendanya sendiri menimbulkan kerugian,

umpamanya sebatang pohon yang batangnya bagian dalam rusak telah
: ejalan kaki jang luka berat Karenanya.

Demikian pula’ sebuah tiang listrik . yang sudah tua dan tumbang
dgnga_n’menimpa rqmboug’ penjual bakwan, : '

ERITE

ndapat. bahwa untuk
"kesalahan daripada

197). Vollmar Vcrbiﬁtenisse;i en bewij‘séecht op cit halaman 3%.
198). Onrechtmatige daad IV no. 3.4 5 6 dan 7.
199). Rutten Verbintenissentecht op cit halaman 502,
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1365 dan pasal 1366 K.U.H. Perdata, sehingga -




Karena pen"da : : . :
- depat tersebut mak : :
daripada pa t maka menurut hemat R :
Olehpnaskgjz::;i I;CZ! ;:;a:t.i }tlersebut dibatasi denganl.l::;; 5:::;:1;;?;:
daPaIt) dibenarkan: e 'ma_ks-“d daripada pasal tersebut tidak
alam hal-h'af térseb ] . ‘ - [ '
kurang ¢ - utlah para sipemilik acapkali !
dalamg:'giﬁt%tlgdalam hal ini pasal 1365 dapat ditetip%c;rf;la:: Derbuat
membuk eknya 'si penderita sendiri -acapkali’ ti akan tetapi
membuktikannya. . $ acapkali’ tidak dapat
4

Maka P . N S
menurut Rutten adalah lebth memuaskan, bilamana dalam hal
.- am ha

tersebut di iperi
atas juge harus ‘dipertimbangkan’ adanya persangkaan akan

it . y g . an i -

. Meniifut keténtugn ditarn: e ~ - )
t ketentuan dalam’ pasal 1367 ayat 1 maka orang "vam
' ng ‘yang

)

& I:I'éi't.a}zgguf.x niouodt. o '
: anggungan-gugat . : :
L hewan.” - . s ‘at'qs ker;l‘g:.au ‘yang  ditimbulkan  oleh

. Pada u - €milil -
2ca umumnya pemilik hewan adalah bértanggung-jawab untuk

ii{‘;gia:tl 1?gz;.'ng'- ditimbulkan oleh héwan, ~ *
meﬂggu;a;g; 'l?ﬂamm&. orang laih - dagipada pemilik 3
nggunakan hewannya,” maka selama miasih dalam peng:guy’mg
131 3 naan
/ab dan  bukannys

- pemiltk,

.Pﬁsall 1368 KUH P e P
- K,U.H. Perdata memu TN :
pertan ¥ ; lemtiat ketentuan k
hewats soresbut wos fororny pemillk i orai yamn e
. Mengénai hubun atas Efer!}.siagg _yang_'ditiinﬁulkaxi oléhg'h'é{vfu' memakal..
A gan antata pasal 1368 dari‘pasal 1367 K.U.H Perdata
1l 1367 K.UH. Perdata

dapat dik )
ermukakan ‘bahwa pasal 1368 memberikan peraturan khusus

untuk -javwab
pertanggungat-jawab ‘untuk kerugian yang ditimbulkan oleh

hewan -dan -Mmengesamminsian waunl
Ao - o 8esampingkan . a-sal 13 F . B, o
tentarig. pertan riawal pasal 1367, sehingga ketentuan umun
hewan, 2 oo)gogungan Jawab untuk benda tidaklah diterapkan ;l:d;:
R Dalam pasa] 1368 f . o ., . .
: . tersebut tidak '
tent tidak _terdapat :

itang s sdays Kbt re s oy
; n hewan. Sekalipun demikian pasal tt:rscliaatilfg tjxfgnlf

. $ a

T
200). Onrechtmatige dead IV no.22, 25!. 24, 25 dan 26
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mencantumkau pertanggungan-jawab
aanspraklijkheid). '

Telah mienjadi yurisprudensi yang tetap dari Hoge Raad bahwa pasal
tersebut memperkirakan ad

yang menggunakan hewan karena kurangnya melakukan pengawasan
persangkaan mana namun

dengan pertimbangan autara

berdasarkan  risico {risiko

anya kesalahan pada pemilik atau orang
itu dapat dilemahkan oleh bukti lawan.

1 Hoge Raad tanggal 15 Oktober 1915.

Demikialah dijatuhkan keputusa:
201 ) .

lain sebagai berikut :

v pasal ini didasarkan pada persangkaan adanya kesalahan pada

pemll'ik dan/atau orang yang menggunakan hewan tersebut.

Persangkaan ini dapat dilemahkan dengan bukti lawan. '
Untuk' dapal menerapkan pasal 1367 tidaklah diharuskan bahwa
hewannya secara langsung menyebabkan kerugian: .

-'Begitu juga dapat gikemukakan, bahwa tidak terdapat
pembahasan, yakni apakah hewan yang menyebabkan kerugian
tersebut terbatas pada hewan yang sedang digunakan untuk sesuatu,
untuk mana hewan tersebut dipelihara, yakni umpamaiya kuda
digutiakan sebagai penarik pedati, sapi perahan sedang diperah dan
sebagainya,

“Hoge Raad tidak mengenal pembatasan sedemikian itu, hal ‘mana
“ternyata dari keputusanuya tanggal 2 Januari 1931 2°2?) dengan

pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

persangkaan adanya kesalahan pada
a orang yang sedang menggunakannya.
Penggugat cukup dengan mendalilkan bahwa tergugat adalah
pemilik hewan dan bahwa hewan tersebut pada waktu terjadinya

petistiwa sedang digunakan oleh pemilik tersebut.
.Tuntutan ganti kerugian atas dasar luka-luka yang timbul karena

kui_'aug berhati-hatinya pemilik yang disebabkan oleh hewan diatur
baik oleh pasal 1368 maupun oleh pasal 1371 K.U.H.Pe.rdata ",

laaswaalsekoe, menurut keputusan
kan rumput di tepi jalan dianggap

- "pagal ini berdasarkan
pemilik hewan atau pad

Artest tersebut disebut arrest K
mana seekor lembu yang sedang ma
digunakan oleh pemilik.

201). Cremers Burgerlijk Wetbock op it halaman 603.

202). Hoctink Arresten over Burgerlijk Recht op cit halam
+* Cremers loc cit.

an 357,
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Darl rumusan dan ratio undang-undang dapat diketahui bahwa
berdasarkan pasal 1368 di luar pemilik hanyalah dapat dipertangguﬁg-
jawabkan orang yang secara nyata dan untuk kepentingannya sendiri
menggunakannya, L
Mengenai hal tersebut Hoge Raad telah menjatuhkan
keputusannya tanggal 31 Mel 1963 203) dengan mempertimbangkan
antara lain sebagai berikut : ' i

"bahwa Rechtbank yang mempertimbangkan bahwa 't.u‘juan'

daripada pengembalaan lembu-lembu -muda  adalah ~ demi
peningkatan nilzinya untuk kepentingan dari Van der Weyer: dan
bahwa rabukuya dan pemakanan rumputnya adalah merupakan
keuntungan sampingan, yang dapat dinikmatl’ oleh Welte
. di samping ganti kerugian untuk penggembalaannys, telah
memutuskan bahwa Welte tidak menggunakan lembu dengan
sebenarnya -atati penggunaannya adalah tidak untuk kepentingan
sendiri; _
bahwa masalah-masalah tersebut Rechtbank tanpa mengabaikan
‘ketentuan dalan; pasal 1368 K.U.H. Perdata-dapat mermpertimbarig.
kan bahwa Welyer waktu peuggembalaan tidek menggunakan-
lembunya, sedaug lembunya tidak dimaksudkan untuk digunakan,
sedang pertimbangan tersebut tidak fémerlukan penjelasan. {ebih
lanjut”. : o . o
Maka pasal 1368 K.U.H. Perdata mengandung arti bahwa pada

£t

umumnya pemilikiah yang harus  dipertangeung-jawabkar
setelah_ada orang [ain yang menggunakan hewannya, maka orang
tersebutlah yang harus dipertanggung-jawabkan dan bukannya pemilik:
Rumusan pasalnya serta ratlo daripada rumusan tersebut menimbulkan
pendapat bahwa berdasarkan pasal 1368 K.U.H. Perdata selain pemilik
juga dapat dipertanggung-jawabkan ocrang yang sesungguhnya
mengguprakan  hewannya  dan  penggunaannya adalah .- untuk
kepentingannya' sendiri. o e
Pasal 1368 hanyalah dapat . diterapkan bilamana hewannya _dengan
kemauannya sendiri telah menimbulkan kerugian, akan tetapi “tidak
dapat diterapkan bilamana hewannya menimbulkan kerugian, sedang
hewan tersebut mengikuti petunjuk daripada pemimpininya. -
Menurut yurisprudensi yang tetap 2°4) dari Hoge Raad “maka
pasal 1368 K.U.H. Perdata tersebut berdasarkan persangkaan adanya

203). Onrechtmatige daad 1V no.34.
204). Rutten Yerbintenissenreeht op cit halaman 506,
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':“.:4 0 ) , .‘ . . u
kesalahan dengan ketefitan bahwa perta:nggu}x:aug:wz?l;l{;?::;mb::ig
hewan akan- hapus, _
oranguya yang meunggiifiakan al bilamata
j.rangg 3:{manggn.'uialcan, ;fipwan tersebut dapat memt:;ukt_lka‘x:l 'at\?::s::
kepadanya tidak terdapat kekurangan-kekurangan da axr..a peng

asnya, : .
'?‘:l‘:a%xawmen}radi'yurisprudensi yang tetap,b_ahwg pertanglgalgxslgzt; :;:'s:l:;
sebagaifnana. yang dikemukakan di atas, bahwa pasal Y
pada persangkaan adanya kesalahan dan akan hapus ;

ili - .menggunakannya, nadd
wata bahwa sipemilik atau orang yang -me _
:::;c{u felakukan pengawasan atas hewaunya: telah ‘mempe.r_hatlx_k.an

kecermatan yang diharuskar.
Selanjutnya. bilamana seorang .
yang disebabkan oleh khewan maka pertanggungan

pada pasal 1368.

telah mati atau menderita luka-luka
-jawab - didasarkan

robohnya gedung.

Pasal 1369 K.U.H. Perdata memuat: : .

"Pemilik ~ sebuah gedung adalah bertanggung-]awabd tentai::ﬁ

* kerugian yang disebabkan katena. silmbruknya ] %e' ulngd e

seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi karena kela :;:g:a Satamn
pemeliharaannya, atau karena sesuaty cacad dalam.pe g

maupun tataannya’’,
 Menurut pasal 1369 tersebut pémilik be;tal{gguxlg
i disebabkan karena ambruknya gecdung. , -
llcir::tgila Ill)gra;:aidapat 205) bahwa desar daripada per;{anggt'mga;;-ja“];z:ll:
i - ja irian bahwa kerugian tferse
but sebagian terletak pada pend : gian
:g:fah merupikau akibat daripada kelalaian pemih'k — jadi das&::::ila;
adalah persangkaan adanya kesalahan — dan sebagian pada. pemik

tsiko (risico gedachte). - o

g:rlsh(mn pe:?dapat adalah antara lain Vitlo 2”)tym.lg meéx:g::;;ﬁg
' jaran i tentang m

k bahwa ajaran gevaarzefting {ajaran nta .

k:::xungkiuan timbulnya kerugian) adalah menjadi basis daripada
anepungati-jawab, bukannya kesalahan. . ) N

{;ﬁ: iiruf beita:xggung-jawgb dapat mencoba untuk membuktikan

bahwa: kerngiannya ditimbulkan sesuatu sebab yang datangnya Flan

@eﬂanggungan-gugat untuk  kerugian yan.g disebabkan karena

ketentuan sebagai berikut :

-jawab atas

205), Rutten Ibid halaman 509,

i inteni i 246.
206). .A. Pitlo Verbintenissenrecht op .c1t halaman 24 )
Vollmar Verbintenissen en Bewijsrecht op cit halaman 388, 389,

Hofmann Verbintenissenrecht op cit hulaman 297.




Iuar . _(yakni dalam , hal terjadi dvermacht),, yang tidak dapat

dipersalahkan kepadanya. Persoalan kesalahan (schuldyraag) tidak

diperlukan. Kalau ternyata bahwa kerusakan tersebut tidak disebabkan
karena sesuatu sebab- yang datangnya dari luar,, Yyang tidak dapat
dipersale}h!cgn kepadanya maka ambruknya gedung adalah disebabkan

_ karena kelalafan dalam pemeliharaan atau karena cacad dalam cara
membangun -gedungnya, '

Maka pemilik tidak dapat membebaskan diri dengan
membukt.ikay bahwa ia tidak bersalah, akan tetapi dengan timbuluya
-overmacht ia akan bebas dati-tanggung-jawab, . . )

- .Pendapat yang sama dengan pendapat Pitlo tersebut adalal pendapat
Vollmar, Hofmann, - . ) _

Hofmann, mehegaskan bahwa hanyalah ajaran tentang gevaarzetting
yang ‘dapat ‘meinberikan petiyelesaian tentang pertanggungan-jawab
menurut.pasal 1369 K.U.H. Perdata. , o -

.~ Pasal” 1369 - tersebut hanya . menyebut gedung, tapi tidak
- memberikan uraian lebih Ianjut tentang apa yang dimaksudkan detigan
Cgedung. o T P

Gedung dalam ‘arti“Kata' ‘sehari-hari adalah peketjaan batiglidan,

diperuntukkan untuk ‘tempat " ‘tinggal dan’ 'tempat berteduh’ intuk
‘mantsia dan" hewan; ‘untuk -tempat pertemuan, untuk tempat kerja
atau bahkar ‘untuk témpat mentmbun batang. =

© "Gedung-dalam pasal 1369 adalah lebih luas daripada’ pengertian
gedung. dalam makna sehiti-hari, sehing segala. - sesuatu yang
dibentuk desigan pembangunan ‘dan bukannyd’ inefidapat bentuknya
kafena alam, - sehingga.: pegunungan, pohon -di: hutan belukar dan
sebagainya tidak dapat -dimasukkan dalam pengffiian gedung ex pasal

13697 % Teat oloill T e R S

Menurut , Rutten - harus' . pula dipenuhi ‘syarat bahwa gedung

tersebut hartus terikat pada. tanah sehingga sebuah jembatan tercakup -

- pula da}@.i_r'l.-,pen_ger_tiaj:’n"getjun'g--:t'éi's_éb_ug.:. CoE T e , .
i Dalami:hal tersebut Hoge; Read “telah! menjatuhkan: keputusannya

tanggal29.:Mef . 192§; 29 T')':iid'ehgarfi;--ni'qmpeftimbaﬂgkaﬂ antara lain .

“bahwa: istilah | gedung .= j_(gébouﬁi)ai‘iidék-'i hanya®.diartikan sebagai
banguniai-yang sudah selesal:dibangun;namun juga- pada umumnya
kesemuanya.yang dibentuk- den’gnn‘pe'mbaqgunan.f:{-.. LTt SIS

207), Rutten Ye;b'lnténlsspn';echi op:git halanian
Hofmanii Ibld. - ... % ; el
Cremers Burgerllk Wetboek' 5 bit hilins

" Yollmar loc clt, - DA

i g e

4 oL

- Dalam keputusati tersebut telah juga dipertimbangkan bgl;{wa
peugéuga_t dalam hal! mengenai pasal 1369 ini tidak perlu'mendalll an
dan . bahwa., pemilik. dibebani kewajiban pembt}ktmn, bahwa
kerugiannya disebabkan karena sebab yang datan'g‘darl luar.

Kemudian perlu dikemukskan bahwa, der:gau keputusanya
tanggal 6 Desember 1963 2°%) telah mempertimbangkan bahwa

'deugan'-‘geduf:g dalam arti -pasal 1369 juga dimaksudkan dinding

emisah (schutting), - . ' .
Kderiurut pasal 1369 maka hanyalah pemilik dapat .dipertanggung- }

jawabkan. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan dalam
pas.ai"11368 K.U.H, Perdata, Janug menentukan, bahwa )::ggm;}:;i?ns
-jawab adalah pemilik atau orang yang  me ¢
g::::.ggu;{lgrjeua pertanggunréan-jawab ex pasal 1369 't_ersebut hanya
terbatas' pada pemilik saja, maka penyewa atau lain orang yang;
menggunakan tidak termasuk di dalamnya. . ._.
Sebagaimséna ditentukan.dalam pasal 1369 maka pasal 1369 baru

.dapat diterapkan bilamana ambryknya gedung adaluh disebablan

karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau karema. sesnatu cscad__'

dalam, pembangunan maupun-tataannya. .

Adqﬁf;ﬁ yang dimaksudkan dengan kclalaian dalam pcmcllharallxlyﬂ

adalafi umpamanya karena kayu atay bagian ka-yu mengalaml:

kerusakan (rotting). Sebagai keIaIaiau_daIam pemeliharaan adalah g
juga tidak memperbaiki secara tepat pada waktunya sesuatu cacad yang 7

timbul, R e b
Cacad dalam pembangunan dan tataannya adalah kesalahan pada i

waktu membangun. . :
Maka pasal 1369 barulah dapat diterapkan bilamana ambruknya

adalah disebabkan karena disambar petir, karena keganasan
an (oorlogsgeweld), .
f;:;:::ugada( itul fi gpemh:)rita harus mendalilkan .dan ‘mer.nhuktikan 'r[
bahwa ambruknya gedung adalah disebabkan karena kc]alau}udalam
pexﬁe]ih_araarinya atau karena cacad dari dalam. . .
Telah menjadi pendapat umum bahwa pasal 1369 s‘;ecara‘:berd‘in sendiri
mengatur pertanggungan-jawab untuk kerugian' yaig disebabkan
1::;5‘1_1‘1.{1'1.@' ambruknya gedung 2°09) .

208). Onrechtmatige daad IV op cit no. 60, 62, &4.
Rutten Ibid halaman S5il. )
-209). Onrechtmatige daad Iv Ibid no. 50, 51, 52, 53.
.( .
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Akan tetapi sekalipun demikian tidaklah berarti bahwa - lain-lain
pasal yang mengatur pertanggungan-jawab untuk kerugian ydng
disebabkan karena perbuatan melawan hukum, tidak. dapat
diterapkan. Coonby
Berhubung dengan itu maka perln kiranya dikemukakan hubungan :

a). antara pasal 1369 dan pasal 1365 dan pasal 1366 K.U.H. Perdata. -
Pasal 1365 dan 1366 kalau memang terpenuhi unsur-utisurnya
dapat pula diterapkan. oo PR

b). antara pasal 1369 dan 1367 K.U.H. Perdata. Tuntutan ‘untuk
kerugian yang disebabkan karena athbruknya gedung selalu harus
didasarkan pada pasal 1369, karena penerapah pasel 1367 ayat 1

" mengharuskan didalilkannya adanya kesalashan pada pemilik,

sedang gedungnya harus berada di bawah pengawasan pefilik, : ¥

<). antara pasal 1369 dan 1370 dan 1371 K.U.H. Perdata.
Pembatasan-pembatasan yang ditentukan untuk pasal 1370 dan
1371 dapat diterapkan untuk tuntutan ex pasal 1369,

Untuk tuntutan berdasarkan pasal 1369 harus dipenruhi syarat-syarat
sebagai berikut : : -

'7 1. harus adanya gedung;
{
Y

2. gedung tersebut ambruk sebagian atau selpruhnya; ‘
3. baik karena kelalaian  dalam pemeliharaannya, Maupun kareria

\_ cacad dalam pembangunannya dan tataannya. .

B. Pertanggungan-gugat daripada pemilik atau peizzegan;g '[h.ogl!""de;_]
kendaraan bermotor. '

Dengan perkembangan lalu Jintas jalan raya dewasa ini, maka.
perlulah ‘kiranya untuk mencurahkan perhatian pada :inasalal -
pertanggungan-gugat dalam hal terjadi kecelakaan lalu-lintas dengan
kendaraan bermotor, L Tt

Dalam penjelasan atas undang-undang 1o.33 tahun 1964 terdapat.
penjélasan umum antara lain sebagai Berikut : 110) -

”Setaraf dengan kemajuan teknik médern dalam p'e.rzgﬁidn'p?l.ﬁf,
manusia bermasyarakat-terkatdung bahaya yang kiah thenifigkat’
disebabkan kecelakaan-kecelakaan di Iuar kesalaharifiya, - Pada
dasarnya setiap warga negara hafus mendapat -pquin‘d_r.i?_glﬁ,

terhadep keruglan yang diderite karens. ,r‘isi_ko-rlslkok demikiah !

peae s

. .146 ’ .. . - . .

Karenanya adalah pada tempatnya Ik;r;:;ya, bﬂa:;:igf::lg?:;lgk;
i ' i asail- pe -
ini diberl tempat {ersendiri guna pembahas rangguigh 6 B
i -li kalipun tidak dimaks
dalam hal tetjadi kecelakaan lalu-lintas, seka : : !
untuk menyajikan pembaliasan yaug ?egyeluruhbd:rzoig:t::bg‘:l:imana
' i raan be
Adapun yang dimaksudkan dengan kendal 8 0,05 [0,
i lam Wegverkeers-ordonnantie .
yang dimaksudkan da . e enampang  atal
49 jo L.N. 51.42/adalah tiap : ;
ieigaixgkutan yang ’s‘?f"ruhuya atau sebag'lan d:gerakkan‘ t:euizqﬁsl:l:
mesin, yang dilekatkan'pada kendaraan, digerakkan atas J.a an -
igan 1 lalui -rel-refe;kcreta api. - _ .
d_eng;;la;;e bila terjadi- tabrakan dengan keudafaan bermotot _ya;:lgl
digerakkan di jalanan, yang mendatangkan keruglanb pta.drz; azr:r;ge r:i]ik
i i kendaraan tersebut, 1
baraug, yang tidak diangkut dengan . naka pem
j ' daraan adalah berkewajiban
atau pemegang  (houder) ken aradn & - | TS
i i li dalam hal dialami gvermacht, ©
membayar ganti-kerygian, kecua pemrd
Sekalipun pembuat undang-undang pa
pertanggur?ganejawab berkehendak menggunakm: hpersandg;a:gm;ilgz;;
I i un -
adanya kesalahan sebagai dasar, namun  to { Inc
tei‘utima mendasarkan pertanggungan-jawab tq::eb:t E:tl:llabg:::::;ag.i
i ar ]
hwa barang siapa yang dengau penggunaan ken _
;)az;a::n merr%perbesar bahaya di jalan (gevaarverhoging), harus
g risikonya. ‘ N =
g:;;i:llgghlalgini pemilik harus menanggung risiko tanpa ke;alaélar;i.
Pertanggungan-jawab daripada pemilik dan pemegang (hou ell;n
kendaraan tidaklah kumulatip, jadi bukau.nya baik pemilik magplah
pemegang adalah bertanggung-jawab, melainkan pada da:s.arnya .aba e
pemilik yang bertanggung-jawab, kecuali kalau d.arl bbukti- ukti A
ternyata bahwa pemeganglah yang harus be.:rtan‘g]'glt:ug;{:;:a P emegang /’
Tidak ada pertanggungan-jawab sipemili _ ata . -
bilamana dapat diterima pernyataan, bahwa peristiwa tabrakangly%
. ] /
lah akibat daripada overmadcht. o
(?i?a; pada itu ticIiJak]ah termasik overmacht cacad yang dimiliki oleh

i
1
1
|

kendaraannya sendiri, sedang sebagai cacad send‘fri adalah umpamanya
patah stang kemudi, rem tidak jalan da:; sebagainya. 0 1937 1)
Hoge Raad dalam keputus_aunya-‘ ta_:fg_gal 16 _A.ﬂkp-l'l O adian.
memberikan perumusan overmacht yakni suatu peristiwa K f: Jian
gebeuren) yang orang tidak dapat mempers:illahkan pemilik 2
pemegang, seorang untuk siapa ia bertangguug-jawab, A

211). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 513 dan berikutnya.
212}, Ibid helaman 518.
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terjadi overmacht, yakni dengan umpaman;

-"Menurut hemat saya.perumusan ter i .
. rsebut tidak tepat, karena pad
i.e;}ﬂ;a!c perumusan _terseb,l_xt adalah terfalu sempit, l:)ada “lain pI;}?a;
dear a tu clll.ms.- Terlalu sempit adalah karena kalau sesuatu, peristiwa tidak
; ia k1pm'saiahkan pada pemilik atau pemegang kendaraan maka
: ankah merupa{can overmacht. Terlalu luagikarena sudah dianggap
ada overmacht, bilamana pemilik "dapat meyakinkan, bahwa telah
membuktikan, bah
ketc):elalfaan adafla.th merupakan akibat darg:*kesalahan si p:zude:ri“twl
se agalh iemakz: jalan, yang telah salah mengambil jalan ¢
ahkan adalah sudah cukup bilamana Hakim: :
; . m mendapatk
keyakinan bahwa timbuluya kecelakaan adalah karena owsrmachliat .

. Hakim 233).dapat menarik kési '
Hal . K -késimpulan tentang dapat diterim
alasan overmacht. antara lain dari dali-dalil para piha}E yang dilaj':l:l:: '

dipersidangan, dan pula dari berit i
b P erita acara yang di.susuh oleh polisi atau
]I:l’asa_l-gas?l 1370 dan 1371 K.U.H. Perdata dapat diterapkan dalam

a_l terjadi kematian orang atau orang lika-luka atau menderita cacad.
Sejak tahun 1964 telzh %c,eluar undang-undang no. 33 dan 34 yakni : ‘

a), Undang-undang no. 33/1964 adalah id
1€ . _ ah mengenai d
wajib kecelakaan penumpang. * ]-m e perttnggugan

g

(1) a) Tiap penumpang yang sah dari kendaraan Bermotor umuﬁ:, :

kergta -api, pesawat terbang, perusahaa )
nasfonal dan kapal perusa%aar? perkspglaffélsllt;'itgzu
nasional, wajib merbayar iuran melalui pengusaha/pemilik
y.ang bersafigkutan untuk menutup akibat keuangan
disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan

b) dan sebagainya, : '

¢} furan wajib tersebut pada sub. a di atz; di

© . * mengganti kerugiangberhubung dengan :s‘ rgunskan untuk

{

I kematian dan | .
Il cacad tetap akibat dari kecelakaan penumpang,
Undang-undang No.33/1964 mewajibkan tiap 'penumpang- yang

sah dari kendaraan bermotor umum, keretd api
' i - ’ api, kapal t
kapal laut, untuk membayar ‘luran sejumiah uanlg). pal terbang,

L ——— e —

213). Ibid halaman 520,
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Bildgmana kecelakaati menimpa penumpang yang bersangkutan,
yatig menyebabkati kematiannya atau menderita cacad tetap, maka
iruran tersebut digunakan uyntuk mengganti kerugian yang besariya
diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah P.P. no.17/1965.
Akan tetapi sekalipun P.P. 110.17/1965 tersebut dimaksudkan untuk
- menentukan besarnya gauti-kerugian yang ‘dapat’ dibayarkan pada
" pefiderita, namun toh P.P. 10,17/1965 tersebut dalam pasal 14
dengan ketentuannya sebagai berikut .
' Pembayaran ganti-kerugian pertanggungan berdasarkan
. .Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggung-jawab
. dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat diper-

salahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian .

Internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang
terjadi”, tidaklah menutup kemungkinan bahwa pemilik
kendaraan atau pemegang masih dipertanggung-jawabkan ex

pasal 1365 atau pasal 1367 ayat 3 K.U.H. Perdata, jo pasal__

1370 dan pasal 1371 K, U.H. Perdata.

b). Undang-Undang no.34/1964 adalah Undang-Undang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan., yang dalam pasal 2 uya memuat
ketentuan,bahwa pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas
jalan diharyskan memberi sumbangan wajib sctiap tahun kepada
. Dana yang dimaksud dalam pasal 1, sedang pasal 4 memuat
ketentuan sebagai berikut : '
" “Setiap orang yaug menjadi korban- mati atau cacad tetap
akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu
"lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi
ganti kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar
' ';ju'mlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Menurut penjelasan atas pasal 4 Undang-Undang No. 34/1964

tersebut, sebagaimana yang dicantumkan dalam Tambahan Lembaran-

Negara No. 272, 1, maka yang mendapatkan jaminan berdasarkan
undang-undang no. 34/1954 tersebut adalah mereka yang berada di
jalan di juar alat anggkutan yang menyebabkan kecelakaan, kecuali
bilamana si korban telah mendapat jaminan . berdasarkan
undang-undang No.33/1964. _ :

Dengan Peraturan Pemerintah No.18/1965 tentang ™ Ketentuan-
ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas™ maka
ketentuan-ketentuan dalam  undang-undang no.34/1964  tersebut

dilaksanakan.
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Pasal 10 daripadu P.P. 110.18/1965 memuat kete,ntuan sebagai beg@kutr

Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-linfas “jalan
. yaug menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat
‘kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut -
sebagai demikian, diberi hak atas.suatu pembayaran dari. Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-ha! yang
tercantum dalam pasal 13", ' SRS

Seperti halnya dengan undang-undang no. 33/1964 dengan
P.P. no. 17/1964 demikian pula halnya dengan undang-undan
no. 34/1964 dengan P.P. 10.18/1964, .bermaksud’ membérikan
ganti kerugian yang lebih merupakan jaminan bagi dir sendici korban
atas kecelakaan yang menimpanya, yang disebabkan oleh-alat
angkutan lalu-lintas jalan, AR
Namuzn tu pasal 15 daripada PP, no, 18/1964 memuat ketentuan
bahwa pembayaran Dana -tidak mengurangi tanggung-jawab “pihak’
yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata -
untuk kecelakaan yang terjadi, hal mana berarti bahwa pembayaran
Dana menurut undang-undang no, 3471964 dan P.P. no.18/1964
tersebut tidak menutup kemungkinan, bahwa pemilik atau pemegang.
-kendaraan masih dapat dipertanggung-jawabkan ex pasal 1365 atau.
pasal 1367 ayat 3 K.U.H. Perdata, jo pasal 1370 dan pasal 1371
KUH Perdata. }
Sekalipun kedua undang-undang tersebut, yakni undang-undang
110.33/1964 dan 10.34/1964, tidak mengatur pertatiggungan-jawab
pemilik atau pemegang kendaraan dan karenanya adalah tidak sestiaf
dengan judul buku ini, bilamana pembahasannya disertakan dalam
buku ini, namun penyajiannya dalam buku ini adalah khusus dalam
rangka dandalam hubungannya dengan pembahasan pertanggungan-
jawab pemilik atau-pemegang kendaraan atas kerugian yatig diderita
oleh orang lain kerena kecelakaan yang disebabkan perbuatan melawan
hukum, yang menjadi pertanggungan-jawab. pemilik atau pemegang -
kendaraan. . T
Sebagaimana
110.17/1964 dalam pasal 14 maupun P.P. no.18/1964 dalam ‘pasal -
15, tidak menttup  kemungkinan pemilik atau pemegatig dapat
dipertanggung-jawabkan ex pasal 1365 atau pasal 1367 ayat 3 K.U\H, -
Perdata jo pasal 1370 dan pasal 1371 K.U.H. Perdata. PR

Lebih lanjut pula. dikemukakan bahwa kedua undang-undang -

tersebut yakni no. '33/1964 dan no. 34/1964 pada hakekatnya"
. mengatur penggantian sejumlah uang pada : -
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telah diungkapkan di atas, maka . baik PP, - .

1

'i .

o _ )
1. penumpang sah dari kendaraan yang bersangkutan yang men'd.c‘n a

‘ e, -
dengan kendaraan yang ditufnpang‘my . :
2 ::t?;?kz::ug' 'ying-‘%t‘i,‘_erada di jalan dlluar’ alat angkutan. xangl

meuyebabkan kecelikaan.

ih verlii kakan, bahwa undang-undang
dahulu ‘petlu saya kemukakan, bahw
_%% :};rcllea?xihtsb.a:’as‘l'haifr"a!hh memberikap penggantian da(;n bl;llizx;:ijt':
ga;lti-kerugiau dalam arti kata 'sehari-hari yakni qul‘lyausisic :npf 'dengé.xx
diberikan penggantian sejumlah uang yang dises node
i 1g dideritanya. ) o ) L
kerui;:p};i glstilafl " ganti. kerugian” atau . penggan_t&an 1;21;1;51;1:
sebagaimaria yang digunakan dalam ke:dua un-d:_mg-un T’llg e
beserta peraturan Pemerintahnya masing-masing kno‘:u“m oo X
bukanlah ganti-kerugian sebagaimana yang saya maxsu i 'yaﬁg
Sebagaimana dimaklumi, maka hanyala_hl penumpang y gi sak. 'o'le,h
telah membayar iuran wajib.l'(,sebagaug_auat );la:lf a(:;,tseup.‘clnlgg'a‘,ﬁtiau
ndapa :
undang-undang no, 33/1964 akan menda) g,
g pada hakekatuya merupakan kelipatan j :
'Z'Z;'li%) %?b:yamya sebagai penumpang, sesuai dengan yang ditentukan
P.P. no. 17/1964. o N
dala?:daka penumpang yang tidak memba;rar‘ furan W-a_]ib t;;sebl;‘ta?;l;
itu disebabkan karena kelalaiaunya se:;din Taugt;::h ?1:;ebaya:§ i
i erusabaan kendaraan bermotor '
' :f:aml?lg;t ?izran wajib -tersebut bila terjadi Iéeceflgcaan yang mt‘ax_lirlnpa
i ' pantian dari Dana. L _
dirinya, tidak-akan mendapat penggantia :
‘ D:;:r)r(la pada itu penggantian .wsbzug,zum:ma1 ';r/alng% 4d$:§:?:hk8&?b3:££
dang-undang no. 33/1964 dan P.P. no, 1964 har d
‘:;;;a:;lagna penugmpang tersebut meninggal duma.atz_iu me:din;.:; c::id .
tetap, sehingga penumpang yang ha:fya. n;g:?:%ti:y:u ;; ::gobatajn /,
lah akan mendapat penggantiaz-  biaya-b . _
.gzifsaatan dokter. Yang . dimaksud’ defng_an cacad tetapb.iza{g:?lg
sebagalmana dirumuskan dalam pasal 10 a}yat 2b dala n: mas
sesuatu anggota badan sebagaimana yang dgma}(sut}kan ak '_Zama
“huruf a pasal tersebut hilang atau tidak dapat dipergunakan
sekali dan tidak:dapat sembuh/pulih untuk sglama-;qmaéﬁra,d_ ep
Selanjutnya menurut. undang—unde_z_:;g. no. .34./11‘.;1 dar sesr;é;,i
no, 18/1964 hanyalah diberikan’ pengggxltigr/xléau:t‘;la ;;?;gaimana
. ] h an
dengan yang ditentukan dalam P.P. no. ) agaime
die;;%itﬁrr{kaﬁ dalam penjelasan. atas pasal 4 Und'a_ng-I_Jndang n;:.ItMI/l
'1'964 kepada setiap orang yang berada di jalan di luar alat angkutan .

yang menyebabkan kecelakaan.
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Adapun penggantian uang fersebut menirut pasal 1 Undanp-
Undang no. 34/1964 diberikan oleh Dang”" ang terhimpun dari
sumbangan wajib, yang dipungut daripada. "amilik/pengusaha alat
angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediaka untuk menutup akibat
kel;anggr_; karena kecelakaan lalu-lintas jalan “korban/ahliwaris . yang
beisangkutan. L R '

. Pemberian penggantian tetsebut hanyalah -bilamana korban,
meninggal dunia atau menderita cacad tetap karema kecelakaan
" tersebut. Kalau penderita tidak meninggal dunia dan juga tidak
- menderita ‘cacad tetap maka tidak diberikan penggantian, hanyalah
mendapat penggantiah biaya perawatan dan pengobatan dokter,

Jadi di sinipun penggantian téx;seb'ut diberikan atas dasar pembayaran
sumbangan wajib, ' yarig dibc'brbaxikan' kepada tiap pemilik/penguasa
alat angkutan Talu-lintas jalan; C : o :

Dalam pada itu perly dikemukakan bahwa penggantian sejumlah
uang sébagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang no, 23/
1964 dan P.P, fio, 17/1964 sérta Undang-Undang -no. 34/1964 dan
P.p.i no: 18/1964 tetap akan diberikarn, sekalipun pemilik atau
pemegang’ kendaraan dapat membebaskan diri dengan adanya
overmacht, : : S '
Sébagdimana telah’ saya bentangkan maka dengdn penerapan pasal
1365 atau pasal 1367 ayat 3. K.U.H. Perdata pemilik atau pemegang
kendaraan dapat membebaskan diri dari pettanggungan jawab dalam
hal terjadi overmacht. T D

Kesalahan seseorang untuk siapa pemilik atau pemegang kedaraan
tidak bertanggung-jawab tergolong overmacht. 114y,

Bilamana' tabrakan kendaraan bermotor disebabkan oleh tingkah laku
si penderita sendiri atau oleh orang lain pemakai jalan, maka si’
pefnilik_ niscaya dapat’ menggunakan overmacht sebagai alasan

*_pembebasan dirinya dari pertenggunigan-jawabnya, _ .
Pemilik :atau ‘pemegang kendaraan tidak petlu membuktikan bahwa
tabrakan' adalah disebabkan overmacht. Adanya overmacht ‘harus

iyakinkan, adalah cukup bila Hakim mendapatkari keyakinan, bahwa

kecelakaannya terjadi karena overmacht, . '

. Selanjutnya. perlu dikemukakan bahwa Hakim dapat. membatasi

( jumlah "ganti kerugian, bilamana’ dapat diterima-kenyataan -bahwa

kecelakdan juga disebabkan karena kesalahan ' orang, 'untuk siapa

pemilik  atau pemegang Kkendaraan tidak -bertanggung-jawab dan

—— )
214}, Rutten Verbintenis;enrccht op cit halaman 519 dan berikutnya,
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e

' i isakan disebabkan karena
isprudensi.“yang tetap,- bahwa kerdsa cbablan ,
)};l;:gg;gélf 'mela)\rvm? hukum dari beberapa orang masing-masing akar
-jawab untuk seluruhnya. ' ]

be_rlta;fdg: Ilga.ilchirttya" perlu diketengahkan, bahwa tuntutan ganti

erddsarkan Undang-Undangno. 33/1964 jo P.P. no. 17/1964

. Il . di
(sebagaimana telah ' dibentangkan di atas, maka telah menja
¢ i
0. 18/1964 harus diajukan

* kerugian b d:
iU -Undang no. 34/1964 jo P.P. n /
g:ﬁﬁ?;::;fa waktugl (satu) tahun, yakni 365 (tiga ratus enam puluh

X lima), harl terhitung mulai tanggal terjadinya.kecelak;an, kealix:ﬁ
) sesﬁdéh'larhpau jangka waktu tersebut tuntutannya akan men)

P v e lerita mendasarkan gugatannya pada’pasal

i bilamana si pend . '
ml}l. : Perdata, maka penderita tersebut t:da: . pzri::l
meng.indz;hkau jangka waktu kedaluwarsa satu tahun tersebut,

dalam hal demikian itu maka penderita harus membuktikan, bahwa

lawan hukum. ,
‘digugatnya itu melakukan perbuatan me uku.
L ya“gAdipﬁn t’;ntaug siapa-siapa yang berhak menerima pembayaran

' P,
penggantian dari Dana berdasarkan P.P. no. 17/1964 dan P

i i berhak menerima pembayaran
. /18/1964 dan siapa-siapa yang
I:a?nti:'kerugian' berdasarkan pasal 1370 K.UH. Perdatz bilamana

korbay mati, akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini dalam bagian
o 3vi-, o
) { imbul karena kematian
' wp-gugat untuk kerugian yang tim &
I:;i?;if’;ugatan yang menyebabkan orang mendenta luka dan
. penghinaan. L
** Ketentuan-ketentuan dalam .ps.ilslal IS;IQ. E:alﬁt::‘gn?agal:ias:‘:oﬁng.
"berasal dari Code Civil, melain A
::3:;::1351.1;“[ Hukum Belanda Kuno (Oud-Hol!a_mds Recht) )
1% Sy Pty ‘t' ]
';aals(:li }ig% dga(:?mlo??l K.U.H. Perdata tersebut dalam ] ;hll(aUhI;l
menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal 1365—1.3 LUK,

Perdata yakui : o o tel_l
asan

. karena pasal-pasal tersebut membua_t pemb | :

» uaiig, dip'at dituntut sebagal ganti-kerugian, karena bukankah

ganti-kerugiannya dinilai menurut kedudukan dgn kekayaan
.kedua belah pihak serta menurut keadaan.

tang jﬁmlah

5; Eutten Loc cit halaman 524 daq 541. .
49 Vollmar Verbintenissen cn Bewijsrecht op clt halaman 399, 405

" Hofmann Verbintenissenrecht op cit halaman 2?7 dan 301.




b). selanjutnya pasal-pasal 1370 dan 1371 memuat peraturan-peraturan
-yang menyimpang sepanjang mengenai dapatnya dituntut ganti-
kerugian hanya oleh orang-orang tertentu tersebut dalam -kedua
pasal tersebut, Co o

Sebagaimana telah dibentangkan di dtas, maka dalam hal terjadi
kematian atau cacad tetap karena kecelakaan dengan menggunakan
kendaraan bermotor, maka Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan
penumpaug sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang no. 33/
1964 dengan P.P: no. 17/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan,
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang no. 34/1964 déiigan
P.P. no. 18/1964 memberikan penggantian sejumlah uang, yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah no. 17/ dan 18/ 1964 tersebuit.

Dalam pada' itu perlu dikemukakan di sini, bahwa térdapat

- perbedaan dalam ketentuan tentang siapa-siapa yang berhak menerima
penggantian menurut Undang-Undang no, 33/1964 serta no. 34/1964,
dan siapa-siapa- yang berhak menerima gantl-kerugian berdasarkan
pasal 1370 dalam hal terjadi korban meninggal dunla.
Sebagaimana dimaklumi, maka yang berhak menerima pembayaran
penggantian dalam hal tersebut menurut ketentuan dalam P.P, no.17/

1964 pasal 12 dan menurut ketentuan dalam P.P. no, 18/1964 pasal-12 .

hanyalah seorang ahliwaris saja, hal mana adalah sebagalmana
ditentukdn dalam pasal 12 P.P, no. 17/1%
tersebut sebagai berikut :

Pasal 12 PP, no, 17/1964 ;

""" Yaug berhak mendapat ganti-kerugian pertanggungatt dalam hial .

kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal .
tidak ada jandanya/dudanya yang :sah, anak-anaknya yang sah;
. dan dalam hal tidak ada janda/dud_anya dan anak-anakuya yang
© sah, kepada orang-tuanya yang sah®,
FPasal 12 P.P. no. 18/1964 : '

- "Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian

korban adalah janda/dudanya yang sah; dalam hal tidak-ada -

jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-
tuanya yang .sah; ‘ -

Y - .

Pemberian ganti-kerugialn berdasarkan pasal 1370 tidak)tétbat;ls'

pada janda atau anak-anak yang sah ataw: orarg tua sajd, akasn ie_’tapi‘ ,
mereka semuanya, yaknl baik janda/duda, maupun anak “yakni
anak .sah maupun anak luar perkawinan dan orang tua, sama-sama’

berhak menerima ganti-kerugian, asal saja mereka mendapatkan

154

sengaja maupun karena kurang h

64 dan P.P. no. 18/1964 °

i : tidak’
y si Korban, pembatasan mana,
13/1964 dengan P.P. no.17/ 1664 dan
1841964, "¢ :

nafkah - (dihidupi) dari, pekerjaar
terapat pada undang-undang 1o.
Undi.ng-Uudang 10.34/1964 dengan P.P. no.

]

a. Kematian. ' ‘ o
7 istilah: an’.

Dengan sengaja saya memilil untuk men_ggunaka’.? istilah; ' tkifzxa:; o

dari pada menggunakan istilah " pembunuhan” sebagal eﬂj e
dari doodslag, karena menurut hemat saya penggunaa b

" pembunuhan” mendatangkan kesan seakan-akan kerrlalat;ixal“seszt;c_r;l;ﬁ
korban yang tertimpa kecelakaan adalah  mer fal Sy
embunuhan, sebagaimana yang, dirumuskan c.ialam pa.l O s
gidana yakni bahwa orang yang dengan sengaja menghilang

ai ' nuhan. .
Oratl%\dgizrt\f:agezzl'catz:: I;)‘::’gngli:::ian istilah kematim} adalah Le;:h
fuas daripada- istitah pefnbuuuhau; lk:rec::;" ke;:;:lttar;ai;‘negzngaﬁ
kematian seorang yang dlSEbabl;iI-lh :tifxya orangg lain’terscbu?.
Karenanya adalah merupakan suatu kesalahap "kgal:;)lri,p:;:sﬂgf;g
Rutten 216) menyatakan, bahwa "lstl'l.ah doodsIaE iematian L
memiliki pengertian umum tenta‘.mg qwnycbag 1:m O i
Jain”. Terhadap tuntutan ganti-kerugian doo ss.lg t'):ha%inya o
orang dengan sengaja dan karena kurang berhati

. lah s@ma. :
tessebut pada dasarnya ada adalah bertentangan dengan ketentuan

ikian pula kiranya a :
dalarlx:: c:;s;al 335 K.U.H. Pidana, bilamana pasa: 1370 K.U:H, Pe.rdata
1) H H ds ag’l.
tumkan kata-kata " onvoorzichtige dop e
g::;f:;;ul:lg déngan itu tulisan Rutten selanjutnya sebagai berikut

" i a haluya, bahwa pada umumnya tidf{k terdapat per-
b::::fa;milrla perb{latan melawan h.ukum yang dll_a_llcul;gr;odet:‘:g:;:
sengaja atau tidak dengan 'sengaja, maka dPas{; o d-enga,;(
membedakan antara kematign‘ orang yang 1lse_ .

sengaja atau karena kurang hati-hati oleh orang lain .. _

" adalah juga salah, Sebagaimana telah
' melawan hukum _dapat

1gaja.
I:Zkgu—;]n yang dilakukan

Menurut hemat says
dibentangkan di atas~jmaka - Qerbuatan

dilakukan dengan sengaja _atau tidak dengat
éebagai contoh dari h\fﬁjqerbuatau melawan

H "r .
dengan sengaja umpamanya :

Zib). Rutien Ibid halaman 525, / FA K. HUK
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B yallgm;gndl:::SUh bcbuyutax‘z daripada B pada suatu hari' mengejar
berdekatan dég mengemudikan mobilnya dan setelah mobil A
ke arah ban'mul;cgan n?Ob.ll B, maka A lalu melepaskan tembakan
karenanya 'tidaka:in obilB dan mengenai ban muka mobil B, yan
pohon asam_ di piﬁpagrdfkf tdalikannya lagi, sehingga memiaéntuf
meninggal Séketika”%g jalan dan hancur berantakan, sedang B

Contoh dari ;
besiiut : perbuatan melawan hukum

tidak disengaja sebagai
”Si A mengemudi
gemudikan mobilnya demiki
waktu berpd nya demikian kencangy ingga
dengan & E:ptt:sl::bdt:ugm: sebdah bus, untuk mcnghirg;dg:i ts.lelilt‘u\llff .
; ut, maka A merobah arah sedikit tapi ;el;l[:

sempat menyerempet se
o et p peda motor B yang terpelanting dan mati

Dalam kedua. .

yang satu ada;aal?a kas":l(s{ tersebut jumlah ganti-kerugian untuk x
Lain haluya de sama dengan yang untuk kasus yang kedua asus
kurang hat’i.ha?iiaz kematian seseorajig yang disebabkan ka
kepidanaannya ad); _ orang yang menyebabkan, yang ak{f;m
disebabkan ka alah belzlam_ax; dengan kematian seseora kibat
359 terhadap f;g:a;cegesxégaljg irll orang yang melakukannya (virclli g;:ﬁ

- 1 . . -Ho Pidalla N X

. g::n?:fgu"ggn'mwa?'!‘epidar:aa:. yang berl :i.naslfhmgga menimbulkan
tersebutg. :?;aIZhaks}:mya Jumiah ganti kerugian- dalam kedua Car-.
perbuatan melawar ll;n& Maka bilamana terjadi kematian karous
mati, anak-anak cliar?k: m sescorang, maka suami/istri yang ditmgz:;

Heri ara ora s ,
. menerima ganti kerugian 217) , ng tua daripada si korban, berhak

Dalam pada itu i
Loy para penuli m .
1370, dua pémbatasan yakﬁi : es pada umu ny..a': m‘?l'hat dalam pasal

e

‘a). bahwa yang berhak im: .
; menerima ganti kerugian' ad
orang-orang yang disebut dalam pasal 13%21:& 34;‘:;1:1 rerbatas pada

b). bahw i " i
a anak kalimat yang = lazimnya niétidapatkan nafkah

(dihidupi) dari hasi okerj

. il pekerjaan si korban"

- : I ' -
gz}::fkorang tersebut dalam pasal -1370 K.U.I!I. Pe‘:fi;atm'h vt
E , mcndapa_t!;an ganti kerugian, bilamana mereka ame:gialath

217). Rutten Ibid halaman 525,

Vollmar Verbintenjssé Srec . .
olln en en bewij ’
Piflo. Yerbintenissen op cit halaﬂi;;cg:;p clthelaman 401,
A '
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kan nafkah dari pekerjaan si korban, sehingga orang-oraing )-fang
nama-namanya disebut dalam pasal 1370 tidak. berhak lagi
mendapatkan ganti kerugian, bilamana mereka tidak dihidupi
pekerjaan si korban. "

Hofmann dalam hal ini’ berlainan pendapat 213) dengan menyatakan

antara lain sebagai berikut : T
“Hoge Raad juga telah mengar
tidakiah dapat dikatakan adil,
benar’’.

Menurut hemat kami (Hofmann) anak kalimat :
(dihidupi) dari hasil

wut, ajaran tersebut. Hal tersebut
punt juga tidak dapat dikatakan

"Yang lazimnya mendapatkan nafkah

. .pekerjaan si korban " _ _
harus diartikan, bahwa si korban harus mengakui bahwa suami/istri -
i kurban selalu berhak

yang masih hidup, anak-anak dan orang tua si
stas ganti kerugian karena mereka mendapatkan nafkah dari hasil
pekerjaan si korban. : : 3
Saya kurang dapat menerima pendapat Hofmann tersebut, karena ]
menurut hemat saya istilah neelalu" tidak dapat merobah .syarat |
bilamana suami/istri yang masih hidup, anak-gnak dan orang tua si 'fq
korban mendapatkan nafkah (dihidupi) dari hasil karya si kurban. : ‘
Péfiggunaan istilah "selalu” dapat dibenarkan karena dipenufi syarat [ ’
tersebut. Jika andaikata anak’ kalimat "karena mereka mendapatkan (
“nafkah dari hasil pekerjaan si korban "tidak ada, maka penggunaan
istilah "selalu” tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan- ./ ‘
undang-undang.- '
Maka lebih tepatlah bilamana dianut pendapat bahwa tuntutan
ganti kerugian hanyalah jatuh menjadi hak si suami/istri yang masih
hidub, anak-anak dan orang fua korban, bilamana mereka semasa
hidupnya si korban mendapatkan nafkah dari pekerjaannya, 217) .

" 'Sebagaimana dikemukakan di atas. maka pasal 1370 K,U.H.
Perdata tidak hanya memberikan pembatasan mengenai orang-orang
yang berhak menerima ganti kerugian saja, melainkan memberi
pembatasan lebih lanjut lagi, yakni bahwa si suami/istri yang masih

orang ‘tua si kurban haunya akan dapat .

hidup, anak-anak dan _
metigajukan tuntutan ganti-kerugian, bilamana mercka dihidupi dari

hasil pekerjaan si korban.

~

218)., Hofmann Verbintenissen op cit halaman 298.
- 219). Rutten Verbintenissenrecht Thid halaman 327.

-
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Adapun anak kalimat "yang lazimnya dihidupi dar_i~ hasil
pekerjaannya® dapar menimbulkan beberapa interpretasi yakni ada

yang berpendapat bahwa anak kalimat tersebut dianggap'ﬂgpbagai'

penjelasan untuk memberikan alasan tentang apa sebabnya pembuat
undang-undang memberikan pembatasan mengenaf anggota keliarga
yang disebut dalam pasal tersebut yang berhak inendaps;tkan ganti
kerugian, yakni karena mereka biasanya terdiri dari suami/istei yang
masih hidup, anak-anak dan orang tua, .

Ada. pula yang berpendapat : "sepanjang mereka biasanya
mendapatkan nafkah (dihidupi) dari hasil karya si korban”, '

Menurut Rutten maka pendapat yang paling tepat dan berdasarkai

sejarah adalah bahwa istilah "biasanya (plegeri) hendaknya dibaca
sebagai lazimnya (plachten), sehingga ketentuannya memperolah
pengertian yang konkrit dan terbatas : " mereka hauyalah akan berhak
menerima ganti kerugian bilamana mereka menurut kenyataannya
selama hidup si korban benar-benar dihidupi oleh si korban™,

Hoge Raad dalam hal ini dalam keputusannya tanggal 19
Nopember 1943 220) eap mempertimbangkan antara lain sebagai
berikut : :

"bahwa pasal 1370 B.W. dalam hal terjadi kematian yang disebab-
kan dengan sengaja atau yang disebabkan - karena kurang
hati-hatinya si pelaku memberikan peraturan khusus tentang orang-
orang pada siapa diberikan tuntutan ganti-kerugian dan mengenai
kerusakan yang dapat diberikan ganti-kerugian ", ;

sedang dalam keputusannya tanggal 21 Mej 1954 Hoge Raad
mempertimliaugl;an autara lain sebagal berikut : ' '

"bahwa baik menurut naskahuya maupun fenurut maksud
daripada paszluya telah dipentuhi syarat ini (bahwa Jmereka
lazimnya dihidupi oleh si korban), bilamana daya kerja dari si
korban membantu keluarga dalam menutup kebutuhannyi dan
pasaluya tidak mensyaratkan bahwa si korban telah memberikan
penggantian merupakan uang ", S
Akibat daripada interprestasi ini adalah bahwa seorang anak yang
baru setelah meninggalnya si kurban berada dalam keadaan yang
menyedihkan tidak akan berhak mengajukan gugatan, sedang oraug
ta yang bars i kemudian hari (in de toekomst) sedianya akan

2201, Onrechtmatige dand 11 no, 267,
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s jadi mati itu:
memperoleh tunjangan dari anaknya yang rqe:ljadi korban

: 1
tidak berhak mengajukan gugatan 221y,

n ' JU.H. Perdata
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 K.U :
yang menentukan_ : .

"hahwa anak dalam kandun

gan_seoralillg wanita, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana hal demikian itu kep

entingan si_anak

menghendakinya”. i . N
‘kandungan berhak mengajuka-n gugatan, kz
Mk dalmtl:al:(wa: 51: lgcorban, kalau ia audalkgt_a rr};astm hidup,
i idupi an tersebut.
ji elihara/menghidupi anaknya

akanDbaiil:w;J;?alilnlimlr-lnoge Raad dalam keputus,am;lya .t;mtg%al 10

Pebruari 1961 222) :iﬁ'qmbetikaﬁl pertimbangan sebagai bf‘:n u
ihliwaris yang ditetapkan oleh pasal 137tp K.Ua.:g.
Perdata sebagal ﬁ;ﬁing-orang’ yang Qa:am h:llter_i;c:;;;el;lc;:ax;aiena
disebabkan dengan kesengajaan -a; ;umélg:iukan Ny

hati-hatinya si pelaku berh
t:;:;igan.amaka bb;rdasarkan pasal 2 B.W. anak dalam kandungan

harus pula digolongkan pada mereka l{ang bezhaa;:mme;lffju;azitz
- an ipada si korban de
patan tersebut,” anak darl.pa 1
ﬁ:tgeutuan tersebut, yang dilahirkan secara postuma™.

harus- dianggap,

L
3
0y

"bahwa di antarg.a

Menghid'upi'/memelihata (onderhfaud?u) berartltbiach_s“::a:::ndgez;:ﬁ
'dihidupi menerima tunjangan yang diperélehnya un ]:1 e
kedudukannya mencukupi ]cebu.tqhaxltxya. Maka ana “{ukg e o
sumber penghasllannya sendiri yang cuk'u? umasih renculeup!.
kebutuhannya, akan tetapi sekalipun c.iemllklan e hidunt
tunjangan lagi dari ayahnya, tidak dapat dikatikan, a dil

223y _ _ o |
olen I;);Tg;y;ada )itu yang dimaksudkan deuga_:llhpnde;hc:iudlen; ‘t:f;ful: .
) 1 /istri - : ih hidup, anak dan ‘or _
asdl suami/istri-yang masih hi up, anak
r:::';gallzid:puya si korban oleh si korban dihidupi saja, namun yangl

petiting adalah, bahwa pemeliharaauj tersebut haruslah dari hasil
| Peker}'ai{ll e & .1akah dan berapa banyakkah orang

i oalan pula, sejaub man: A er . 1
;::Tgb ‘ﬂaﬁ? dipertl;nggung-jawabkali it memikul ganti-kerugiannya.

222), Onrechtmatige daadIf no. 277.

221). Rutten Loc cit, )
223). Rutten Ibid helaman 528. /
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 Dapat: 'dikemuké?kan. bahwa tidaklah pefI:Ll' u;i'tlx-k' menggan.ti seluruh
}:qu_g;g_:.n‘ , yang . sesungguhirya, .melainkan . hanyalah kerugian ya'ug

‘kebutuhan ‘hidup, yang diterimanya dari si korban,

Maka. karenanya menurut Rutten ganti-kerugian *berdasarkan

pasali 1370: "adalah merupakan penggantian ata ian -
I(?Ilderitaiilyg ‘danl ini bukanlah meru[itkagng tuntutan tatl?m:f::;lsgi:an e

oge. Raad. sebaliknya menipertimbangkan dalam utusar
tang_g@l}"]_l’.eb;uari 1925, bahwa‘ganti -k'efugian ex. passilkleJP’ilguIiaEn{{a
Perdqta_tld'a_lglah lain. daripada hal atas alimentasi, yang diberikax; oiel;
orang .- yang - harus.  bertanggung . jawab . atas- kematian,. - jang
disebabkannya. Kebanyakan: penulis mengikuti pendapat Hoée'Réad

- Sebagaimana” dikemukakan diatas, maks Rutten Berpendap;t
bal_lwa} tuntutan ex pasal 1370 224) adalah merupakan tuntutsn ganti-
kerugian. Tetapi undang-undang memberikan pembatasan sedemikian
rupa,. sehingga. bukarinya kerugian yang -diderita’ yang harus diganti,”
m'clg:_zg_kg.n- ‘hanyalah kerugian' yang didérita karena keh'ilanga'n mat%;
pencarian. . ~ :
Selanjutnya mengenai Winstderving alkni keuntungan ya i
dapat _diharapkan diterimanya %erydapat peudaiét-piulegaps:tk m;::{g
berbeda yakni kalau Rutten dan Pitlo sama dehgan Hoge Raad

menganut pendapat 22%) bahwa gederfde winst — yakni-bilamana si

korban, yang mati, akan dapat mengharapkan menerima pendapatan.

yang lebih tinggi —-menurut Hoge Raad dalam keputi ‘

s U A putusannya tanggal
19 I\l’_opemb‘er419_43 228) dapat dipertimbangkan dalam mezﬁperkifa-
'kan besarnya kerugian, - o

" Hoge Raad dalam keputilsannya;_tang'gal 19 Nopember 1943 lebih .

Ianjut'mempg‘rtimbaﬂgkan antara lain sebagai berikut :

"Bahwa kerugian, yang dapat _dimintakan penggantiaii adalah

- tidak lafn daripada ‘kerugian yang diderita oleh para ;ahliwaris,
_yang lazimnya dihidupi dari pekerjaan si korban, denigan kematian
Kotban tersebut’ telah kehilangan penjamin; bahwa kefugién ini
-adalah  .bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak lagi
mer.nperolgh jaminan, yang dapat mefeka . h'a['a'pkar'l dikemudian
., hari seanidainya si. penjamin tetap hidup; . . -

224). Ibid halaman 529, - * o
225). Rutten Yenbintenlssenrggm_pp clt halama;: 529.
_ 'Pi;lo.Yerbinte‘nls'sénrézbg'qp cit-Halaman 21, - . .
226), Onrechtmatige'ddad II no. 291,
-

160" .

ideri: Oleh, yang berhak menuntut ganti kerugian karena kehilangan

bahwa katenanya untuk pertimbangan apakah telah diderita
kerugian, yang hatus diganti, dan untuk penetapan jumlah ganti
kerugiannya yang diperlukan adalah tunjangan hidup yang
'?&iperl;irakan. yang oleh mereka masih akan dapat diperoleh dari
peujaminnya, seandainya ia tidak mati”. :
:» Sebaliknya- Hofmann 227) dan Vollmar berpendapat bahwa
winstderving tidak boleh dipertimbangkan dalam menetapkan besarnya
ganti kerugian, Jumlah winstderving akan sukar dapat ditetapkan dan
lagi" pula. pembuat undang-undang mengkhawatirkan kalau-kalau

" penggantian .winstderving jumlahnya akan membumbung tinggi,

sehingga tidak akan terhayar juga. .
Selnjutnyz perlu diketengahkan, bahwa sebagaimana ditentukarr dalam

pasal 1370 maka dalam menentukan besarnya ganti kerugian harus

- dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua pihak serta menurut

keadaan pula.. .
Yang dimaksudkan dengan ''kedudukan’ adalah terutama

lingkungan masyarakat dalam mana yang bersangkutdn tergolong.
Dengan kedudukan dan kekayaan kedua pihak dimaksudkan bahwa
harus dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang
berhak, mendapatkan ganti kerugian, maupun kedudukan dan
kekayaan orang yang hatus dipertanggung-jawabkaun, . -

Gaitl kerugian tidak akan dapat lebih tinggi daripada jumlah
yang akan dapat diharapkan diterima oleh yang berhak menerimanya
karena kematian si kurban. Tidak dapat lebih tinggi sekalipui yang
berhak menerima keadaannya demikian miskinnya, sedang yang
bertanggung jawab keadaannya demikian kayanya,
Akan -tetapi jumlah ganti kerugian tersebut dapat saja lebih rendah
bilamana kekuatan. financiil yaug berhak menerimanya lebih -besar
daripada kekuatan financiil yang bertanggung jawab, .
Adapun yang dimaksudkan dengan " menurut keadaan” dalam pasal
1370 ‘adalah bahwa harus pula diperhatikan adanya kemungkinan
diperolehnya ‘warisan oleh si janda, sekalipun warisan tersebut baru
akan diterimanya beberapa waktu sesudah meninggalnya si kurban.
Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 3 Pebruari 1956 22%) mem-
pertimbangkaii sebagai berikut :

'"Rechtbank telali secara tepat mempertimbangkan, bahwa akan

dapat pula diperhatikan jatuhnya harta warisan pada penggugat

- pada waktu proses sidang berjala:n".

227), Hofmann Verbintenissenrecht op cit halﬁman 299, ' o .
.» ' Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 402.

228). Onrechtmatige daad II no. 295,
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b. Luka.luka atau cacad yang dlsebabkan karena perbuutan'd'enga.n
sengaja atau kurang hatl-hati, : .

Pasal 1371 K,U.H. Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

"Luka-luka atau cacad pada sesuatu bagian badan yang disebab-
kan karena perbuatan dengan sengaja atau karena kurang hati-
hatinya si pelaku memberikan hak kepada si korban untuk,
selesainya. penggantian biaya-biaya penyembuhau, fmenuntut

penggantian kerugian, yang disebabkan oleh fuka-luka atau cacad .

tersebut, ‘
Juga penggauntian ini' dinilai menurut kedudukan dan kemampuan
-kedua belah pihak dan menurut keadaan. _ e
Ketentuan yang terakhir ini pada umumnya berlaku dalam Hal
menilaikan ganti kerugian yang timbul karena tiap kejahatan yang
.dilakukan terhadap seseorang”. .

‘Maka menurut ketentuan -tersebut; orang yang dengan sengaja
atau kurang hati-hatinya menyebabkan terjadinya luka.pada badan
oraug lain, berkewajiban untuk memberikan ganti 'kerugian.”

Undang-undang memang menentukan bahwa biaya-biaya
perawatan barus - diperhitungkan, akan. tetapi tidak menentukan
penggantian yang harus diberikan dalam hal dirasakan sakit,

_ Akan tetapi kerugian idiil dapat memperoleh penggantian yakni berupa
penggantian atas kegembiraan' hidup, yang sekitanya dapat diharapkan
dinikmatinya dan atas kesedihan yang disebabkan karena luka-lukaiiya
pada badannya, A
Hoge - Raad dalam keputusannya tanggal 21 Mei 1943 229)
mempertimbangkan sebagai berikut ; IR

. ] P . -.'.‘I- °
"Dadlam menilai kerugian inaka di sampiug keruglan rmengenal -
kekayaan dapat juga.dipertimbangkan kerugian idiil, yaknj berupa'.

penggantian atas kegembiraan hidup yang sekiranya diﬁat-dih"lfg'p-_f
kan dinikmatinya dan -atas kesedthan ‘yang disebabkan karena, -

Iuka~-lukanya pada badannya”.

Mengenal cacad tetap yang diderita  dalatn kocolaknan -
lalu-lintas, selamanya cacad tetap yang disebabkan karenia perbuatan’

_orang dengan serigaja atau kurang hati-hatinya ornng,'.‘te'rsqb_gt!-

1

229). Cremers Burgerlljk Wetboek op cit halaman 605. )
Pitlo Verbintenissenrecht op clt halaman 248.
Rutten Verbintenlssenrecht op lclt halaman 535,
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" biasa dengan-- lain perkataan pasal. 1371 K.U.H

sebagaimana telah dibentangkan dalam sub I::agia_n di Ztas:_ tﬁ:;tagg
kematian, telah’ diatur penggantiannya Qalg{g undang-undarg no. ?
dan no 4'34 .tahup 1964 sérta pératiran-peraturan pelgksgx;aanny
P, 17/1964 dan PP, 18/1964. . A R
PDalam hal ‘terjadi luka-luka atau cacad tetap yang c.lgebe:blqatalﬁy.;:z;
perbuatan .détigan," sengaja atau’ kurang hati-hgtmya,—t xlr;:;n eﬁ gﬁtut _
menderita luka-Juka dan cacad tetap memperoleh hak untu
i kerugian 2*°). : ) ] S .
gan'tlDa?::ngl hal terjadi luka-luka maka tidaklah menjadi p:ers.oz;:an,
terhadap. siapakah perbuatan melawan ,huku!-n tersebut dltu_]llk:::
Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 2’ April 1936 dalam 'Pfr13'71
Crosbotn 2%1) melawan-Liverpool telah mem;tusk:nk bah;?ﬁgf:: oot
' ikar; hak untuk m
K.U.H. Perdata hanyalah memberikax g
i ¢ luka, ketentuan khusus mana te
kerugian pada yang menc.lapat luka,” ketex T
menggantikan apa yang biasanya berlaku menurut pera famwi
I 1365 ~dan
ingkan ketentuan-ketentuan dalam pasa
?e:;:;:tsx?;pdeigau ketentuan,, bahwa dalam.hal terjadinya luka-luka
‘hanyalah diberikan hak si luka untuk mengajukan tuntutan. )
Selaﬁjutnya seperti halnya dengan ketentuan dalam pasal 1370 lt:’.nla;:g '
kematian pun.pasal 1371 mengadakan peml.)edaan anta.rsf luka-luka
yang disebabkan perbuatan dengan 'si:nhgaja dan luka-luka yang
e i-hati. -
disebabkan karena perbuatan kurang hati-hat ' "
e Berkenaan dengan ketentuan dalam_pasal 1371 bahwa luka luka

yang disebabkan karena kurang hati-hatinya orang yang ‘menyebab-

. kannya, memberi hak pada penderiti luka-luka tersebut untuk

nienuntut ganti keruglan maka seorang dokter yang kare;cm .Se;l_;atat:
kesalahan menyebabkan pasiennya mendap_at luka-lu a:tu, p
dipertanggung-jawabkan atas luka-luka yang d1t1mbulk:;m_nyg._l .z“)
Namun tidak banyaklah diadukan peristiwa sedpmlklan 11 uk Iuks;
Sebagaimana telah diutarakan di atas maka penderita luka-

' mendapat hak untuk menuntut penggantian biaya-biaya perawatan,

dan dalam hal luka-luka tersebut disebabkan’ karf:xia keqei]’ak_a:tn‘
lalu-lintas - maka undang-undang wno. 33 dan 34/19169*:54 Z? a.:
peraturan-peraturan pelaksanaannya 1no. 17 d:_u} 18/ p

230). Rutten Vel.'blnteniss-igig\‘é:cht loc cit halaman 534.
231). Cremers Ibid halaman 607.

Rutten Loc clt. )
232). Hofmann Verbintenissearecht op eit halaman 299.
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diterapkan, dan penggantian atas kerugian-kerugian ]ai:mya,"ya'ng

disebabkan karena luka-luka tersebut. _ '
Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa sebagaimana halnya

dengan ketentuan pasal 1370 maka pun dalam pasal 1371 K.U.H.

Perdata ditentukan, bahwa penggantian kerugiannya dinilai menurut .

kedudukan dan:kemampuan kedua belaly pihak dan menurut keadaan,
tentang hal mana kiranya cukup dengan menunjuk pada pembebasan
di atas, mengenai penilaian ganti kerugian, sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 1370 K.U.H, Perdata. ' :

Ketentuan selanjutnya dalam pasal 1371 ‘K.U.H. Perdata yang
tidak dimiliki oleh pasal 1370 adalah mengenai peniiaian kerugian
yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi orang.

Yang dimaksudkan dengan kejahatan dalam ayat ke 3 pasal 1371
tersebut adalah kejahatan-kejahatan seperti permerkosaan, penahanan,
m;l\arikar1 ‘orang (schaking) dan sebagainya. .

¢. Penghinaan .

. Penghinaan® merupakan -bentuk khusus daripaua perbuatan
melawan hukum, . ' o
Pgsal-pasal 1372 s/d 1380 K.U.H. Perdata, yatig seperti haluya

dengan pasal-pasal 1370 dan 1371 tidak berasal dari code civil -

melalnkan berasal dari-Hukum Belanda. kuno 233),
Pasal 1372 mengatur’ tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan
tanpa memberikan uraian tentang apakah yang dimaksudkan dengan
" penghinaan” (belediging) itu. )
Maka telah menjadi yurisprudensi ‘tetap bahwa dengan, beledeging
dalam pasal 1372 s/d 1380 dimaksudkan perbuatan-perbuatan yang
sama sebagaimana yang dalam bab XVI dari Buku ke Il KUHP diancam
dengan hukuman, e L
Penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam bab XVI tersebut
adalahi menista, menista dengan surat, memfithah, penghinaan biasa
{eenvoudige belediging), fitnah dengan pengaduan (lasterlijke aan
klacht): - - T o i _

" :Selanfutnya dalam pasal 1372 K.U.H. Perdata tidak pula terdapat
penjelasan- tentang apa yang dimaksudken  dengan kehormatan
Hofmann ?34) menyatakan bahwa telah menjadi pendapat yang dianut

233). Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 541,
" Hofmapn. Yerbintenissenrecht op cit halaman 301, - _ '
Pitlo Verbinténissenteeht op cit halaman 249, © ~ -~ |
}, Vollmar Verbintenissen en Bewljsrecht op cit halaman 405, -,
“Hofmsann Loc cit. . . L
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umunt, bﬁhwasanya. yang dapat dianggap sebagai . pencemaran
techadap. kéhormatan seseorafig adalah pencemoohail terhadap pilai
kesusilaan, baik pada umumnya maupun dalam hubungannya dengan
kedudukan atau jabatannya khusus. -
"Bilamana . yang demikian itu benar, maka_penyangkalan seseorang
" ‘terhadap- kecakapan atau credietwaz_&rdfghexd‘ seseorang l.a.m,
“sekali-kili tidaklah dapat dianggap sebagai penghma.an. karena sifat
tersebut tidaklah dapat ikut menentukan nilai kesusilaan- seseorang.

"} Demikian pula pendapat orang tentang apa yang dimaksudkan dengan

‘nama baik, yakni yang ada hubunganuya dengan reputasi seseorang
dalam’ masyarakat, adaleh berbeda-beda. . : .
Tuntutan-tustutan yang didasarkan pada pasal. 1372 “hanya
. dapat, diajukan terhadap 'pelaku atau orang yaug ikut bersalah ,
melakukan penghinaan, akan tetapi tidak dapat dlagt.lkan ter‘I}adap .
ora 1g, _yang - hanya menjadi pembantu -dalam tindak pidana
penghinaan..
Maka karenanya pa

da umumnya dalam hal penghinaan dengan
_pefiggunaan alat percetakan, maka pencetak dan penerbit tidak dapat
- dipettanggung jawabkan berdasarkan: pasal 1372, Dalam pada itu ada
_kalanya mereka ini menjadi peserta dalam deh-k tersebut, dalam hal
-mana sudah tentu mereka harus dipertanggung Jawa‘ok_an. R
“Tiiitutah bepdasarkan pasai1372 hanyalah dapat diajukan bilamana
" unsur ‘dogmerk (tujian-maksud) untuk menghina telah terpenuhi,
~ . 'Sabagaimana diketahui delik-delik ex pasal 310 KUHP dan' berikutnya
adalah inerupakan delik-delik. yang dilakukan dengan kesengajaan.
‘Maka karenianya tuntutan berdasarkan pasal 1372 tersebut hanyalah
dapat diajukan bilamana penghinaaunya dilakukan .dengan sgngaja flax:!
tidaklah dapat diajukan tuntutan terhadap penghinaag, yang terjadi
‘karena kekhilafan, S .
U'xit"ﬁ{'c “ftu maka orang yang dihina harus membuktikan bahwa
i:lenghinaannjra- terjadi dengan sengaja, dan adanya 'kesengajaa.n
| tersebut sering ditarik kesimpulannya dari perbuatannya.
~Sepanjang yaug dapat dirumuskan dalam yurisprudensi maka dianggap
ada opzet, bilamana si pelaku seharusnya d?_pat memahami, bahwa
petbﬁatannya" mengandung penghinaan bagi orang yaug .terkena

penghinaan tersebut. S _ .
. lwkalaw dalam hukum pidana unsur "nyata” telah berbuat l_mtuk
enting uk pembelaan darurat terhadap dirinya

"kepentingan umum atau ‘unt p di
sebi§aimana yang dicantumkan dalam pasal 310 K.U.H. Pidana
“hasiyalah berlaku untuk jenis penghinaan yang disebut menista atau

IJ .
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menista dengan surat {smaad en smaadschrift) maka dalam hu_ki':m )

perdata unsur tersebut merupakan ketentuan umtm, sebgg_gimé;la
yang dicantumkan dalam pasal 1376 untuk menyatakan tentaig _aﬁ_ia_
atau tidak adanya maksud (oogmetk) untuk menghina. L

Untuk jelasiya maka bunyi pasal 1376 K.U.H. Perdata adalah'se‘b.agai
berikut ; .

Py
B

"Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan, -jika
tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk
menghina ity dianggap tidak ada jika si pembuat nyata-nyata telah
berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darura

terhadap dirinya". '
Sebagai contoh kiranya dapat dikemukakan sebagal berikut :

"Dalam beberapa harian umpamanya disebar luaskan berita
tentang sesuatu kekisruhan dalam sesuatu perusahaan déngan
maksud agar khalayak ramai akan mengetahui bahwa seyogyanya
tidak berhubungan dagang dengan perusahaan tersebut atau dafam
beberapa harian diisyarakatkan pada khalayak ramai bahwa
. hendaknya berhati-hati terhadap seorang tertentu karena prdkték-
prakteknya yang tidak sah™'. . ‘ o

Orang sering mencari perlindungan dengan penerapan pasal 1372
K.U.H, Perdata untuk membebaskan diri dari pertanggungan-jawab-
tiya, akan tetapi ia tidak akan berhasil, bilamana Hakim memutuskan,
bahwa tidak akan diperoleh sandaran pada ketentuan dalam pasal
tersebut, bilamana si pelake tidak melampaul  batas-batas yang
diperbolehkan dengan menggunakan format yang tidak perlu yang
niencermarkan nama baik orang yang menjadi pokok pemberitaan..
Dalam hal terfebut telah menjadi yurisprudensi yang tetap dengan
keputusan Mahkamah Agung Indonesia #*%) tanggal 5 Juli 1972 Reg
No. 27 K/Sip/1972 yang mempertimbangkan antara lain sebagai -
berikut : :

« Tuntutan ganti-rugi atas dusar penghinaan
""“.""/ ( Pasal 1372 K.U.H. Perdata )

"Soal apakah sesuatu perbuatan merupakan ' penghinaan’ adalah
suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang pengadilan kasasi-
untuk menilainya ', ’ . .

i

235). Chidir Al $.H. Yurisprudensi Indonesia - ‘tentang perbuatan melawan hukum -

halaman 231, )
Yurisprudensi Indonesia diterbitkan Mahkaniah Agung R.L terbitan th. 1973

" Isi maupun‘ format  sesuatu iklan tidak dapat dikatakau
mengandung penghinaan atau mencem_ark?.n nama balk sleseor:::llﬁ
selama tidak melampaui batas-batas daripada . yang perlu unt

mencapal maksud dan tujuan dari pemasangan iklan itu”.

Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara S.P. de Boer

melawan N.V, Good Year Sumatra Plantation Ltd. dan CV. Lavinde:i.
Managing Director dari N.V. Good Year Sumatra Plantation ;.fc_ .
dalam perkara mana S\P. de Boer telah menggugat N.V, Good edr
Sumatra Plantation Ltd. dan Managing Dlrektqmya, diterbitkan
Makamah Aguug, :

" bahwa S.P. de Boer merasa telah dihina dan dirusak nama

‘ i tersebut
baiknya oleh N.V. Good Year dan managing fllrectornya u
denga’xrl dimuatnya iklan dari beberapa harian d'l Medan a.:oltara_ lauf
»Bukit Barisan’ tanggal 8 Maret .1970 jaug berbunyi sebagat

berikut :

» Dengan ini diberitahuken bahwa mulai tanggal 26 Pebriari

idak mempunyai hubungan sama sekali dengan
i}l\’F . (go?df_’ell;e%iﬁgumatr:? Pl;rnfatioi_l Co. Ltd. ataupun dengan
kilang pengolahdn dari P.T. Vinco yang terletak di Padang
Sidempuan, dﬁﬁg&_f_bleh karena itu tidak m@mpunyfu. ’hqk apa
sekalipun untuictertindak atas nama kedua maskapai-maskapai
sebut di atas'’. ‘ .
Ba;:?et;::ena iklan tersebut mungkin sekali dapat meflghalangl
S.P. de- Boer untuk mendapatkan ‘pekerjaannya sesual dengan
g:;li{:nug; de Boer karenanya _aknu. kehilangan ma:ta
pencahariannya yang layak menurut keahliannya tersebut dan
- mengakibatkan kerugian yaitu karena sejak mulai tanggal 1 April
' 1970 tidak akan mendapat pekerjasn menurut keahliannya tersebut.
Bahwa karenanya S.P. de Boer tidak akan menerima gaji.nafkah
hidupnya !a'gi,'ﬁang jika diperinci gaji-gaji yang akan diperoleh
S.P. de Boer sampal masa pensiumgs; ;da‘lah sebesar § 318.000

atus delapan belas ribu dollar A.S.). -
ggw:a;‘;ssampil:xg itu pula S.P.de Boer rpenderlfa kerugian bati.n_
. yang jiks dinilai + $ 182.000, sehingga jumlah seluruhnya adalahi
$ 500.000;— (lima ratis ribu dollar A.S.) dati penggugat (S.P. de

Boer berhak menuntutnya berdasarkan pasal-pasal 1372 jo pasal

1365 B.W. B A
Metigenai perkara tersebut Mahkamah " Agung RJI. dalam

.keputusannya tersebut berkenan mempertimbangkan sgba.gai ben:il_:ut :
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" Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung dari isi
maupun perkataan-perkataan yang dipakai dalam iklan-iklan
tersebut yang pokok isinya hanya menyatakan,  bahwa " tidak ada
hubungan ‘lagi”, tidak terdapat sesuatu apapun yang menghina
atau. méncemarkan 'nam_a baik penggugat untuk kasasi II/dahulu
penggugat asal, bahwa maksud dari pada pemasangan iklan-iklan
tidaklah -lain daripada mengumumkan bahwa sudah tidak ada
hubungan lagi antara penggugat untuk kasasi II/dahulu penggugat
asal, pihak-pihak yang mungkin masih ada mengadakan hubungan
dengan penggugat untuk kasasi 1/dahuiu penggugat asal, karena
dihinanya, bahwa ia masih berhak ‘untuk bertindak atas nama
N.V. Good Year Plantations: Co. Ltd, atau P.T. Vinco tersebut,
Menimbang, teutang format iklan tersebut yang juga dipersoalkan
oleh penggugat untuk kasasi II/dahulu pefiggugat asal, karena
menurut pendapatnya adalah menyolok dan tidak menurut
kelaziman, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam rangka
tujuan pemasangan iklan-ikian tersebut sebagai suatu prevensi yang
disebutkan di atas, format 'yang menyclok (dalam arti menarik
pérhatian) itu adalah sesuai dengan tujuan tersebut.
Bahwa dalam mengejar maksud dan tujuan tersebut penggugat-
penggugat untuk kasasi I/dahulu tergugat-tergugat asal, tidak
dapat dikatakan melampaui batas-batas daripada yang perlu untuk
_ mencapai maksud dan tujuan tersebut ", '

.~ .Rutten 23¢) menyatakan bahwa pendapat tersebut tepat.
- Maksud daripada ketentuan tersebut adalali, fb‘iuwa maksud untuk
menghina tidak ada, selama sipelaku telah berbiiaf semata-mata untuk
< “kepentiigan umum, Akantetapi pun bilamangk perbuatan tersebut
\ dilakukan untuk kepentingan umum, maka sesuatlt pemberitaan juga
1 akan méngandung maksud untuk'menghina, kalau untuk pemberitaan
\tcr_scbut dirumuskan dengan kata-kata yang meryakitkan hati.
‘Sesuatu badan hukum dapat.melakukan penghinaan,
\ Telah. menjadi pendapat yang dianut umum bahwa suatu badan
hukum berdasarkan ketentuan dalam pasal 1372 K,U.H, Perdata dapat
| dipertanggung-jawabkan atas penghinaan yang dilakukan oleh
organnya. ‘Adalah menjadi persoalan apakah suatu badan hukum
dapat dihina, = - -
- Maka orang 'yang dihina berhak untuk menuntut : -237),

236). Rutter V.er‘t;intpritssenrecht' op cit helaman 543,
237). Rutten Ibid helaman 544,
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H ) 0 . _‘ 1. ""
tian daripada kerugian materia ' :
é’ ;::gg:::t;:u berui;)a uang untuk kerugian yang tidak bertubuh yang
(dideritanya.’
3; peinyataan bahwa per
~-menghina.,
4, pengumuman dengan penempatar
. dinyatakan “arsalah.
P:sal 1372 K.U.H. Perdata menentukan bahwa tux;;uta::
kéﬁei-dk"thaix tentang hal penghiuaarllh adalzhhbertt;]t:z:ln ;;::u:aﬁ? biri,k
enggantian kerugi rta pemulihan kehorm o ’
e s 7S mene hwa orang yang dihina . berhak
g pasal 1373 menambahkan bahwa g ¥ na b
“ se{g:“gmngx‘:uut supaya dalam keputusan tf:rsebut_ (yakni ptll’t;::x;
getdﬁs'arkan pasal - 1372 K.U.H. Perdata) juga dmyataka.x;l Dalwa
erbuatan yang telah dilakukan bersifat memﬁtf:ah at.au-meng ina da
sela.njﬁtnya agar keputusan 'tersgbut atas b:s:(a-_bzatya orang yang
kum ditempelkan di tempat umum.
dihuSelanjutnya terdapat pendapat yang berbeda-bcdadmtlexxi;ar::i
persoalan, apakah:tuntutan tentang pemullihan 'keh?din‘nﬁa;?:ukah -
i jus diartikan- ganti tuk kerugiazn i _
baik, harus diartikan penggantian un ) dapat
kan bahwa perbuatannya :
berujfa - tuntutan agar dinyata ya_ bersifat
' 1 ir: keputusannya ditemp
h atau menghira dan agar »

2}5:::_;?:: umum, sebagaimana yang dltentukalzjo hdalam bfr;seid:::ts
U de Savornin man ,
K.UH. Perdata. Diep-huis dan ! AR
' i tan dan nama baik a
a tuntutan tentang pemulihan kehorma  nam :
:2:111";1 tuntutan, agar kepufusantiya diten.lpelkan di terq?at ur::r:in ”
Rutten 2%9) berpendapat lain, yakni bahwa rumisan p

ang-ut farti lain.
-undangnya dapat diartikan secara ,
;‘l:izl:liah pasgal 1373 mengawali pasal tersebu;a:e:]:ga:}. kl:;;a . rs;lgliﬁ
i taan”
daripada itu dapat menuntut pernya . 8 erschut
i daklah disamakan deng
akup artl bahwa pernyataan tersebut ti 1 dis
?t]:::tlfttanlzentang pemulihan kehormatan dgntnama b_aﬂg. sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 1372 terscbut. _
)Ir::;f plula ayat kedua dari pasal 1372 tersebut mgnentukﬁ b;::l:
dalam ' menilai pemulihan kchormlat;n i::;_l du:m;adlza X o
i i belah p an I 1an,
diperhatikan kemampuan kedua . . a
ilk 2 tian . berupa uang,
enilaian mana dapat menghasilkan penggant
gukdnlah.mcrupakan perniyataan dan penempelan yang dimaksudkan

dalam pasal 1373,

imatan yang dilakukan bersifat ‘menista atau

F '
1 keputusan atas biaya-hiaya‘orang

238}, Loc <it.
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‘Bahwasar‘mya pemulihan  kehormatan dan nama baik yang
dimaksudkan dalam - pasal 1372 K.U.H. Perdata meritpakan

penggantian uang untuk kerugian idiil adalah merupakan pendapat

yang dianut baik oleh kebanyakan penulis maupun oleh yurisprudensi.

Dalam hal tersebut Hoge Raad telah menjatuhkan keputusannya

tanggal 23 Mei 1958 : 239) - )
“Keputusan tersebut adalah mengenai tuntutan untuk- pemulihan
kerugian yang diderita mengenai kehormatan dan nama’ baik yang
disebabkan karena penghinaan, sedang yang dihina telah meninggal
dunia. Setelah mempertimbangkan bahwa . pasal 1379
K.U.H,Perdata dalam hal int tldak dapat diterapkan, maka =
Hoge Raad mempertimbangkan bahwa jawaban atas pertanyaan
apakah tuntutan tersebut dapat diwatist adalah bahwa hal tersebut
akan terjadi berdasarkan sendi-send] hukum umym sehubungan
dengan sifat daripada tuntutannya-: R
bahwa upayanya dengan sia-sla meneari dasar pada sifat “pribadi
daripada tuntitan-tuntutan yang bersangkutan, karens, _tanpa
memversoalkan apakah sifat daripada tuntutan-tuntutan tersebut
tidaklah memungkitikan, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut setelah
meninggalnya orang yang dihina. itu, disjukan oleh para shliwaris-
nya, tidaklah dapat dipahami, mengapa Hakim, bilathana

tuntutan tersebut diajukan sendiri ofeh orang yang dihina sctelah- -

meninggalnys orang tersebut, tidak lagl memberikan keputusan” -

~  Selanjutnys mengenai ketugian idiil tersebut perlu dipersoalkan
- apakah kerugian idiil selalu dapat diberikan penggantian, yakn|*#:
a). dalam hal terjadi kematian (pasal 1370) tidak dapat diberikan
penggantian, 249}, o o _
b). dalam hal terjadi luka-luka (pasal.1371) dan: tiap kejahatan
terdapat orangnya menurut yurisprudensi dapat - diberikan
kerugian idiil, ' :
). demikian pula dalam hal terjadi penghinaan (passl 1372 - 1380)
dapat diberikau penggantian ketugian idill, . :
d). demikian pula bila terjadi gangguan terhadap hak cipta. . . .
\‘e). selanjutnya dalam hal terjedi seperti yan’g_dhnak;udkah'aalujn :
pasal 1601 w. K.U.H.Perdata. T T

Dari keputusan Pengadilan Negerl tingkat I di Pemltmgsl;u'itnr '

?4%) dan Pengadilan Tinggi Medan yatig mengakibatkan dilatuhkannya

239), Onrechtmatigs daad 11 no. 19,
240). Ibid no, 15, : N
241}, Chidir Ali S.H. Yurisprudensi Indonesia op ¢it halaman 240, 248,
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-penggantian kerugian idiil, yakni

f

hkaiah | 5 Juli-1972 Reg.. No. 27

utusan Mahkamah Agung tanggal 5 . . 27,
I.I'((e/pSip/SIWZ, sebagaimana telah dibéntangkan di atas dapat. d:ltank
ké'simpulan, bahwa baik Pengadilan Negeri tingkat 1 Pematang S;auitat
maupun Pengadilan Tinggi Medan dapat membenarkan tuntuta

4.

i i i dengaxi k'eputusauﬂya'
8). Pengadifan Negeri dengan pertimbangannya ( n kel :
' tangggal 1 Oktobéﬁ‘;aim'lo no. 55/1970/Perd) sebagai berikut :
ALy

Sihahwa, - diutarakan
" MenimbangYibahwa. dengan alasan-alasan yang

di atas, gugatanipenggugat sepanjang yang mengenai tuntutan _

ganti-kerugianakibat dari penghinaan dan 'perb'uat_an .r-ne!a_nglg?lr
hukum, akan - tetapi’ diperkirakan hanya m.ehrfutl J;:zm al
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribr rupiah} dapat dikabu can”.

' ilan Tinggi i iya -(dengan keputusan-
. adilan Tinggi dengan pertimbangannya .( -
> E;:gtn'ggal 1 Oitober 22 Juni 1971 Perdata no.51/1971} sebagai
berikut : »_ : - - )
"Menimbang.Aatas pertimbangan-pertimb'angan di atas, Majelis
Berpendapat, bahwa tergugat telah sengaja rr.xeu_cemarkau na:na
baik yang bersifat penghinaan yang mexlyinggung kehqr-ma a:ixi
penggugat ‘sesuai dengan kenyataan-kenyataan pembukt:la]:{b t
atas dan oleh karena- ity jelas-jelas telah memba?.feli ka i :
langsung berupa kerugian, baik moral maupun material kepada
nggigat; _ .
E:higa gada;iun. kerugian- moral iaiah hilangnya ke_perca?raan
umum ferutama dunia pengusaha, pengolahan, _perpabrnk:_m
getah dan uszhawan-usahawan perkebuznan, _sehmgga peng-
gugat sulit kembali untuk mengikat hubungan kerja dengan
pthak-pihak pengusaha’. -

Kiranya dari pertiinbaugan-perﬁmbangau te'rsebu't sudah’ dapat
ditarik kesimpulannya, bahwa hakim yang bersaug_kpta.m dalam
penilaian, tentang besarnya penggautian uang yang diberikan pada

orang yang dihina karena kerugian material dan idiil, yang dideritanya,

telah memperhatikau berat ringannya penghinaan, pun ju.ga keadaan
kedudukan serta kemampuan kedua belah pihak, scbagglmana yang

ditentukan dalam pasal 1372 K.U.H. 'Perdatfl.- e
'S“élait_ijutuya. mengenai apa artinya istilah "betering” yang
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diterjemahkan menjadi * pemulihan” dasi 3
- pendapat 2 42)1&1{3& : pem_ullh_a;‘n dari pasal 1372, terddpat 2 (dua)

L .Penda.pat yang antara lain dianut oleh Land menyatakan bahwi;
pcmu!xhan tcr;ebu,t merupakan penggantiatt sejumiah uang untuk
kerugian moral dan untuk peticemaran kehormatan. .
‘Menurut -pendapat ini maka orang yang . dihina mempunyai 3

maca:_'n mﬂtutqu b s
a). tuntuian untuk p_eq_ggap_tiﬁn kerugian berupa seju'm-{"ah usng.

b). - tuntutan untuk pem"ulihan kehormatan dan nama baik berupa

S ggn_gglqhtiah -sejurnlah uang. .
¢ “tuntutan untuk memp_erol'eli‘-keteran. |
T a1 - mpet gatl- dan penempelan di
- _;gn;g.gt‘umum sebagaimana yang' dimaksudkan dalafn pasal,
2. 'Pdndap:.at Yanf dianut aﬁfa‘ra I;hl'oieh Sieghuls 3 ks
N t . d: Digphuis yang menyatakan
}:&Ll_wg::;nf:q.istﬂah'"pe;mulihpn" (beteripg) dimaksudkan tidak
- ‘ain daripada pernyatsan bahwa perbuataiinya - i
., atau memfitnah. S F ua_% ;unya_ acllalah mem;s‘ta
~ Memirut pehdapat Diephuis dan De Savornit Lohma :
aarubpendapal Diephu Ort) man, orang yang
déi};i_qg_.pe;da;nrkan pasa]l 1372 ayat 1 mémpuiyat d;.m "tuﬁtutag
..y n_,ié-ttmtutqn penggantian berupa sejumlah uang dan tuntutan
‘ ;:::1”1 é);;nullhan sebagalmaﬂg. yang diatur leblh lanjut dalam

. - . A . '
sepacuh sarfana lebih condong untuk menglkuti pendapat

" Diephutis dan De Savornin Lohinan,

Hofmann sebalikriya lebih condong untuk mengikuti pendapat Land.

. 'Kalnl'l_,di atas telah dikemukakan, bahwa bagi'-ora'ng yang dihkina
terbuka kemungkinan mengajukan berbagal macam tuntutan; maka
-perlu ditinjau sejauh manakah si pelaku dapat membebaskan diri dari
kewajibannya untuk memberi ganti kerugian, - '

;. Scbagaimana " dibentangken ' pada "awal. pémbahasan mengenai

delam ‘hukum perdata adalah penghinsan ‘ )
alam "hukum p h penghinaan ‘sebagalmana yang .dal
hukum pidana distur dan diancam dengan hukuman dﬁ);mgba; a‘:’!;
buku ke II K,U.IL.P. Timbullah personlan sekarang spakah untuk
tuntutan  keperdataan ° disyaratkan ' batiwa .penghinaannya - harus ¢

merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuni.

' penghinaanini,' yakni bahwa.yang dimaksudkan dengan penghinaan

242, _Hoﬁna:ni{ Verbintenissenrecht op cit halaman 304,

7

)

fl

" Hofmann 243) menyatakan bahwa untuk tuntutan keperdataan
" syarat bahwa perbuatannya harus merupakan perbuatan yang diancam
dengan hukuman tidaklah dapat dipakai. _

Dengan demikien maka untuk kepentingan tuntutan perdata tidak
perly selalu disyaratkan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan
yang dapat dihukum,

Adapun .pasal 1374 memuat ketentuan, bahwa dengan tidak
mengurangi kewajibanuya untuk memberi ganti kerugian, maka orang

- yangrmelakukan penghinaan dapat mencegah dikebulkannya tuntutan

untuk menyatakan bahwa perbuatan yang  dilakukan bersufat
memfitnah- dan agar putusen ditempelkan di tempat umum, dengan
menawarkan dan  sungguh-sungguh ‘melakukan di muka .umum
di hadapan hakim suatu pernystaan yang berbunyi, bahwa ia menyesal
akan perbuatan yang dilakukannya dan bahwa ia minta’ maaf
karenanya dan menganggap siterhina sebagai seorang yang terhormat.
Selanjutnya pasal 1379 mengatur tentang tuntutan. ganti kerugian
sesudah orang yang dihina atau yang menghina meninggal dunia. -
Menuryt ketentuan dalam pasal 1379 maka sesudah orang ‘yang
melakukan penghinaan atau orang yang dihina meninggal dunia,
tuntutan hukum untuk penggantian kerugian material dapat diajukan
pada ahli- waris orang yang melakukan penghinaan, bilamana orang
- tersebut meninggal dunia atau oleh sahli waris orang yang dihina
bilamana orang yang dihina tersebut meninggal dunia. :
Tuntutan keperdataan yang diajukan oleh orang yang dihina
" menurut pasal 1377 K.U.H.Perdata tidak akan dapat dikabulkan,
bilamana ia dengan keputusan Hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang pasti dipersalahkan telah melakukan tindsk
?dana yang dituduhkan padanya. ‘ C

el

asal 1378 K.U.H.Perdata selanjutnya meneutukan bahwa semua .

tuntutan-tuntutan Hukum, yang.diatur dalam 6 pasal sebelumnya
menjadi gugur dengan dilakukannya pembebasan, baik secara
tegas-tegas, maupun secara diam-diam, bilamana setelah terjadinya
penghinaan yang telah diketahui olehnya diberikan pernyataan
perdamaian atan pengampunan, yang adalah bertentangan dengan dan
karénanya tidak dapat dipersatukan maksudnya untuk menuntut ganti
kerugian atay pemulihan kehormatan, : -

Pada akhirnya perlu dikeriukakan bahwa sesuatu perbuatan
melawan hukum 244) yang memiliki sifat-sifat - hakekat daripada

243), Hofmann Ibid halaman 303.
}Mi..Rutten Vetbintenlssenrecht op cit. halaman 546,
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penghinaan akan tetapl dalam mana tidak terdapat ‘unsur yang tidak
boleh tidak harus ada. pada petighinaan, akan memberikan hak untuk
mengajukan funtutan ex pasal 1365 K.U.H.Perdata. Lo
' Ketentuan khuosus dari pada tuntutan keperdataan " karena
( penghinasn menimbulkan akibat bahwa mengenai penghinaan tidak
’]‘ dapat diajukan tuntutan yang didasarkan pada pasal - 1365
K.U.H.Perdata,_melainkan meluin didasarkan pada pasal-pasal - 1372
dan berikutnya, o R
Akan tetapi. acapkali terjadi . bahwa diutarakan kata-kata \yang
menyebabkan yang bersangkutan merasa dirinya dihina, akan tetapi
-\- toh tidak dapat dikwalifisir sebagai penghinaan dalam erti  kata

undang-undang, karena tidak adanya unsur yang menjadi-syarat untuk
f_ adanya penghinaan, ' '

*

Sebagai contoh dapat dikefmukaka tidek adanya -unsur
kesengajaan untuk menghina. s

Dalam hal sedetnikian itu-maka pasal 1365 dapat diterapkan, sedang
untuk penyelesaian perkara penghinaan maka. mel_ulu.pasal-pasall"1372
dapat diterapkan, ' o ' E

AT

o ey

D. Tangpung-gugat dari badan hukum dan organnya,

Pembahasan tentang pertanggungan jawab sebuah badan hukum
untuk perbuatan inelawan hukum daripada organ-organnya selaly
diawali dengan persoalan apakah sebiuah badan hukum dapat
melakukan perbuatan melawan hukum 245} persoalan mana ada
hubungannya dengan ajaran daripada  sifat kebadanan hukum
{rechtspersoonlijk heid). Terlebil duly perlu dikemukakan perumusan
tentang “"badan hukum”, Dengan mengikuti- perumusan  Witjono
Prodjodikoro $.H. 24¢) yang berbunyi sebagai berikut :

[ "badan, yang di samping orang-orang inanusia persedrangan Jjuga
dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyal
hak-hak kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap
orang lain atau badan lain ™, g : S

Beberapa - teori telah timbul untuk mendasari badair hukum 247)
————
245). Rutten Verbintenlssenrecht op it halaman 549, ‘
Hofmann Yerbintenlssenrecht op cit halaman 275, .-
Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 348, .
Fitlo Yerbintenissencecgt op cit halaman 233. R _
246). Wirjono Prodjodikoro Prof. Dr, Mr. R. Perbuatan melanggar hukum halaman 56.
z/:m/ Hofmann Ibid hataman 276,
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yayg secara singkat dapat diungkapkan sebagai berikut :

fi : ' vigny, menurut teori
A {. perumpamaan) dgri Von Sam . \
@:ﬁi’:a g::langt eg:daltjx hukum hukumr.iya mengqmpa;gakan seorallg
' i terpisah darl para.anggotanya. I _ B
’ -g:lx:tuibtiﬁics:rl:i meml;)erikan wewenang hukum bukannya wewenang

t, yan
untuk 'bertindak -pada orang yang diumpamakan texjself:u y g
menyebabkannya menjadi subyek hukum. nang bortindak
Maka sebagai orang yang f.ida};:c (cllgb;rlka: u;«:::e A
o dengan anak-ana awa 1] : !
;:ﬁ?lcﬂle]ﬁl:ztau at'ag.dua orang lebih, mere.ka diwakili oleh-seorang
atau lebih lagi. S L
.::;iibgk;gidaripada wewenang hukufn tersebut hani,ralglé x:i;f;r
diterapﬁan dalamh hukum Perdata yakni sepanjang yang kian

itu diperiukan untuk ‘mengikut seftakan badan hukum ke dalam

Jlintas hukum kekayaan. . " Ocmiatag®.
' };:ubll:;?r: Belanda ajaran tersebut ldxanut oﬁ)t ;Sefl’:::::gen) yang
= i - ar - ger van het d
{\.2> § ara!; tﬂﬂ%}%jﬁ;cz:;&yg;?%ﬁnz dan dinegeri Belandad:%e::
. 0 A . A
R s S, e e Eotayasn mana. bukaah
' ¢ ek, . kekays : !
merupakan kekayaan tanpa suby [oyan '
tetapi adalah menjad t!:jq - .
f3 l::zuriia;:: o'r::rggaﬁexf theorie) yang diajarkan olely von _G_igrke, di
O Negeri Belanda dianut oleh nona Polano, . mengakei
Seperti halnya dengan fictie theorie maka teor iot:ﬁi:u;.nl g
adanya orang di samping para anggotanya, -tap b,
ang dibayangkan, melainkan mcrupakat}.orang sungg memilik;
ian‘g mempunyai Kecakapan untuk bertindak dan jugé
' koya sendirl.. i o
;:{Zﬁiﬁlzkn{ersebut dibentuk dalam otak para anggota,balfta‘:;: tet::)ti
karena para anggota tersebuf pada, wakiu mem ili v
edgutarakan kehendaknya bertindak selakn organ, yakn ; dgk
g‘ag’iﬁ daripada offanisme yang be;wu'jt]l,d dora:;igl;k:r::lka kehenda
ripakan kehendak dari badan L
f Erse:: ttg:ig;;mgxfﬁ?"x’ete,__c_q{lg_q@_e_'(ajaran tentang m1lik_ bersama)
' yazi— diajatkan oleh Planiol dan di Negeri Belanda dianut 01;1;
Molengraaff dan Star Busmann;-Menurut ajaran t_ersebut pa 2
berkum’pulaunya —-bukannya pada badan hukum_pa.da ul;numn);
terdapat bentuk khusus dari hak milik, yakni hak milik bersama.
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Dalam hal ini maka para anggota perkumpulan bersama-sama
menjad] pemilik (bukannya pemilik peserta) daripada harta kekayzan
.badan hukum dan disinilah letaknya perbedaannya -dari milik
peserta (mede eigendom) biasa, dalam mana terdapat sedemikian
banyak pemilik sebanyak saham-saham yang tidak terbagi.
Adapun ajaran fiksi dari von. Savigny méfjebabkan badan hukum
tidak dapat melakukan sesnate, perbuatan melawan hukum. Demikian
pula menurut teorl tentang tujuan Kekayaaijidari Windscheid maka
_badan hukum fidak dapat melakukan perbuatéit melawan hukumi,
‘Maka bilamana orang .berpegangan pada-dua ajaran- tersebut,
© sesuatu-badan - hukum paliiig tinggl dapat dipertanggung Jawablkan
berdasarkan pasal 1367 ayat'3: K.U.H.Perdata. dair:sekali-kafi-tidak
_dapat dipertanggung jawabkan berdasatkan pasal 1365 K.U.H.Perdata.-
r Sejak Hoge Raad menganut teotrl .orgaii:- telah menjadi
“ yurisprudensi “'yang tetap; .bahwa suatu .badan. -hukum - dapat
Ldipqrta_nggung jawabkan berdasarkan pasal 1365 K.,U.H.Perdata, yakni
bilamana: organnya- melakukan perbuatan melawan hukum, - -
- Menurut: pendapat-Hofmann-24%) yang. dapat- dianggap sebagai

organ-organ: .sedemikian-itu’adalah mereka yang:melakukan sesuatu -

fungsi pada badan hukufn yatig menyebabkan mereka dapat dianggap
memiliki:pengaruh atas terbentuknya kehendak badan hukum. tersébut;
" "Bilamana sesuatu badai hukum dianggap sebagai benar-benar
orang. yatg mempuryal wéwenang untuk bertindak, dengan memiliki
_kehendaknya sendiri, thaka dapat-ditarik kesimpulanuya bahwa badan
hukum tersebut harus puls dapat dianggap memenuhi unsur Kesalahan

dalam melakukan perbuatan melawan hukum,

“Dalara” membicatakan - pefsoalan. tentang organ perlu kiranya

~dikemukakan perihal wakil (vertegenwoordiger), “l ,
1 Pitlo 249) menegaskan® bahwa badan hukum tidsklah berdndak

sendird, ‘mghii:ikgn"yang bertindak adalah wakil-wakilnya. (vertegen-
. wootdigers), sedang Vollmar mengadakan perbedaan antara wakil dan

organ. . . . 8

_ %’!"Or'ga'n:. . ,ménurut:.dell;ij#r aﬂélgh- imerupakan- wakil yang - bertindak

untuk badan hukumiiya.,

e

248). Hofcienn 1bid Ralkman 277,
249);Pitld Loccite & -
‘Yollmiar Toid halaman-352, .
. Rutte Ipid halamen 551,

EARREEY

s

"Di sampltg wakil sebagai organ tersebut menurut Vollmar ada pula

wakil yang bertindak tidak sebagai organ. _ .
Adapun mengenal organ tersebut dapat dibedakan antara organ
bukannya sebagal bawshan ddn organ sebagai bawehan (orgaan
ondergeschikte). . o :
" Pitlo menyatakan bahwa organ adalah merupakan jenis khusus
dari’ wakil #5°) . Menurut Pitlo maka organ adalah 'Va'kil yang
fungsinya dalam struktur badan hukum adalah essensial penting sekali
dah posisinyd karemanya dirumusken dalam statuta atau peraturan
rumah tangga badan hukum, - : :
" Organ karenanys adalah pengurus dari perkumpulan atau
yayasan, adalah direks! daripads sebuah persercan terbatas, demikian
pula dewan komisarisnya dan rapat anggots. Adapun pemegang
pi‘dlfixr'asi-.' (procuratie houder) menurut Pitlo adalah juga organ
bilamana status procuratie houder tersebut yang sesungguhnya tidak
selalu harus ada, dan karenanya bukannya merupakan jabatan vital
daripada P.T, — ditentukan dalam.anggaran dasar P.T., akan tetapi
lazimnya posist procuratie houder berdasarkan hubungap pemberian

‘kuasa, yang lebih dikenal dengan nama kuasa-usaha, dalam hal mana

procuratie houder tersebut tidak berkedudukan scbagai organ.
Maka wakil yang bukan organ menurut Pitlo mempunyal hu}mngan.
kerja-terhadap badan hukumnya dan pertanggungan-jawab dari badan
hukum mereka ini adalah berdasarkan pasal 1367 K.U.H.Perdata. :
Selanjutnya Pitlo menyatakan bahwa.wakil yang disebutnys organ
seringkali tidak mempunyal hubungan kerja terhadap yang
diwakilinya. Kalau diperhatikan benar-benar rumusan tentang organ
yang diberikan oleh Pitlo, maka organ hanyalah terbatas pada wakil
yang posisinya disebut secara tegas dalam statute dan peraturan-
peraturan dari pada sesuatu badan hukum dan hanya- organ ssjalah
ying dapat dipertanggung-jawabkan, = :
‘Vollmar memberikan perumusan: tentang organ sebagai berllcut :
"organ adalah wakil yang fungsinga mempunyal sifat yang
_ berdirl. sendiri, yekni dalam arti bshwa cara mereka harus
. menjalankan tugasnya dan cara mereka harus mewakill badan
" hikum sepenuhnya adalah diserahkan pada mercka sendir,
sekalipun penunaiannya harys.dilakukannya dalam batas-batas
_ yang ditentukan oleh undang-undang, oleh statuta atan peraturan
_ dan sebagainya''. L .

250). Fitlo Ibid halaman 234.
5
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Perumusan yang lebih mendekati rumusan Vollmar adalah fhmt:;au '

yang diberikan oleh Rutfen.2%1) sebagai berikut : . S

“organ kiranys akan dapat dirumuskan. sebagal o_x_"gl,'l'g-""'itau'
dewan yang berdasarkan undang-undang atau statuta diwenang- .
kan untuk melaksanakan atau mengutarakan kehendak da)rlgnda '

corporatie”, T

. Saya lebih condong untuk menerima perumusan Vollmar tersebiit,
Sebagaimana dapat dilihat dari kedua perumusan tentang’ orgin
tersebut maka perumusan Pitlo adalah amat sempitnya, karend - oigan
hanyalah terbatas pada inercka. yang disebut dalsm*statuta
atau - peraturan-peraturan saja, sedang organ menurut petliingian
Vollmar adalah lebth luas karens organ adalah wakil yang fungalsys
mempunyal sifat yang berdiri senditl, sedang cara dalam menjalasikan
tiugasnya dan cera mereka mewakill badan hukum adalah dise¥ghknn

sepenuhnya pada mereka sendiri, sekalipun -penunaisnnys’ haris |

dilakukannya dalam batas-batas yang diberikan oleh undang-uiidang
_dan sebagainya, oo ‘ e
‘Vollmar membedakan antara  vértegenwodrdiger-orgafy "idan
vertegenwoordiger bukan orgaan. L e
Selanjutnya Vollmar mengenal otgan bukan bawahan dan. grgasn
bawahan {orgaat ondergeschikte), ' N B
Maka menurut Vollmar organ tidak Hhanyalah terbatas’ pada
mereka yang posisinya dirumuskan dalam statuta atau peraturan.
peraturan dari pada badan hukum. Pernbatasen yang diberikan oleh
Vollmar adalah : S o

"yang fungsinya mempunyai sifat yang berdiri sendifi dan gara
melaksanakannya tugasnya dan cara mereka mewakili ' badan
hukum diserahkan sepenuhnya pada mereka asal Q;.gfa!dm
batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang atau statuta”,

Dengan demikian maka seorang kuasa ussha (procuratie houder),
yang posisinya lazimnya berdasarkan pemberian kuass menurut
perumusan Vollmar bukanlah organ, sekalipun mempunyai fungsl

- sebagai wakil dan karenanya tidak dapat dipertatigguug-jawabkan atas
perbuatan melawan hukum, seding bidan hukumays:: dapat
dipertanggung-jawabkan berdasarkan pasal 1367 K.U.H.Perdata. .

Sebaliknyz Pitlo mengenai kuasa-usaha tersebut tidak &ogj’;gk\ien
dalam pendiriannya, yakni dengan menganggap kuasa-usaha” tersebut

251). Rutten Ibld halaman 550,
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bukan sebagai organ, karena posisinya adalah berdasarkan hubungan
pemberian kuasa, akan tetapi pada lain pihalf Pitlo - menganggap
kuasa-usaha sebagal organ, kalau posisinya diatur dalam statuts,
padahal menurut pendapatnya kedudukan .kuasa-a'saha dalam
organisme suatu perseroan terbatas tidak ‘merupakan kedudukan yang
vital. - o o
Setelah memahami beberapa teori, sebagaimana diuraikan di atas,
maka kiranya akan dipahami bahwa sesuatu badan hukum dapat
melakukan perbuatan melawan hukum dan- karenanya dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan pasal 1365 K.U.H.Perdata. g
Pendapat terscbut didasarkan pada penyatuan perbuatan daripada
organ dengan perbuatan dari pada badan hukum 232) ‘

- Adapun perbuatan dari pada organ sefain m?:upakan perbuataxf
hukum pun juga mencekup perbuatan manusia lainnya, - s?pertl
perbuatan melawan hukum dan’kesengajaan atau_kealpaan daripada
si pelaku dianggap kesengajaan atau kealpaan dari ]Jada:;'hukumny'a:

Dengan demikian dalam kebanyakan hal badan hukum sendiri

tefah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggunga-

jawabnya secara langsung- adalah berdasarkan pasal 1365
K.U.H.Perdata dan bukannya berdasarkan pasal 1367.
Baru kalau perbuatan ‘melawan hukumnya dilakukan oleh secrang
bawahan (ondergeschikte) maka badan hukum harus bertanggung-
jawab berdasarkan pasal 1367 K.U.H.Peérdata. _ -

Maka perbuatan melawan hukum dari pada _organ 253) dianggap
sebagal perbuatan melawan hukum dari pada badan hukumiyd,
bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan
formil dari pada wewenangnya, .yakni bilamana organ dalanz
kedudukannya sebagai .orgaii” itu telah melakukan perbuatannya demi
. menupaikan tugas yang diberikan padanya. } ‘

Kriterium yang digunakan oleh yurisprudensi .umntuk meniper-
tanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh organ adalah : .
"bilamana orgaannya telah melakukan perbuatannya - dalam .
lingkungan formi daripada wewenanguya'’

* . -Dalam pada itu yang penting pula adalah untuk diteliti apg'kah
organ " tersebut dalam kedudukannya sebagai ‘organ telah melakitkan
perbuatannya demi menunaikan tugas yang diberikan kepddanya.

252). Rutten Verbintenisserirecht op it halaman 549.
253}, Rutten Loc cit. :
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" Mengenai organ dapat dikemukakan bahwa sebagaimana dapat
ditarik - kesimpulannya dari perumusan Pitlo, Vollmar dan Rutten
di atas tidek terdapat keseragam@n tentang apa yang dimaksud dengan
organ. Bahkan Hoge Raad tidak pernah memberikan perumusannya.

Kalau di atas telah ditegaskan bahwa,gbadan hukum dapat
dipertanggung-jawabkan atas . perbuatan _ 1 jelawan hukum yang

dilakukan oleh organ, maka Hoge Raad dak}‘ 1;-,l',kepr.ltusaun_',ra tanggal
1 diwakili (vertegen

10 Juni 1955 telah memutuskan bahwa |
woordigde) tidaklah bertanggung jawab- atn:.s,, perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh wakil (vertegenwoordzger)
"Timbullah beberapa variasi pertanggungan jawab badan hukum
. yang. masing—masing akan’ duel;,lskan di bawah ini-: '
a). Bilamana organ adalzh merupakan organ bawahan (orgaan
ondergeschikte) maka pertanggungan-jawab badan hukum
- didasarkan baik.pada pasal 1365 maupun pasal 1367 KUH
Perdata,
b. -Sclanjutnya orang-orang yang berdasarkau perjanjian kerja bekerja
- pada sesuatu P.T, atau sebaga1 pegawai bekerja pada suatu badan
hukum publik (publiekrechtelijk lichazm) adalah bawahan
(ondergeschikte) dan karenanya bukan organ, Maka badan
_hukumnya hanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan
. ‘melawat hukum para bawahan tersebut berdasarkan pasal 1367.
¢). Ada kalanya badan hukum tidak dapat dipertanggung-jawabkan
“betdasarkan pasal 1365 K JU.H. Perdata, tetapi berdasarkan pasal
1367 bilamana pelaku yang melakukan perbuatan mefawan hukum
adalah organ, tetapi melakukan perbuatannya dalam lmgkungan
" formil dari wewenangnya.
Dalam ha! ini saya hendak mengingatkan pada keputusan Hoge
© Raad tanggal 4 Nopember 1938, sebagaimana telah saya bentang-
kan pada halaman 134 di atas, mengenai peristiwa penganiayaan
yang dilakukan oleh anggota polisi Kotamadya yang menjalankan

tugasnya, tetapi di luzr batas kotamadya, jadi txdak dalam

lingkungan formil. dari wewenanguya.

Selanjutnya sclamnya badan hukumnya 2%1) maka organ yanug
melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan

secara pribadi, bilamana organ tersebut telah melakukan perbuatan -’

dengan bertenitangan dengau sikap kecermatan, yang seharumya
dilakukannya terhadap si pendenta kcrugxan

.254), Rutten Ibid heleman S5,

Apakah sesuatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh lawan
ataukah oleh organ, penvelesaiannya adalah berbeda-beda.

-Sebagaimana telah dibentangkan di atas pada halaman 134 maka
seorang majikan-(werkgever} hanyalah dapat dipertanggung-jawabkan
berdasarkan pasal 1367, bilamana si buruh  sendirii- dapat
dipertanggung-jawabkan  atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya. )
Jadi yang primer daIam hal ini adalah pertanggunganqa.wab buruh
berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Perdata, sedang pertanggungan-jawab
si majikan berdasarkan pasal 1367 mempunyai sifat sekunder dan

pelengkap,

" Lain halnya bilamana orgau yang melakukan perbuatan melawan

Thukum, Sebagalmana dibentangkan di atas maka perbuatun melawan
‘hukum yang dilakukan organ berlaku “sebagai perbuatan melawan
hukum daripada badan hukumuya, yang karenanya secara langsung
dipertanggung-jawabkan berdasarkan pasal 1365 K.U.H., Perdata.
Jelaslah bahwa dalam hal ini yang menonjol kemuka adalah perbuatan

melawan hukum dari badan hukumnya.
Saya pyatakan bahwa yang menonjol kemuka adalah perbuatan

melawan hukum dari badan hukumnya, hal mana tidaklah. berarti
bahwa organnya tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Hoge Raaa sejak keputusansya tanggal 25 Nopember -1927 telah
menganut ajaran bahwa tidak hanya badan hukum yang dapat
dlpertanggung-jawabkan atas pcrbuatan melawan hukum organnya,
melainkan juga organuya dapat juga dtpertallggurlg-Jawabkaxl secara
pribadi,

Bahkan dalam kepuifusannya tanggal 31 Januari 1958 Hoge Raad
mémutuskan, bahwa bilamana badan hukum' dengan perantaraan
organnya melakukan wanprestasi, maka wanprestasi tersebut dapat
pula merupakan perbuatan mclawan hukum yang dilakukan oleh
orang, yang menjadi organ.

Tetapi pada tahun 1927 Hoge Raad dengan tegas memutuskan bahwa
organ tidak selalu dapat dxpertauggung-;awabkau di sampmg badan
hukumnya.

Ada kalanya organnya tidak dapat d:pertangguug-Jawabkan. karcua
undang-undang tidak memuugkuman pertanggungan-;awab pribadi
organ tersebut. ;

Karenanya sebagaimana dltegaskau dalam arrest Hoge Raad tahun
1927 tersebut, maka organ tidak selalu dapat dipertanggung-jawabkan
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secara pribadi, sekalipun perbuatannya bagi badan hukumnya

merupakan perbuatan melawan hukum, -

Maka sebagai ketentuan umum kiranya dapat diterapkan bahwa
di samping badan hukum juga organnya dapat,dipcrtanég\ing-
jawabkan, kalau organ tersebut telah melakukan perbuatannya
dengan bertentangan dengan kecermatan yang menurut norma-norma
lalu Jintas hukum harus diindahkannya terhadap pihak yang dirugikan.
Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya dapat dimengerti,
setelah diterimanya teori- organ oleh Hoge Raad perbuatan melawan
hukum, yang meuurut pernyataannya dilakukan oleh organ, pada
hakekatnya secara yuridis dilakukan oleh badan hukumnya sendiri.
155y Karenanya maka badan hukum tersebut Dbertanggung-jawab
berdasarkan pasal 1365, Demikianlah pula Hoge Raad pada sebelum
menganut ajaran teori organ mencari dasar hukum daripada
pertanggungan-jawab badan hukum pada pasal 1365,

Pada waktu-waktu terakhit para satjana dengan teori apapun juga
yang dianutnya, telah menganut ajaran bahwa dasar pertanggiitigan-
jawab tersebut adalah terletak pada pasal 1363,

Menurut ajaran yang dianut umum  pemecahan persoaslan pertanggung.

an jawab badan hukum dapat dilakukan sebagai berikut: .

1. Pertanggungan-jawab badan hukum untuk perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh wakil bawahan (vertegenwoordiger-
ondergeschikte) didasarkan pada pasal 1367 K.U.H. Perdata.

2. Pertanggungan-jawab badan hukum untuk perbuatan melawan
 hukum yang dilakukan wakil organ  (vertegenwoordiger-organ)
adalah berdasarkan pasal 1365 K.U.H. Perdata. ’

3. Pertanggungan-jawab badan hukum untuk perbuatan melawan
hukum yang dilakukan organ-bawahan dasar hukumnya dapat
memilih antara pasal 1365 dan pasal 1367,

4, Pertanggungan-jawab badsn hukum untuk perbuatan melawan

hukum oleh wakil bukan organ pertanggungan-jawaban adalah

terletak pada pasal 1367.

5. Pertanggungan-jawab badan hukum untuk perbuatan smelawan
hukum yang dilakukan oleh organ bukan ondergeschikte, maka
dasarnya terletak pada pasal.1365, .

6. Pertanggungan-jawab badar hukum untuk perbuatan melawan -
hukum yang dilakukan oleh'wakil bukan bawahan didssarkan pada

pasal 1367,

255). Pitlo Verbintenissenrecht op cit‘halmhm;l 234,

182

Apakah perlunya -dilakukan pembedéan antara dasar daripada
pertanggungan-jawab yakni berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1367.

Perlunya adalah Karena adanya perbedaan mengenai akibat-akibatnya

dalam penerapan pasal 1365 atau pasal 1367 1 ‘
1. Sebagaimana dimakiumi maka pasal 1365 adalah mengenal

pertanggungan-jawab atas perbuatannya sendiri, sedang pasal 1367
adalah mengenai pertanggungan-jawab untuk bawahan. .
Maka agar si majikan dapat dituntut: berdasarkan pasal 1367 harus
- semua unsur dari pasal 1365 dipeiyhi oleh seorang buruh;

2. Selanjutpya sebagaimana telah dikemukakan pada halaman 13§ di
atas maka secara kontraktuil dapat dituntut oleh seorang untuk
membebaskan diri dari pertanggungan-jawab untuk petbuatan
melawan hukum bawahannya — exoneratie clausule — sedatig
pertanggungaxi‘-jawab atas perbuatannya sendiri hanyalah dapat
ditentukan sepanjang perbuatan melawan hukum jtu dilakukan
karena kurang -hati-hatinya dan . 'sekali-kali bukanuya karena
dilakukan dengan séngaja.

3. Dalam hal sipenderita juga ikut bersalah maka hal yang demikian
itu dapat ikut diperhitungkan dalam;' menentukan besar kecilnya
kerugian, bilamana si_majikan dituntut karena perbuatan si buruh,
sedang ikut bersalahnya penderita dalam hal sipenderita sendiri
dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya hanyalah dapat
diperhitungkan bilamana pada sipelaku tidek ada "kesenggjaam.

4, Badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas ‘perbuatan

organ berdasarkan pasal . 1365 selamz organ melakukan

perbuatannya dalam lingkungan formil. daripada wewenangnya.

Sebaliknya orang dapat dipertanggung-jawabkan atas "perbuatan

daripada bawahannya, bilamana perintahnya ‘yang diberikannya

telah memberi jalan untuk dilakukannya perhuatan oleh bawahan

tersebut. .

Dalam hal ini Hoge Raad telah menjatuhkan keputusannya tanggal

4 Nopember 1938 2%%) dengan mempertimbangkan sebagal

berikut.: 4

-jawab berdasarkan pasal 1367 ayat 3 K.U.H.
puti juga kerugian yang disebabkan karena
perbuatan di _'lji'ar tugas yang diperintahkan pada bawahan
tetapl berada dalam hubungan demikian eratnya, sehingga
dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan, untuk mana
bawahan tersebut diangkat”. - :

256). Hoektink Arresten over Burgerlijk Recht op cit halaman 334,
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- . . BAB V - .
-PERBUATAN MELA{NAN HUKUM OLEH PENGUASA

(Onrechtmatige overheidsdnad)
)(\ . I.’enguasa sebagai badan hukum publik mempunyai 2 jenis tugas
4" kewajiban yakni tugas kewdjiban yang terletak dalam lapangan hukum
publik dan tugas yang bersifat hukum ‘privat 257) :
Dalam menjalankan tugasuya yang bersifat hukum privat penguasa
telah ikut serta dalam pergaulan masyargkat seperti badan-badan
" hukum lainnya. . )
Bilamana penguasa. ikut serta dala pergaulan masyarakat
sebagai orang partikelir maka sebagai halndidengan orang, partikelir
tersebut ~dapat dipertanggung-jawabkan Berdasarkan pasal 1365
K.U.H; Perdata. - '
Dalami. hal demikian itu' maka selama belum ada peradilan
administrasi, penyelesaiannya masuk wewenang pengadilan wmum
(Hakim Perdata). . . , -
Adapin dasar wewenang dari pada hukum perdata untuk mengadili
. tuntutan-tuntutan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum
.dari-penguass.terletak dalam pasal 2 R.0. dalatn hubungannya dengan
ketentpan dalam pasal 24 U.U.D.R.1. :

Pasal 2 R:O. tersebut memuiat ketentuan sebagai berikut : -

/s
.. " Pemeriksaan din keputusan .mengenai segala sengketa tentang
* hak milik atau hak-hgk yang berasal dari hak milik tersebut,
tentang tagihan-tagihay “hutang atau hak-hak keperdataan dan
! _pemeriksian dari segala  jenis pidana yang ditetapkan secara sah,
;’ semata-mata- ditugaskan pada kekuasaan kehakiman, menurut
k pembagian wilayah hukum, wewenang hukum: dan -cara yang
\ diten,tu!;an d_alnm reglemen ini'',.

Perlu dikemukakan bahwa mengenai ketentuan dalam pasal
2 R.0. tersebut dikgr,_la!‘pendapat yang lttas dan pendapat yang sempit
“#3%) yang mengatiyt pendapat yang sempit adaleh antara lain

Thorbecke yang mengajarkan, bahwa penyelesaian sesuatu sengketa

257)::.\/0!!;1131' Verbintenissenrecht en bewljsrecht op cit halaman 357,
_ Rutten Verbintenissenrecht op cit halaman 558,
.Hofinann Verbintenissenrécht op cit halaman 279,
- Pitlo Verbintenissenrecht op ¢it halaman 237, .
238). Wirjono Prodjedikors Prof. Mr. Dr. R, Perbuatan melanggar hukum halaman 77.
" Rutten Loc cit. - :

.’JM

hatyalah termasuk wewenang hakim perdata, bilamana dasarnya
tetletak dalam hubutigan hukum keperdataan, sedang pendapat yang

Juas yatig dianut antara laln oleh . Buys, mengejarkan bahwa

penyelesaian sesuatu sengketa termasuk wewenang hakim perdata,
bilamana sengketanya mengenal hak milik atau hak-hak yang terbit
darl hak milik, mengenai hak tagih atau hak keperdataan, tanpa
mempersoalkan, apakah dasar aripada sengketa tersebut terletak
dalam .hubungan hukum keperdataan ataukah terletak dalam

hubungan hukum publik,

- . Pendapat yang luas terscbut dianut oleh kebanyakan sarjana dan

sekarang telah diterima oleh doktrin, .
Beberaps ‘keputusan Mahkamah Agung R.I. memberikan dasar
hukum, bahwa semeniira belum dibentuk suatu Pengadilan
Administrasi, Pengadilan umumlah yang berwenang mengadili
tuntutan ganti kerugian karena kerugian yang diderita oleh seseorang
karena perbuatan melawan hukum oleh Penguasa. '
Perfama-tama perlu dikemukakan keputusan Pengadilan Negeri
Jakarta tanggal 15 Juli 1953 No. 1278/1953 G. dalam perkara A.E.
Stephens lawan Pemerintah- Republik’ Indonesia qq. Kementerian
Sosial qg. Urusan Perumahan Jakarta Raya dan Masjkur, yang
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : 239}, ‘
"Menurut pasal 2 R.O. maupun pasal 101 U.U.D.S. R.L, hakim
berkuasa memeriksa dan mengadill perkara terhadap Pemerintah”

Kepﬁtusan tersebut dijatuhkan dalam perkara ynn'-g lg}ishsnya adglah

sebagai berikut : A

A.E, Stephens sebagai peu:ggugat telah n"iemperolchr surat izin
penempatan (vestigingsbesluit) secara sah tanggal .11 September
1952 no. 12406723498, yakni untuk menempati ruangan 2 dalam

\/

rumah Jalan Tanjung no. Z akan tetapi belum sempat menémpati-

nya, karena ruangan tersebut ternyata ditempati oleh seorang
"bernama Bakri. ' ,

Setelah Bakri tersebut pindah, ruangan no, 2 tersebut ditempati
olch tergugat 2 secara tidak sah (illegal),

Penggugat mengajukan gugatan‘terhadap tergugat 1 dan 2,
Tergugat - 2 mengajukan eksepsi tentang tidak kewenangan
Pengadilan (exceptie- van onbevoegdheid), karena Pengadilan tidak
kompeten memeriksa, karena perbuatan tergugat 1 (kantor
U.P.D.) adalah merupakan kebijaksanaan daripada U.P.D.

2589). Chidir Ali 5.H. Yurisprudensi Indanesia-op ¢it halaman 63.
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Penga(.:lila‘u menolak eksepsi, karena menurut pasal 2 Rbchterlijke
Orgamsat'le maupun pasal 101 Undang-Undang Dasar Sementara
R.1., Hakim berkuasa memeriksa dan mengadili perkara terhadap
Pemerintah. ’ .

Selanjutnya keputusan Pengadilan Tinggi %

ggi Jakarta tanggal ‘5
Desember 1962 No. 265/1956 P.T. Perdata, dengan mempertimbang-
kan antara [ain sebagal berikut : 2$9)

1. B_erhubung, dengan belum adanya Undang-Undang Organik yang
dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar-1945
khutsus‘ menigenai "Attribusi van rechtsmacht’ maka tenfarag-géal it|;
masih berlaku pasal 2 R.O. yang dapat dianggap tiddk
l;;‘:;tscx}:angan pula dengan jiwa daripada Undang-Undang Dasar

itu. '

2. Dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945 tetap dapat diminta
perantaraan badan . Pengadilan untuk mengadili persengketaan-
persengketaan berdasarkan perbuatan melanggar hukum oleh pihak-
penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) pada umumnya, meskipun
dal:'a.m .penilaian peristiwanya yang bersangkutan tefhadap titidakan
dari pihak penguasa untuk Kepetluan penyelesalan revolusi' pads
umumnya perfu dipakal ukuran-ukuran lain daripada tindakan
serupa yang dilakukan  oleh dan/atau untuk keperluan
perseorangan, - -

‘ .Le_bih lanjut lagi Mahkamah Agung R.I dalam perkera Oentoe'ng
Soediatmo lawan Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung dengan
keputusannya tanggal 29 Oktober 1969 No.241, k/Sip/1969 telah
mempertimbangkan antara lain sebagal berikut : 241) -

"Se_bclum- ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara maka Pengadilan Negeri wenang untuk fnemetiksa: dan
memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia”,
Keputusan tersebut dijatuhkan dalath perkara yang kasusnya adalah
sebagai berikut : - . . v
Penggugat mengajukan gugatan kehadapan Pengadilan Negerl
terhadap Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung R.I. karena
penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang

260). Chidir Ali S.H. Ibid halaman 116,
261). Chidir Ali 5.H. Ibid halaman 122,

g,

i

dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan penahanannya selama 2 .
tahun 9 bulan dengan tuduhan melakukan tindak pidana-subversi
(Pen-pres No. 5/1969 dan Undang-Undang no. 1/1969 pasal 14 dan
15). : _ ' ' : oo
- Kejaksaan mengajukan eksepsi van onbevoegdheid, karena gugatan
penggugat terhadap Negara R.I. cq. Kejaksaan Agung adalah
perkara yang mempunyai dasar pada Hukum Publik.
Atas eksepsi tersebut Mahkamah Agung sebaliknya menolak
tangkisan yang diajukan oleh tergugat dengan mempertimbangkan,
" bahwa sebelum ada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka Pengadilan Negeri wenang untuk memeriksa dan
memutuskan gugatan.gugatan terhadap Pemerintah Indoresia,

“Menyusul lagi keputusaun Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Nopember

1973 Reg.No.634 k/Sip/1973 antara H.Gandasasmita 'lawan
Walikotamadya Bandung dan R.Demi Setiawan Kartadinata dengan
pertimbangannya antara lain sebagai berikut : 162y

"Karena Pengadilan Administrasi belum terbentuk, Pengadilan
umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan
hukem dart Pemerintah ™. :

Kasusnya adalah sebagai berikut :

Penggugat telah mengajukan gugatan kehadapan Pengadilan Negeri
Bandung terhadap%ﬂ%likotamadya Bamdung dan R.Demi Setiawan
Kartadinata, kareifs penggugat diperintah mengosongkan rumah
tempat tinggalnya HiJalan Sukaasih no.6 Bandung dan menurut
penggugat Walikotaifiadya dan R.Demi Setiawan Kartadinata telah
melakukan- perbuatan melawan hukum. _ '
Walikotamadya dalam tingkat kasasi mengajukan keberatan-
keberatannya antafa lain sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Bandung telah
menyalahi ketentuan hukum mengenai .absolute kompetensi dari
badan-badan- peradilan karena penggugat untuk kasasi/tergugat I
asal, bertindak dalam kwalitasnya sebagai overheids .. orgaan,
sehingga tindakan Walikota Bandung mengeluarkan putusan
tanggal 15 Januari 1972 No.821/72 secara pripsip.il serta secara
mutlak tidak boleh dipercayakan pada kekuasaan hukum ataupun
suatu kewajiban hukum apabila per.ggugat untuk kasasi/tergugat
1 asal, dalam penetapan terakhimya ‘mengeluarkan J. Mattjik
termohon kasasi untuk digantikan dengan R.Demi Setiawan Kartadinata.

262). Chidir Ali 8.H. Ibid haleman 187.
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Atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung telah berkenan
menyatakan sebagai berikut :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan Administrasi belum terbentuk, maka’ Pengadilan Umum
berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum
dari pemerintah. ' ‘

. Dalam tahun 1974 menyusul lagl sebush, keputusan Mahkamah
Agung R 283) tanggal’- 26 Nopember 1974 Reg. No. 339
K/8ip/1973 dengan mempertimbangkan antara Jaln sebagal berikut ;

Menurut yurisprudensi onrechtmatige overheidsdaaad ™ Pengadilan
Negeri berwenang untuk mengadilinya,

Adapun kasus perkatanya adalah sebagai berikut

‘Penggugat telah mengajukan gugatan kehadapan Pengadilan
Negeri ‘Jakarta' Pusat terhadap' Pemerintah DXK.I. Jakarta: Raya
karena Pemerintah-D.K.I. telah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan telah membatalkan keputusanays K.U.P. tanggal
17 Desember' 1968 No. kuts. 209/U.P./DKI/Pem/XI1/1968
tentang pengosongan rumah Jalan Cikini Raya no. 55A Jakarta,
keputusan pembatalan mana dijatuhkan oleh Pemerintah D.K.L
setelah melampaul jangka wakiu 8 bulan,

Dengan menyajikan keputusari-keputusan tersebut tidaklah berarti
~bahwa keputusan-keputusan tersebutlah yang pertama-tama memberi-
kan dasar hukum bagi seseorang yang mencaripenyelesaian daripada
keruglan yang dideritenya,’ yang menjadi pertanggungan-jawab
Penguasa atas perbuatan melawan hukumnya. . '

- Yurisprudensi tersebiut'di atas adelahuntuk memberi Jawaban atas
pertanyain, tentang slapakah yang berhak memeriksa dan mengadili
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan apakah
pemeriksaan dan mengadili perbuatan melawan-hukum oleh penguasa
tersebut termasuk kompetensi daripada Peradilan Umum. '
Sebagaimena dikemukakan di atas, maka Penguasa’ turat serta’ dalam
pergaulan hidup di masyarakat secara dua fiacam .2%4), yaknj ;

1. secara sama dengan badan hukum partikélir seperti jual-beli -

barang, sewa-menyewa barang dan lain sebagainya.

263), Chidir Ali S.H.'Ibid halaman 234.

264}, Wirjono Prodjodikoto, Prof, Mr. Dr, R, Perbustan melanggar hukum Ibid hataman
o T

. -188

2. secara tindakan dalam kedudukannya sebagai Pemerintahy

(Penguasa).
Maka persoglan tentang perbuatan melawan hukum penguasa_.
tersebut pada hakekatnya adalah " mengenai tindak~tanduk yang

dilakukan oleh kekuasaan eksekutip™ 2%%), “mengenai perbuaten

perbuatan daripada alat perlengkapan negara, yang lazimnya disebut 7
dengan nama administrasi. - S -
Tugas daripada alat-alat perlengkapan negara menyebabkan alat
pemerintahan tersebut mendapatkan kekuasaan yanug _besar.
Dalam negara hukum tiap warga harus mendapat perlindungan hukum v
terhadap penerapan undang-undang yang salah, tthadap pelarg&auan
wewenang, ferhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa ).
Tka seandainya Penguasa mcnyelenggarakgx} perusahaan bis da:g
sekiranya dalam perusahaan tersebut telah ditimbulkan keru_gian bagi
pihak ketiga, 'maka Penguasa dapat dipertagggungqawabkan
berdasarkan pasal-pasal- 1365 — 1367 K.U.H. Pe.rdata. -

Dalam contoh tersebut kiranya dengan jelas nampak bahwa

‘Penguasa melakukan sesuatu pekerjaan, yang biasanya dilakukan oleh

orang partikelir, . _ SR
Di samping itu terdapat pula perbuatan-perbuatan melawan hukum

yang hanya dapat dilakukan oleh orarig-orang pflrtikelir saja,. seperti
mencurl, 287) atau menggelapkan barang, menipu orang laim, oleh
karenanya tidak mungkin negara dengan sengaja mencelakakan

. penduduk, sebab segala ~tindakan . Pemerintah harus .dianggap

dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

. Seorang perorangan harus diperlindungi terhadap perkosaan haknya

karena penyalah gunaan kekuasaan dari pihak penguasa.” )

Makaperlindungan tethadap penyzlah gunaan kekuasaan d.anpada
Penguasa akan benar-benar dirasakan oleh seorang warga, b[lamanff
tugas pengawasan tidak dibebankan pada Pengugsa sendlr} akan tetapf
dipercayakan pada hakim yang berdiri seudiri_,: 264) . Akau tetapi
yang menjadi persoalan adalah apikah pengawasan tqrse!)ut harus
dibebankan pada hakim peradilan’ umum ataukah harus dlb;baukml

pada hakim administrasi khusus.

263). R}iuen Yerbintenissenrecht op cit halaman 3556,

266j. Rutten Lec cit. . - .

267). Wirjono Prodjodikoro Prof. Mr. Dr. R. Perbuatan melanggar hukum 1bid halaman
Y A )

268). Rutten Verbintenissenrecht 1bid halaman 557.
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Sebagaimana telah dikemukakan di ates, maka baik doétrine
maupun yurisprudensi telah menerima dan menerapkan- pendapat yang
luas daripada pasal.2 R.O., yakni dalam hal mengenai hak-ilik atau
hak-hak yang berasal dari hak milik, hak tagih atau hak keperdataan,
maka Peradilan Umum adalah berwensng untuk memerikéa dan
memutusnya, tanpa mempersoalkan apakah . dasarnya -terletak_pada
hubu\gg_an hukum keperdman_atau;hub_mﬂw
Maka 'bilamana Penguasa melakukan perbuatan melawan hukuim,
Penguasa dapat dipertanggung-jawabkan _atas keruglan. yang
ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tersebut, seperti halnya
seorang partikelir harus bertanggung-jawab. '

Pagal 1365 dan berikutnya merupakan ketentuah umum dan

tidaklah membedakan spakash sesuatu perbuatan melawan ‘hukuni
dilakukan oleh Penguasa ataukah oleh lain badan hukum atau ¢rang.
Ketentuan-ketefituan tersebut dapat diterapkan’ baik tethadap
perbuatan melawan hukum Penguasa maupun oleh’ orang biasa.
Menurut perumiisan yang luas daripada perbuatan melawan hukum
- sejak tanggal 31 Januari 1919 maka seéorang pertikelir juga dikatakan,
melakukan perbuatar melawan hukum, bilamana perbuatannya
dipandang bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan baik, yang
harus diindahkannya dalam pergaulan masyarakat mengenai bénda
atau orang lain. Ukuran sedemikian itu yang adalah ‘ményangkut
kesusilaan . tidak begitu saja _dapat _diterapkan usituk mengukur
perbuatan __melawan hukum Pengudsa, tetapl seéjak keputusan

Mahkamah Agung R.I. tanggal™3 Maret 1971 Reg. No. 838

K/Sip/1970, yang akan diuraikan lebih jelas lagl di bawah ini, tnaka

dkuran keputusai® dapat pula dibuat ukuran dalam menentukan

(ﬂpa'kuh‘perbuﬁfﬁn Penguasa melawan hukut atav tidak,

Sejak tahun 1901 pérbuatan Penguasa yang bertentangan dengan
sesuatu _hak (subjektief recht) dianggap merupakan _perbuatan
melawan hukum. < .

Kemudian sejak dijatuhkannya keputusan oleh Hoge Raad tanggal
20 Nopember 1924 yang dikenal dengan Ostermann Arrest. maka
perkosaan oleh Penguasa _terhadap . kewajiban_ _hukum__ adalah
merupakan per buatdn melawan hukum,

Dengan keputusan tersebut yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negerl
dengan pertimbangannya antara lain, bahwa perbuatan melawan
bukum _ tidak hanya _merupakan _perbuatan__ atau__perbuatan
mengabaikan, yang. bertentangan..detigan._hak_orang lain, tapl fuga

perbuatan atau perbuatan mengabajkan, yang bertentangan dengan
kewajibail _fiukumnya sendiri dan perbuatan dari seseorang yang

1%

bertentangan dengan sesuatu kelentuan undang-undang terlepas dari
persoalan apakah ketentuan vndang-undang tersebut mempunyai sifat
keperdataan ataukah sifat hul um publik, :

'Dengan keputusan tersel-ut maka pengawasan yang dibebarkan
pada Peradilan Uﬁ:um san jat diperluas, sehingga karepa savgat
pentiugnya perobahdniperobahan yang dibawa oleh keputusan tersebut
maka dikatakan balwi telah terjadi Revolusi Nopember.

Keputusan tersebut 'E;i'ijatuhka n dalam perkara yang kasusnya ad:lah

sebagai berikut : ' :
"Scorang . bernama. Ost:rmann hendak meng-ekspor baraig-
barangunya, yang untuk itu ia mendaftarkan barang-barangnya
kepada pegawai negeti yanpg bersangkutan di Amsterdam untuk
mendapatkan izin mengeluarkan barang-barangnya itu ke luar
negeri., Akan tetapi pegawai tersebut telah menolak untuk
melakukan formalitas yang diperiukan untuk mendapatkan izin

‘tersebut, .Ostermann merasa sangat dirugikan ‘oleh perbuaran

pegawai ncg'eri tersebut dan karenanya menggugat Negara Belanda
untuk mengganti kerugian yang dideritanya.

Pengadilan dalam tingkat pertama dan_dalam tingkat banding
telah menyatakan™ 2¢9) bahwa_gugatan_Ostermann_unfuk menuntut
ganti lr-c_erugian berddsarkan pasal1365. K.U.H. Perdata tidak dapat
diterima_atas dasar pertimbangan bahwa kalau pegawai_negeri yang
bersangkutan, membuat . sesuatu._kesalahan, maka dilakukannya
kesalahannya tersebut dalam rangka penunaian_tugasnya yang bersifat
hukum publik. '

Hoge Raad telah mengcasscer keputusan Hof atas pertimbangan :
"bahwa sepanjang.. kepentingan tuntutan tersebut perbuatan
melawan hukum tidak hanya berarti perbuatan ‘atau perbt-atan
mengabaikan, yang bertentangan dengan hak orang lain,
melainkan juga suvatu perbuatan atau perbuatin mengabakan,
yang bertentangan dengan kewajibay_hukum si. pelaku_sendiri.
“bahwa karenanya barang siapa yang felah melanggar suatu
ketentuan undang-undang telah melakukan perbuatan melawan
hukum tanpa mempersoalkan apakah ketentuan tersebut
mempunyai sifat keperdataan ataukah mempunyai sifat hukam
publik, sama halnya dengan orang perorangan yang melanggar

ketentuan-ketentuan hukum pidana, telah: melakukan perbuatan-

. melawan hukum, :

269). Pitlo Verbintenissenrecht op cit halaman 238,
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Kini telah menjadi yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung
§1engan keputusannya tanggal 3 Maret 1971 Reg.. No. 838 K/Sip/1970
7?) dengan mempertimbangkay antara lain sebagai berikut :

diukgﬂgg;gan.Jﬁi’d@g@ﬁzg. peraturan-peraturan formil yang
Abcrl.akp (khususnya Undang-Undang dan . Peraturaﬂ-pcruturan
fentang perumahan) dan kepatutan dalam.._masyarakat, yang
_dalam hal ini sgm_u_at_ti,d_giﬁ}ﬂ[,,}'_ﬂ_ﬂg_,di]g_;lﬁ%ﬁr oleh I{éﬁala Daerah
(tergugat I). ' T

Adapun-jcasusuya adalah sebagai berikut :

" Penggugat telah menggugat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Raya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta, karena
Pemerintah Daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan memerintahkan pettyerahan ruangan-ruangan yang- disewa
oleh penggugat,

Dalam -tingkat pertarma dan banding gugatan penggugat untuk
minta pembatalan keputusan  Pemerintah Daerah tersebut
dikabulkan, . akan tetapi dalam tingkat kasasi keputusan
Pengadilgn Negeri dan Pengadilan Tinggi dibutalkan dengan
pertimbangan seperti diuraikan diatas”. ] ,J wermelt T

"Bahwa soal perbuatay melanggar hukum _oleh Penguaga harus

Dengan keputusan Mahkamah Agung terscbut nampaklah bahwa
tglah‘ menjadi yurisprudenst yang tetap bahwa perbuatan_melawan
hukum_ ‘ olef _Eenguasa___hax;_ug;_pula___,cj_iu!cu11._ déf@;u _kepatutan dalam
masyg_x:qf@_’t_yang,_sch:ngusnyg_,__gipgﬂuhi oleh Penguasa, .
Bahwasanya kggg_tgml, disamping 2. _ukuran fainnya,  yakni
bertentangan dengan. hak—orang _lain  dan __bertentangan _dengan
kewajiban hukumnza_gendiri telah diguna'.k'au unEk_—meugatur
perbuatari thelawan hukum Penguasa kiranya dapat dibuktikan dengan
keputusan Mahkamah Agung ‘R tanggal 12 _Nopember-.1974 Reg.
No. 981.K/Sip/1972 dengan .mempertimbangkan antara Jain sebégai
berikut ¢ 271) ‘ " :

1. Berdasarkan yurisprudensi perbuatan melanggar hukum yaug
dilakukan oleh pejabat iegara  tunduk pada  yurisprudensi

Peradilan Negeri/Umum, -

—_———

370). Chidir Ali S.H. Yurisprudensi Indonesia op cit halaman 363,

2_?'1). Chidir Ali S.H. Yurisprudensi Indonesia op cit halaman 210 dan berikutnya,
Mahkamah Agung R.I Yurisp_rudcnsi Indonesin op qit terbitan 1975 halaman 468,
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2. Meéskipun sengketa mengenai hubungna sewa-menyewa merupakan

wewenang sepenuhnya daripada Dinns Ferumahan berdasarkan
P.P. no. 49/tahun 1963, namun apabila dalam keputusan Dinas
Perumahan tersebut terdapat sesuafu " yang bersifat melanggar
hukum, maka yang merasa dirugikan berhak. mengajukanitya pada

peradilan umum,

. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Makamah A‘éu'né

dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan
hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya,

Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara yang kasusnya adalah
sebagal berikut : ' .

Pffn,gguga.t....t_‘iggg_}{_qr_!g_gcng} be'dusarkan  perjanjian sewa-
menyewa telah menempati rumah terletak di Jalan Dipouegoro
no. 92 Situbonde. T :

Akan tetapi perjanjian tersebut dinyatakan batal oleh K.U.P.
dalam keputusannya tanggal 30 Oktober 1968 No.31/KUP/1967,
yang dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah

. Kabupaten Panarukan tanggal 20 September 1969 no. 2/tahun

1969.
Berdasarkan keputusan tersebut Bupati telah mengeluarkan surat

perintah no. 583/20/U:n/1970 tanggal 20 April 1970 kepada
Camat Situbondo untuk mengambil langkah-langkah pengosongan
rumah tersengketa, Dan bahkan Camat telah pula mengeluarkan
surat perintah pengosongan tanggal 2 Mei 1970 no. -424/20,
Karenanya penggugat telah menggugat antara lain : ‘

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Situbondo qq, Pemerintah
Daerah Kabupaten Panarukan dan Pejabat Urusin Perumahan
Kabupaten Panarukan di Situbondo,

Dalam tingkat pertama penggugat dimenangkan deugan dikabul-

kannya gugatan penggugat untuk sebagian,
Dalam keputusan tersebut dipertimbangkan . secara cermat oleh

Pengadilan Negeri antara lain scbagai berikut :

Menimbang, bahwa bertentangan déngan sikap hati-hati (zorgvul-
digheid} sebagaimana- layaknya daiam lalu lintas masyarakat
tethadap diri maupun orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukumnya sendiri terpugat I dan- tergugat II telah
melakukan  pelaksanaan pengosongan rumah sengketa pada
tanggal 25 Meci 1970. '
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- pertimbajempertimbangkan al
~ pertama St

. dipextir

peraturan  undang-undang telah melakukan perbuatan melawan
hukum, tanpa mempersoalkan apakah peraturan tersebut bersifat

" keperdataan ataukah bersifat hukum publik.

Sebagaimana telah diutarakan pada halaman 102 maka ganti
kerugian antara lain dapat juga berupa pemberian ganti krugian dalam
bentuk natura dan hakin: dapat pula melarang pelaku melakukan
suatu perbuatatn,

Jenis-jenis penggantian kerugian tersebut dapat pula dibebankan pada
Penguasa, manakala Penguasa ikut serta dalam perganjJan masyarakat
sama dengan seorang partikelic. '
Rutten  273) mengetengahkan persoalan yakni kalau hal sedemikian
itu berlaku umum. yakni dalam arti bahwa hakim dalam hal mengenai
tugas-tugas murni Pemerintal akau juga dapat memberikan larangan
atau bahkan dapat meletakkan keharusan yang bukan berupa
keharusan pembayaran sejumlah uang pada Penguasa.
awsoalannya adalah terutama penting dalam kort-geding-procedure,
ena ketua dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum
*t memberikan keputusan pendahuluan -(voorlopige voorziening),

] tetapi tidak dapar memutuskan untuk rmembebani panti

dan.

Payers 174) berpendapat bahwa dalam hal Penguasa dengan

tgan dengan kewajiban rang dibebankan padanya telah alpa

Kebgjalankan tugas pemerintah, yang menurut sifatnya hanyalah
bf:rdasark.akuka“ oleh Penguasa, maka Peradilan umum dapat
dllaku.kan 1 perhuatan tersebut  sebagai  melawan  hukum  dan
N”S“r"/U“'dnpm mengabulkan pemberian gouti kerugian pada  si
Meskipun agan tetapi tidak dapat memberikan perintah pada
WEeWEeNANE gnruk melakukan perbuatan yang diharuskan itu, hanya
Peraturan ;a pila karenanya hak si penderita akan terlanggar maka
keﬁ“%ﬁ{};nauya dapat méunentukan larangan terhadap dan keharusan
melanggan;asa, .
nya kéiigz—t'(’uas

n tahun 12_2_5}___{*{(1&& Raad telah menjatuhkan keputusan.yang
Meniengan nama_ SIrooppor arrest tauggal 29 Tuni 1928 27%)
itara lain sebagai berikut :

- e

kurang Im——
Dengan«n Ibid halaman 565,

telah beit.

'Agung Aink Arzesten Buegerlijk Rechit op eit halaman 319,

mers Burgeelijk Wetboek op cit halaman 596,
Almar Yerbintenissen en bewijsrecht op cit hulaman 366,
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dalam t'ingkat'banding maupun dalam tingkat pertama, sedang bila

~ hal demikian tidak terjadi maka keputnsan yang bersanrgkutan sebagai

" onvoldoende gemotiveerd " harus dibatalkan,

Sekarang perlu diketengahkan bahwa bilamana harus diper-
timbarigkan apakah sesuatu perbuatan yang dilakukan oléh Penguasa
itu melawan hukum atau tidak, maka hanyalah boleh digunakan
ukuran-ukuran yang menyimpang, dalam hal mengenai perbuatan yang
menurut sifatnya hanyalah dapat dilakukan oleh Penguasa 272) .
Dalam menerapkan pasal 1365 K.U.H. Perdata dan berikutnya,

hanyalah terdapat alasan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan .

yang menyimpang bilamana Pauguasa melakukan tugas Pemerintahan

yang khas, _ :
Akan’ tetapi adalah sangat sukar untuk menetapkan kriterium yang

dapat digunakan untuk memutuskdn apakah perbuatan yang

dilakukan oleh alat' perlengkapan mnegara merupakan perbuatan -

Penguasa ataukah hanya merupakan perbuatan dengann mana
Penguasa dalam kedudukannya yang sama dengan seorang partikelir
ikut serta dalam pergaulan .masyarakat.
Maka Rutten telah berusaha memberikan perumusan dart perbuatan
Penguasa (overheidsdaad), yakni bahwa perbuatan.Pepguasa adalah
merupakan,  perbuatan. .yang...menurut_ Jsifatuya__hanyalah dapal
dilakukan_oleh Penguasa. . :
“Sebagaimana telah dibentangkan di atas, maka sejak tahun 1924
Hoge Raad memutuskan bahwa Penguasa dapat juga dipertanggung-
jawabkan berdasarkan pasal 1365~ K.U.H. “Perdata, Nilamana

i perbuatan yaug adalah spesifik perbuafan

perbuafanunya, merupaka
hukumy publik, 7T :
Sejak tahun 1901 perbuatan Penguasa yang melanggar sesuatu hak
merupakan perbuatan melawan hukum. Diragukan apakah
pelanggaran oleh Penguasa terhadap kewajiban hukum publitnya
merupakan perbuatan melawan hukum. o

Sebagaimana telah diutarakan di atas maka keragu-raguan tersebut
telah lenyap sejak_Ostermantz=Arest tanggal 20.Nopember=£024;
dalam mana Hoge Raad telah memutnskan, bahwa pechuatan meluwan
hukum _bukanlah_ hanya merupakail...perbuatal..aiai..perbuatan
mengabaikan, yang. melapggar.hak-orang-daly, namun juga_adalah
‘merupakan perbuatan atau perbuatan.mengabaikaw yang bertentangan
dc;;gﬂmk_pwaji}zgx;f_ﬁ&k_:gm__;_)_g_ql(”u_glam bahwa orang yang melanggar

" 272). Rutlen Verbintenissenreelt op cit halaman 562,
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peraturan undang-undang telah melakukan perbuatan * melawan
hukum, tanpa_mempersoRikan._apakah  peraturan tersebut” Bérsifat
keperdataan_atankah bersifat hukum. publik. o

Sebagaimana telah diutarakan pada Hhalaman 102 maka ganti
kerugian antara lain dapat juga berupa pemberian ganti krugian dalam
bentuk natura dan hakim dapat pula melarang pelaku melakukan
suatu perbuatai.
.Jenis-jenis penggantian kerugian tersebut dapat pula dibebankan pada
Penguasa, manakala Penguasa ikut serta dalam pergaulan masyarakat
sama dengan seorang partikelir,

Rutten, ?7?) mengetengahkan persoalan yakni kalan hal sedemikian®
jtu berlaku umum. yakn) dalam arti bahwa hakim dalam hal mengenai

tugas-tugas murni Pemerintah akan juga dapat memberikan larangan

atau bahkan dapat meletakkan keharusan yang bukan berupa

keharusan pembayaran sejumizh vang pada Penguasa.

Persoalannya adalah terutama penting dalam kort-geding-procedure,

karena ketua dalam hubungapnya dengan perbuatan melawan hukum

dapat memberikan keputusan pendahuluan (voorlopige voorziening),

akan tetapi tidak dapat’ memutuskan untuk = membebani ganti

kerugian. ‘ ) .

Meyers 274) berpendapat bahwa dalam hal Penguasa dengan
bertentangan dengan kewajiban rang dibebankan padanya telah alpa
tidak menjalankan tugas pemerintah, yang menurut sifatuya hanyalah
dapat dilakukan oleh Penguasa, maka Peradilan umum dapat
menyatakan perbuatan tersebut’ sebagai melawan huki.a  dan

“karenanya dapat mengabulkan pemberian, ganti kerugian pada si

penderita, akan tetapi tidak ‘dapat ‘memberikan perintah . pada
Penguasa untuk melakukan perbuatan yang diharuskan itu, hanra
semata-mata bila karenanya hak si penderita akan terlangger maka
hakim karenanya dapat menentukapn larangan terhadap dan keharusan
pada Penguasa, :

Dalam tahun 1928 Hoge Raad telah menjatuhkan keputusan yang

.

dikenal dengan nama Strooppot arrest tanggal 29 Juni 1928 27%)

L et S

dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

273). Rutten Ibid halaman 565.

274). Loe eit. '

275). Hoetink Arresten Burgerlijk Recht op c¢it halaman 319.
Cremers Burgerlijk Wetboek op cit halaman 5%.
Yollmar Yerbintenissen en bewijsrecht op cit hulaman 366,
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" Norma, bahwa orang janganlah hendaknya melakukan perbuatan
yang bertentangan_dengan sikap.ub;g-.rhati-hajti. yang seharusnya
dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atan
benda, hanyalah dapat diterapkan dalam lalu-lintas antara orang-
orang perorangan satu dengan lainnya, dalam mana termasuk
pula. lalu lintas, dalam mana Penguasa ikut serta dalam
kedudukan yang sama dengan orang biasa, sehingga morma
tersebut ‘tidak meliputi  hal-hal dalam mana Penguasa
dipersalahkan tidak lain atau tidak lebih daripada pelanggaran
akan kepentingan dengan kekurangannya dalam kewajibannya
untuk menunalkan dengan baik tugas yang dibebankan kepadanya

Keputusan tersebut dijatuhkan dalam perkara yaung kasusnya adalah
sebagai berikut : :

Rijsdijk menyelenggarakan sebuah penggalangan kapal di atas
persilnya dalam kotamadya Zwijndrecht, yang sebagian terletak
di tepi perairan Strooppot.

Kemudian dalam uszhanya meningkatkan laiu lintas air daripada
Noord, Penguasa telah membuat beberapa tempat kerja sekitar
Strooppot  tersebut, schingga  karenauya seluruh  Strooppot
tertimbun pasir dan tidak dapat lagi digunakan untik lalu lintas.
Rijsdijk menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum dan Penguasa yang sesungguhnya dapat dan harus
memerintahkan pembangunan sedemikian rupa, sehinigga tidak
mengakibatkan tertumpukuya pasir dan karenanya’ tidak dapat
digunakannya sebagai lalu lintas air Strooppot. '

Dalam tingkat kasasi Hoge Raad mempertimbangzzau, bahwa
gugatan Rijsdijk tidaklah didasarkan pada sesuatu pelanggaran
dengan sengaja atau karena kesalahan akan haknya, dan tidak pula..
didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh negara atas’
kewajibari hukumnya, melainkan semata.mata didasarkan. pads
soal, bahwa negara dalam membangun atau menyuruh membangun

bangunan-bangugan tersebut tidak memperhatikan Eﬂegp_eli_ﬁgrgan_\’b

strooppp_t___;e_:.l_g_e_:gg_gf_lalu lintas air umum, karena mana penggugatl%{ )

mengenai kepenéingantya telah mengalami kerugian.
Maka menurut _
Penguasa yang spesifik hanyalah dapat dinyatakan melawan hukum,
kalau - karenanya dilakukan_ pc_rb_uatar_1___y_a_t;g“l_lctjt_c;;_ta'flgan_ dengan
pcraturau;p_c_r_;lt_(_:_rand,uudang-un;lang atau bertentangan..dengan -hak
oraug lain, taﬂi tidaklah dapat dinyatakan melawan hukum'. bilamana

]-'.,4.'--‘} !“f-'.‘ ’
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yurisprudensi tahun 1928  perbuatan-perbuatan '




perbuatan tersebut_dizuggap. bertentangan dengan hukum tak ter-
tulis 275 | |

T Sebagaimana dimaklumi, maka sebelum  keputusan. tahun 1928
selalu digunakan 2 kriterium sifat_melawan hukum, yakni bertentangan
dengan haksorang 1ain"dan bertentangan dengan_kewajiban hukumnya
sendiri, Maka timbullah_persoalan,_gpakah perbuatan melawan hukum
‘Peiiguasa dapat diuji_pula.dengan kedua bentuk sifat tngl_aw_i_l_};___}]__g:kmn
lainnya, yakni bertentangan-dengan. kesusilaan baik dan bertentangan
c!engun;_.lgggg_t“l,g‘t?._g: yang  harus  diindghkan,. dalam  pergaulan
masyarakat. Dalam ™~ Strooppot-Asrest—tahuy 1928 sebagaimana
didtarakan di atas, norma zorgyvuldigheid tidaky dzpat diterapkan atas
perbuatan-perbuatan Penguasa, karcna norma uptuk tidak melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan sikap -hati-hati yang  harus
dilakukan - dalam pergaulan masyarakat hanyalah dapat diterapkan
dalam lalu lintas antara orang-orang perorangan dalam hubungannya
satu dengan lainnya, dalam laly lintas mana Penguasa ikut pula dalam

. kedudukannya yang sama dengan orang biasa.

Ajaran yaug berasal dari Strooppot-Arrest, yakni bahwa perbuatan
Penguasa hanyalah dapat dituntut  berdasarkan. pasal 1365
K.U.H.Perdata, bilamana karenanya telah - terlanggar  peraturan
undang-undang atau telab terjadi perbuatan-yang. bericntangan dengan
hak orang lain _telah diterima_ oleh doctrine, yang menganggapnya
sebagai ajaran’ yang kuat dan berlaku umum. .

Tetapi sejak tahun 1940 Hoge Raad . telah menjatuhkan_.beberapa
keputusan, dari mana ternyata, bahwa Hoge. Raad_telah. meninggaltkan
ajaran Strooppot-Arrest_tersebut, karena dianggap terlaju sempit dan
sebagaimana telah diutarakan di atas_ sejak _i?u_‘l-;r_itc;fiurlj"_:—.'sikap
berhati-hati_yang_harus _dilakukan _dalam_ pergaulan masyarakat
mengengi orang lain dan_benda -dapat.pula-digunakan-sebagai..ukuran
untyk menguji. perbuatan Penguasa sebagai melawan hukum_ atau

HIRK, 7770 7 o e
— _
Keputusan tersebut antara lain adalah :

1. Ontvanger-Arrest. tanggal 20. Desember_1940 277} | dalam mana
Hoge Raad telah memutyskan, bahwa :

" Ontvanger der Registratic en Domeinen, yang.-telah..menjual
sapl-sapi “sitaan, untuk maga Ontvanger—tersebut memang

276). Rutten Verbintenissenrccht op cit halaman 565 dan berikutaya.
277, Rutten 1bid halaman 567. s
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sepeniuhnya berwenang, teiah melakukan perbuatan melawan
hukum, karena ia telah menjual dengan harga terlalu rendah
dan karcnauya tidak mengindahkan kepentingan pemilik".

2. Weg-dek-arrest Ferwerderadcel -tanggal 9 Januari 1942, dalam

keputusan fidfna  Hoge Raad mempertimbangkan, bahwa -

Kotamadya Ferwerderadeel telah melakukan_perbuatan melawan
hukum, karena Kotamadya tetap_tidak memenuhi syarat-syarat,
scbagaimana yang ditentukan baginya, dengan kewajiban untuk
menjaga, agar keadaan tanggul jalan (wegdek) tidak_mendatang-
kan bahaya bagi keamanan pemakai. jalan.

Menurut  Rutten dalam  kedua keputusan fersebut dari

pertimbangan-pertimbangannya, yang menjadi dasar daripada
keputusan-keputusan tersebut dapat ditarik kesimpulannya, bahwa
perbuatan Pengusaha dinyatakan melawan hukum, karena rorgan yang
bersangkutan _ pada_wakty _melakukan tugas pemerintahan tidak
mengindahkan _.sikap berhati-hatl, yang harus. dilakukan dalam
pergaulan-masyarakat-mengenai-ovang lain atau benda.
Demikian sekedarnya mengenai pertanggungan jawab peuguasa atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dari
organ-organnya  dengan pengertian, -bahwa untuk perbuafar melawan
hukum yang dilakukan oleh organ maka Penguasa dapat dituntut
ganti kerugian berdasarkan Dbasal..1367.

Sekarang sampailah kita pada persoalan tentang detournement de

- pouvoir

Apakah yang dimaksud dengan deveurnemeni de pouvoir 7. Dari
keputusan Hoge.Radd_tanggal 14 Januari 1949, yang dikenal dengan
Zandyoorts-Arrest '#7%) Hoge Raad telah mempertimbangkatl, bahwa
Penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum, _bilamana
penguasa_telah menggunakan kewenangannya..untuk lain tujuan

daripada tujuan wewenang-yang diberikan padanya. _

Keputusan tersebyut dijatubkan dalam perkara yang kasusnya adalah

scbagal berikut @ i
"Seorang pemilik persil dengan rumahnya oleh Kotamadya
Zandvoort dituntut untuk menyerahkan tidak hanya dengan alasan
bahwa Kotamadya berkehendak untuk memberi pihak ketiga
perumahan tapi juga karena menurut pendapat Kotamadya
pemilik telah menyewakan rumahnya dengan harga sewa yang
amat tinggi melampaui batas yang diizinkan.

278). Ruiten Verbintenissenrecht Ibid haluman 548,
Vollmar Verbintenissen en bewijsrecht op cit halaman 379, 380,
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Hoge Raad telah mempertimbangkan, bahwa gangguan terhadap
hak peuguasa atas rumah tidaklah berdasarkan kebebasan yang
tidak terbatas ‘yang diberikan pada Walikotamadys, melainkan
. berdasarkan suatu kewenangan yang tidak dapat digunakan untuk
lain tujuan daripada tujuan pemberian wewenang tersebut, sedang
Hakim yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak
diindahkan telah memberikan pertimbangan tentang sah tidaknya
perbuatan Walikotamadya, karena bukankah hakim tersebut telah
memutuskan, babwa perbualun lersebut tidak dilindungi oleh
peraturan undang-undang, yang membenarkan wewenaug
tersebut, L :

Tuntutan teutang perumahan telah diatur dengan undang-undang,
agar dapat melaksanakan pembayaran tempat tinggal secara doelmatig
dan bilamana tuntutan telah dilakukan  atas dasar alasatt-alasan laln
daripada “ying menurut. .. maksud-- undang-undang--hanya dapat
dikemukakan, maka Juntutannya. tidak lagt  sal, ._ imn_.juga_q__tidak
bilamana alasan lainnya itu_didasarkan pada kepentingan umum.
Sebagaimana telah diitarakan di atas pada halaman 33 maka
nampaklah pula kiranya bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal
31 Oktober 1974 Reg. No.98% k/Sip/1972 -379) telan memutuskan,
bahwa perbuatan Penguasa-Bupati Kepala Daerah Kabupaten: telah
memerintahkan eamat untuk mengambil langkah-langkah pengosongan
rumah-adalah mertipakan perbuatan melawan hitkum. °
Kiranya akan jelaslah, bahwa perbuatan  Bupati tersebut adalal
merupakan detournement de pouvoir.
Lebih lanjut pula dikemukakan bahwa telah menjadi yurisprudensi yang
tetap dari Mahkamah Agung R.1, dengan keputusannya tanggal 18 Mei
1977 Reg.No.503 k/Sip/1976 280}, bahwa detournement de pouvoir
harus dibuktikan. ’ ' :
Keputusan tersebut dijatuhkan dalam “perkara yaug kasusuya adalah

scbagai- berikut .
' '-’Penggﬁgat, Poltak Hutabarat seorang bekas karyawan N.V.Good -

YearSumatra Plantation Company Ltd. telah menggugat antara lain
Pemerintah - Negara Republik Indonesia cq!’ Kejaksaan Negeri
Pematang Siantar, karena penggugat merasa dirugikan karena

279). Chidir Ali $.H. Yurisprudensi Onrechtinatige Overheidsdaad op ¢it halaman 210
dan berikutriya.

280). Chidir Ali S.H, Loc cit halaman §59.

- penahanan yang dilakukan oleh Keinksaan tersebut sedang dengan
keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18
September 1969 No.466/1969/Pid. , yang dikuatkan oleh keputusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 1970 No. 29/
1970/P.T. penggugat dibebaskan dari tuduhan, dan karenanya
Penguasa telah melakukan perbuatan -melawan hukum (onrecht
matige overheidsdaad), : o
Dalam tingkat kasasi pcrmohormn-pcrmohonmf kas.ast ditolak atas
pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai bcrx‘kut :

"Putusan Pengadilan yang membebaskan penggugat"asal saja
tidak dengan sendirinya berarti, bahwa yang berwajib. (yakn}
Kepolisian  dan  kejaksaan) telah -melakukgn peruatan
melanggar hukum. Baik pihak Polri maupun pihak Kf:']akssfan
merupakan instansi yang melaksanakan tugas, yang bersifat
hukum publik, baik preventif maupun represif untuk
menjamin terpeliharanya kamtibmas. Untuk mt_‘.'laksanakgn
tugasnya ini diperlukan adanya suatu kebebasan berj‘.mdak, baik
tindakan ini didasarkan atas suatu peraturan tertulis atau yang
tidak ftertulis, kecuali dalam hal adanya penyalah gunaan

kekuasaan (abus de pouveir}, atau melampaui batas kekuasaan

(detournement -de pouvoir), keadaan mana harus dibuktikan.

'I-'LgDemikia:: pula menurut Hoge Raad dalam keputusannya tanggal

25 Pebruari 1949 yang dikenal dengan nama Doctichem-arrest 142) ,

Penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana

Penguasa telah menggunakan wewenang yang diberikan padanys untuk
hal-hal dalam mana Penguasa sccara layaknya tidak boleh
melakukannya.

Dalam hal tersebut terjadi perbuatan sewenang-wenang (willekeur),
dan terjadi penyalah gunaan hak {misbroik van techt). -

Keputusan tersebut adalah mengenai perkara, dalam mang sepasang
siami istri telah dituntui oleh Kotamadya Doetichem untul;
menyerahkan tempat tinggainya, yang keadaan psychisnya karend
tempat tinggal tersebut akan mengalami kerugian yang be.snr.

Dalam tingkat kasasi Kotamadya Doetichem mengalami kekalshan,

.karena, demikianlah pertimbangan Hoge Raad, sekalipun penilaian

daripada kepentingan yang- bersangkutan adqlah‘ diserahkan pada

281), Rutten Loe cit.
Vollmar Ibid halaman 380,
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kebijaksanaan Penguasa, namun toh terdapat -alasan untuk campur
tangannya - hakim, bilamana tuntutaunya dapat dianggap sebagai
perbuatan sewenang-wenang (willekeur), dan perbuatan sedemikian itu
terjadi, bilamana Penguasa dalam menimbang-nimbang kepentingan-
kepentingan yang bersangkutan menurut kewajaran tidak akan
menghasilkan tuntutan tersebut, :

Sebuah contoh lagi daripada perbuatan sewenang-wenang dari
Petiguasa yakni terdapat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1949
yang dikenal dengan nama Groningen Kweldergronden Arrest 297)
dengan keputusan mana Hoge Raad telah memutuskan dalam perkara
sebagai berikut :

" Berdasarkan Algemeen  Vorderingen Besluit 1940 Penguasa telzh
menuntut tanah-tangh, Kwelder dalam propipsi Groningen sebagai
hak miliknya, L i
Ternyata bahwa tuntutan tersebut pada pokoknya dimaksudkan
untuk mengakhiri pertentangan antara pemilik dan negara, sedang
tujuan daripada pelaksanaan tuntutan tersebut, untuk mana telah
diterbitkan Algemeen ‘Vorderingsbesluit, yakni antara ‘lain demi
kepentingan penyediaan pangan sama sekali tidak dijadikan alasan
Peflguwasa. '
Hoge Raad memutuskan bahwa tuntutan Penguasa adalah
. merupakan perbuatan sewenang-wenang . dan karenanya adalah
. melawan hukum.

Kelima keputusan tersebut, yakni tiga buah merupakan Arrest Hoge
Raad dan dua buah merupakan keputusan Mahkamah Agung R.I,
adalah merupakan keputusan tentang detournement de pouvoir,
tentang penyalah gunaan hak dan tentang penyalah gunaan kékuasaan
yang dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 K.U.H,Perdata.

Sekalipun Hakim berkuasa memeriksa dan mengadili perkara
perbuatan melawan hukum olch Penguasa, namun toh Hakim tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan
Feniguasa yang termasuk otonomi kebijaksanaan Penguasa,

Tugas yang dibebankan pada Penguasa menyebabkan, bahwa alat-alat
perlengkapan. Negara selalu  293) harus mencampuri "hak-hak dan’
‘kepentingan daripada warganya.

282), Rutten Loc eit.
v Vollmar Ibid halaman 381.

283), Rutten Ibid halaman 569,

L

‘Bilamana Péngiasa = menunaikan atan tidak . ﬁg;ﬁ:&ﬁ:
kewajiban yang dilét_’_‘:i}(kan atas bahunya sqcara tepat atact; A
dalam menerapkan undlang-undgxlg, 1‘1';a}.ca hal yang sekel_i s oara .
mcnyangku.t‘ kepentingan-}ce;;::1t1:}%ax: y\:ﬂ;g::glg:, cé:; :; ﬁamun o
orgaunya télah menu_naikan. ewajibann . T o
i akan dapat dihindari, bahwa Penguafa engan  pent! :
Ifgaatnya tel‘SEbI:It telah mendata:ggkan kerugfa:il. atz;;s hl::fenggf:a:;
kepentingan  warganya. Acapkal‘i pula terja 1, ba_ b golonon
melakukan sesuaty perbuatan memmbulk.an keruglan"bag ag onga
penduduk, sedang dengan mengabaikan kewajt anu){ain i
melakukan perbuatan yang sama tersebut golongan !
dirugl\l/llc;'clz; pembatasan  bagi: Hakim Pcrdz.lta 'scbagau;anaa ut;l:tlit}:
dibentangkan di'atas berupa sendi, bahwa hakim tidak ber I:;s; untu
memeriksa dan mengadili pe_rsoa]an-persoalan yang yang
kebijaksanaan Penguasa.

Mahkamah ‘Agung Indonesia d'a]am hel i
menjatuhkan keputusannya, yakni antara lain - s
1. Tanggal 13 September 1957 Reg..No.l'IE k/Sip/1955 )

dengan pertimbangannya sebagat berikut : . )
"Gugatan sub 1 dan 2 dinyatakan tidak dapat d1ter1rna:jac;i:;,1 1
karena Angkatan Kehakiman tidak 'boleh campur tanganbaran
satu kotapraja melakukan dalam bidang kekuasaamg.a!, kukang

- sesuatu yang menurub 'kc'uijaksanaam.lya H'F'.ltllt ita .
Dengan demikian pugatan sub 3 harus’dtltoiak .

Kasusnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : |
"Penpggugat yakni Marthin Naingpolan tela.h mengguge.lt Walikota
Pemantang  Sianlar  dihadapan Pcug_adtlau. Negeri d.cugan
menuntut agar Pengadilan Negeri Pemantang Siantar
memutuskan ! ' '

1. menyatakan bahwa terdakwa tidak berhak membagi-bagikan

tanah kota Pemantang Siantar.
2. membatalkan pembagian tanah yang teperkara ‘kepada

L. Girsang dan
3. menyatakan pendakwa buat sementara waktu berhak untuk

memakai tanah yang. teperkara itu sampai ada penetapan
yang sah. :

ini telah beberapa Kali

o Coudie Al S Y'uriSP'Udemi Indonesin (Qnrechtmatigc ovecheidsdaad) op cit‘
halaman 92. .
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Dalam. tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugatan
ditolak. '

"Dalam tingkat kasasi permohonan kdsasi dan pemohon kasasi/
penggugat asli, ditolak juga dengan pertimbangan sebagaimana
dibentangkan di atas. -

-2, Tanggal 18 Mei 1960 Reg. No. 157 K/Sip/1960 283) dengan
pertimbangannya antara lain sebagai berikut

"Persoalan kepada siapakah Kota Praja akan memberikan
tanah milik Kota Praja untuk dipakai, adalah terletak dalam
bidang penctapan manfaatnya’ dan kebijaksaannya Kota Praja,
dalam hal mana Hakim Perdata tidak berwenang untuk campur
tangan.

Kasusnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

" Penggugat yakni Lebanus Tambunan telahi menggugat antara
lain Walikota Pematang Siantar kehadapan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar dengan menuntut agar Pengadilan Negeri
memutuskan :

© 1. Menghukum tergugat I dau tergugat II-untuk mengakui
penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah teperkara,
berdasarkan - kenyataan, bahwa' penggugatlah: scbenarnya
yang terlebih dahulu menduduki dan memperladangi tanah
teperkara itu yang berasal dari perkebunan teh dan seterus-
nya menghukum tergugat ke 11 untuk menerima pembayaran
harga tanah dari penggugat.

2, Meughukum - tergugat ke II untuk mengembalikan harga
tanah yang diterimanya dari tergugat.l dan mencabut tanah
yaug diterimanya dari tergugat I damimencabut tanah te-
perkara dari tergugat ke I sesuai dengan bunyi kalimat di
ayat h yang tertulis di surat hak semeéntara tanggal 23 Juni
1956 yang berbunyi @ jikalau hak tanah dicabut harga tanah
yang dibayar dikembalikan pada yang bersangkutan sctelah
dipotong biaya administrasi sebanyak 5%.

3. Menghukum -tergugat 1 dan tergugat Il tanggung-
menanggung di dalam perkata ini sampal selesal. -

Dalam tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan demikian
juga dalam tingkat Kasasi pugatl penggugat ditolak dan Mahkamah

285). Chidir Ali S.H. Lot cit halaman 113 dan berikutnya.

i

Agung. teiah mempertimbangkan secbagaimana telah dibentangkan

di atas.

3. Tanggal 4 Maret {970 Reg. Mo. 319 K/Sip/i1968 2!%) dengan
pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

" Pengadilan  Negeri  tidak berwenang menilai’ tindakan

hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenangnya”’,
Keputusan tersebut dijatubkan dalam perkara yang kasusnys
adalah sebagai berikut

" Penggugat, vakni Djojoprawiro telah menggugat mban
Kromoredjo di hadapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada
pokoknya atas dalil-dalil bahwa semenjak adanya perobahan
kebekelan  di daerah Yogyakarta menjadi Pemerintahan
Kelurahan, penggugat mcmpunyai hak sanggan pekulen
berupa sebidang tanah pekarangan dan 2 bidang sawah
terletak di desa Gangsiran, kelurahan Madurejo dan bahwa
penggugat mempunyai paman bernama Kromoredjo yang
karcna tidak mempunyai sanggan sendiri pada waktu masih
hidupnya oleh penggugat diberl garapan sawah 1 glebag,

pekarangan didiaminya. Pada waktu saudara penggugat,
yakni  Karijoredjo kembali dari tanah seberang, tanab
garapan Kromoredjo yang separuh bagian diminta kembali
oleh penggugnt untuk diserahkan pada Karijoredjo. Setelah
Kromoredjo meninggal dunia yang ¥ bagian lainnya diminta
kembali juga oleh penggugat, tept janda  Kromoredjo
berkebheratan menyerahkannyn dan menganggapnya sebagai
harta warisan Kromoredjo, '

Pemerintah  Kelnrahan dan DP.R, Keclurahan Madurejo
untuk diselesnikan, akan tetapi keputvsannya adalah bahwa
tanah tersengketa  menjadi hak  warls  tergugat  (Bok
Kromoredjo) dan anak-anakuya.

Penggugat tidak menerima keputusan . tersebut dan karenanya
mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dengan menuntut agar
Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan : :

286). Chidir Ali S.H. Loc ot halaman 139.
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Pemeriniah Daerzh mengenai tanah yang berada dibawah-
peugawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan

yaug hasilnya dapat dimiliki dan dimakannya dan juga tanah

Persoalan tersebut oleh penggugat diadukan paeda




AL

1. Menghukum terguga't untuk menyerahkan kembali tanah sengketa
kepada penggugat. . ,
2. Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini. -

Pengadilan Negeri telah - mengabulkan gugatan penggugat, sedang
Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri. Dalam
tingkat kasasi Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan
kasasi dan menolak gugatan penggugat atas pertimbangan sebagai
berikut :

‘Mengenai keberatan ad.l ; "
bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena setelah perobahan
kebekelan menjadi  Pemerintah  Kelurahan, maka Pemerintah
‘Daerah Istimewa Yogyakarta Dberwenang untuk menentukan
kebijaksanaannya dan  merobah/memberikan  tanah sengketa
sebagian kepada penggugat untuk kasasi serta dhliwarisnya
almarhum Kromoredjo, .
bahwa dalam hal ini ‘Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk
menilai tindakan Pemerintah Negeri Daerah mengenai tanah yang
berada di bawah pengawasannya kecuali kalau tindakan itu
melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas
wewenanguya,

Maka dengan memperhatikan  keputusan-keputusan  tersebut
jelaslah kiranya bahwa hakim perdata, sekalipun menurut pendapatnya
adalah lebih tepat kiranya, bila dalam sesuatu masalah Penguasa
memilih memberikan pemecahan secara lain dari pada yang telah
dilakukan, namun toh bilamana yang diputus oleh Penguasa inl adalah
termasuk  persoalan kebijaksanaan  (beleidskwestie), tidak dapatiah
Hakim memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut,

Mengenai hal beleidskwestie tersebut dj Negeri Belanda memang
telah banyak dijatuhkan keputusan-keputusan seperti Arrest MHoge

- Raad tanggal 13 Nopember 1936 (arrest de Boer) tanggal 29 Maret

1940 (Heldenkermis arrest) tanggal 2 Maret 1951 (arrest tentang
militer-militer  Ambon), yang karena tersedianya  yurisprudensi-
yurisprudensi di Indonesia temtang hal tersebut yang menurut hemat
kami telah amat jelasnya untuk dimengerti, maka dalam rangka
penyusunan buku ini sementara dianggap lidak perlu menguratkannya.
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